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PERNYATAAN

Deengan ini suva menyatakan bahwa;

\. Karyn tulis sava, disertasi ini, adalah a¢h dan belum pernah diajukan wmisk
mendapstkan gelar akademik (sarjans, magisier, dan / atao dnkior), baik s
Universitas Padjadjoran maupun di perguruan tinggi lainya.

3. Karya tulis inj mwml gagasan, rumusan, dan penelitian says sendiri, Enpa
bantusan pihak lain, kecuali arahan tim promater, eponen ghli dan represenlas:
yuru besar,

3. Dulam karya tulis in, tidak terdapat keryn amu pendapel yang telah diwlis
atau  diptblikasikan pihak lain, kecuali vecam tertulis dengan  jelas
dicantumkan sebagai ecuan dalam naskah disenast dengan disebutkan nama
pengarang dan dicanmmkan dalam duflar pustaka.

4. Dertyatean yany suya buat dengan sesunpguhnys dan apabile dikemualian hari
terdapat penyimpangan dan kesidakbenazan dubum pernyataan ini, maka seya
bersedia menerima sanksi akadenik berupa pencabutan gelar yang diperolch
karens karya tulis ini scria sanksi lainoya s2suai dengan norma vang berlaku
di perguruan tinggen ini.
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ABSTRAK

Dalam setiap negara pembangunan perwnahen merupakan pesmasalaban
tersendini vang harus diselexaikan, Meskipun pembangunan rumab hunion sudah
dhatur oleh pemerintah agar kebutuhan perumaban lepenuhi. mamun mEsih
banyak masyarakal yang belum mempunyai rumah tinggel atau sudah memiliki
ettpat Ninggul tetapl tidek leyak huni. Pembanpunan rmah hunian  yang
berwawaszan lingkungan dan berkelanjutan perta menjadi pala yang harus
diwujudkan oleh nogara Tugas negara dalam konsep newwra kesejahteraan
menuntut regara untuk lebib memikirken upava-upaya meningkuatkan pemenuhan
akan kebutuwhan perumahen dan pepnukiman dalam konteks sebugai warpa
negara.  Perataran-peraturan yang dibentuk oleh pemerintsh dibarapkan dupat
mewljudian pembangunan rumah hunian yang teniata baik serts memperhatikan
aspek ligkungan yung berkesinambungan seria sesual dengan penataan ruang

Indonesia sebagai negara kesejahiernan borusaha melakukan pembangunan
rumeh humian scbhapai pemenuhan hak dasar (Tindung-Lindang Dasar 1945 Pasal
28} dengen cara membontuk Undeeg-Undang MNomor 4 tabun 1992 tenang
Perumahan dan Permukiman, Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1985 entang
Fumah Susun, Undang-1indape Nomor 23 whan 1997 lenang  Lingkungan
Hidup, Lndang-Undang Momaor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta
Sural Keputwzsan  Menten Negara  Pernmahan  Rakvai  Nomor
U4/ KFTSBEPIN 995 tentang Hunian Berimbang vang dikenal dengan konscp
1736, Undang-Undang Perutnahan dun Permukiman mendefmisikan perarnahan
sebugal kelompok rumah yang berfunpsi scbagai tempat tinggal atau lingkurpan
hunian yang dilengkepi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Cenpan
menggangkan metode penelitian kepustakasn dan penclitian lapangan diharapkan
dzpat menghesilkan benang mersh untuk mengamat; pencrapan pembangunan
rumah hunian baik horizontal mawpun vertkal Juge dilakukan perbandingan
pelaksanaan program-program pembangunan perumahan dengan negara telaigua

Pada kenyatasnnya peratitan  yang  dibumt belum  scpenuhnya
dilaksangkan, lm dikarenakun tidak adanya sanksi jika peraturan tersebut tidak
dilaksanakan gich ponperabang, serta tidak adanys penghargaan bag: para
pengenibang jika peraturan tersebul dilaksanakan atlau dijalanksn, Penelitian pada
pembangunan rumah hunian di Pertmahsn Cira Jakors akan menghasilkon
gambaran vang komprehensif dari penerapan konsep dan prakiek di lapangan. '
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In the developing comwmrry, howting Rae iic own probiem thal st be
sofved Even though the govermment fas been full filfed the recessity of houring
JSor peaple, bu wncil mow dhere i wilf people or sociedy have pot pod the proper
hotde, Thergfors, the governmert mus be much more wsed (0 build and’ increase
the supply of a lorge mumfer of bouses ond residents, which i fene o yood
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Wifh seversd ptovies, Aol Ma 26 7 F907 comtaing o life evvirommenm, Aed S 2672007
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fionsing No 0KPTRREEIN 998 comains a balmwed rexidence which owrw or
comcegy {13 & A regufivioe af hausing wmd residear defined o housing ar group
af fses witicd flsstions as a ploce o five that v equipped with mearzs of facilim
P gocd envivonmend. By the uving e methods of researck gf literature ord
Feldwork, Jt is expected comr gef the red thread to walch the appfication of the
RS develnpmurnd

The face, e regdodion coll mor comdiaet effectively, Bt IF conred by fhere
ax mo sonciton fir developers whe deeak . awf ofsa there I8 g oword for same
chvelopers wha corducts omd obep the repwlation. THe research of the B
dewelopen I Citva Reod Estale will produces o comprefensoe deseriion from
the appdfeation of corceny aad PracEEe f the Aefd
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KATA PFENGANTAR

Pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhs
kehutuhen pukok masyarakar akan tempat tinegal, hak kualitas magpan kirantiias
dan witak memmekalkan mota lingkutgan hidup, Selain berfungsi sebagai
pelindung terhadap gangpuan alam atan euacs dan makhlok lwinoya, rumzh juga
memiliki peran accinl budava sebapai pusat pendidikon kelvargs, persamaian
budayz dan pilan kebndupsan, penyoapan pecers; muoda, dan sebagan man fesrag
jatidin, Dalam keranpka hubungan ekclogis antara manusia dan lingkungan
permukimanenya maka terlihat bahwa kualitzs sumber daya manusia di masa yang
ekar datang saopal dipengarihe oleh kualitas petumaben dan permukimat ditoass
masvarakat ngpal ménempatinya. Peruniahan dan pemmukiman reermpakan salah
silo sektor yang strakeprs dalam wpaya membangun munosia Indomesia pang
seutuhiya,

Permazalan yang dihadapi untok pembangunan dan perunahan  sangat
komplcks. tidak hanva menangkul masalah pombiayaan, fisik hngkungan, wajud
hogkungan, sema mesalah kualias  peromahan den permokimaen yaog elom
metnenuht standar pelevanan vang memadal. Selain i belum zemuoa anggota
masvarakal dapat menikmati aaw memiliki mmah yoane layak, sehal sman dan
serasl, Ulch karena itn upaya pembangunen porumahan den pennukiman batus
ditingkatkan untuk menvediakan jumlab perumahan yang makin banvak dengan
harga tepanpgkaw, terutama bepi golongan masyarukat yang berpenphasilan

rendah.
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Berdasarkan hasil dari peneliiian terhadap tinjacan hukuen sias permemahan
dalarn pembrogunan perumaban dan permukiman vang berwawasan Sngkungan
maka peneliti berkesimpulan bahwa perlimya pembaruan dalam sistemy bokuen
pembangunan mmah hunian yang berwawasan lingkungan di kemudian ha,

DCasettasi i hethesil disclesakan beekal bunbingan, baniuan  dan
dormngan dan berbagan pihak. Penelitt menyunpaikan tenma kasih yanp sebesar-
besamya kepade guns besar, d-::s?en dan sal penpajar skademik Universitas
Padjadjaran, yailu:

. Prol. Dr. Djubacndabh Hasan 5.H. selakw ketus tim promotoe, Prof. e
Rukmand Amanwineta 5.H, M.H dan Prot. 1. Mariarm Darus Badrolzaman,
S.H. selaku anggala tm promator,

2. Tim pengyifappanent ahli‘eepresentasi  gurn  hesar yang  terdin dari
Prof. Or. Yudha Bhaka, SH.MH., Prof Dr. M. Dawd Silalzhi, 5.H.,
Prof. D 19 Ll Rasjidi, 3.H.,5 805, LL M., Dr. Moh. Hasan ‘Wargakusumah,
S H., Dr. Supraba  Seckarwati W.. S.H., CN. Prof. Huala Adalf,
SH.LLM. oo

3. Reklor Universitas Padjadiaran, Prof, Ut Ganjar Kumia, I, DEA,

4, Dosen dan staf Akademik Universitas Padjadjaran yang dapat tidak dupat
disebutkan satu-per satu.

Scvara Ehusus, penelii menyampatkan rasa terima kasih kepada st
tercinea Christine Damejenti dan anak-anak terkasih (11azel dan Beénsen) alas doa,
doromgan  dan  perhalian mereka yang  besar, schingga peneliti dapat
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BAB I

PENDAHULUAN

A, LATAR BELAKANG

Mhlum arah dan kebijskan pembangunan umom sebagaimana dinvarakan
dalam Peraturan Presiden Bepoblih Indonesia Numor 7 Tahun 2005 tentung
Fencana Pombanpunan  fanpgka Menenpgab Wasional  2004-2009  bakwa
pembanpuhan petutiahan dan permukiman mervpakan upava untuk memenuhi
salgh sanu kebutuban dasar manusia. sckaligus untuk meningkatkan mow dan
lingkangan, upaya pembanpunen perumahban dan permukiman terrasuk dalam
pembanewnan inftastrukor yanp hacus dipereepal selain sumber duya air,
transpotlas:. emergd, ketenapalisiokan, pos Jdan elemanke Sasamn omum
pembangunan perumahan adalah pemenuhan kebotuhan hunian bapi oasyarakac
melaln  etciplanya  pasar  primer  yang  sehal, efisien, akemabel,  tiduk
diskriminatif, dan tenangkau oleh seloruh lapizan masyarakat vang didokunp oleh
sisletn pemblayaan perumakan janeks punjang yang market fizndly, efisicn, dan
akuntabel.'

Lampiran Peraturan Presiden Momor 7 Tahun 2005 ientang Bencana
Pembanginan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-21F mengidentilikasi
heberapa permasalghan mendasar yang  menantut perhatian khusws  dalam

membangun ke depan amara lain belum tecbangunnya sistem pembangunan,

'Peracuran Fresiden Momor 7 Tahum 2005 tertanp Rencang Pembangynon Jongka Menonzah Masianal JH04-
2719, PP Fo. T Tahen ZIN05 . Binar Garafikn, Jukoarta, 20005, Lampiran Bab 1L




[ ]

pemerintahan, dan pembansguuan vang berkelanjutan © Permasalahan mendasar
lainnya adalah masih  lemahnya karokier bangsa, belwn  betkembangnyz
nagignalivme  kemanuwsinan et demokresi pelink dan ckonomi.  belum
terejawantaluva nilai-nilai orama kebangsaan dan belom berkembangnya sisiem
yang memunghiokat masvarakat ootuk mengadopsi dan toemakng oila-nilal
kontemporer secara bijaksang; serta kepamanpan dalam menghadapn masa depan
T2Ta Menannya sistem pembangunan, pemcrintahan, dan kehcgaraan dalam
menghadapi perubahan.’

Visi Fembungucsan Nasional Tahon 2004-2000 adalah:

i. Terwuajudnya kehidupan masyarakat. bangsa, dan negare yunyg aman, bersata,

mukun dan damais

L+

Terwujudnya masvarakat, bangsa dan negam yang menjunjung toggi hukum,

kesctaraan dan hak asasi manusia;

3. Terwujwdnya perekonoian yang mampu menyediskan kesempatan kerja dan
penghidupan  yang lavak secta menbetikan fondasi vang kokoh bag
pemhangunan yag berkelanjutan,*

Selanjutnya dari visi Pembangunan MNasional tersebutl ditetapkan 3 misi

Fembangunan Nasional Tehun 20042009, yaim:

1. Mewnjudkan Indonesia yang Aman dan Damar;

2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan

3. Mewujudkan Indonesia yang Sciahlera,

"I, hlm 18,
"My,

Urhia, him. 14,




Saldh saw strategi pokok pombangunan dalam FRencana Pembangunan
Janpka Meneneah Masiopal (14"MMN) adaiah strategn pembangunin Indon2sia
yang diarahkan pada dua sasaran pokok vaitu pemenuban hak dasar rakvat serta
penciplaan landisan pembangunan yung kokoh dimane hak dasar yang hams
dipenuhi antara lain yaitu hak rakyat wniok memperolel kebutuban lidup
(zandung, pangan, Jan pupen) yang l:]jtmgkau."'

Baik Hencana FPembangunan  Jangka  Menengah  Masional  Tahun
20042008 vong diatur dalam Peraturan Presiden BMommor 7 Tahun 2065 maupun
Rencana Pembangunuan Jungke Fanpang Masionat Tabon 2(05-2(25 vang dialur
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahon 2007 lidak dapat dipisahkan denguan
Siswem Perencanann Pembangunan Nasivoa yanp diamr dajam Undang-Undang
Nomaor 25 Tahun 2004,

Perbaikan mfastrukiur yang ditunjukkan oleh memmghatnya koantilas dan
kualitas berbagal zarana penunjang pembangunan, vang dalam pembmpgunen
perumahan dipriontaskan pada upaya uniuk meningkatkan jumlah penduduk vang
memiliki dan mendiami comah layak husi melalul peningkatan akses kapital
utiuk melakukan pembangunan dan perbaikan mmah, ternlams bagl masyarakal
bepenphasilan rendah dan sektor informal, pengembangkan pembanguman ramah

susun sederhana sewa (Rusunawa) begi masyarakat berpendapaian rendahb, baik

Fibid, hm 20 ek dasor vang lairmya melipuie: hak kP unnek memperalen pekerjran wang layak hagi
konumssann, huk saleal untuk memperoleh perlindungan hukam, hak mkysl anfule eempetoleh rasd aman,
hak rakval uniuk ioeingerolen aksss atas kebiawhan pendidikan, hak rakysd voluk mempooleh whoss 6
kurbaluhan Keschazam, hak rakyal ynink memperpleh keadilun, hab rakyal unbuk by pamisipas] dakime palinik
dan perubahan, hed rakyal aniok Berirgaael, sera hak mioyat untuk memehbe agumamya Maging-rma2ing dan
Jmuk beribadar menums agama dan kepercayasanva Lanpe prosctohan hak desar akam swlid diharapkan
pirtisipuest pala ketebasan g persaisaan. Kencara Fambenganan Jengka Meremzah Nanional {RPIRM b ini
dilwangkan dalany Widang-Lndang Boner 17 Tohun 2007,




yang dibtavat oleh pemerintah maupuan sweasts, sena mengurang fuasan kawasan
kumuh di kawasan perkotaan, desa nelavan. dan desa eks transmigran,”

Penanganen rumah hunian hdak dapel dipisahkan den penanganan tanah
vanp merupakan surnber dava yang terbatas. Tanah bagn masvarskat Indonesia,
mempunyai kedudukan sentral. baik sebagal sumber daya produbsi maupun
sebagal tempat permubaman. Oleh karena (v masalah tanah selalo mendapat
perhatian dan penanganan vang khusus pula, Lebih-lebih lagi dalam era
peinbangunan ini, di mana pecmbangunan menjengkan scpila macam aktivitas
delam membangun matncsia ndonesia seutuhnya, yang sedikit banyak akan
tertemu dengan bideng lanah,

Pengaluran  tamah  jelas  diinginkan oleh pendin ncgara Indomesia
sebagaimana ternyata dari ketentuan Pasal 33 TIUT) L1945 khosusnya pada ayat (1)
yang menyaiakan bahwa “Bumi air, dan kekayaan slam yang terkapdung G
dalamnya. dikuasai olch ncgars dan dipergunaken untuk  sebesar-besar
kemakmuran rakyel” Ada duo hal utama yang tampak dalam ayat diaas,
Pertama, penguasaaty oleh negara Iman Swikngo menyatakan bahwa penguasain
oleh negara tersehot diberiken unluk melancarkan penpurusan, penggunaan dan
vebagainya kekayaan nasional terschul, Negar dalam hal ini adalsh organisasi
kekuncaan seluruh rakyat.” Ketentuan wersebue di aias jugn tampak dalam pasal 2
avat {2} UUPA yang menpatur batasan wewenang negara dalam katanmya dengan
hak menpuasa tersebut, Adapun batasan w-;:wnmg tersehil yait untuk mengans

dan menyelenggarakan peruntukkan, penppunaat, persediaan, pemehharsan bomi,

e, ki, 34

"Lonan Surict s, Ptk Agrana Saziomni, Gedjsh Mada Unjvesly Prese, ¥ opyakarta, |935 him 37




air Jdan mang angkasa, serta menenmikan dan mengaror hubungan bukum enlara
rmanteia denpan bumi, ar dan ruang angkasa selanjutnya menenfukan serla
meéngalur hubungan bukum aintara manusia serta perbuatan-perboalan bk
mengena bumi, air dan ruang angkasa, Penguwasaan oleh nepava ini berbeda
dengan pengertian “domemn™. Sudurgo Gauwtama mengalakan bahwa “dikuasai™
bukan berart “dimfikn™ Istilgh “dikosss™ i beranl bahva negam scbagai
organizazi kekuasaan bangsa Ledonesia, diberikan wewenang untubk mengatur
gezianl yaong betkensan  dengan tatah ? Sudargo  manyatakan hihwa asas
“domein” yang mengangeap semua tanah yang pihak lamnya tidak dapat
membukiiken babwwa tangh i tanah eigendominya) adalah dotaein negara, Lidak
dikeon] lagi dalam UUPA® Kedua penggunasn untuk sebesar-besar kemakmuaran
rakyal. Konsekuenst dan ketenluan ini adalsh semus hak slas bansh mempunya
fungsi sosial. Kelemuan pasal & UUPA tersebut menunjitkkan “hubungan
istimewa” dalam hak negara yang salah satunys adalah kewenangan bagi negara
untuk melakukan pemaksaan jika diperlukan demi kepentingon umum, datam
hubunpan-hubuepan keperdataan dengan warga n:_;m.m Amangt dari pembentuk
UL 1945 1crsebul diszahken pada tujuan akhir negara v sebesar-besar
kemakmaran rekyab {Heh karena ib menjadi pas negara untuk méngelols tanah

Jdalam kerangka pembangunan negara secara keselurihan,

.Sl_da_[gu- Gawame. Fafrgs Undang Undang Prkest A gramia, cotuksn keciam, Penetain Alerni, Bandurg,
1UEA, hlm. 57.

‘I him 56

Misknlph Tinggi l=rtarahan Madiadl. Keforoasi PeermaRay, Cetakan T, Penechit OV, Manks Wagu.
Bandurg, 2002, hln 28



Fembanpunan sendiri dalam upaya meningkatkan pelavanan kepada
masyarakat, batk untuk prazsrana mevpun saranz, memerlukan tenah. Demikian
pula zeluruh lapisan masyarakat, dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya
memetlukan pula tamah. Oleh karena itu gegjala hubungan limbal balik antara
manuz 2 dengan tanah mi hlthat dan selu sedol, yaile manesis semekio Jame
semakin meningkat mute dan jumlabnya (kealuas dan keantilasnya), sehingea
kebutuhan manusia akan tanzh vang relatif terhatas, semakin berlambah. Dilihat
dari sudut yang lain, ekgsislensi tanal it sendini jauh lebih kekal daripada umur
manusia. Keadaan demikian menimbulkan upaya manusis unluk mengestafeitkan
Penguasaannya, sehingga ada mae rantai penpuasaan secara derivatif

Menghadapi hubunpan timbal balik i scria sekaligues ontuk menann
hubungan  dimaksud, diccuskan  gagasan  alch  pemerntah  wnuk
menyelenggarakan perdataan penguasaan lanah yang selalu muotakhic, terurama
unik keperluan perpajakan, perencanaan den pengawasan serla dibalik ite juga
bagi masyarakel membenikan janinan kepasian hukum mengenail hak-hek atas
1anahnya, "

Tanzh dilibzt dan jemis Fungsi dan tujuan penggunaannya mempunyai
brberapa golongan, yeitu komersial, perumahan, ndust, dan fasilitas woum,™
Tanah wntuk perumahan mempunyai pilal yang berbeda dibandingkan jemis yang
lain. Hal ini discbabkan kareta tanah untuk perumahan merugakan kebutuhan

prkork by mArusia

" Dmrekiveat Fonderal AErarsm Lnrekfarat Perelaftaran Tanah, Mropumm Karpe Feclis Pradgfearan Toart,
Padan Pertadahark Hacional. Jakeng (936, hkme XL

2l Gomibiao. Real Eakre Fdonesin Sobuak Koneen fdmu dar Proslemu Peppemtare, CALIG - bebool of
H:al Eqtaes dan Iacrm bdwsvamkad Resl Estare indone2is - LLARL Jakane, 2000, nlme 36




Masalah yang keroudian mbul adalah tenadinya beberupa kawasan
permukiinan vang tdak ceratur dan lidak elisien sebagai akibal Jdar pembangunan
perumahan oleh sekior formal yang dilakukan oleh badan-hasdan  wsaha
pembangunan. Pada umuomnya pembangunan dilakukan atas lokasi tanzh yang
lerpencar-pencar dan sukar dikendalikan perumbuhannya, karena biasanva ditke
dan  dikehlin@i olch pombangunan pocrumaban  perscorangan  vang  tidak
ETOLEANISS] tAnpa penatadn mlang, tenpa prasarena ingkongan dan sarena
lingkungen vang mcmadal

Lntuk memecshkan masaluh tersepal, Undang-lndang Nemaor 4 Tahun
1992 ientang Peramahan dan Pernukiman memberikan pengarahan  bagi
pembangunan perumahan dan permukiman veng dilakukan berbagel pelakua
pembangunan tersetnd agar lidak erpehiar-pencat nambn tetap Lerkon santrms.
Dengan  demikian  depat tercapai  skala ckonomms vang memadal  agar
pembangunan berbagal priccarana lingkungan dan sarana lingkungan dapat efisien
dan efektif. Dengan demikian permukiman skala besar memunzkinkan investasi
dan penyodizan prasamna lingkungan secam [ebib ekonomis dan menduking
retwijudnys pembangunon perkotasn yang lebih elisien dan lebib akrab dengpan
para warza kotanys.

Lindung-Undang MNomor 4 Tahun 1992 lentang  Perumahan  dan
Permukiman akan menjedi landasan hukum yang kuat dan merupakan bagran dari
kerangka lamlasan pcmbﬁglman nasional memasoki pembangunan  jangka
panjany 25 tahuh vang kedua dalam bidang peromahon dan permokiman. Sexuai

dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undanp Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa




“buri, &1z, dan kekavaan alam yang tetkandvng di dalamnva dikwasan oleh negara
datt  dipergutokan  untek  Sebesar-begimya kemakmuran raloaat”  serla
~perckonomian disusun sebagal nsaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
maka sistem penyediaan tanah untuk pembangunan peromahan dan permukiman
harus dipergunakan  secara  efisien dan  dimanfzaikan  bagi  kesejahteraan
mas¥arakal. Hal tersebul dipeckoal dengan kenyatagn bubwa berdusarkan duta
vang ada di Badan Penanahan Masional dari tipa belas kota, 0% - 80% daerah
yang, sudah terbangun di kowa tersebul mernupakan arcal perumaban, Penyodizan
wnah hams dikelola dan dikendalikan oleh Pemmeriniah agar penpgunaan dan
pemanfaatinnya dapat menjangkau masvarakat sccara adil dan merala anpa
menimbulkan  kesenjangan  ekonomi don sosial yang besar dalam  proscs
ermukimnya masyarnkat.”‘

Estentuan dalam Undany-lmdeng Momor 23 Tahun 1997 tentang
Keteniuan-Keteniuan Pokek Pengelolaan Lingkungan Hidup menyalukan hahwa
ketentuan teniang perlindungan sumber daya buakan ditetapkan dengan Undang-
Undang.'? Peelindungen sumber daya yang penting diljukan kepada komservasi
Hungsi sumber daya terscbul bagl kesinambungan pembangunan. Sumtber days
buaten it meliputi bendunpan, waduk, instalasi energl, perwmahan dan

permukiman, dan lain-lain, '

PhAuhyama, " Konsep Peraturan  Ferumchon daw Feempomon.” Behan Wkakerva KXMPA vang
tiscleogzarakan oleh Pusal Stedi Perkataan Indonesia (CALSY, Jakarta, sonpa tahan, him. 1-2

"lIndanp:l ndanz Tenlang K=tmmumi-Fannuan Pokok Fengeicinan Lingkongan Hidop, UE Mo, 23 Tl
1407, L Mo, 6 Tl [%97, LLN No, 3699 Paal 15

PR oesandi Flardjasoemantri, fidkum Tats Fapkumeaen Ediew YL cel XYL Gadjah Meda L'niversiee Press,
YWopyakarta, 19, him 202



Lebib lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tabhun 997 menetapkan
wowenang pengelelaan perbuatan hukum terhadap swmber daya bustan diatur oleh
pemenintah. "

Dalam hal penanganan masalah peranaban im, Undang-Undaog Momor 4
Tahun 19%2 tentang Peromehan dan Permuboman hemupaya  menecapkan
petudekatan bary datam  penbangunan  perinahan  dan permukiman yahp
dilakukan melalui strategr pembangunean kawasan permukiman skala besar yang
diwujudkan berupa kawasan siap bangun dan fingkungan siap banguo yanp bendid
sendiri.

Pola kawasan siap bangun ni mermopakan  siralegl  pembangunan
perumahan dap permukiman yang berjangke panjang. Peneelolaan kawazan siap
bongun dilakukan oleh pemerintah, Dalam hubungan ini pola kewasan siap
banzun berfungsi schagai bank khusus bapi penyediaen tenah untuk pembanpunzn
perumahan dan permuokiman berdasarkan Pasal 13 ayat (13} Undang-Undang
Momor 5 Tahun 1960 tentang Peraiuran Dasar Pokok-Pokol Agraria yang
menctapkan bahwy usaha-usaha Pemesntah dalam lapangan agrada yeng hecsil
monopol] hanya dapal disclenggarakan dengan undang-Utwdang.

DN sumiping pemataan perumahan dan permukiman depgan paole lingkungan
sigp bangun dan kawasan siap bangun maks Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1942 tersebut juga Monyorotl percncanean perumahan dan permukiman dengan

pola hunian henmibnng.

*Undang-mdany, Teniang Keierman-K=tenusn Fokoh Fengeloban | Angkungan ifidvp, Momar 23 Taun
|97, CAp C7ir., Fracl ¥ apan T burie ¢




Fembanpunan perumahan dan permukiman diashkan onivk mewujudkan
kawasan dan lingkungan perumahan dan permukimmn dengan bingkungan hunian
yang bernmbang meliputi nommah sederhana, rumsh mencngah. dan rumah pocwah
denpan perbandingan dan kriteria eerteniy sehinggs dapat menatmpung secar
acras] antar kelompok mmasyarakat dari berbegar profesi, winpkat ekonomi. dan
siatus sosiol. Pethandingan lerteniu yang dimaksed adalash perbatulingan jumlah
rumah scderhana, berbanding romtah menengah, berbanding rumah mewah.
schesar enam elaw lebih, berbanding tiga ataw lebih, berhanding sam,

Sebenarmya konsep hunian berimbang  iwi nivip denpan  Konsap
Pembangunan Perumahan Holistik vang dikembangkan oleh Ema Witoelar,
dimana konsep ini menunjuk pads sumto kebijaban yang terintegrasi dan
menyeluruh dalam program pembangunan nasional yang akan dijadikan pola
vang hams dilaati abeh para pengembuang dolam pembangunan perarmahan dan
permukiman.'"” Konsep ini meneckankan pada perumahan vany berwawasan
lingkungan  dan  bermuansa  gender, peduli terhadap  kepentingatt kaum
perampuan dan anak-anak. Dengan adanya konsep hunian berimbang, schap
pengembang cimanta langgung Jawal sosualnya unluk membangun rumab bages
golongan masyorakat herpenghasilan rendah. hika perlo, agar harga jual didak
melebahi harpa jual terlingei yvang ditetapkan pemenotah, pengembang hans

melakvkan snbsich silang dengan menggunaken sebapian keunlungan dari

YEgdi Sapdosn, Real Tsats .. o ch., him 2500 Konsep Pombanguman Poramadan Holisik vang
Hiembargkan aleh Ema Wienedar oebazsi Merlen Permukiman dan Pengembangen Wilavah pada Kahinel
Ferzalunr Mosionel [ 1957-2004),



penjuslan runah mewah dandatan menengah uotek menurunkan harga jual
rumnah sederhana,'

[*claksanaan konscp hunian berimbang yang henar akan mewujudkan
linghkingan perumahen vang dihen oleh berbagai laposan masyarakat socara
serasl dan mencepzh tetjadinya lingkungan eksklusif yang dapat menimbnikan
kerawanan sosial dalam masyarakat, Selain i, gelongan berpenghasilan rendah
dapat tuny memlkmal beraga) sarana |ingkungan yanyg dibiaya oleh golonpan
berpenghasilan menengah atas sebogal kegotongroyongan dan kesctizkawanan
sosial dalam masyarskat.'® Dalam prakicknys pelaksanaan konsep hunian
berimbang untak membatigun rumah sedethana menjadi masalah tersendiri.

Balam melakukan pembartgunan. penpembang akan melewau beherapa
tahapan yaalu:

. Mendapatkan 5P3L atauw Swral Persetujuan Prinaip Pombebasan Lahan atau
Lokasi.
2. Pembehesan lahan.
3. Mepdapatian fio SIPPT atau beritpa Sural Keputusan dad Gubermiur.
4. Perijitian Penunjang aau Pembanunan, berapa:
a. Keterangan Bencena Kola dan Rencanz Tuta lekk Bangunan, yang
keduanya dikelparkan oleh Tinas Tata Kora,
P, -Serlifikast tunah oleh Baden Perdanohan Masional.
c. .Ijin Membangun Prasarena ([MP} uniuk jalan, saluan wr dan pembolan,

Tjin i dikeloarkan vleh Dinas Pekegaon Umam {DIM).

Frhid.




d. Ijin Janngan Listrik olch Porusabaan Listmk Megaea {PLN), [in Jaringan
Telepon oleh PT. Telkom, dan ljin Jariogan Ppa Aar Dersih den
Perusahaan Deerah A inum (PDAM)

e. liin Faswmn/Fasos dan Kantor Tats Bangunan dan Gedung Pemerintah
Drzerah.

t. nn Mendinkan Bangunan untuk mumah tinggal dan fasurm stao fasos.,

2. liin Penggunaan Bangunan untuk rumah tingpal dan bangunan komersil
vang ada di dalam Bngkungan peromahan,

Pada whap gperasional, pengembang akan rpenghadapl permasalahan di
bidang:
a2, Penpurwkan lahan.
b. Pembangunan prasarana. jalan dan saloren.
c. I"embungunan rumah dan fastlitasnya.
d. Perawatan prasarana jalan, ssluran dag waman.

Pads {shap puma operasional, pengembang skan dihadapkan pada
permazalahan d1 ndang hngkungan hidup, bak permasalghan kesenjangan sosal,
maupun SANA (Suku, Ras dan Agama) yvang sangat sensitf

Permasalzhan lain vang dibadapi selain banyaknya rumabh hunian yang
tidak layak huni, juga banyak rumah bunian yang tidak mempunyai konsep
lingkungsn, Proritas subsidi untuk permbangunan rumah hunian sampai z3at ini
baru diarahian ke masyarakat palongan menengah ke bawah. erhatian rerhadap
golongan magvarakat mensngah belum tegangkau, lehih-lehih lagi polongan

masvarakat kelas atas. Dirokrasi dalam pembinaan dan pelaksanaan pengawasan




peiibangunan remah human oleh pengembang banya mengakibatkan munculnya

ckonorni biaya tingei vang hamos dipikul oleh pengembang, vang pada gilirannya

hanya akan membeban konsumen dengan herga jual yang tidak tenangka.

Keinginan peneliti untuk memfokuskan din pada prakick di Perumahan

Citre didacarkan periimbangan bahwa Perumahan Ciea yang dipimpin oleh

Ciputra sanpar dikenal sebagal pakar propert, scshingea banyak hal-hal menarik

vang perlu disimak dalam praktek yang rerjadi.

8. IDENTIFTEAST MASALAH

1.

lal
'

Bapaimana pembangunan perumashan dan permukiman horizontal dan
vertikal dalam sistern hukum perumahan dan permukiman sebagai upava
pemenvhan ruah hunian di Iedosesia dihubuogkan dengan sistem
penataan cuany di Indonesia®

Bogaimang akibat hukum pembangunan rumah hunian yang edak temiaka
baik dan tidak memperbarikan aspek lingkonpan iethadap helestnian
lingkvangan dan  keseirmbangun  pembangunan  perumahan  das
perouk iman’

Bagumangd ko¢tsep pembangunan mumah  hunian  yang  berwawasan
lingkungan dan berkelanjuran sena berkeadilan dalam mewujudkan 1ojuan

negara kesejalteraan®

C. TUJUAN PENELITIAN

1.

Untuk menenmukan tentang pernbangunan perumzhan yang sesoai dengan
paraturai-peralitin lan vang mengslur mengenal Si5tem penataan ruang

di Indonesia.



14

2. Unmk menemukan pembangunan rumah hooian  yang  berwawasan
lingknngan dan hetkelanputan di [ndonesia yang membenkan rasa aman
dah hyattan.

3, Untuk menemukan pembangunan rumab  henien yang  becwawasan
lingkuwnean dan berkelamutan denpan konsep hubum dalam  separa

kazejahleman.

D. KEGUMNAAN PEMELITIAN

Ecgunaan penelitian yarg hersifat teori mengharapkan bahwa  hasil
penelitian i dapal menyumbangkan pemikiran i bidang hokum yang skan
mengembangkan disiplin ilbm hukwn, khuswsnya bidang hukam agrana. lehih
khusus lagn mengen: perumahan dan permukiman yang bervawasan lingkungan
dan herketanjuan,

Kegunazan penelitian vang bersifat praktis mengharepkan hasil penelidian
ini dapat dimanfaatkan cleb para pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum
di bidang hulum agrana dan pemerintab dacch yang hétanggung jawab atas
pembatipinan Tumah human kbususaya pemennlzh Dasrsh Khusus Tbukota
Jakarta

E. KERANGKA FEMIKIRAN

Undang-lndeng Dasar 1945 memberikan amanat bagt usaha negara untuk
mensajahterakan rakyvainva, Kelentuan Pazal 33 ayat (3) Undanp-Uodany Dasar
1945 memberikan hak penpuasasn negars wnluk mengelala sumber kekayaon

negata unluk schesar-besamya kemakmuran rakyat Kemakimoran rakyal akuan
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dinrulai Jar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakal secara perorangan. Dalam
pemenithan kebuiuhan dasar masyarakat rersebut, maka Pasal 33 ayat ¢33 Undang-
Cndapg azar 1945 memberikan hak pengusssan pada negara, Amanat dan
pembentuk TIULY 1943 tersehual darahkan pada toyuan akhir negara vain sehesar-
betar kemakmuran rakyat, (leh karena it menjodi tugsas negara unuk mengelola
anah dalan keranpkea pembanpunan negars sceara kasalurulian.

Dalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Masional {EPIMM)
rerdapal strategi pembangunan indonesia vang diarabkan pada dua sasaran pokok
vainl pemenuhan hak dasar rakyat serta penciplaan landasen pembangunan vanz
kokoh dimana hak dasar yang harus dipeniuhi antars Jain hak takyal untuk
memparaleh kebutuhan hidop (sandang, pangan, dan papan} vang lefjangkau, ™

Perbaikan infrastruktor yang ditunjukkan oleh meningkainya kusntitss dan
kualias berbaygai sarans penunjang pembanguosn, yung dulam pembangunon
perumahan diprioritaskan pada upeyva untuk meningkatkan jumlah penduduk vang
mettulikl Jan mendiami rumah davak huni melslui peringkatan akses kapitl
untuk melakukan pembangunan dan perbaikan rumgh, teratama bapi masyaraka
berpenghasitan rendah dan sekior informal. imengembangkan pembangunan

tutieish swiun sedechana scwa {Rusunawa) bagi mzsyarakat berpendapatan rendah,

*Weratunan Frasiden lentang Rencang Pembngunan Janeks Wencngah Basional 2020008, Ge Cie, hlie,
H Hak clasar yang Tainnen melipudl hak rakyar untuk insmpercleh pekerjnan vang luyak bagi kemanoszan,
hak rakval wncuk memperalen peflmdungan hukom, hak okyal unbuk mempersish tas aman, hak mkyat
unmuk memngerolch akars sas kebuluban pendidikus. hah rabsal vmbuk meempernleh akses mns kgburihan
keselitul, hab rakyal wnbuk memperaleh keadilan, huk faked uniok herradtispas dalam polink dan
pevubtalian, hak rabyul uniuic beringvael. s2na hak skyal ik memeluk sppmanya mosing-masmg den 1k
berihadat merurdt npama dan kepercavaannya, Tanpa pemenwhon hak disar aken suli diharaphan pericapas
pacls bckchamn den persmagp,




baik yany dibisyai oleh pemerintsh maupun swasta. senta mengurangi luasan
kawasan kumuwh di kawasan perkotazn, desa nelavan, dan desa eks lnlmmigram.l"
Swearan umum  dari  pembanpgunan perwmahan adalah  pemenuhan
kebumhan hurian bagil masyarakat melalul tercipranya pasar primer yang sehat,
ciisicn, akunmabel, tidak diskrimunatif, dam temangkau alch sclurvh lapisan
masvarskat yang didukung oleh sislem pernbiayaan perwmabhan jangka panjang
yang marked friemdfy, efisien, dan akuntabel
Kebijakan pemaciuban kebumhan hak alas perumahan yvang dilakukan
menwut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Masionu] tahun 2004-2004
adalah;**
1. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pemyedisan perumahan,
2. Menyempumakan peraturan perundang-undangan yang dapal menjamin
perlittdutipan hak masyvamkat miskin atas perumahban;
4. Meningkatkan pengetabwan dan kemampuan masyatakal dalam pembangunan
rurtah veng lavak dan sehat;
4. Meningkalkan kelegangkavan fafordadilieyt masyarukal miskin terhadap
peramahan yang layak dan sehar; dun
5. Memingkatken ketersediaan rumah yang layak dan schat bapi masvarakat
miskin dan golonpan rendah.
Perumahan dan permukiman 1ermasuk dalam pembangunan inlrastrukiur

yang harus  dipercepal  selain sumber daya  air transporasi,  energi,

bt hilm. 1.
¥ #pict . Lampiren, Bab 33 buur [Y.

T ki . Lampiraie Bab L& bubir c.
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ketenagalisinkan, pews dan lelematika, Pemmasalahan pembanpunan perumahan

jupa melipuli beberapa hal yaito:™

L. Terbaasnya kemampoan penvediaan prasarana dan sarana perumahan;

2. Meninpkauya luasan kawasan kumuhs;

3. Bclum mantapnva kelembagaan penyvelomggamon pernbanplinan perumahan
dan permukiman;

4, Meningkatnya jumlah rumah tangga vang belum memihik rumah;

3. Tedadinya kesenjangan {mizsmaich) dalamn pernbiayaan neah,

{. Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan rumeah;

T Pembiayaan peroroahan yang tecbalas pada pola subsidi yame metnungkinkan
terjadinya salah sasaran.

Pasal 2 ayal {2} 1IUFA mengabor batasan wewenang hegara dalam
kaitannya dengan hak mengoeasal negara, Wewenang neeara Adalah mengatur dan
menyelenggarakan peruntokkan, penggunaan, persediaan den pemeliharaan bomi,
ail dan ruang angkasa lersebut, sena menentukan dan mengatwr hubungan-
hubuwngan hukwr antera manesia dengan band, ade dan roanp angkasa, serla
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara manusia denpan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengocns bumi, air, dan mang sngkasa,
Penguasean oleh nepara ini berbeda dengan pengertian “'domein™. Eu-d.a:gp
CGautama mengatakan bahwa  “dikvasai™  bukan berarti “dimilike.”  Istileh
"dikunsai” ini berari babwa Negara sebagal organisasi kekuasaan hangsa

Indonesia, diberikan wewenpang untuk mengator sesuatn vang berkenaan dengan

it



tanah.”” Sudargo menyvatakan baltwa asas “domein”™ vang mengangpap semua
tarah yanp pihak lainnya tidak dapat membukilan bahws eatah o lanmah
sigendominya! adalah domein nesara, tidak dikenal lagi dalam UUPA™
Konseknensi dan ketentuan ini adalah babwa bak atas tanah mempunyai funps
sasial. Ivalam ketentwan Pasal 6 L1PA menunjukkan “hubungan istimewa” dalam
hak negara yang salah satunya adalah kewenangan bagi negara uniuk melakukan
pemaksaan jika dipertukan denu kepentingan wmany dalam hubungan=hubwngan
keperdataan dengan warga negara, '

Eehidupan bernegara pada umuwmnya berawal dan pemetiniahan monacki
yailu pemerintalian oleh seorng g yvang disngkat sccara fumun emumn
Kehéradann raja yung diangkal secara furun temutun, biasanys diseriai wnsur
miles dalam masyarakal yang berupa angeapan bahwa raja adalah penjeimaan
dari Tuban atau dewa. Dengan adanya anggapan dan pemikican yang domikizn
maka sepala tmdaken rajg dianggap benar dan melawan faja berarti melawan
kekuasaan para dews Anggapan vang demikian memberkan kemungkinan
timbulnya tindakan Taja yang sewsanang-wenang oieh raja-raja vang zalim 28 Pads
umufeiya karena inecasa benar dan setiap penniah raja hares dilaksanakan oleh
rukyal, kerjasn-kerajaan kono amiemnya sdalab kerajaan absobul, vaim kerajaan

yvanz rajanya memerintah meourat Xehendsknya sendin tanpa adanya pembatas

*Sudarpi Gautama, Tighiras Undang Cndans Podol Aprarie Q0 Bim, 57,
“thial, 1Ll 56,
S Qemplall T:iIlSE,I Tewadian Hasianel, fafwmar Marramabas, Loe O

Mimiy Aschiddigie, Cagatmm Kedrluton Kakver dofam Koot se fak Mefkseeamap @ udonesa, cet 1.
171", Ichiiar Tare Wan Ticeve, Jakaria 1994, hlm. 221,



serla perlangpungjawabat erhadap rakyar. Selein dan o raja juga menguiasst
bidany kehidupan baik di bidng pemerintahan, agama maupun kebadayaan, ™

)i Eropa, mulal tumbubh kesadaran wargs masvarakat szkan harkat dan
nartabatnya sehagal manusia, Warga masvarakat berkeinginen agar huekatr dan
martabatnya diakui dan dijamm hak asasinva sebagal manuwsia dan schagal warga
neeara, hMercka mulad ticak dengan pemerintahan mja vang absolot Hakyae nulad
mengadakan perlawanan terbadap kekuasaan raja dengan mempenuangkan sistem
pemerintahan yang demokralis dan herkonstitw

Tunbulnya kesadaran warga masyarakat mengenan dinnya kemudian
menumbubkan gerakan pembabanan téplang negara hukom, vain suaty pabam
vany menghaneskan setiap pihak dalam nepara, baik pemennish maupun wuargs
twasyarakal uatuk tunduk kepada hukum vemg dasar-dasamya tetzh diator datam

kanstitusi negara.

Dengan wdanya revolusi indusii maka tedadi perubahan stuktur sosial
dalam masyarakat dan Tupe adanya perkembangan dalan dinw bukurn karena ilma
hukum biasanya digunakan untuk wengatasi masalah-masalah vang imbul karema
adanys peruhahan-perubahan vang terjadi dalam imasyarakat, Indonesia vang juga
merupakan nepara hukum sudah menvangksn konsep hukun sebagai sarana
L pembangunan dalam GBHN 1578, Konsep ini dapat diberlakukan dalam negara
vang sedang berkembang, yeito dard suasana agrars menuu industn yang

menjadikan hukwn {Cndang-Undang) mengubah pola pemikiran masvarakat

: HB:m’ha.ng Afumandd:, SUfdftn, Komeoes Aagaan Hukum meedveng O WS KLF Ssmarang s,
Gemarang. 19w klm, 27-38,

ki, mlm 31,

g




tradisional ke pemikirin modemn. Dalam GBHMN dinyatakan bahwa huknm hans
mendarang preses modermsas, Dalym GBHN 1923 dikemukakan bahwa hukwm
adalah saran rekayasa masyarakat. |lukum yang dimaksed di sini ialah perundang-
urndangan dan vonsprodensi dalam sussana masyvarakal indvsiri ke masyarvakar
informasi, yvaitu haliwa hokurn mengarur pethembangan weknologi agar weknologi
lidak dimaksudkan unluk memusnahkan masyarakal.

Hukym emalan scinng dengan perubahan vang erjadi dalam masyatakal
dan dengan adanya perubahan tersebut, maka paham lenlang nepara hukumpyn
mengalami perubahan pula,

Negara harus aklil dalam kegizian kesciahteraan masyarakat, dan oleh
karenanya negara hukum bukan tujuan melainkan cars agk mencapai wjuan,
maka kansep negara hukumpun bukan sckedar nogara yang mempertabankan rata
tiskiom dam bukan hanya melindungi hak-hak petseorangan secara pasif yane bam
bertindak kalay tara hukum atay hak perscorangan terganggu.

Tugas negara menjadi sangat Jwae dun bersl karena meliput hampir senia
bidang kehidupan warga mesyarakat, yang sebelumnya hanya mengueus arosan
pemenntzhan dalam arti sempit saja dan karenanys negars unbdk menata kermbali
dirinya dalam menghsdapl keikulzertaan dalam kesejahierasn negars iermasuk
dalam penpatran maalah perumaban dan permiukiman

Tugas pemecrintah  secara  keseluruhen menjadi sangat loas  karena
pemennah turut serta secara aktf dalam pergavlan sosiat ehonoon masyarskar
agar kesejahternan sosial seluruh masyarskat 1etap lerpelihars dan inl menjadi citi

dari negara kesejshileraan atau sociale rechtsstaor.
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Lalan konsep nepara kesejahtersan mska nepgors jostm diperlukan dan
bahkan hanos melakokan intervenci dolam bechagai masalsh sosial dan ckonomi
urituk menjarmin tereiptanra kesejahteraan bersama dalam masyarakat, Intervensi
tegarn  jupa dipardukan untok memaenbn ksbatuhan dossc manusia  seportl
kebutuhan akan perumahan dan permukiman

Dalam kansep oegara kesgjahieran, nepara memponyei peran untuk
menycijahieraan rakyal, perenan ncgara  untuk mengaur  perumahan dan
permukimuen mekin diperlukan, haik dalam hal penyedizan peraturan vang
mengatur menpendi perummahan dan permuikiman meupun dalam bhal kesiapan
trokrat unluk melaksanaban perstecan ersebul sevars berhasi] wuna Jdan berdaya
vuna,  Demikian  juga pengaturan perumahan  dan permoukiman  hame
memperhatikan rancana keselwruban fmayfer pigni sthingga diharapkan keljakan
dan pelaksanasn pembaneunan dapat dilakukan sacara berkesinambungan, di
mend semua unsar pelaksanan dan pengpuna hesil pecobanpunan dapat bekena
zama untuk mencapm hasil yang maksimal dengan tanpa monpoerbankan wnsur
terentn. Konsumen, pengembang, instios kewsngen, duan tenags kena memegang
peranaiy yange penting disamping kebijakan dan bicokestl di bidang permmahan dan
permukiman.

Petanan negara dalam  menyeiahterakan rakyminya sanpat pemsing
bMohammad llatta mengungkapkan adanya istilah ~negars kekuasaan™ dan

“nogara pengurus’. Pengerntan "negara kekuasaan™ menunjuk pade pabim negara




nenarul Machiavelll, “negaa penguros” merupakan istilah lzin der apay yanp
disebut negars pengembxan amanat rakya, '

Megara dalam permikiran inddens, harus mengalami pergeseran peran dari
gaveramient menjadi goveragnes, vailu pengaturan sumber daya secara oloritatif
dalam suaty komunitas dan ncgara ' Dalam geverrmernt, negara mernupakan
instansi rerpenling yang anenralor sepata seswato dalam kehidupan bersama,
sedangkan dalam gowermance, negara hanya herperau sebapai agen regulaor dan
agett administrasif.”” Tujuan dani suat neger menurut Aristoteles secara kodrat
mendabiului tajuan darl keluarga atau twjuan individu, schab kescluruhan hars
mendahului yang sebagian,

Menunul Giddens, konsepsi negars kesejahteraan [(welfzre srate) dianue
uleh abitan demokrasi sosial klasik yang disebuatoya sebapsd jalan pertama dan
konsepsi fundamentalisme pusar (morket fumdamentalisng yanp dianut alitan
riessliberalisme {jalan kedua) kini sedang mengalocy knsis. Kedus komsepsi it
lidak mampu lagi menjawab persoalan-persoalan mendasar yang muncul sehogai
akibal perubzhan besar di tingkal global ™

Persoalan-perioolan mendasar vang muncul sebapai akibat perubahan
besar i tngkat global membutuhkan penyelesaian yang komprehensif. Hukwny

dalan kal ioi berperan zangac penting. Hukum vang bexjalan di depan akan dapat

*Frans W Pareradon | Jakan kichenil fedt. Manarake: Ferrus Maaowe, Cimdwe Wienesinbar- Lhoan Keieir ke
Ao, cerakam 1, Fowsdin Duku Kempas, Jakans, 20002, hlm. B3-E6.

gl B, 231-IEE.
Vet him. 228
MPuul Strathern, Y Mestr Bprsame drittatefer. CeL L, Facrinl Edangza Juksetn, 204, hod 4.

"Frany M, Parera dan T.Jakob Kodkerit fed). Marvarake ferrur fegara... . O . hlm, 227



merubati masyarakat kureng hukum itu sendin merupakan sarana pembabiaruan
sy arak L,

Mochiar Kusumaatmadja meogemukakan bagaimana mengembangkan
hukum  cebagal  swatu alat pembabaruan masyarakat @ fool of socwd
enginceringt™  Jadi pemakainn hukum  schagal suaty  alar permbahenan
masyarukat menghariskan untuk memiliki pengetshusn yang lebih banyak dan
luas daripada pengetahuan bukom dalam 4_5u11' vang lazim.”’

Peranan negara juga telah mengalami pergescran sebagaimana diungkap di
depan. Demikian puls peranan hukum. hukwm lidak s mempakan obvek yang
periu direlormesi wclapi aparat penegak hukum yang scharusnya menjadi penegak
lerw edforeement juga perlu dircformas). Dalam sistern hukum yang dischut
kontinental. mibum ditanggapi sehagai tegalin schagal prinsip-prinzip keadilan:
Hukum adalah unding-undang yang adil. Pengertian hukum ini serasi dengan
ajarmn filasafal tradisional dunana pengertian hukum yang hakiki, Hukum ialab
lus alaw Kechr. Bila suwstw hukum vang konkret wakni  undung-undang
berentangan dengan prinsip-prinsip kesdilan, maka hukum it tidak bersifat

normatif Jagi, dan schenamya tidak dapat disebut hokum lagi. ¥ Undang-undang

hanya hukwm, bila adil. Hukwm vang tidak adil tra bukan hukum, *

“Mochiar Kusumasmadil Srnreo-Ronrep ke dafam Membangeii, Kumpaiow Ko Tl Paral
Srals Wertosor Nwraafara, Hukem gan Pembaegasar bekerin samn dengan Penerbin Alumn, Bandung,
2 Hlm, 2P,

Vikict, hins
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WMaxalah vang banwak terdadi di nepara yang sedang berkembang adalsh
masalah penegakan hukum, faw enforcemenr vang lemah yang mengakibatkon
perilaku lepislanit dan cksckutil menjadi vudak teckontrol lagi.

Penelitian ind meletakkon kensep negara kesejahtormm sebugm Ceraned
Themy dan azas keadilan sebagpi Middle Theory. sedanekan teon pembangunan
dan Mochtar Kusumaalmadja berada pada tataran Applied Theery,

Hukwr di samping hams memponyai kelign aosur lersebul, menarat
boschtar Kusumasunadja, bokwn jupa harws meropakan sarena pembihwroan
tnasyarakat. Mengatakon babhwa  bukwm merupakan saEma peobabaruarn
masyarakal didavarkan aps anppapan baliwa adanya keteraturan atan ketertiban
dalom ueaha pembanpunan atay pombaredn i meropakin o vesusEtu yang
diinginkan dalam wsaha pembeogonan atae pertbahirian i merupakan sesuatu
vang diinginkan atau hahkan dipandemg (mutlsk) perdu™ Romli Atmasasmita
membenikan koreksi lechadap prinsip “lew ox a feed of sockl engineering
dengan mcovalakan bahwa mode] hukum dan pembangunan dengan prinsip "
ar a taed of social empltaeering” lerbukli hanya dapat dakui dan dipaham seeara
baik pada negara maju termasuk masyarakal yang mampo herdemokrasi secars
bencar. Dialam kenyatsannya penyelensparaan negaca di Indenesia, prinsip tersebul
dipahami hanya sebagai atat (birokrasi} uniuk mencapal mjuan sesuws denyan
kepertingatnyd, bukan afas dasar kepontingan masyarakal terbanyak  sasoai
depgan asas-asas demokrasi vang bertangpung jawab. Bomb Aimeasasrila lehih
lamjut  mengatakan bahkan Lidsk jarang tefadi dimana sebagian  birokeasi

meneamlil keputusan di tingkat clit penierintahan memaharei das beranggapan

oy, Blon. B,




hahwy bukom i tidak berlaku worak mereka kecwali hanyva untek masyarakat
saju’! Lebih lanjut fa menganjuckan model hukum dan pembangiman vang
disebutnys  schapal model hukum dan pembungunan gencrasi kedua yang
dilapdaskan pady fukum scbagal sarana pembarian masvarakar gag hirokrasi atan
“faw a5 o tool of socid! and burescraiic enginecring “2 Modei hukum dan
pembangunan berumpuk kepada dus faktor yaitu bitokrast dan masyarakan,
thliumpkon pude mode]l pembangunan hukum wrsebur dapat mempersarukan
kedua faklor terscbut schagai bagian yang lidak rerpisahkan sato sama Jaim;
keduariya saling mempengeruhi dan saling memiliki ketsrpantungan salg sama
lain** Hukurn dalam hubunpannya dengen masyarkat huas, refercnsinye tidak
sekedar tehoak penerapan dan pasal-paual bukum. melainkan kepada asas dan
pemibinaan hnkum vang demokrasiz, ™

Sulastome  menguapgkapkan,  bahwe sclama  kepemimpinan  presiden
Socharto diperkenalkan strategy pembangenan yang dikenal sebapad Trilogi
Petrbangunin vang lérdin pertymbuhan, pemcrataan, dan stabilitas politk, Urutan
dan tnlogi i denpan perbmbangan polids kemuodian menjadi peroerisan,
petlumbhuhan, dan stabilitss polifk. Argumentas) ini cukup jelas, pertumbithan

adalah  wnruk memperhemr kue sehimpps pemerstsan dapst ferasa sebagai

" Romli Almasasmice, “Seraregr Mombargmacn Hubkem Nasfomad, " ukelah disunpakasn pade Soninar d
Lew nandd, Jakan ta tahppe1 23 Seponber 201 Lkhin. 3.

"ibi, him %
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helenesiyg [9RZ, hin. 59.
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peningkalan kesejahteraan Stabilitas politik memang diperlukan untuk meniaga
kelangsungan pembangunan itv seadin. ™

DPalam  hirarks  kebutuhan menwrut Maslow  disebulkan ada  lima
tins]tatan.“' Tingkal yang paling rendah salah kebutuhan jasimans: togkat kKeduoa,
kebutuhan rasa aman; lingkel ketiga, kehuluhan cinla dan resa memiliki; Hingkat
kecmpat, kebutohan harga diri; tingkat kelima adalah akooalizasi did. Keboruban
untuk tingkat vang lebih endah hanos kebib dahuko dipuaskan dengan secukupnya,
sebelum  kemudian berusiha memenuhi kebutulan yang lebih tingsi. Jikas
kebutuhah jusmani yang memupakan kebuoivhan dasar vanp paling rendah seperti
kebutehan akan rumah, maka dapar dibavangkan pemenuhan skan tingkat vang
lebih tinggi belur dapat dicapai. Kebutuhan mea aman, kebutuhan cinta dan raza
memiliki, kebutuhan harea did dan kebutuhan aktoslisasi dio secars atomatis
akan rmendapat parsi pemenuhan yang jauh lebib keeil dan petnenuhan keboluban
jasmani vang memang inasih jaub dan lercukupi.

Mepara mengakui hak scliap orang atas standar kchidupan vang layak
baginya dan keluarganya, termasuk pangun, ssndang dan perumnahan, dan atas
perhaikan komdisi hidup terus menerus. Negara akan mensambil langkah-langkah
warg memadel enluk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting
kerazama intemasional yang berdasarkan kesepokatan sukarela  Pengakuan
negara 1ty didazmkan pada ferernationnl Covenant on Economic, Soctal and

Celivral Rights {Kovenan internasional ilentang Hek-hak Ckonomi, Sosial dan

*Bubslemo, fabrnssd antw o Havogar dun Replia, cer, 1, Penerbin Buky Kompes. Jakora 2000 ke, 1594,

“Hemard Padushi o Teori Krpribadiar, disadur vleh K. Twman St cet 3, Heswa Agung, Jakana, 2000,
him. 128,



Budaya} yang disahkan dalam sidaneg Majelis Cenwnn Perserikatan Banpgsa.
Bangea, dalam sidangnye tangaal 16 Desember 1966,

l'erurnahan rnenerlukan pengatiran vang khuses dan pemerintah. ukum
¥ang mecTgalur mengenal perumahan dam permuokiman juga harus berhasil guna
dan herdays guna. Menorut Chery] W, Gray* ada rigs unsur penting yang perlu
diperhatikan agar hukum dapat berfungsi dengan baik dalam susm ekonomi pasar
adalah:

1. Tersedinnya hukum vang ramah terhadap pasar [markes-frizadly laws)

2. Adanva  kclembagaan yang mampu  sccarda  cfckiif mencrapkan  dan
menegakkan hukum yang bersangkutan

3. Adanya kebutuhan dari prra pelzku pasar atas hokum dan perundang-
undangan.

Kebuluhan dasar akan perumahan dan permukiman menginzatkan kembali
akan (ugas dari pepeon dimana metnasuki abad ke duspuluh hampir semua negara
rarupakan negara kesejahleraan atau biasa disebut negara hukum meodermn, Hal
berbeda dengan keadaan kira-kira scraius tahun yeng lalu, menjelany abad
kesembilun belas P e 1lasn menyebut negara  vang  menyelenggzarakan
pemerintahan secara aktif sehagali negara hukum sosial focial rechystaat),”

dibandingkan dengan umumnya negara-nogae lan pada wakto mesib mengand

Undang-Undang enfang Fengesuhun fgraimrongd Coveacar O draramie Sociad Amd Oelturad #is
i Koverae [niemassinal Tenlang, Jkak-§lak Ekonamn, Sosiai Dan Budarah UU Mo, [ {hen B3, LW Mo
118 Tahun 2003, TLM Wo 4557, Pasal 1T aynt |

heryl W Gray, Reforming Lreel STetem o1 eeeleniag e Tragtdine Crueries, Fraamce & Serelopmeat.
Lrpaoinber 1547, penp dadwiife oleh Ervan Bajagibgok. Jomal Hubwm Bisnis, Yolume 4, P9, hlm. | &

e da. HaanTh.G.DnpsieereBFembuul, Sestrurrachl br o aociefe Recfeomai, Klewer, Deventer, 1986,
Iilin. &.



raham negara hukwm klasik alsu yang disebul nesars hukom liberal (fiberafs
rechivvizar) ™ Perkembangan dati negara hukum klasik ke negara hukum modem
lebih dikenal dengan sebwtan negara penjegs malam (Nachtwakersiaot; dan
negars kesejahterann Hefvacrriia).

Hak-hak subyelitif yanp ada pada moovsia menuret Grotias  disebul
sebagai hak-bak alam, yaog antara lain discbutkan adalah hak untuk berktasa atas
milik dan barang-barang iain vang bertobungan dengan milik.” Lebil lanu,
Greting mencalat Hak Milik pnbedi scherarnya bukan termasok hukum asti. Hak
Milik termeasuk  hukwm almn, hanya  karena pude  kenyastzannva  hidep
bermasvarakat datur oleb manusia berdasarkan Hak Milik i ™ Hak Milik
kehendaan dewasa il diatur dalam Rancangan [odang Undeng Sumber Dava
Aprara dan Kitak Usdaog-Undang TTukum Perdala, Rancangan Undang Undang
Sumber Traya Agrana telah mengatur menpenad keberdaan bumi atay yang
disebul tanat air, dan kekayaan alam vang lerkandyng di dalamnya,

Kepemilikan dan rumah sebapai benda tidal dapar dipisahksn. Bahkun
Kleyn menpebulkan bahwa di benua Eropa pengertian vang sendral dari hukom

kebendaan adalah Hak Milik,™

P

*'The=n Huijhers, Frirgfas feium delis Conason Seiewh. oeneshin Kanfsius, Cetakan 13, Yogvakama 2006,
bk &1, Huk-nak slam lannyy sdalah hak umok berkuase ass diei 2erdael. vakl hak #oas kebebisan; hak
ek FeHUas: aras esenp M, Jopemn Eehabawaim wrang (ea alas anaknyag;hak untuk berkyoss sehagai taan
oraw majikar:, sepersi hatnya dadam hybuyngon dengan isien dan pelayan

i hidd
'S"HH}'II. W Hadirm Hemdn Helamodee CopehCiwn Hukwn Belaela, dolam Duliatmdat Hagan, Lensbagas

Taminan kebemdwan bagi Tonsh dan Berdz Inin vang Melekst pada Tanah dolam Foomaspsi Penerapan Asac
Pennitsman Haneontal, Poneran IT. Gl .|'|.|].|L_l.'a ax 1, Randuny, P4, hilin. 51
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Mazalah yang dibadapi pemenntsh adalsh keterbotasan petsedioan anah,
padahal kebutuhan akan tanah semakin meningkat, Readaan demikian dapat
menimbrulkan pertentangan kepentingan sehnipga akan menimbulkan kontlik dan
lebih lamjuk berakibat meresahkan masyarakat. Yang menjadi fakior penyvebab
meninghkainya kebuuhan akan tanah adalael:

4. Periumbuhan penduduk vang semakio meningkat, ™
Sejak pl_'nklnmasi kermardekadn hingga s#telah 43 whun Indoncsia merdeka
Jumlah penduduk terus meningkat schingga timbul masalah yang antara lain,
sernukin sempitnyy lshan pertanian, {erbatasnya tempal tinggal dan adanya

kepeeluan unntk jalan, jembatan, sckolah, tcmpat ibadah, behkan wnk

L1

rrvakan.
b. Peningkatan kualitas hidup. ™

Parla maca-masa pernulasn kemerdekasn sebagian pendoduk masih buta huruf

dan jumlah kaum terpelajar relatit sedikit, kind kawm yang bebas bula humat dan

terpelajar jauh meningkat jumlahna,

Keadaan tersebur membuat sweningkatnya taraf kebulahan  hidup
masyardkal, kalan szemula masyvarakal belum perlo memiliki kenttaman, kini
kendarazn lersebul metgadi kebuulan yang tidak dapal diabaikan. Ini berdanmpak
penyediaan tanah 1.1.1_11.1..1}: garasi kendaraan dan berlanjut pada kebutuban prasarana

jalan dan lain sebagainya

HFrektncul fenderal Agrana Dirckloral Peiedatlarsn Taah, So 6L R, 22,
hMl,?ldjiDﬂD.. Foditikh gsa Flubem Aprana, Libecty, Yoppakaria, 1597, hHm, 2.

“idirekturat Tenderal Aprans Dicckloral Peadaftasn Tach £ocdiF.




Berdasarkan  timjauan  terhadap pengalaman dari  pelaksanaan
kebiyalccanaan-kebijaksanaan di bidang pertanahan 2elama i, adanya pendekaton
yang bersilal konsepival dan werpadn delarm pembangunan bidang perlanahan
merupikan bal yang sangat inendesak. ™

denunn S1dana ada dua ujung, eksrem kondisl perskonomian yang ada di
suald m:gam.“ v wung ekstrem vaog perama, cksieem yang weal, adulsh
manakala perekonomian suatu negara itu divandai dengan pertumbuhan ckonomi
yang boggl dengan inflag vang rendab, detgan sukn bunga bank yang rendah. [
wjuon ekstrem yang kedua, upong yang menakutkan manakala perckonomian suatu
negara tu ditandal denpan pertumbuhan ckonomi yang negalif, dengan iodlas
vang dngpl, dan desgan suku bunga bank yang tinggi pula, Kondisi yang sangal
memprihatinkan, inilah vanp sekarang melanda Indonesia

Lebih fanjur Sidarta menyatakan bahwa untuk keluar dazi knoisis inl, maka
pertama-tama  diperlukan adalah membangun keporcayaan rakyal  lechadap
pemerntah, hukum, membangun  keleriban. berzamasn dengan  perbatkan
ekonomi  secars bertahap dengan poonites  menychatkan  dan membuat
barfunpsinya perbankan Indonesia™  Sektorsektor vang pada mesa awal
dikarapkan dapal merjedi mnotor penggerak perbaikan keadasn adalah yang
berbasiz Eurt_;her Lava Alam {SDA), yaitu perlambangan, pertamian, dan

pariwisala sertg industri-industri kerajinan rakyat vang tidak memiliki katdungan

Mriomi Hatsane, ~Puebed-Pokok Sebirakenaran Sidang Ferancm defam fémbatgram Naponal, © Analisis
CRIE, 3 [sarelApril L#1]. B,

Fhidara Mo Nfutah pods Afmie Ewlich Tend Seedr ' Sobesd o Sea! Exbobe, (Joksets' Twlak
dipubdikasikan, 1943, tanpa Falaman.
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import, Sektor real estat tidak rongkin dapat menjadi motor penyelamat
perckonomian kita, twlapl peda tahap sclanjutnya akan imempadi sektor yang
berperan Besar dalare ikl mempercepal pemuliban ckonomi kita, dengan catalan
agar lerap metnempuh kebiiaksanaan yang hati-hati agar kesatahan masa lalu tidak
temlang kembali.

Sagarit jangks panjung  yang ingin dicapal dalam  pembangunan
perumahan dan permukiman ialah agor selurih rakyat Indonesia dapat menghuni
perumehan yang lavak dalam permukiman vang sehat dan terar,

Peramnhan yvang lavak dalwm penmukiman yahe sehat dan @rature o
merupekan salah sam keburuhan dasar manwesia dan merupakan fakior yang
penting dalam menagkatkan martabat, moluy kebidupan dan penghidupan serta
kescjahieraan rakval dalam inesyarakar yang adil dan makmur,

Memomot Mudpn Suinsne, wresan penpadesn perumzhan adalsh paling
mendasar dalam siklee hidup manusia.™ Lebih lanjut, Mudji Sumisne mengatakan
ketiadaan rasa memililba itolah yang muncul schamng i, sebab hunian yang
sclama im ada satna sekali lidak mescenminkan koltur rakyac dalam beraktivitas
imaupun mamenuhi kebutahan hidupn:.-‘a.ﬁ'

Sclanjutnya dikatakan bahwa perumeahan den permukinan mempunya
tungsi dan peranan yang perting dalam kehidupan marusia. Dalam masyargkal

Indonczia, perumahan merupakan penccrminan dan pengejewusntahan dan din

MHilds Hastorl, “Mengoros Mosalal Tanpd Mazalad " Preopen frdosenic (Maeet 20000, mengutsp Ml
Subrisno, him 1.

s, him. T

"Tuku [ BUU  lentang Peramahan dan Permukimam, Keiemngam Pemeriniah aias Kancangan |k g-
Lindnng Repuhlik Indeacwa  bamor {kosonch erang Parumahan den Permuokiman, Doknmentasi DPK RL
hon. .




pabadi manusia, baik secara  persearangen  maupun sevard  hessloan  dan
kebersamaan dalam masyarakal. Ada ongkapan di masyarakal vang berbunyi
"Rumabmu, Wajahmu dan Jiwwamuo” dan ongkapan il tampak  bihwa
perumakan  dalam  kehidupan manusia [ndonesia mempunyai arli dan makea
yang sangal dalam. Keadaan perumahan & suaiu lempal akan memeerritiban
taraf hidup, kepribadian dan peradaban manusia peoghummnya, suatu masyarakal,
atau suatn angzsa,

Penunahan lidak dapal dilihat sekedar sebagai saranz kchidupan betapi
perumahan lebih terkail dengan proses bermukimnya manusia, yeitu kehadiran
manusiy dalam menciptakan mwang hidup di lingkungan masyarakat dan alam
sekitamya Bermubkom pada hakekamya adalah hidup bersama, dan wmuk it
fungsit mumah dalam kehidupan manuosia  adalah sebapaé tempol tingpal atau
bunian dalam sualu lingkungan yang mempanyal prasarana dan serana yang
diperlukan manesia wohik memasvarakatkan divinya. Db sinilah fungsi hangunan
pcdung schagai tungsi hunian m'ujul'j.ﬂ Bangunan gedung sebagai funesi
huian melipati bangunan untuk rumah tinggal unggal, remah lingyal derer,
rurnah susuty, dan nunah tinggal sementara. ™

Dilihat dari proses bermukim, momah merupakan pula sarana pengamuon
di.ri_ manusia, penthent keleniruman hidup, dan scbagai pusat, kegiatan berbudaya.
Ih dalam rumah dar Engkunpaneya i, manwsia dibenivk dan berkembang

menjadi manwie yang betkepribadian. Denpan demikian maka dalam skala

“Uatbmg: Lndang demang Bangunan dan Gedunp, UV Mo, 38 Tehun 2002, L™ M 134 Tahan HO2ILN
Mo 4247, Pozal 5 aril 1, sebain fangss hoanzen #da juga bungel kegamaan, wshe, sl don bwbeyas, s=rfa
Furigsi khusua,

" Ibid, Pasal 5.
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naxjonal, perumahan memepang peranan vang sangat penting dalam pembeniukan
watak kepribachion bangsa,

Mempethatikban artl penting perumahan dan perinuksnan vang 1idak dapat
terpisahkan dari ruang yang huros dimanfaatkan, maka lingkup perumahan dan
rermukiman selain dimanfoatkannya, maka lingkup perumahen dan permuokiman
sclain masalah “peromabian” juga meliputi masalah-masalah yang menyangkut
aspek penztaan ruang vang didukong dengsn prusarana dan sarana lingkunpgan
seris  ulilitas umum, sehingga membentuk fasililes upluk kegiglan sosial
mazyarakat dalam meéndukung penkehidupan den penghidupannya, baik di
kawasan perkolaan, kawasan pedesaan, mavpun kawasan-kawasan tertents

Undang-L ndang Nomeor 26 tabun 2107 tentang Pepataan Ruang schagai
dasar pehfalutin penalaan moang sclama ind pada dasarnva telah memberikon
andil vang cukup besar dalum mewnjudkan tertib tata ruang sehingga hatnpir
semus pemenintih dacrah welah mcmilike rencana Taw Ruang Wilayah, Sejalan
dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dirasskan
adanya penwuwlan kualita€ ruany pads sehapian besar wilayah menoneur
permubahan pengaturan dalam undang-undang rersebur. Bebermpa perhembangan
tersebut salah satumys anturs lain:®
L Situasi  nagionzal dan  iplenasionzl yang menunntat  penegakan | prinsip
keterpaduan,  kKeberlanjutan, demokrasi, den  keadilan  dalam  rangka

penyelenggardan penal@an oang vane haik.

“Undlar.p-1"ndang tentang Panatazn Ruang, 111 %e, 26 Tahun 2007, LM Mo, 63 Tehun 2007, TN Mo 4725,
Penpelasan Loual Hanr 5,
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2. Polakzanaan kebijakan otonomi dacmmb yang memberibkan wewenanp yang
sefnakin besor kepada pemerioiah destah dolam penyelengpatasn penataoh
ruang sehingga pelaksanaan kewenangen tetsehuol perlu diater dewmi menjaga
keserastan dan keterpaduan antar daceah, serta tidak menimbulkan kesenjapan
antar daerah.

A Kesadaran Jdan pemahaman masyarakatl yaog semakin tinggd kethadap penataan
ruang yang memeriukan penpatuean, pembinaan, pelaksanazn, da paogawagarn
THTEHEEAN AN E Agar sesnal dongan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Unik menvesuaikan perkembangan wisebut dan untuk mengantizipasi
kompleksitas perkembangan permasalahan dalan penotaan mang, perlo dibentk
undang-undang tentang Penataan Buang yang baro scbagal pengganti Undang-
Undang Momor 24 tahun 1992 tentang tenataan Buang.

Dengan disabkannya Undang-lndang Nomor 26 lahun 27 tenlang
Menatasn Ruang pade {anggal 26 Apnl 2007 maka Undang-Undang Nomor 24
Tahun 1992 fenlang Penataan Ruang idak berlaku lagi. Dalam ranpha mencapa
Lujuan peneelenygaraan redaan TWang, undanp-undang ini memual ketenivan-
ketenfuan  pokok yang salah  salupyx  vallu  pembagian wewenang  antara
pemerintah pusat, permerinteh docrah provinsi, don pemetintb kahopaten/ots
dalam penyclenggaraan penatzan moang unbuk memberikon kejelasan togas dan
tanggung jawab masing-masing tingkal pemerntzhan dalam mewjudkan noang
wilayvah nasional yang ama, pyarman, prodokit, dan berkelanyutan.

Talarn pasal 2 hurf b Lndanga]hideng Moo 24 Tahon 2007 feniang

I'enataon Rueane menyatakan balwa pemenuhan kebutuhan akan pecumahan dat
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permukitien haruws dilakukan dengan suatu penalzsn Tuang vane baik, salah
salunyd beordasackan als asas kescrasian. keszlarasan, dan Xeseimbangen, Aszas
kescrasian, keselarasan, dan kescimbangan adalah bahwa penutaun  manp
isclenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara strakwr ruang dan pola
ruang,  keselarasan antara kehidupan  manusia dengan lingkungannya,
keseimbanpan pertombuhan dan perkembangan ancar daceah serta antars kawasan
petkotaan dan kawasan pedesaan, ™
Pembangunan peruniahan dan permukiman belom mempunya keicrkanan
vang sangat luas denpan sekilor-sektor pembangunan yang lain, baik vang imeujadi
faktor pendukuneg ataopun  vamp mendapal manfasl  atan dampak  dari
pembangunan perumahan dan permukinian, adalal®
1. Manfasl Jan dampak di bidang peningkatan kessjaheeraan rakyoar sanpat
dirasakan obeh anggota masyarakat dengan terpenithinya salah saln kebutinhan
dasamiya
2. Di bidang ekonomi, proses pembangunan perumahan  melibatkan  dan
mendoreng pengembatigan sgjumlah penewbaan dan industo hulu maupun
hilir, menyerap modal dan menciptakan kesempatan kerja vang bezar.
3. Sebagai unsur pengarah pertumbuhan wiluvah, pembangunan perumahan dan
permukiman dalam benmuk fisiknya meropakan pelaksanaon tata roang
wilayah, Proataan ruang tersebut mengatur berbagai fungzi dan lokasi kepiaian

pembangunan yaiod tempat tinggal otew hunian, tempat bekena, prasarana dan

*fbid,, Paenl T bokr b

“'Huku | KU entsng Perumanan dan Femkimen. i, Bl 4.




sarana  kchidupan baik di pedessan maupun di perkotaan dalam salu kesatuan
YRNE SETdRL

4. Ferumalian dan permukiman vang lavak, schat dan lecatur aken meningkatkan
knalitas manusia dan dapat menunjang kehidupan sosial masyarakal yanp
tertib, amun, sehinges demikian daput meningkatkan ketahanan nasional.

Fenundaan realisasi kebutuhan masyarakal akan pemmahsn terjadi kamna
dava beli masyarakat terbatas. Keluarga-keluarga baru werus terbeniuk, dan kurena
pendapatannya terbalas, perwdjudan angan-angansya unmk memibki sebuah
tutah menjadi tenunda bukannva hilang. Pada waktu perckonoiman ncgara
Inclonesia kemhbalt pulih dun dava el mosyarakal meningkal, kebutohan ol
tnenjadl dalam bentuk “'fooming™ real estate. Olah Yarena itu maka pemikitan
tntuk menshenkan yang terbaik i bidang permuokiman dan peromahan mengadi
pemikiran  dumdapgkannya Undang-Undang MNomor 4 Tabon (997 teptmg
Perumahan dan Pemukinan serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Dengan mengikutl pembahasan di PR pada zaat pembentokan Undang-
Undang Nomor 4 Tahu 1992 tentang Perumiaban dan Pernvukiman, maka dapret
diketali keterangan Pemerintah vanp disampailean pada langgal 11 Juni 1991
pada =aat penyampaian BRI emebut, yang antara lain menyehulkan rancangsn
wndanp-undong ini memost berbapai hal yang mempunyar et penting bagi
kehidupan rakyad, bangza dan nepara, scbagen wipha uoluk fengiss cila-cita
perjLangan bangsa ]mi-nn;:sia bagi terwuudnya kehidupan masvarzkat rang adil
tan mekmur berdosatkon Pancasily dan Undang-Undang Dasar 1943, Seperti

lelah kits ketahuw bersama, tuuan pembangunan nasional adalah pembangunan
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manuzia Indonesia scutvkmya dan pembangunan seluruh masyvarakal Indonesia.
Fembangunan penomabon dan petrnulirman meripakan bagian dad pembatiplinan
nastonzal lersebt

Pazal 1 undang-undang tersebwi menvatakan bahwa mmah adalah
bangunan vang herfunpsi sebagai tempar hanian Jdan saransa penbioaan keloarpa,
sehingga perumahan dapat diartikan sebagai kelompok rumah yvang berfungsi
sebpgm lingkunpan tempat lnegal atau lingkungan bunian vang dilengkapi
depgan praczarana dan sarana npkungan. Permokinnan diartikan sebagai bagian
dan lingkungan hidup di lesr kawasan lindung, baik vang berupa kawasan
perkorain maopun pedesasn yang berfongsn sehapai [imgkungan lempat tingeal
atau lingkungan huian dan tempat kegiatan yang oendokung peckehtdupan dam
]'tnghirju]'mn-ﬁ'}

Terbeniuknya Undang-Undeng tentang Binguoan dan Gedong, 1L Mo, 28
Tehun 2002, LN No, 134 Tahun 2002, TLM MNo4247 menjadi suotu titik bolik
bagi pemerintah untuk menanpggulang masalah  perumahan di perkotaan,
khususnya bagi pembangunan perumalan dan permubimi secara vertikal yany
ditujukan bagi muasyarakat agar merska merasa aman dan nyaman serta lerpenuhi
sarana dan praarana puna menanjang kehidopan peremshan dan permukiman
secard verlikal Bangunan gedung adalah wujed fisik hasil pekerjaan konstruksi
vang menvat dengan tempat kedudukanmnya, sebagian ateu selumhnya berada di

atas danatan di dalam tanah dan/stau air, yang berfungsi sebagai letopat manusia

ML, v 1.

* indungal mdang t=nlang Perurmushan dan Permmukionon, Undang-Lindang Fomer 4 Tam 1992, LS Ne 73
Tahun 192, TLN o 3460, Peea | atar 1-3.



melakvukan kegigtanova. baik untuk hunian otau tempat tingeal, kegiatan
keapatnaan, kematan usabe, kegiamn somal, budays, meupon kegiatan khusus,
Salain itu Banpunean ogedung diselenpparakan berlandaskan nsss kemanfaatan
kesclamatan, kescimbengan, scrta keseraszian  bangunan  gedung  dengan
ﬁngkungpnnya?'

Pembentukan  wndang-undang fentang Perumaban dan Permukinman
mmerupibkian swily perwupudan dan pembanguoan perumalian yang selal, serasi
dan eratwr. Pembangunan perumehan dan permakingan yang serasi diwajudkan
melalui lingkungan perumahan yang penghuninyg tendin dan berbagen prodes,
tirypkal ekotormi dan status sosial yang saling membutahkan dengan Jilandssi oleh
ragn  kekeluargaan, kebersamaan dan kegotomgrowongan, e menghindart
tercipmya lingkunpan perumahan dengan penpelompokan hunian yang dapat
metddorong fexjadinya kerdwanan scsial. Lebih lanpor dijelaskan tontang mis,
kebijaksanaan den simtegi wmum perobangunen penunihan dan permakiman,
yaitu:

1. Mewuyjudkan masvarakat mandin meélahu pembangunan peromnaban dan
permukiman yeng layak dan terjangkeu aleb seinsa lapisan nlasyarakat,
2. Mendorong pertumbuban wilayvah dan antar wilayah melalm pembanygunan

kawasan perumahan dan penmukiman di perkotasn dan pedesaan secara

szimbang dan t=rpadu.

Liralarg- Undorng tantangp Dangucen den Golong Undanp-Lideng Bomed 25 Tahen 2046, LH ko, J54
Tahuey 192 TLM Wi, 4247 00 Cir . Posal | angka 1.

TLid | frusal 2,
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3. Mewujudkan hingkungsn perumahan dan permukiman vang sehat, aman,
teratie, rikun progluktivitas dan bc:kc]anjulan.”

Mizi tersebut didasarkan penla ketemiwan Undang-Lindang No 4 Tahun
1992 yang menyebulken:

Aval {1} Setiap warpa neparas mempueyai hak uniuk menempati dan arau
menikmati dan atan memiliki umah vanp layak dalam limgkunean vang schat,
aman, serasi dan teratur.

Axul {2] Seliap warga negara mempunval kewajiban dan langgung jawab
untuk berperan serta dalain petnbangunan penunabian dan pensukioan.

Selain itu jugs didasarkan pada Pasal 29 Undane-Undang Nomoer 4 Tabhun
[992 yang menyebutkan bahwa setiap wiaga negara mempunyal hak dan
kesempatn yang sama dan  selwas-lunsnya untuk  berperan  serta  dalam
pembapgunan penmmahan dan permukimasn.

Misi tersebl dibust unink mencapa visi agar samus orang menphund
rumah vang layak dalam [ingkungan permukiman yanp schat, aman, nvaman.
sermsl, pooduktil dan lestari. Misi lemsebut kemodian dijabarksn dengan heberana
kebijakan umum di bidang peramahan dan permukina, vaitw:

1. Rebutwhan pemamahan dan permukiman pada dasarmya adalsh  tAanggung
jewabh masyarakal sedangkan wpaye pemenuhan kobutihan wemichut menjads
tangrgkng jawab Bersoms, dimans peran kbas petnenntab adalab melakibkcon
pengaturan, pémbinsan dan pembangunan dalam mencipiakan iklim yong

kandusif,

THukd | RUU wrisng Perusiahan dan Pernikiman e, him. 7.
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Pembangunan peramahan dan permukiman meongacu pada pminsip-prinsip
pembangunan berkelonpuian, malalo reocand tola mane wikaval Yanp dinatns
dan responsif seria penatagunaan tanah. air dan wdara untuk mencapa

kelayakan sehapai hunian baik di perkotaan maupun pedesaan.

Agar kebijakan woaum tersebut dnpat terdaksany maka siratept umum yang

dianml adulah pemberdayaan don peniogkatan peran pelakn  pembangunan

peruohan dan permokiman baik scktor formal rasupon non-formal dalam

penyedinan perumahan dan pemaukiman bagl masvarakat kiosusnya masyarakal

brerpendapat rendah.

Steateol terscbut  demaksudkan untuk menciptakan  komunikast vang

lerimegras sehapal janmgan, hiogga masyarakal secara mamdin dan berorganisasi

mampu mernchehi kebutuhan perimaban dan perraubdinannya

Stratepl umum wersebut kemsdian dijabarkan kembali menjadi beberapa

kehijakean dan scrarepi pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijaban tersebol adalah:

[

Fembangunan perunahan dan permukiman yang layak dan terjanpkeu
bagi seluruh lapisan masyarakat,

Fembangunan  perumahan  dan permwokiman vang  berkelanjutan dan
berwawasan  lingkwngan, dalam  eongka  pembanponan  petkotaan  dan
perdesaan yang sermbang menygn erhenbyknva sisien kola vang maniap,
Peningkatan perun setta masvarakat dan dunia usshz dalam pembangunan

perurahan dan permukiman
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4, FPemantapan kelembagaan serta pola pengelolaan pembanpunan  perumshan
dan permukiman secara terpadu. Pengembangan sumber-sumber dan sistem
pemnbiayaan perumahan dan penmukiman.

5. Pengembapgan persturan  perundang-undanpan  bidang  perumahan  den
permukinnan,

Prlaksanaan Pembanpunan  Perumghan  dan Pomukinian  selama
Pemmbinpunan Jangka Panjang Tahap 1 {(1969-1594) dan ishon ke tahuor
trcngalami pemngkatan terus menerus. Meskipan sehenlonya sciak 1ahun 1930-an
teluh dilakukan wpeya-upaya pengembanpannya, dalarm pelaksanaannya musih
tersendat-sendal, akibel dan sitnasi dan kondisi pelitik, keamanan.  sosial dan
ekonomi waktu itu. Penpembangan pembangunan perumshan rakyal secara
berencany dun berkesinambungan dimungkinkan sejok Pelita I, stielah adanya
stabilitas di berbagai bidanp secam noasional

Sebwgai dasar untuk mendalami kebijoksatasn dan straleg] yang herus
dijalankan, maka perly penyamaen persepsi akan arti pentingnya perumaban dan
permukiman, maka Kantor Menteri Negara Perurnahan dan Permukiman Republik
[Indanezin telah mengpansken Kensep Kebijaksanaan dan Strategs MNasional
Perumahan dan Permukimar vang dikeluarkun pada bulan September 1998,

Kehipaken dan strategl perumahan dan permokinean bl memjadi | scuan
penpembangan program yang terkail dalam perumahan dan pennubonan. Dalam
scleap penjabarannyz hendaknya dilengkapi dengan indikator-indikaor wniok

menilal keberhasilan strategi yang telah diteclapkan.



Operasional kebijakan don strategi sebaga arah pembangunan perumahan
dan permukiman dacrah diwujudkan oleh Pemenntah, hMenurut Sidanta masalaly
perabanpunan di Indonsesia sangat berkaitan dengan Gromed Strategy yang kurang
berkesinambungan. Masalal Gramd Siraregy pembangunan Indonesia inllah vang
saal ini dirnsakan kurang ada keyakinan daiam mencapai misi yang akan datang,
Misi yang dicipakan dengan menyejalbterakan masvaraka, dalam masyarskar
yang adi] dan makmur, merupakan nisi global, yang harus diterjemahkan dalam
tindakan operasional, tidak dilandasi jaman Belanda yang mendasarkan lalu lintas
dara sebagai  "back-done” perkembangen. sangat tidak dapal  mewadahi
pertkembangan  yang kita inginkan. Timbul berbagai kendals  kekurangan-
kekumangan akibat perencanasn iata tuang vang tidak dimiliki dasar yang kuat
tersebul. Perencanaan vang kual ini akan melandasi tindzkan operasional yang
hisa dilaksanakan secara berkesinambungan dan mempunyvai kinera yang bask. ™

Dalam perencanany apapun  tingkainva, Masional, Regional, Uropinsi

Kabupaten maupun Metrapolitan, Kota besar atau Kota kecil pada sunte hirarki
perencanaan yang mendasar Jalah rencana makre, reocans menengah., dan
FERGING SErvice,

Beberapa  kanzep tontang  perwmahan  seperti Konscp Penbangunun
Perumahan Holwstik yang dikembangken olch Erna Witeelar petlo dikaji terus
MEnETUS PONCTEPannya.  Konsep pembangnnan saat ini telah mengarah ke yociaf
change modei, yang diangpap sebagai koreksi twrhadep kelemahan model

pembangunan yang berdasurkan pada model perturbuion ekonomi atau vang

idarta, Lo i,



sering  disebut sebagal ecomomic  growth  model” Model inilah  vang
dikembungkan oleh Mochtar Kosamaannaja dengan konsep pendekatan sosial
budsya, Dalam tulisanays, dMochar membagi masalah hukomn dan masyarkal
dalan limna kelempok besar vaita 1) arti dan lungs hukum delam masvarakat; (2)
hukum sebogai kaidah sosial; (1) hukum dan kekoasaan: (4) hukum dan nilai-nitai
sosialy (5) hukum schapas alat pembahanuan Inﬂi}'ﬂIﬂkEt.H

Pemikiman tentang kebijakan di dang perlunaban hareslah memual
prinsip=prinstp  pembangonan  berkelanjuwsan. Menunt Woerld  Sebmin on
Swiztanaple Developmenr (WASD), prinsip-prinsip pembangunan betkelanjutan
cebapai pendekaran  barn berdasarkan pertimbangan keterkaitan dan kesaling
terpantunpan pembanpunan ekonomi, pembanpunan sosial, dan pembangunan
lingkungan.h

Dalam peorkembangannya dewasa i muncul stilah berkesinambungan
sebapal  letjernahan kata  tasfaimafdz  Kata  satiotmobfe  tersebul  kemuodian
dikatkan denpan kata dewelogmesd sehingga memadl sislaimaide dowelopeent.
Istilah ind dindapsi dalam GRHN menjadi Pembangunan Berkelanjolan. Tap MFR
Mo, IVPE 1999 tentang GEHN terscbut tolab metyiwal peratiean-porataran
lain yang muncul sesodak o, Memang sebelum hun 1999 felah dikenal istilah
pemhanpunan berkelanjuen yang berwawadan lingkungan hidup sebapaimnans

digupakan dalam Undang-Undang Noo 23 Tahun 1997 lenteng Penpgelolasn

“h. Dud §lalahi. “Pembargdsd Beebetaryracd [alas Beapelofiad Sirwbeadang Ham Famg Teehasls
Ferrbengumem Sisial S Eueeord, S Semingl PEmbagunan Hukone Masanal VI Depasar, Bal (1418
Julx 20411], him. L.

"'h'l'ocl'ﬂrlr'lliuﬂ:rrru:.l:n'.adja. Kok batep Hudos L G, BIm, 2

P, Baud Silulahs, ' Pewbarguday Ferkehoufar e, Ll him, 2
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Lingkungan Ihdup, vang metupskan perbaikan terhadap istilah sebelunuya vany
dikenal sebagai Pembangunan yang berwawasan lingkongan sebapal tonemahan
tan eeedevelfopmend, Dalam Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007 tentang
Fenataan Ruang jugs menggunakan jstilah berkelanjutan dalam penvelenggaraan
penalaan miang yang bertujuan untuk mewujudkan manp wilayah nasional yang,
amat, tvaman, dan produktif berlandaskan Wawasan Musantara dan Kelahanan
Mazional.” Jadi digunakaooya kata  berkelanjutan dalam GREHN lth_ah
temperkays dan memperloas pengertian dari konsep pembaneinan iy sendic.

Isbilah pembangunan berkelanjulan mola pertama mongul dalom Werkd
Conservation Sirategy dan The Inteenational Coion for The Brown dalam buko
Building 4 Sustainable Sociely (19513, Istilah tersebut kermudian menjadi sangat
pexpuler melalui Laporan Brundland. Our Commeon Feuture (1987, ™

Panbangunan  herkelanjulan sdalabh suatu komitmen momal  tentang
hapaimana seharusnva pembangunan ito diorganisie dan dilaksansakan witok
nerapal tojuan. ™

Kelentuzn  dalam Undang-Undang MNomor 23 Tahun 1997 lentang
Ketentuan-Ketentuan Fokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menvatakan bahwa
ketentuan 1entang peclindungan swmbet daya buston ditstapkan dengan undang-
ic 1

undang ™ Perlindungan sumber daya yang penting ditojukan kepada kenservasi

"Lindang-Undnne wnwng Penasaan Baong UL He 246G Tubun 2607, LY Ha 68 Taben 2607, TLN Ho, 1734
Pasal b,

A Sonny Keraf, Efika Lingkangan. cctakan ketiza. Penerbic Buku Kongpas, lakarta, 2002, him |64
"It hlF. 157

EUndang-Undang, Tenmng Keremean-Kescmuan Pokok Fengelolaan Lingkungan lidup, U0 Ne, 23 Tahun
1997, [.M Ma. &3 Tobun 1997, F1LM ®n 3699 Paxal 11




fungsi sumber daya tersebut bagi kesinambungan pembanpunan. Sumber dava
bustan i meliputi  bendungan, waduk, instalasi eoergl. peramaban dan
permukiman, dan lain-lain.!!

Lebih ianjut dalat Undang-Undang Nemor 23 Tahun 1997 menetapkan
weowenang pengelolaan petbuatan hukum terbadap sumber duva buatan diater oleh
|:H:11'ri:|'i1'|.tf,|.h.3“l

Dengat meriperhatikan teon-lenn lerkail di alas maka pereluran-petaturan
mengenai aspek lingkungan dan ate ruang aken merupakan pengetabangan dun

pembangunan perumahan dan pemukinan,

F. METODE PENELTTIAN

Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normadif vaitu beruzaha uniuk
mencmukan ketentuan-katentuan hukum den nilak-nilai yang rerkanduny di dabam
ketentoan tersebut pada saat proses pembenmbannya, enelitian mi juga =akan
mencliti  taraf  sinkronisasi vertikal® Untuk menambeb wawasan, dalam
penelitian ioi jups dilakukan pecbandingan hukum dengan negara lain.

Spesifikast penclitian vang dilakukan mengzunekan desknplil anadilis, ds
mana dilakokan uraian-nraian ierhadep hasil penelitian vang kemodian dianalisa
seGara mendalam.

Penelitian ini dilakukan dengan mengeabungkan penelitian hepustakaan :

dan penelitan lapangan. Fenclitian diswall dempun penelitian rerthadap proses

¥ Kaesnndi Hardjusoemanine Hidem Tata Dimpkergesa, D Ui, i 2652
VU ndang-Undang Moeor 23 Takun 1997, Op Crn. Pasad § pyee 2 butire

PSoerjone Sockario dan S Mamodii. Pesehtar Guibum Yormand Suaie Tlejauan Siogem, cet 1%, FT.
Reja Crafind e Prerkasa, Jakecia, 1545, bim. 14.
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pembentokan Dndang-Undang Nomor 4 Tahen 1992 di Dewan  Perwakilan
Fokyat Data dan mnalah mpat serta Dafiar  Inventarisast Masalah (DM}
Rancanpan Undang-Undang akan menjadi 1itik awal penclitian,

Metode pengumpulan data vang dilakukan adalah dengan melokukan studi
dokumen, yung kemuochan dilanjuikan dengan wawancara, Dalam  ponelitian
dilakukan pengumpulan data sesuai dengun keperluan vang melipot data primer
dan sekunder, Data primer yang diperpunakan dalam penelitian ini dilakukan
medalul wawancara dengan beberapa narasumber vang memiliki keahlian dalam
bidang vang relevan dalam diseriasi ini, amtara lzin beberapa pejabal di
iingkungan Badan Pertanahan Masienal, Pemenntah Dacrah dan beberapa
managet perusdhaan pengetnbang, di samping melakokan pengamatan di lokas
perumahan yang ditclit, Wawancara atau imervicw Ietsebut digunakan scbapai
alat pengurapulan data ™ Data sekunder di pecobeh melaln penelitian kepustakaan
yang menjadi sumber utama dalam penulisan hasil penelitian ini.

Ruhan hukum terlier yang lendin dad kamus mavpun pedoman hangza
satuan per m* Lettinggl untuk pembangunan gedung maupun rumab dinas akan
membenkan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun
sckunder di atas,

Pengolohan  data  dilakukan dengan memekai  pendekalan  kuoalbatt
normatif, baik lechadap hasil informasi dart varasumber mawpun icehadap semua
bahan literatur, pendapal para pakar hukvin, dokumen pemetinah maupun anike]

dalam media cetak dan media elektronik.

M2 oerjono Soekarin, Pewgantar Foactitien Mekume, cer. 3, Penerbil Lniveranas Indonesia Jakama |99, bin.
.
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Penpolahan data pendubung dengan metode  kuantiabil semata-mata
digiinakan agar duta yany diperoleh dapat diperpunakan untuk keperluan analisis.
data yang terkumpul baik data dari dokurmen Dewan Fepwabkilan Rakyat dan dara
yang diberikan olch informan dan pengembang kemudian disnalisis alel peoelit
detipan cara melakukan perbandingan terhadap hukum positii yanp berlaku.
Pandangan dan informasi merupakan masukan bapi kejelasan peakiek di
lapangan. Irata yange tclah torkumpul kemodian disajikan dalam bentuk tabel
sehingea memudahkan unluk dianalisis lebih lanjurt. Penjelasan dan tabel yang

disajikan akan membantu pemahaman terhadap hasil penelitian,




BARN ]
TINJAUAN HUKLM ATAS FERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI

INDONES]A

A, ASAS-ASAS DAN SISTEM TERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DM

INDONESLIA

1. Pengertian Asas

Peogertian asas mensmy! Kamus Besir Hahoase Indaoncsio adalab sualu
hebenaran yang menjadi pekok {tompuan berpikir, berpendapai), dasar slas,
pedoman; vita-cila vang menjadi dasar peckumprulan {negara). M Dari ketiga
pengettian tevsebul dapat kita Lihar pengeniian essensial dan asas yaitu suaty dasar
(pokok] wmpat menemukan kehbenaran dan sehagal lumposn berpibker.

Dalem jlomu hukum asas adalab sifac-sifan omum saw atwran-sivran
hukum, Asas diperolch melalul proses analins {yuodis) depgan menjanng
{abarrakst) sila-olal khosws vang terdapatl dalam atwean-atuan konkret antuk
mempereleh sifat-sifat yang absteak *

Becberapa ases umum delem KLUUHPerdata adalah ;

1. Asas terturup, dengan ini dimaksudkan bahwa tidak dapar dibuat hak

kebendaan baru selain wvang telab disebne secars Bmianl dalam unidang-

Vsl Mahas: Derademen Powdidiban Masiong), Kanoes Besar Bahaes Lindossia, Bdisi Kesmpa, Peonerdhin
TT drgmarsig Pasake Llvamg, lakxaa, 21k, hlm. 51.02,

B Marium Darus Lclrulzamas, KoL L Perdaca Buku 111 Hokwn Pee_kacan Dengan Penjeln=n, edisi kedua,
cetakcin percanel Peperbil Alumni. Bandung 199, him 723
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wdang. Asas ini dimaksedkan agar ada kepastian hokum dalam  hak
kebendaan,

2, Aszas absolut, bahws hak kebendasn dapat dipenahonkan terhodap siapapun
Setiap prang horus menghormati hak terscbut.

1. Aszas dapat diserahkan, bahwa pemilikan benda mengandung wewenang untuk
menyverahkan bendanya.

4. Aszas mengikuti, bohwa kebendaan akan mengikoti bendanva di langan
slapapun berada.

3. Asas publisitas, bahwa pendafiaran benda mteropakan bukii pemilikan.

f. Aszas individual, babwa objck hak kebondaen hanya techedap benda yane
dapal ditentukan.

T, Asas eotalitas, balvwa hak milik hanya dapal dilesakbkan terhadap benda secara
torlalitae wtan seeara keselundhan dan tidak pada bayian-bagian beoda.

2. Asas pelekatan, yaitu asas vanp melekatkan benda pelengkap pada benda
pokoknys

H_ Asas basit rnerupakn titel sempuma ases om berlako bage benda bereerak dan
rerdapat pada dalam pasal 1977 KLUHPerdara. Akas ini dewasa ind hanya dapac
berlaku bapi benda beroeeak tidak atas nama maupun tidak werdattar, ol

Asas umum yvane ditaliz oleh &0 Socdewa Masychun Sofwan adaluh
achagai berikui ;
1. Asas pemaksa, borarti berlakonya ketentwan bulom benda menipikan hukurm

pemaksa (dwingend reche) jadh tidak dapar disimpang:.

*Dijukaendah Hasn, Laptoga dunsar Kehendear hapi Fanah o Hermdr dor vang Hedskar padie Saieh
dafem Koneeps: Memoraprer A Pemischoar Horisenen. Peserbil PT Ciles Adigya Thakti, Blandung 1946,
bl 82,
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Asas dapat dipindahkan, kecuali hak paksi dan hak mendiani hak benda dapa
dipindahtanpankan.

3. Asig whivideal, ohfek bak kebeudaan selalu benda wnentu, artinys orang
hanya dapal menjadi pemilik dari baran g berwajud vang merupakan kezatuas.

4. Asas tolalitas, bak kebendaan sefalu terletak pada keselorahan objek

th

Asas tidak dapal dipasahkan (onsplishaacheid], Yang berhak tiduk dapat
memindahtangankan sechagian woewenaignya termasuk hek kcbendaan yang
ada padanya,

0. Asay priontas, semmua bak kebendagan membend wewenang yang sejenis dengan
wewsnang-wewenang dan eigendom meskipun luasoya berbeda.

7. Asas pencampuran. lik kebendaan vang werhutss hanyas mungkin echadap
benda milik oranyg lein, dduk dupal scorang umiuk  kepentingannya
meraperoleh hak gadai atus baranp milikaya sendin.

£. Frrlakwan mas benda borperak dan benda tidek bergerak adalab herlainan.
Aturan mengenai pemitdahan, pembehanan, berit dan venanng.

9. Asas publisilas, mengensl  benda  udak  berperak  pembebanan dun
penyetaliantiva barus dengan pendaliamn di dalam register umun.

10 Sitat perjanjiannya zakelijik. yailu peganjian uniok  mengsdskan hak
kebendasn, *

Asas dalam huokum adat dikenal antara Jain ; asas kekeluargsan, asas
tolong menolong, asac potong rovong, asac perwakilan dan permusyawaraian,

awas kepenlingan umum didahuluken dan kepentingan pribadi, asas Kontan

i Sl hbasvelian Sslwan, Mukum Rercly Liherty, Yoesakaria, 1975, hlm, Wiedi
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konkrer, sedangkan datam Rukuen peranshun dikenal axas pemisahan horsontal

yailu asas yang memisahkan tanah dar segala benda yang melekat pada Gmah, #

2. Asas Keadilun

Adil menurut kamus besar baliaca Indonesia retpunya liga arti, pertama
sama besar, tidak berzl sebelah dan tidak memibak, kedua betpibok kepads yang
banar, berpepang pada kebenaran, kelrga sepatutnys fdsk sewenang-wenang. #
k.cadilan diartikan scbagai perbuatan melakukan yang adi ™

Anstoleles menganppap babwa keadilan menumut hokum adalah sama
dengan keddilan wmurmn. Ny samping keathlan sehagu keutamaan wmum {yaito
keigatan kepada hukum alam dan hukum positf) terdazpen juga keadilan sebagal
ke utanaan khusus yang menentukan sikap manusia pada bidang tertenty, ©

Ariztoteles juga memberikan perbedoan kaaditan menjadi jenis keadilan
distributf dan keadilan korcktif, Dalam keadilan discibutf yang terpenting adalah
bahwa inbalan vang sama rata dibetikan atae petcapaian yang sams rya. Pada
keadilan korchtit  ketidekselaraan vang dischabkan olch, misalnya pelanggaran

kesepakalan, dikoreks dan dibilangkwn. H

“Sum-ju- Wignjodipuirn, dalam Djuhaspdab Hasan, Ledathzae favipnan Kebendaan o damall daw Bendn
fubr pamg Helehal pacy Tiweh dudfem Komepr’ Peneragem Aars Pemisohar Horciomad, Penerbic PT Ciire
Adilva Fakn, laradaikg, 19 hlm &4,

P usat Babasa Uepatcmen Pedid ko Hasional, Kuous Besar Balass Irdosssia, Op. O, iim, 10

kg

"Theo Husimers. Falsofin Hukuw dafam . g O b, 39

“Inig.

™"l s iun Friedrich, Foelrgdm Hukume Pecnrednil Mistar i, Cetakan [ Penecbin Muanss dan Penerbic Musa
Media, Bandwng, MM_him. 2825



‘Thee Huijbors meovatakan bahwa hubum sangat crat hubungannya dengan
kendilan, Bahkan ada crang yang berpandangan batrwa hukum harus digabungkan
denypun keadilan supaya sunppuh berani sebagai lukwm. ™ Kedaulatan hukam
jedas berkairan erat dengan keadilan, Kia dapat melibainys dengan mengingat
capasun s1sem hukum dan huhungan dekatnya dengan prinsip definitif keadilan
schagai keteraturan. Sebuah sistern hukwn adaiah sebush orosn atorsn publik
yane memakss vang ditujukan pada Orang-0rang racional dengan tujuat mengalur
petilaku mereka dan membenkon kerangka kerja bagl kenosama sosial. Ketika
aturan-aturan i adit mercka menegakkan sebuah dasar bagi harnpan-harapat
vang gah. "

Thismas  Aquinas membedakan  anters  Readilan distaobotif  {iustitia
disinhonvial, keadilan tokar memukar fiusiiia commutativay dan keadilan legal
(mstitia legalis). Keadilan distributif menyangkat hal-hal wown sepel jabatan,
prjak dan sebegainyn Hel-hal o haros dibegn menunit kesamean geometTis.
Keaditan tukar-menukar menyangkul barang vang Jitukar antara pribadi seperis
Jquil beli dan sebagainys. Keadilan legal meovangkut keseluruhan hukum,
sehinppa Japar dikatakan balvza kedua keadilan tadi reckandung dalam keadilan
legal 101, Thomas Aquinas mengikuli pandangan Aristoleles, *

John Eawls menunuk ada 2 pnnsip dulam keadilan yuuu ;

1. Setapy granp thempinynd hak yang sama aias kebebacan dagar yang Juas selrs
kcbebazan yang sama bagl semua orang.-
Thea Huijbers Mg ke, 0 Cu. Wl 63,

"luhn Bawls, Deori Keadilan, Penerbic Puscaky Pedajor. Yogvakare, 2006, him, 284 - 254,

“Sejanu Dicdjusivwir, Filrarar Dkum dolam Korrensd dor Amadinr. Aluinoi, Bandung, 1984 him, #5.
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2. Ketlmypangan sosial dan ekonomi mest diatue sedemikian npa sehinggea ;
4, [hapat diharapkan memberi keuntungan senua orang
b. Semus posisi dan jobatan terbuka bapi semua ceang, ™
Prnsip periana menunjuk bahwa kebebusan ini bomos setarm karens wirga
sualu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak desar yanz sama. ™ Frinsip kedua
berkenaan dengan disiribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain
prganisasl vang menggunakan perbedaan daiam otontas dan tanggung jawab, ata
rantal Komando, Sethentara distebusi kekayasm dan penlapaton Gdak perly sama,
hamiz demi keuntungan semwa orang, dan pada sast yanp Sama, pusisi-peosise
otonlas dan jabaton komanda hanes bisa diakses oich seoua orang, Masvarakat
yanz menerapkan prnsp kedua dengan membuat posisi-pesisinys Lerbuka bagi
sernua orany, sehiogge (undok dengan batasan ini, akan mengaioe kelimpangan
sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntengkan, '™
Peaguluran lenlany perumahan dan pemukiman memeasrhikan penanganan
secara adil kepada selunah wargs masyarakal. Perwnahan meritpakan sektor vang
tnetatikan peranan penting tkarenakan daput mengyrerakkan aklivitas skonomi.
FPerumahan bukan saja mewwjudkan pekerjaan delam industri perumahan tewapi
uzga kepada industo-industn. yang berkaitan dengan perumahan sepentt induestri
vang menghasilkan bahan bangunan dan peralatan perumahan, Subsid petumahan

dapat merangzang ckonom sccara relatf dibandingkan dengan benmuk-bentuk

" John Runls, Teun Beadilan. S, hlm 71
e b, 73

1% i,



perbelanjaan negara yang lain. "' Dalam Pasal 3 Undang-Cndang Nomor 4 Tahun
1¥2 tenang Perumpghan dan Permuokiman dijelaskan mengenal azas serta mjuan
dari penataan perumtahan dan permukiman, Asas lersebutl dianiaranya adelah asas
manfaat yaie pembangunan yvang menggumakan berbagat sumber days vang
rerbalas agar dapat dinikmati sccara merata oteh seluruh rakyat, Asas adil dan
merala membecikan landasan agar hasib-hasil perbanpucan perumahan dan
permukiman depat dinikma_l't secara adil dan rmerala oleh seiommh akyal, Asss
kebersamean dun kekeluargaan memberikan landasan apar polongan masyarakat
yang kuat membanio golongan masyarskat yang lemah dan mencepah egadinya
linpkungan permukiman yvang eksklosit. Asas kepercayasn hepada Jin semdin
apar sepala usaha dan kepiomn delam pembangunen ini beriumpu pada prakarsa,
ywadaya dan peran serta masyarakat, Asas keterjangkauan adalah bogaimane
pembangunag 1 Japat dnaogkaw oleh masvarakat ckonomi lemah. Asas
kalestanan lingkungan hidup yang beruti bahwa pembangunan ini diharapkan
dapat memberkan manfaat baik bagl penctast sckarang mevpun vang akan

datang, Wi

3. Asas dan histemn Peromabon dan Permukiman di Indonesia
Asas pembangunan di bidang pcrumahan dan permukiman yang berumpu
rada masyacakal membenkan kesé:npﬂian yanp loas bagi mmasyarakat unok

dapat berperan serta dalam wsaha ind. Pemerintsh mempunyai kewajiban dan

Myireen, Richarl K Ssliow The Lemder Dow Chasges e Resrdonns! And Non Reniuemial frsestmer
Meedver CAaged M UleP, Real Lstate Ecooomie, 1997, him. 353-270,

" Imdaing- Lindang Somor 4 Tanwn 1090 O O, Penjetucan Pasal 3
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tanggung jawsb wituk melakukan permnbinaan delsm wojud pengatorsn dan

binbingea

Berberapa asas yang menjadi dasar dari pengaturan Rancangan Undang-

Lndang Perumahan dan Permukiman adalah: -

Asas Fesejabletasm Umim méngandung artl pengadaan perumahan, mmaeh
susun dan permukiman dimaksud untuk mewujudkan kesejanterasn lalur dan
bulin selunih rakyat Todonesia secara Bdil dan merala berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingpa setiap warga aegars Indonesia dan

keluarganya dapat memenuhi kebutuhan dasar akan permahan

o Aszaz Keadilan dan Permverataan meroberikan landasan agar pembaing e

peramahan dan rumah susun dapat dinikmati secara merats, dan Oap-liap
warga negerd dapal meénikmati hasil-hasit pembangunan perumahan vang
layak

Axat manfaat  membetikan  landasan  agar  pelaksanaan  pemibangunon
perunahan dan permukiman yang menggunakan berbagai sumber daya vang
terbatas  dapat  dimanfaatkan sebesar-besamya bage  kesgjahlerman  dan
kemakmuran selisp warga negars.

Asas Keserasian dan Keseimbangan dalam perikehidupan mewajibkan adanya
kesarazian kepentingan-kepentinpan dalam pemaniamian nuenah susun, uniuk
tmencegah timbulnya kesenjangan-kesenjangan sosial,

Aszas Swadaya Masyarakat memberiken lendasan peran sertn masvarakal

untuk turet seta mengopayvakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-

" aporam Akhir Kaiian Teknis Penyvempurnaan Hukum Mesional Bidang Perumghan Can Fesmokan,
Tahun Anpgnan WKW Rapian [ukem Sekrcwnal [Hrckoeear Fonslrad Peumahan Dan Famukiman
Depaernen Perthulorian Dah Pracarans Wilaesh,




sipek perumoahan dan permukiman  sehingga mampa membangkitkan
kepercuyuan skan kemampuan dan kekvatan sendiri.

6. Asas kebersamaan dan kekeluargaap membenban landasan apar golongan
masyarakat vang kuat membantu polengan masvarakal yang lemah dan
mencegah terjadinya lingkungan permukiman vang cksklusif,

7. Asas kelestarian lingkuagan hidup memberikan landasan uniuk menunjang
pembangunan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan, buik generasi
sckarang manpun pencrasi yang akan datang.

. Asas  Keterjangkavan memberikan landasan agar  hasil pembangunan
peramahan dan permuokiman dapat dijangkau olch masvamakat berpenghasilan
rendah.

“ecara nngkas asas hukum perumaban dan permukiman yang sesuai
denpan sistern perencanasn pembangunan nasional [ndonesia terdini dari asas
honzontal dan vertikal, sedangkan bentuk parmilikan dan masmg-masing asas
lerschur dapat berupa bentuk rumah dengan pemilikan pnbadi maopun sewa,

Pengertian horizonal sendiri adalah berhubungan dengan suahy yang
terletak zejajar denpan horson aeu e loeog, datae; inendatar, sedangkan
vertikal adolab wgak loms peda dasar (dari bawah ke alas maupun schaliknya)
bersudut 90 deeayar dcn_gan tanah atau lamai, demgan bidang datar atan
horizoneal,"™
Asas honzontal dan asas verttkal dalam pembangunan peﬁunnhun dan

permukimen  herkailan dengan asas pelekata verliked dsn ases pemisahan

™| 5 Padudu. Komes Kaky-Kata Nerapam Anng dafam Sohasr Indoretia, Peneroit Buko Xompas, Takarta
2003, bl 143 Jan 361,




horreonlal. Asas pelekatan vertikal yaitw asa< yang mendasarkan pemilikan anah
dan sepala bends yang melekal padanya sebapai sualu kesaan yang feriancap
tretjadi setw. sedanpkan asas pemiszhan honzontal jusou memisahkan tanah das
yegala benda yang melckar pada tanab carsepuc '™
Selain adanya asas dan pombangunan perwmnahan dan permuokiman
juga dikenal adanya sistemn dalam pembangunan permahan dan pormukimarn.
Istilah sistcm dalam pengenian kesisteman diartikan sehayal sustu susiman atay
struktur vang ternlegrasi, schingus merupakan suaty rangkatan kesatuan yang
utuh dan menyeluruh yang mempunyai mjuan dan pola eksistensi yang mantap
dan teratur, berstfal dinamis serta tumbuoh., yang terdin dan bagian yaog
dinamakan subsislem vang satu denpan vang lain bersitil kait menpeil, saling
berhubungan, saling mempengaruhi dan aling mempunyss ketergantungan,' ™
ilukum merupakan sistem berarti babhwa hukum ity merupakan tatanan,
merupakan sualn kesamsn veng utah yang terdin dan bagian-bagian atau wnsur-
unsur yang saling berkailan erat sato sama [aim. 7 Pada umumnya ayay haoum it
berubah mengikati kaedah hukumnya, Kaedah hukum akan berabah mengibooti
perkembangan masyvarakat, jadi terpengaruly wakiu dan tempar. | Dan dalam
pencgakan hukuon ada liga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum

{Fechiszicherheit), . kemanfaatan {Lweckmassigken) dam keadilan

R gubimendal i tembager dumuean ..., O Ol dm, &3

M8 8 pal-508 5 1%, Wavalak Toh Serofin Afenieaka, Penerbit Cenire for Sirmosgic and Internationnt Siudies,
Tahun XX .2, Mare1-Aprel 1241, Bim. BE.

Mo divmn kerrd: o, ma, Mengemdi Hwdkem fuain Merpentar Cdixi Fonama, Ociskan Teeama, Poworbit
Lierey, vopyakarss, 1058 him, 100
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[Gerechighein).'™ Masyarakst sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanasn

alau penegakan hukun keadilan dipethatikan. '™

Hulrungan  amare  pengertian sistem  dengan  sistem  pembangunen
perumahan  don  permukiman  adalah  susunan  atau  struktur  organisasi
pembanguran perumahan dan permuokiman yang dilaksanakan secara \etpadu dan
menycluruh secara nasional dengan tujuan untuk pemenuban kebuluhun akan
tempat Ungpal vang lavak, di dalamnya terdepat (ahap-iahap sera \ata cara yang
terdin dan begian-bagian tentang hal pembansunan peremahin yang Sesusi

denoan paraturan perundang-undangan.

Komposisi sistem dan pembangunan peremahan dan permukiman baik
seara horizontal dan vertikal terdiri dari jenis perolehan den cara perolehan, jenis
prmbiayzan, dan s151em human yang bersawasan linglkungan.

Ienis perplehar tanah  bagl pengémbang  wang  hendak  melakuken
pembangunan perumehan di wilayabh siap bangun adalah Hak Guna Bangunan
alan Elak Pakai. Apahila tanah yang tersedia i kawasm siap bangun lemsebut
berada di atas ranah negara, maka cara perolehan tanah yang dilakukan oleh pikak
pengembang adalah permohenan hak kepada negara dimanz  kewenangan
pemberian hok ates tanzh kepada pengembang tersebut dilimpahkan sebagian

kepada Kepala Kanlor Wilayah Badan Pertanahan Masional Propinsi alay Kepala

", hme 130

"rpig, him 131,



Kantor Penanahan Kabopaten®otamadya"'' Bila tanah vang tersedia sudah
mentiiiki landasan haknya maka dapa1 dilakukan perbuatan hukuny untuk
penindahan haknyz, berupa jual-beli, wakar menukar, hibah, measpun pembagian
hak bersame, Pemegang hak atas tanah dapat melepaskan hubungan hukum
dengan sehidang lanah haknya secarz sukarela. Dalam Perpres Nomor 38 Tahun
2004 tentang  Penpadaan Tanah Bagi Peleksunean Pembangunesn LUniuk
Kepentingan Umutn dikenael dengan istilah pelepasan bk atau penyarahan hak.
Pelepasan atan penyeraban hak secora sukarcela ind dilakokin setelan melalui tabap
musyawarah dengan dibenkan ganii kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah
dicapal di dalam Pasal 1 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Maman apabila
pemepAang hak slas ianshnya tidak oasu melepaskan sebidang \anahnya, maka
dapat Jilakoken pencabulan huk dimana datam hal im pembanguaan tumah Swsun
termasuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 18 ULPA fmcie Dndang-Undamg Nomor 20 Tahom 1961
tentang Pencabutan Hak-Hak Ataz Tansh Dan Benda-Benda Yang Ada Di
Avasnya. dimane dalem hal i pembangunan rumah susun termasek kegiatan
dalam pembangunan untuk kepentingen umum sebagaimana yang diatur dalam
Perpres Momor 36 Tahunr 2003, sehingga dapal dilakukan peneabutan hak '
Eepemilikan perummahan untuk hunian vang dibangun oleh pengembang di

atas sehidang tanah Halk Guna Bangunan hanya dapat dimiliki olch Warga Negarma

Earalran Menier Nepnr Agraria®epaia Madan Teranshan Mosional Momar 3 Tahun 198 wcmang

Pelimgrabzn Keecnangmn Pemberian Hake 5iaa Taneh Megara Pesal 1 Pemdeerian Hak Cwana Bangunan atas
iorah  vanp lwamve tidak lkehth odan 2 Ha medjad kswedsmpsm Kopaks Kol Fertanahun

Kabupsrerkotamadya. -cdangkan bila langh Hak Guna Faopunan vang lumsnva tidak lebibe dani 15 [lo
mengal kewerampan Kepaly Kuntor W ilayah Badan 1eranahae adamal Frogins.

"-Are 3. Hutagalung, Tebaron Pemibiron Semcier Wanaiah Metum Tanah, Penerbit Lambaga Pemberdatasn
[ 1kum Indonesia, Jacara, 2005, him. 144,



Indoncsia, sedanghan Warps Negara Asing hanva dapat oeetniliki rumah hunian
tersehul apabily tanah yane 1eesedia adaiab tanah Hak Pakai,'"

Penghunian mmah yang bukan permilik banva sah apabila ada persemjuan
aten izin dad  pemilik rumah sccara tertulis. Kesepakatan vang dapat dilakukan
antara pemilik romah dengen penghuni dengan cara sewa-menyewa maupun
dengan cara bukan scwa-menyewa sebagairoana yeng dimeksod dalam Pasal 12
Undang-1mdang  Nemor 4 Tahun 1992, Pembangunan  peromalian dan
permukinan yvang bukan dilakukan uleh masyaraket pemilik tanah juga dapat
dilakukan oleh budan waha/pengembang di bidang perumahan vang ditunjuk cleh
Pemerintah  berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992,
FPembangiman perumaban yang diakukan olsh penpembang hanya  dapal
dilakukan di kawasan dan lingkungan yang siap bangun dan berdin sendin. '

Penyelenggaraan pembangunan mumah swsun dapat dilakukan di atas Lanah
Hak Milik, lak Guona Benguoan, Hek Pakal alas tanah negara, atan Hak
Penpelolaan  scsual dengan  peratwran  perundang-undangan vang  herlako
sebagmimana yany dialur delum Pasal 7 Undang-Undang SNomer 16 Tahun 1985,
Satuan Aunah sosun dapar dimilik oleh perseorangan wtau hedan hukum vang
tremnenta Syaral sehapa pemepuang hak atux tanwh.

“Jenis perolehon Hak Milik atas satan rumeh susun yang dapat dimiliki
oleh Warga Mepara Indonesiz maupun Badan Hukum vang didirikan mesunn

hukum [ndoncsia dan berkedudukan di ]n-:l-:nn.t:sia adalah mumah susun vang

" amnumn Femerinla Bamne 41 Tahon (5596 lentang Fanerlikan Rustah Tempal Timpmal army Hamimy sl
Chramg Asing vang Berkeducukar o frdoresia, Pasal 2,

"™y Indang -l ndang Mamor 4 Tahun 19T, Cp 0, Fasl 23
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dibangun di atas tanah Hak Guna Bangunan, sedangkan jenis perelchan Hak Milik
alas saan mimah susun bapi Warea NMepara Asing mavpun Dadan Flukum Asing
yang ingin memperoleh satuan-satean alas umah susun dapat dilakukan apabila
rutnal susun yang dibangun berada i alas tanah Hok Pakai.

Pemerimiah sejavh imi berupaya unmk mememthi  kebmuhan akan
perurgahan yatg lavak, sehel, aman. serasi dan tegangkay olch masyarakal
wolongan ekonomi lemah sebagaimana yane diatr dalam Undang-Undarg Momor
le Tahun 1985 rentaty REumabh Swesen. Mamun dalam  prakidknya pimbol
permasalahan menyangkut masalah pembiayaan pembangunan rumah scrta
menyangkut masalah bukem lainoya, misalnyas mengonal tata cara pembenan
kredit, penyedisan tanah, penpaturan lingkungan '

Unok mengaias masalah perumahan, pemerintah memudahkan pemitikan
rumah dengan carn pembizvaan pembangunen perumehan dan permukirman
dengan fasimas kredit. Kerentuan vang hames dipenuhi dalam fasilitas kredn i
cdiharapkan agar sezual dengan kemampusn masyarakat dalam arti mislem Bredit
justru tidak akan memberatian masvarakat marjinal.

Jenis pembinyaan rersebul sebaiknya cicilan vap bulannva ataupun
menpena bunpa dan vang muka dibarapkar agar disesvaikan dengan kemampuan
:I_mnnmi juga karcna keterbatasan imilah maks dibherap pam penpembang atau
developer mempurnyal kesadaran yanp tingg dalam usaha pengadaan perumahan
dan pemukiman, Peran pemenntah dapat ﬁu]a dihbal dalam program permarintah
kepada masvarakat yailu dengan boduva koperasi perumahan, melalui koperas

" At Tbwnmle Earar-fhasar Swkur Ferumatem, Fenerbil Bineka Ciple Jakane, 200, him 4



hanyak kebuluhan anggola masyarakal yarg dapat dipenohi secara bersama-sama
dengan biaya yang lebibh murah. penvelenggaraan yang lebibh mudan dan dalam
waktu vang singkat.''"

[ralam praktek peluksonaan pembangunan penemahan dengan sistem KPP
yang biasanya dibargun atau dilaksanakan eleh pihak perusabaan pembangunan
perumahan vaitw badan usaha yang berbenuk badan hukum. Ul dapat
melaksanakan  pembangunsn  perumehun dep  permukiman  perwsabaan
pembangunan  permnahan wajib untuk  melaksanakan  penyediasp  tatah
scbagaimana diatur dalam Peraturan Menterd Dalam Neperd Nomor 3 'Tahun 1987
lenlang Prosedur Pelaksanaan Penyediaan Tanaly

Kemerosotan industii perumahan dan permukiman dapetl disebabkan
karcng Buktor lanpkunya dana janeka panjang. Cleh karena itu, untuk membenluk
kembali induseri perurnahan vang efizien di Indonesiz diperlukan kredit yang
disalurkan oleh perbankan berups Kradic Pemilikan Ruwmah {KPR) vang bersiful
jangka panjang dimane dananya berasal dar tabungan, giro, dan deposite yang
merepakan dana jangks pendek. Jike bunk lerus mignesus mencrintkan KPR
dengan pembiayaan yang bersumber pada dana jangka pemdek, hunk akan
mengalami kesenjangan antara sumber dan pengrunann dana ferismaich fadingt,

Umuk mengatasinys perlu dilakukan mobilisasi dana jangka panmjang
urtluk memenuhi kabutuhan pembiayaan yang berjangka panjang pula, antara lain
melalu teknik toitigas resitke kredit Iain vang telah dikenal seste denpan stondar

pralrik intermasional, yaite sckuritisasi asel. Salah satu bentuk konkret sekuritisas;

V8 jam Supranwona, Perbamiae dan Masainh Keedic suaf Tigaun Ferdes, Edisi rowiay, Poocrbal Dpambecan.
Jokarta, [9™, hlme 112




wsel vang menjadi alemalil pembiayaan adalah (ersedianya pasar pendanasn KPR
sekunder melalui pembentukan Secmrcdary Mortape Feciliy (SMFEi.  Kogiatan
dasar usaha A adalah membeli tagiban KPR dan bank penerit KPR, kemisdian
menerbitkan cfek atau sckuritas untuk dijual kepada mvesior denpan jamiman
tagihan KPR yang didukung dengan Hak Tangpunpan yang dibebankan acas
bidapg tansh vang dibclh melalui KPR lersebut. Denpan demikian, SMF
diharapkan dopat melakukan zosialisasi dan mendidik pasar agar KPR yang
diterbitkan dapat memenuhi nilai investasi yang, diictapkan,

Dengan menciprtakan Secondary Murigepe Facility Jiharapkan dapat
mcnunjang sistem pembizyaan perumahan yang berlaku szac ini, selingpra di mass
mendatang sumber dana untuk pembiayssn perumahan biza didapat davi bethagai
sumber.'" Secomdary morgage markel penting dalam pertumbuban lembaga
kevangaty pada sekior perumahan karena berorentasi pads saly fujuan, yaitu aniuk
meningkatkan aliran dana untuk perumahan,’™ Pasar sekunder menjernbatani
leuan 11 dengan menghubungkan pibzk-pihak  vang memburihken dan
inempunyzi 4ana, Caranya yaitu dengan mengsmbangkan lembaga dan instruren
baru yang dapat menguangl resike pinjaman dan menyediakan dana segar.
Pembentukan pasar sekunder pembiavaan perumaban (secondery morieage
market) dapat menghadickan investor baru sehingga memperluas  penyedisan

dana untvk perumahan. Kemampusn wntuk menjual dan meminjam melalui

IR ad Hawazler, Herkemmbogan Ehaaomf (rfmha! dan Prayuiers Lerrboyge Mevangan Dalom Adeagilsg
fembanguagy Ferbodaad, Makaloh disampacan dalao Konvensi Masional Penpguaan  eran Sefa
Magvarakac Cwlum Fenaraan Ruang dan Pombangunan Mokodaan, bakarta 3-8 bMes 15936, nlm (o,

"Whess Lederman. The Homudbook of Mortpege Bamang - Trosds, Opportindy wid Staterr, MatTpage
Hamkers Asgocialinn al Unitsd Stales, Chacago, 1993, bim, 277
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mudgage tm memngkatkan Bkodits dan mengurangi resike dalam penyedizan
pembiayaan jangka panjang

Fasiitas sekunder pembizvaan pecumaban lerganiung pada keberadaan
pasar primer yang kuat dimana KPR menjadi aset vang menark denpan perjan]ian
yvang leckait Kepadanys, Prasyarat ntamanya adalah perangkat hukum yang kuat
dalam kegiaten pendaflaran, penyclenggarann, dan peganjian jual-beli dan
simpan-pinjam. Pasar modal yang sehal jugs merupskan samna yang penting
dalan pengembangan pasar sekunder pembiavast perumahan. Solusi terbaik
uniuk memasuki pasar modal bagi pembiayaan porumahan mencakup tiga
kompanen, vaitu:
& Apa yang dimginkan ataw dibutuhkan pihak penecbit
b, Apavang akan diterima invesior
¢ Sislem, peraturan, dan hukum apa yang mengalumya

Salah sanl bentuk dervaiif atan furumon dan SMF dikenal dengan nama
yudprime maortage securities yang dalam pengertian singkatnya adalah surat utang
yang ditopang jaminan Kredit Kepemilikan Rumah { KPR

Pembentukan iml sangat polcnsial dalam menciptakan pasar dana jangka
PAnjang yang merdpakan busis pembiayaan perumzhan. Tanpa SMF, indusird
prrumzhan Indenesia akan sulit hidup kembali, Karena salah sate sifat industn
perumahan sangal sensitif terbadap fhukinasi kenaikan suku bunga 1iab inipun
merupakan cemninan keterﬁnnlungm bisniz perumahan tethadap dans dalam
jurnlah besar feapital intensive) serta bersifal jangka panjang ffoag fermr

Siraneing], Kenyataan timbulnya crach progerty di Indonesia menunjukkan secara
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meakta maupun mikro permahat Jf Indonesia sangat rapuh. hMasa depan indusin
porumahan of Indonesin vang akan datang skan sangat rentan dengan gejolak
perekonomian. Unmiuk i diperfukan tercbosan haru wimo asas yang dapat
dijadikan  dasar dalam pembangunan perumshan dan  permukimen.
Kelidakseimbangan alokasi kredit sektor properti akan berakibat pada kelanpkaan
Keedit Pemilikan Rummab (KPPR). Pada sisi lain petuang SMF schagan scbuah
solus]  mahpal stratesis terulama otk meningkatkan permintzan sekeligns
menciptakan efisiensi pesar, dalam jangka panjang SMF akan mendorong suku
bunga KPR karena mobilitas dana jangka panjang dalam negen juga dischbabkan
dana jangka panjang dari Twar negerd. Selain i SAF diharapkan apar depal
memnbentuk pasar obligasi bary bapi invesior institusional amiara lain asuransi
jaminan sosial dan dana pensiun,

Sofust lsin juga dapat dongan care uszha umivnk memobilisasi sumber-
sumbar pembiavaan jangka panjang perlu dilakukan guna menpgabi surmber-
sumber dang  masyvarakat, schingga terscdia dana jangka pamang  vang
berkelanjutan. Sejalaty dengan im perlu jogs diadakan peninghalin anggaran
kredit likuidias Bank Indonesia khusus wotub pembarngrenan Rumah Sederbana
atau Rumah Sangel Sederhana, Kin sudah saatnya Indonesia membangun scbuah
idustri perwnahan dan bisnis properll yang efisien, =olid dan stabil. Unlok ita
diperioken paradigoia dan visi baru pembangunan peromahan nasional meldoi
schuah macre planing -yang disponsori oleh pemenniah. Bila schalumnyva peran

pemerintah lebih banyak dalam pengurusen dan peluksunaah pranbangunan, Jdi @ra




globalizasi peran pemegnintah akan bevgeser menjadi mativater, dinamisator,
Fasilirator sekaligus pemeganp fungsi schagal pengontnal.

Pembangunan perumahan dan penmukiman haros mengacu pada sistem
pembangunan  borkelanjulan  yang  berwawasan  lingkungan  hidup maupun
berkelamguian  dalam  penyelenpparaan  penataan  Tuang.  Penyelenpoarasn
pembangunan perumahan yang berwawasan lingkungan hidup mengacu pada
perlindungan sumber dzva bualzm yang penting ditujukan kepada konservasi dan
lungei sumber dava tersebut bapi kesinambungan pembangunam sehagaitmans
diatur dalam Undang-Undang Womor 23 Tahun (997 tenlasg Pengelolaan
Lingkunean Hidup, Sumber doya huatun itu melipul bendungan, waduk, instalasi
encryi, perumahan dan peconukitoan, dan lan-lain '™ Dalam Undang-\ndang
Nomor 26 Tahun 2007  tertang  Penatzan Ruoang menggunakan  islilah
berkelanjutan dalen penyelenggaraan penataan ruang yang bertujuan untuk
mewdjudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, dan  prodoktif
berfendaskan Wawasan Nusanters dun Ketahanan Nasional '

Ciri wmama dan sistem adalah adanya wjusn yang sama atau adanya
kosatuan mjuan. Tujuan sistern perumahan dan permukiman di [ndonesio bask
gerara vertikal molnpun hotizontal adalab sarma-zama mewnjudkan tjuan dan
masing-masing sistem itw sendiri  sccara nasional  valtw mewwudkan
kcaejahteraan masyarakat [ndonesia,

Indonesia pada saat sekarang inl memasoki era bam yaite cra otonomil

dacrah  vang pemuh  dengan  porubahan-perabahan mendasar,  baitk  untuk

%K penrad | Landyascttnentti, Bukwe 18t Lisptuogss, O Cu., s 2000,

li® [Indaog-Lindung Leamang Penataom Kuang, LIL Mo, 26 Tahur 20407, Faesel 5.
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masyarakat mabpun permeontsh secara keseluruban, Perubahan ilu anwra lain
perubahun dan sentralisasi menjadi desenmlisasi, dan proses  instruktoerif
menjadi fasilitalif utay dan sifat didavani menjedi melavani yang semula
mengandalkan povwer menjadi profesionalisme.

Femahaman mengena hubungan antara scitralizasi dengan desentealisast
perlu dijadikan acuan dalam menyimak Bab IV Undang-TIndang Nomor 22 Tabug
1999 juncte Undang-Undang MWomor 32 Tahun 204 tentung Pemenntahan
Daerah dengan slasan memberikan batasan-batasan dalam bidang-bidang vaog
secara otonomi telah diberikan oleh pemerintsh pusat.'*' Dengan perubahan
paradigma fadi harus dapat menderong peran swasla i dalam pembangunan
termasuk pengembangan peramahan dan permukiman. Namun demikian dalam
pelaksangan otonomi daerah ini masih dalam prses selanjutnya. Menyikapi bal
terschut kita harapkan bahwa kebijakan-kebijakan vang akan dikeiuarkan baik
dan pemerintah pusat maupun pemerintsh daersh fidak boleh berterdangan dongan
semangat yang feiah ada di pasar sehingga mampu menarik investorpecgenbang,
A5ing maupun pengembang dalam nepen sendin.

Lralan pembangunan Masional Indonesia yanp pada hakekatnya adalah
pembangiman manusia seutahnys dan pembanguian seluruh manusia Indonesia,
vang diantaranys sdalah pembangunan perumahan TAUPUN permukimman vang
lavak, sehat, aman, scrasi dan teratur yang merupakan sulah satu kebuiuhan dasar

ranusia dan merupakan fakvor terpenting dalam peningkatan harkat dan martabat

" 'Undaueg-Unibangs Ieniang FrmesiManan Lasrah, U1 Mo 32 Tahtn 2008, LN Mo 125, TS Mo, 4437, Fasal
[ ayad 3. Lirgsan Pemetimab Doemh melipuii bidae poliik har neperi penehanos, keumanan, wrstisi,
et dan figkal nagional, dan agane
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serta gty kehidupan bagl masyarakat Indonesia maka perlu dilingkatkan dan
dikembangkan pembangunan perumahan dan pernukinoan secara lerpaduo, teracab,
berencans dan hetkesimambongen. Peompkstan ini ditgpukan wnluk mengataa
permnasalahan tentang pembangunan di atas agar dapal menjadi | kesatuan
fungeional dalam wjud 1ata ruang fisik, mavpun kehidupan sosial, ekonomi serta
hudaya '™

Dalem pembongunan Masicnal odak lepas dan Sasamn Program
Pembangunzan yang scsual dengan Undang-Undang Nomot 25 Tabun 2000
tertang Progrun Pembangunan Nasional {Propenes) dimana salah salu sasarannya
dalam pembangunan perwnahan dan permukiman adalah terscienpparanya upaya
pefiingkolan  kogkungan  fisik, sosial, dan budaya masyarakal  dengan
memaksimalkan polensi sunber daye secars mandin. '

i Irdoresia avas pembangunan peramahen dan petroekiman tdask akan
hisa terlepas dari fujuan asas perencanaan pembangunan nasional sendin yaitu
anfary lyin:'*

a  Mendubung koordinasi anlar pelaku penrbangunan;

k. hdengamin lerciptanys imegrasi, sinkronisasi dan sincrmi amtar fungsi
premeTintah, baik pusat maupun daerah:

¢ Menjumin keterkaitan dan konsistensi antara perfncansan, penpangERTAnN,

pelaksanaan dan pengawasan;

" ngang-Lindang, 1emang I'rogram Iembangunan Masianal (PROFENAS] UL Mu 25 talun 2L LM,
M. 218, Cmpiran, Dab YO0,

.

"™ lIndang=1Indanz fenaang Remcara Pembanaunan langks k{enmmgah Masional, LT Ma 35 [ Mo, Tahun
2005, Bab Lt angka | 2anipas defizm 3
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d. Mengoprimalkan partisipasi masyvarakat; dan
¢, Menjamin terciptanya  penppunasn sumber duye secara efisien, efekui.
hetkeadilan dan berke lanjutan.

Pelaksanaan ctomami daecah sdalab menyangkut berbagal bideng. Delam
bidang-hdany vang dirmaksed dv atas adalah menpenal penyelenggaraan secara
kombinasi antara senwralisasi dan deseniralisasi. Penyelenpparasn ini tidak hanya
pada bidang pemerintahan, di dalam Pazal |1 Undang-1indang Momor 22 Tahun
1990 funcde Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 teptang Femenntghan
[¥acrah dapat dibthat bahwa peranshan merpaken  salah  sam bidang
pemennlahan vang wajib dilaksanakan olch pemenntaban kabupaten/kota, namun
wewenang yang diberikan kepada pemerinlah kabupalendkora mengenai bidang
pertanaban rersebuol hanya sebatas lokalitas danidek bersifar nasional,

Pembertan otonomi pada bidang pertanahan kepada dacrah kabupatenhon
dengaty Vndang-Lindang Memar 312 Tahun 2004 entang Pemerintabon Doerah
mernpakan sua perubahan dasar dalam pelaksanaan hukun tanah nasional.
Pengertian “Chonomi Dacrah™ dalam undang-undang rerscbut diremuzkan sebagai
“Kewenangun Deemh Oomom™  untuk mengator dan menporus kepenlingan
masvarakat setempat menvrat prakarsa sendin, berdasackan aspirasi masvarakat,
setuanl dengan persturan penmdang-undangan. Meskipun pengaturan pemberian
ctonomi berada pada “Pemenintahan Dacrah Kabupaten atau Kota”, namun karena
pada kalimat terakhir discbulkan bahwa scsual demgan peraturan perundang-
undangan maka pengalurannya berada dalam bimgkal negara kesalpan. Kebebasan

dalarn foengatuwr dan meogurus kebijakan bidang pertanahan akan tetap dalam
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kerangka kebijakan deser dan pokek-pokok ketenluan hukum perlanahan yang
berlaku nasional.

llubungan antara kewenangan yang diberikan pamerintah pusat kepada
pemenntah dacrah ataw pelaksanzan eonomi dacrah mengenai asas pernbangunan
perumahan dan permukiman sebagai contoh mizalnya, pengurusan ijin lokasi, jjin
mendinikan  bungunan, perencanean dan  penelapan  tata  rueng. Apabila
dikelompakkan dan disimpulkan aspek kewenangan-kewenangan terschut dapat
diklasifTkasikan merjadi:'*

a. Kewenangan dalam aspek fisik meliputi penitaan persediaan, peruntukan dan
penggunaan tanah.

b. Kewenanpin dalam aspek politis meliputi penataan bubungan hukwn serta
administrasi pembuktiannya,

¢ Kewenangan dalam aspek politis meliputi penataan peageasaan dan pemilikan
tanah,

Pengendalian pengbasaen tanah diatur dulam hukum tanah adat vang
kemudian diangkar dulam UUPA, berpedaman pada Pazal 33 ULD 1945 dan
Pasal 2 UUPA'* Walaupun sudah disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 56
Tahun 1% tentang Penctapan Luas Tanzh D'enonian, babvwa mengeanal
naksimum tanah perkotasn skan diatur dengan peraturan pemeriniah, namun
peraturan pemerintah tersehut sampai dengan saat ini belum ada, jadi mengenai

. kepelasan asas ini belum sccara pasti depat dijadikan pedoman dalam setiap

"Aric § Humgalung, Teéamn Pemibivan ... Op Cx, him. 45,

I,




penyclesmian mesalah fangh  wtaw agrace. Cara untuk nengatast masalak

penyediaan tanah di perkotoan dapat diterapal melalui kebijakan, antara lain:'

1. Konsolidasi tanah perkotaan bertujuan untok menpalur kermbili hidang 1anal
dalam benluk yang serasi unluk kemuodian dibzogon perwnahan yang terdapar
facilitas utnwen

2. Pembenmkan badan hukum yang beriugas menysdiakan tanah, mematangkan
dan kemudian menyalurkan untuk berbagai keperluan temmasuk unhuk
permakiman.

3. Peroleban tanah denpat cara penukacat tanah dengan sebidang tanah vang
actara dengan saham perusahaan vang mengambil alih tanah b,

Kebijakan apapun vang akan diambil hendaknya diperlukan pemikmran
untuk membangun perumahan denpan harga vang teangkau olch masyarakat
lapisan bawah, Perumabon  sendin menpandong ark yole sekelompek  umah
alau terapat tinggal kediaman vang lavak dihuni, dilengkapi dengan prasavana
fingkungan, utlites wmum  dan  fasilitas soxial, |payve pemernntsh oniuk
menerapkan syarat pembangunan perumahan kiranya belum menunjukkan hasil
vang meyakinkan, walzupun suduh ada pendanasn dengan sobsicdi silang, hargs
tanah vang reladf tingpi menpakibatican pembanpusan romab sederhana dibayang)
Jengan harga skhir vang udak wnongkae oleh kelompok maninal vang sungeuh
merherlukan perurnohan teesebnl D Tndonesia masih perlu pechabian yang cukup
besar bagi lapisan masvarakat vang belum zepenushnya memdapatikan haknya
"Feeramran Kepala Badan Feranshan Masiond (BFN] Momer 4 lehun 1991 entang Korsoldasi 1anan
Preal 1. Sevar kooseprial dapel pals difoeckan KoassHdael el pokotas adalah Kebijshan peranstun di

wilawah perkotoan durban] don pinggRiran kaks vang haous disergaikan dengan rencana tala naang serta usiha
penippadaan Tamah Dags peirdianeonan
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unluk mempetileh huk slas tanah. Selam magzalah timbul dari pikak masyarakat
yang mearjinal yang memeriukan penunahan sebage empat hunian pade st
sekarang ini mendapatkan suatw kendala vaitu dari pars pihak industo peramahan
1tu sendin.

Selain itu guna terciptanya hunian yung memadai maka diambil kebijakan
yang operasional datam penyelcnegaraan perumaban dan permukiman melipod
melembugakan penyelenggaraan pengembangan perwmaban dan pennoakiman
dengan masyarakat sebapai pelakv wtama, mewujudkan perumahan selakn
pemenvhan  kebutuhan dasar manusia sera diharapkan dapat  mewujudkan
permukiman vang berkelanjutan dan responsif yang mendukung pengembangan
Jati diri, produktifitas dan kemnamdinian masyparakat.

Penggunaan tanah dalam rangka kegizlan pembangunan perymahan dan
rermukiman hamos sesuai dengan kiusifikasi penalaan ruang berdasarkan kepiam
kawzsan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.'™ Kawasan perkotaan
adalah wilayah yartg mempunyal kegiatan utama bukan pertanian dengan susyunan
Futigm kawasan schagal lempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan jaxa pemenntaban, pelayanan sosial, dan kegislan ekonomi, sedangkan
vang dimaksed dengan kawasan perdesuan adalab wilayah vang mempunyai
kegisn gtama perlanian, ermasuk pengelolaan sumber dava alam dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat penmukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemetiniahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.'” Kaitannya di sini anlam

1) Indang-LMding Namor 26 Tahen 20467, O 1F , Pasal § ayag 4

150 hyg, Pacal | angka 23 dem 25,
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pembanginan perumahan dan permukiman dengan penatsan ruzng yaitu bahwa
dalam penggunaan tanah wotuk pembangunan penimahan dan permukiman hams
Berdasarkun pads fungsi dari kawssan vang menjadi temps pembangunan it
sendiri. Umumnys pembangeman i dilakokan diowilayah perkolaan, sebab
kegmatan utarma perhkotaoan bukan Jdan petanian.

Masing-masing negara  memiliki | permasaloban  dalam  penaran
peramzhan, dan masalah perwnahan itn schdin adalah masalah bersama 'I'ifi:].k
ada satu negarapun yang belah berhasil dengan {untas menyelesaikan mesalah
penyedizan tempal bnggal bagl warganya  Masalah pengadaan  perumalan
merupakan tangguog jawab beriame unwk memenuhi kebutuhan akan empat
Lnggal di negara masing-masing. 'l

Masing-masing neyara juga mempunyei strategi atol asas yaog dapal
tijadikan salah satu solusi bapl penyelesaian masalah df atas. Asas yeng dianut
oleb berbapni negara yang meoyangkut kebijaksanaan di bidang pembangunan
perumahan dan permukiman sebagaimana discbutkan di atas. iclah dilakikan pula
dengan baik ot beberapa negara di Asia, misalonya jasa penyedisan perumahan
sccara terpado bagi masyarakat berpenghasilan tendsh yang dilakukan di
Republik  Korea, kebijaksanaan deregulasi dan swastanisesi 87 Malavsia,
ketjasama pemerintah duan swasta dalam penyediann |ahan untuk perbaikan daerah

masyarakat berpenghazilan rendah pada masyarakat Thailand, dan program

Myjuwone  vodohusodo, dkE., Memafr Dmet Schoch Babae, Panerbit Yeyaan Padomo Meger,
Jakuoka, 1491, hlme 14, tidak, ad3 s@w benpsapdn dapal memvalakean rilab incenliki ececp ublek dagar
menpelemikan masalah penyedeaan nomah bagi warpu neparenyd Satu heberbasalan Sk an Japat terecimin
dari keherhasilan sisem perekonmnean sacara pleBl e Mampy iotoanpan] bumi i seis isinea, l=mimak
keszahicraan peophuninsd, maslog-masing negara hanys secikit yang mampu mengaiosi masal=h peromahe
iy Juga dengan sisbem vang kuad,
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pembangunan sejuta rumah pada nepara Srilanka, Pada zaat yang swma
perusahran perwnahan milik pemerintah yang telah maju dalam  bidang
perumahan, scperti Singapura, Hongkong, Philipina dan Jepang juga sedane
mcmainkan perahan vang besar pula dalam pemmbangunan perumahatt dan
perrogkiman,'

Lebih lanjut pada negara Singapurs, asas pembangunan perwmahan dan
permukinan dikeoul denpgan nama CFE (Cenrrad Provident Fund). Mak_sud dari
pendirian 2 PF antara Jain membantu wargs Singspura dengan menvediakan dana
untuk membayar wang muka dan pembelian suaty rumsh, memboyar angsuran
atau jika dananya cukup dapal digunakan sebagai pembayaran perumahan secara
aunai. '

Padz saat iti di 'ndonesia terdapat dus Undung-Undang vang berkaiian
langsung dengan pertbangunan perumahan dan pennukinian, yailu seperti
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumszh Susun serta Undang-
Undang Nemor 4 Tahun 1992 tentang  Pembanpgunan Perumahan  dan
Permukinian, Yang menjadi persoalan di sini apakeh prothak Undang-Undang di
atas lelah wda kailanmya dengan ULPA, dimanz pola yang dipergumakan pada
kedva Undang-Undang \ersebut apakah sidah scsuai denpan pala yang telah

ditentukan dalam [JUPA. Sclain pola, vang menjedi pertanyaan apakah asas yung

1 ihid hlm 15,

W B him. 179,
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dipergunakan dalam kedua Undang-Undang tersebut saling berkaitan alaukah ada
kesinkronan,'

Dampak terscbul dapat dilibal pada pembangunannya rurmah susen, dalam
kenyataan di lapangan masih menimbuolkan inagalah vang cukup rumic meski 1eluh,
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 wentang Rumah Susun
yaitu masalah wtilivs sena lingkungan tetipat tinggal.

P:nﬂtaguna:.m penbangnan  perumaban  sendii | misalkan  pada
sistem  hortaontal mengenai tanah yang Ji utasnya akan dibangum yaitu mengenai
penatagunaan tanah, pendaltaran, penjinan pembanguman vang sesuai dengan
juan masing-masing dalam memberikan sumbangan peran serta kegiatannya
dalam menvelenggarakan  pembangunan  peromahan dan permukiman,
pengembanizan admimsrasi pembangunan perumahan Jan permukiman wacuk
MCTUNjang pencapaian fyjuan nasional i =ias berdasarkan Undsng-Undang
Momor 4 Tahon 1992 lentang Perumghan dan Permukiman, sedangkan pada
pembangunan secara verfikal pada sistem ini didwsarkan pada Undang-Undang
mengenal mmah susun yang telsh ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomaor [
Tahun 1985 dan buhwa untuk melaksanzkan ketentuan dar Undang-Undang itu
sendini lelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ¢ Tahun

1988 tentany Rumah Susun.

“AP. Ialindungan, Bungd Sampue Hukem Agearea serd Landresiem. Penersic Mandar Maju, lakarta,
I99a_ hiny 4647
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B. FERUMAHAN DAXN PERMUKIMAMN HORIZONTAL DAN
YERTIKAL

Pembangunan perurnahan dapal dilaksinaken pada sebidang lanah yait
deopan Focard lanesung membaneunnya. Namun pemnbangunon nd tidak beleh
bertenlangan déngan Usataeg-ndans Republik Indonesia Nemar 4 Tahun [992
wntang Perumahan dan Permukiman yaitu pembangunan  diarahkan  unmk
mcembangun suatu mumah vang layak dipergunakan schagal lempat finggal serta
ditengkam dengun saruna den presarana lingkungan yang bersih vang mendukung
kegiatan peri kehidupan dan penghidupan

Fembangunan perumahan  dan  permukiman dapat dilakukan  Jdalam
berbagai bentuk dan ukwran pada suate kawasan siap baogun vang lelah
dipersiapkan wniuk pembangunan perumahsn dsn permuokiman khusus bagl
pembangunan  peramahan  dan  permukiman  dalam  skala  besar  yang
pembangunanoya dilakukan secara bectahap. Kepiatan pembangunan peruthahan
dan permukiman dilakokan oleh pemilik hak alas tanah sendiri yang tenlunya
haruz sesvai denpan Lndang-Undang wvemg terkait, sclmin e pembangunat
perwmabién vang Lidak dilakukan oleh pemilik ash dari tanah vang hemedak
dibangun dapat dilakukan dengan persctujuan dari pemilik hak atas tunah dengan
FLAM pean)ian tertulis, !

Scliap warpe negura Jodonesia metnpunyar hak vang sama dalam
nemperoleh atau menempati serta memiliki tempal finggal yang lavak. Sclain il

seliap wargs negara Juga harus dapat memclibama lingkongan & sekilamya

" Indang-Undang HNomar d Tihim 1992, cfp ¢, Pacadd 6 anan 3.




untuk menghindan terjadinya kerusakan linglungan.'” 1liap-tiap pembangunan
alas suatu tanah yang akan dibangun hendaknya memenuhi kntena. penama
kegiatan pembangunan rumeh atuo perumaban dilakokan eleh bukan pemilik ek
atas tanzh dapat dilakukan atas persetujuan dar pemilik hak atas tanah dengan
SUlY pEranjian eriulis, '

Pambangunan perumahan dan permuokiman berbujosn untuk kescjehteraan
masyarakat dengan cara pernenuban kehulohan akan tempal Nnggal, kareng
bukan hanys golongan ckonomi yang atas yang memmerlukan tempat lunian,
niwclainkan setiap masyarakat dari lapisan sosial mavpun membuoiubkan tempat
untuk human yanp laysk. Pembangzenan perumahan dan permukiman perdu e
didorong dengan dilandasi kesetiakawanan sosial ¢i anlara berbagal kelompok
masyarakal dmana vang lemh mampu membantu kelompolk masyarakat yang

127

kurang mampu.’”' Agar tercipla  pemeratasn pembangunan perunahan dan
permukiman seeara proporsional maka dibentuklah Badan Kebijaksunusn dan
Pengendalian  Permbangunan  Perumahan dan Permukiman  Nasienal, yang
mempunyai tugas pokok yaim: '

1. Menyiapkan rumusan kebijakan & bidang pembangunag perumahar dan

e L arrua;

1 0fud . Fewptlazan Pasal 5 gyt | Pemenunahan hulk warps mepurn deesstral dapal dlialihen semgan cur
Incinbangun sendin alau sewa haik vang dibeki s2o0rm 1unai manpun deml cars s karce mercmmdt
rumith dalsh hal dar wirga 1egaa =cheien mereka usoirjny s runesh seccliri »erlo rumah vang dimoksisd
oi Gimi adulah Aumeh Lanp mepuny syunst seda kelayakap |mgkmgan,

W ited  1asal 6 ayat 2.

""Eumt Keputusan Barcama Momoe TIWKE 150942 1oang Pedaman Pembangunan Perymahan dan
Permiukloas Deagan Lingtungen |lwnian ang, Herimbang,

Y epurugan Presiden Nomae 17 Lahun 1994 telang, Bodan Kebijak-anoun dan Pengtndebin Pambanpues
Perurmahan dom Peruklmae Masivaal.
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F

hMemevpahkan berbagal permasalahan di bidang pembangunan perumahan dan
permukicnan,

Melaksanakan pengawasan dan  pengesdalion Ji bidang  pembangunan
peertunztian dan perernok iman.

Sampai dengan saol ind sektor petumahan dalam kerangka pembangunan

perckonomian dirasakan belum mendapatican  perhatian alun prionitas yang

memadai. Selama ini pembangunan pada sckior ol masil ditemipatkan sebagai

kewajtban pemenuhan kebuluhan sosial sesuwi perannys scbagal kebutuhan

nasyarakal. Akihuinys permasalahan yang timbul dari pejala ini adalah:

.

Penanganan fcrhadap peaingkatan koalias perumahan belum memadai.
Menurunnya  kualitas  lingkungan  permokimoean  lerutsma pada  kawasan
permukiman yang dihuni oleh masyambkal yang berpenghasilan rendab akibat
menurunnys kemampuan masyarakae dalam hel memelihara sarana dan
prasarana lingkungannya 4i dacrah-dacrah perkotaan.

Banyaknya penumbuhan  yang tdak  sesual dengan arah  cencana
pengembangun wilayah perkotaan serta kurang didukong dengan siswem
mirastrukiur  perkotaan  yang memadal sehingga menimbuolken  adanya
kesenjungan anlar satuan lingkungan ataw kawasan permuokiman

Belum tersedianyy Gasilitas dan mekanisme pambinyaan jangka penjang dalam
pembangunan prrumahan,

Belurm efisiensi paser perumahan yang diantaranya disebabken oleh raumimya

prases perijinan dan sertifikasi dalam pembangunan perumahan.



Penguruh keterpurukyn bukgm di Indenesia tethadap upava pemulihan
ekonomi cukup sigrifikan, Para invesior asing akan lebib imemilib uniuk mencar
pasar luim i lusr Indonesia jiha kondisi bukam di Indonesia sama sekali belum
mampu mewujudkan kepasiian bagi kaum bisnis, iInvestor khawaric menanambkan
mvestasmya dan akibamya perekonomian kita semakin lemah denpan tingkat
pengangguran yang linggi. Demikian jupa dalatn swssena keterpurokan hukum
icsdapat hubungan siberneiik (hubungun secars mendatar) antars keterpurukan
hukum dan keterpurukan ekonomi. Akibat keterpurokan hukum, jelas tingikar
kepercayaan warga masvirakat vang buruk tethadap law enforcemest man tidak
gl akan menimbulkan dampak negatit, sepenti peningkatan kriminalites dan
tindak pidana lain.'*

Ragmimanakah aparat penegak bukum ikt berperan terhadap upava
pecmuliban ckonomi? Migalnya pada contoh seorang tersamgka dalam kasus
kevupsi yang diduga telah mengpelapkan wang scbesar 7 milyar rupiah, diajak
unfuk bemegosiasi secara lepul (bukan neposizsi suap-menyuap}, jika wersangka
mau diajak berunding dengan Kejakzaan Agung dan bersedia mengembalikan upa
yang lelah dikorupsi dan vang negara teciebut, dengan konsckuensi Kejaksaan
Agung letap meninduk meskt “‘meringankan hukuman”, maks bawaimanapun
hukum telab dilegakkan sena nepara mempenoleh . ambshan dana otk

digunakan dalam pemuliban ckenomi ataupun bisa juga dari pengembalian vang

ali achmed. Kvrerpunkar Hutam o Tadonesia [Peapehal dan Sodwectpod, cotakan pomarna, Jakama
Eererhil CGhaha [ndenesia, 204EE, him, [CHR




hepars  dipergunekan  sehapai subsidi | dayi pembiapaan pembanpunzn
perumahan, ¥

Petrnasalaban Pembangunan Peranahan dan Permukiman batk secara
vertikal maupun horizontal tidak akan terjadi jika terdapat suatu Undang-Undang
alau awwran yang mengatumya bersifyl idealis. Selain it pelaksanman darf
masyarakat senditi akan supremasi Undang-Undang tersebul harus pula dijadikan
tudayn akan kepatuban terhadap hukum terscbut. Seperti yanp kita libat dalam
Undang-LUndang mengenni mimah susun serwlin bahwa dalam penjelasan weria
Pusul-Pusal  dalam  peraturan ini sering  sekall menyinggung mengenai
pembangunan rumah  susun bagi masyarakat yung  berpenghasilan  rendah,
pengertian ini diulanp-nlang secary wres-mensrus.

hasalah perumahan Udak lepas dari masalah tanah, fumlah taneh vang Lap
gaul  mukin terbatac  dapal menimbulkan  permbangunan  peramaban dan
penmukiman yang tersendat, karena seperti yung Kita ketahui huhwa pembangunan
perumahan berhubungan langsung dengan jurnluh tanah yang tersedin, selain i
faktor dari kemampuan ekonomi manuwsia terdapm pula hubungan aniam
kemampuan mernbeli lanah dengan kemampuan untuk membangun suaty rumah.
Tata car pengadaan dan penrbenian huk atas tanah untok keperluan perusahaan
pembanpunan peranabian dan permukiman diator -;La]am Keputsan Presiden R
Nowor B Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksannan Perumahan Nasional.

Ani tanah sangat berpengaruh dengen budaya pada wasyarukat, dimana
trat hubungannya anlara perkembangan tanah vang sclalu  dilkwed dengun

perkembangan budava masyarakal vang Lnggal dulam wilayah lersebur Maka

"t Bl [0




|

Jika bangsh mi menginginkan perubahan yang posiif dalam hai budaya salah satu
hal yanp dapat dilakukan wdalah dengan mensiapkan Undang-Tindang atan
peraturan hukuny certentu smeogesai lanah yang apabila peroturan yvang telah
diletapkan ini dilaksanakan dengan sungguh-sungeuh serta konsekugn.

Cewasa ini, kola besar sepern Jakarta dijadikan terpat uniuk mengadu
nasib bagi para migran, karena di Jakarta peredasan uangmya begitu besar,
sehingga para migran beranggapan hahwi Jakana adalah 1empat vang suhur bagi
mercka untuk mengguntungkan hidupnya'*! Hal ini menvebabkan mahalova
harga tanah di kota yang jauh berbeda dari harga 1anuh di pedesaan. Di perkotaan
akzcs rakyat jelata terhadap schidang vanah umiuk perwnzhan bokeh dikatakan
sanpal sulit, Ji sisi lain terdapat badan hukum atau perorangan yang imdnguasai
tanah perkoraan secara berlebihan dengan maksud investast dan spekulasi. Untok
itw dipetlukan pembatasan kepenilikan tanaly,

Wilayah Kona ndak dapat sccara terus menenis bertambah luas. wilayah
kota akan teraza menjodi Semakin sempil dan lecbalas dengsn padaimya
lingkungan honian dan meningkanya fasilites pelayanan. Perkembangan wilayah
mi tidak dapat dibiarkan bertambah melebar. tetapi perlu dibumbat dan perlu
dioplimalisasikan penggunaan lahan dengan membangun secara verlikal bagk
umituk lingkinpan bunisn mauspun untuk fasilinas pelaysnannysa,

Dengan berkembangnva jumlah penduduk ketn akan mengakibatkan
semakin lerhatasnya lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman baik

untuk hunian mavgun pemhangunan pendukung lainnya karena wilayah kota tidak
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dapat secara terus-menerus bertambah loas, wilayah kota akan lerasa menjadi
semyakin  sempit dan  terbatas  deogan padamya lingkuengan hunian dan
tneningkuinya [asilitas pelayanan. '

Drepgan perkembangan penduduk kota =ecara cepat dan tahon untuk
pemmuliman sangat werbatas, akan membswa alabat lahan di dalem kota harganra
semakin meningkat. [arga lahat akan semakin tinggi, bila lahan tersebut secnakin
dekat dengan pusat-pusat pelayanan kota, Harga lahan peckotaan berubah dengan
cepat, seirmbang dengan kebutuhan lahan, baik itu untek kebutahat komersial
maupun unink kebuuhen peramakan.

Semmakin sedikitnya  lahan  lanah  yang  Lidek  sebanding  dengan
beramhbzhnys penduduk, maka dapat kie jumpal pada kenvataannya makin
banyak peralihan fenpsi tanal yang semula dipergunakan  scbagai taoah
perkebunan  menjadi  tanah  wunluk  savana pembangonan perumahan  don
pennukimart. Permasalahan n telab menpadi pertimbangan pemerintah yaitu
dengan cara penvelesaian masalah ini dan berhubungan langsung dengan instans
wamg lerkait.

Mengingat adanya kecendonungan rmakin lanskanva tansh di daerah
perkolaan yung depat dipakal unmk pembangunan perumahan serta makin
tingeinya hefea tanaly amiuk meugei‘ekl._ii'i;ﬂn penppunasn lansh vang lerbalas,
pembangonan perumahan dilaksanakan dengan romsh susen atavpun dengan -
Perumnas. Pemerintah membsrikan kesempatan kepoda  masvarakat vany |

berpenghasilan rendah, agar dapat memiliki tempal tingeal stau marnah dengan
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jalan membenkan kredit pemilikan kaveling siap bangun staw kredil pemilikan
rumah. '

Uhndirikannya Perum Perumnas adalab salah satu cars yang di tempub oleh
pemerintah untuk  menvetenpgarakan  kemnanfaaan wmum berupa  kepiatan-
kegiatan yang produkiif di bideng pelzhsanssn pembangunan peromahan rakvat
beseria sarana dan prasarana serts melakikan pemupukan dana Dengan juun
melaksanakan kebijaksannan dan program pemeriosh di bidang pembangunan
perumahan rakyal beseria sarans dan prasarananya yang mampu mewyjuwdkan
lingkungan permukiman sesusi denpan rencan: pembangunan wilayah agpp
kota_ '

Pengembangan di bidang perumahan dan permukiman yang bertumpu
pada masyarakat memberikan kesomparan yang huas bagi masyarakot untuk dapat
berperan scrta dalam usaha ini, pemenntah mempunyai kewajiban dan tanggung
Jawab untuk melakuken pembinaan dalam wujud pengatunn dan bimbingan.

Pemecahen masalah peromaban dan permokiman rakyat menyangkor
kepentingan muasywrakat memerlukan sualu sistent vang efektil unluk menyatukan
berbagal instansi pemerintab, perusahasn wmum, sekior swasta dan peran sena
inasyarakal. Setiap warganegara berhak watuk membangun susiu porumahan demi
kelangsungan dan kenyamaian dalan melangsungkan hidupnya baik membangun
dengan asas vertikal maupun borizomal seswai dengan kemampuannya, selain im
cara pemilikan hak atas tangh dapat beralih atan mengalami peralihan baik dengan

Cara pewansan mavpun dengan cara pemindaban hak yang sexani dengan
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kelentwan Ulndang-Lindeng yanp  bérlaky, peminglahan hak  tersebut  hoarus
dilaksanakan dergan pernbuktian saatu ahta aulentik karena unluk menghindan
senpkeia dan apabila tegjadi senpkera akan mwdah wntak menvelesaikannya.
Sengketa vang berkailan dengan pemibikan dan pomanfaaan omah dapat
diselezaikan melalui badan peradilan yong sesual dempan ketenlusn Undatp-
Lndang vang berleku vaitu sesual dengan Undang-LCndang Nomeor 4 tahun 1592
lenlang Perumihan dan Permuokiman.

Sefiap orang ataw badan hukum vang hendak membangun  seam
perumahan yung berwawasan ngkongan diwapibkan untuk; pertama mengikoat
persyaratan ieknis, ekologis dan administratif. Kedun, melakukan pemantauan
lingkungan yangz terkena dampak berdasarkan rencana pemantavan lingkwngan
Ketips, melakukan pemaniavan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan
lingkungan dan kecmpat renginteprasikan secara terpadu dan meningkatkan
kualitas lingkungan, haik di dalamnys maupim di sekiamyas. '

Uniuk meningkatkan daya guna tanah perkotaan, khususgya uptuk, Kota-
kota besar vang berpenduduk mendckati 1 juta jiwa arau lebih perlu dibanpun
runtah sSusun, yaim wouk masyarakat polongan betpenghasilan tinpm perdo
dibangun rumah susun mewah, untuk golongan menengah perlu disediakan nunah
susun menengah, sedangkan :ul'lhlb: masyarakat berpenphasilan rendah perlu

dibasigun rnnak suson sederhana '

"“*|nder-Lndang WMomaw 4 Tahun 196, O (. Penjelzsan Pasal 7.
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Dx dalam perumahan tradisional dart berbagal suko bangsa di Indonesia,
mereky herumah finggal th aies afan rumah tinggal dengan kelong {nunahnya
cukup taygpn), suclab banvak dikensl. Demekian pula pada jaman Pemeriniah
Hipha Belanda, rumah-rumah  yang dikenal denpan werdfepmgs  Auizes
merupakan ramah-rumaby bedingkat yang bahkan merepakan mumah-ramah yang
Justru bagl penghuninya dijadikan kebangpasa. Tipe romah tinggal sepeni g
iclah dibangun di tabun lime puluhan dalam benek neoeh susun i dacrab
Kebayoran Baru. Perumahan bectingksat vang lapiai bavwahnya merupakan oko
alal lempat wssha, dan lantal aasnya rumah dbggal, sudab lama dikenal
masyarakat Indonesma, khosusnys di daerah pertokoan di kota-kota  beosar,
pembangunan romah susun juga harus dapat mewujudkan pemiukinan yang lebih
lengkap dan fungsianal, jika dipedukan bangunan pedung bertingkat lainnya. '

Keadaan tcrsebut dv atas tidak sepenohrys dibandingkan dengan arti
rumah spsun yany dikenal pada waktu ini. Perumalan becingkat dalam beniuk
apartemnen alav fMaf merupakan tipe perumahan kot yane sudab lezim di kota-kota
Etopa ataupun di belzhan dunia lainnya sejak beberapa abad yang Lol 1

Dengan lajunya pertambahan penduduk perkotzan, akan iegadi makin
luasnva perhkembangan setiap wilayah perkolaan 4 Inlongsia, Sampal saat ind
periembaban leas perkotaan cenderung masih secara horizontal. Duevah-dacrsh
pertamian vang subor Jdi sekitar kota, =eperti ladang dan persawahan akan habis

aleh pelebaran wilayah kota, yanp 1entunye menggangpu lm?.edimﬁ persedizan
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panwan, [N samping o akan menimbolkan pecmasalaban tmansportasi dan
rahalnya biava prasarana serta utillitas kota. Tempat tinggal vang lavak berarti
tidak hanya sckedar atap tempat bedindung seseorang, akean telapi juga agar dapat
dinikmati kebebasan pribadi, fuas Jantai vang cukup. rasa aman yang cokup,
pencrangan dan ventilast vany cukup, prasarana dasar yvang cukup, lokasi yang
tekal dengan tempat kena dan fastlitas urawn lain yang memadai. "%
Fertambahan  penduduk  di kora-kous  mengakibatkan  bertambahinya
tempal hunian denpan sepala fasilbasnya. [ laim pihak akan  bertambah
pula  fasibitas peluvanan masyarakat seperti pertokoan, pusil-pusat perbelamjaan,
paszar-pasar, gedung-gedunp wniuk fasilitas hiburan, laman-taman, sarana ibadah
dan fasiltes jun yang dibuhahkan masyarakat kola, Oleh karenn itu, asas
pembangunar: perumahan dan pemnukiman dilakukan dengan cara pembangunan
rurmith susun karena pembangunzn ind diangrap dapat mengurangs jumlah tanah
vanp semakin hari akan semukin sempit, Veski masih banvak sekali masyarabac
yvang belum mempu wntuk membangun romah wnnok tempal toggal namun
diharapkan sgar masyarakat dapat menyiagall sendini dan dibarapkan dopat
mempunyal kesadaran yang tingpl valtu misalnye seseprng yang Jengan vinghkat
gkonmeml yang tinggl mampy membeli dua atag tiga mmah lersebut dibarapkan
agar ruthah selain yang ditempal ¢lch orang terscbut hendaknya dapat disewakan
kepada crang fan vang membutahkan tonian. Persyaratan sewa-menyewa juga
divsahaken mampn membenkan solusi bagl masyarakal dalam ﬁrnses kepennlikan
rumall dengan catatan bahwa tegaminnya hak penvews yang diharapkan agar

pthek yang menycwakan tidak terlalu mengambil kenntungan yang sebesar-
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besamva alas keadaan yvang sepeni ini, dengan cara menaapkan harga sewa yang
sesual dan lidak terlalu tinggi sena dengan syarat ataw Keteniuan sewa vang
memberatkan pihak penyewa,

Hal ini sudah merupakan keharusen kareos hek dan peoghunl mmah susun
imi juga harus diperhatikan oleh pihak pengelsla dan diharapkan depgan kedenran
il pengelala bukan saja dapat mengambil keuntungan yang besar dalam proyek
ini juga_l terliki tanggung jawab yang dapal dipertanggungjawabkon kepada par
penghini amah susun nantinya.

Pembungunan mmah susen Alay mmah dapat diselenggarakan oleh Badan
Lisaha Milik MegaraDaerah, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta serta

awadaya rnas:,-aralca:,m

Schamynys Undang-Undang Nomor 16 Ighun LY85
lentang, Kumah Susun it menjangkau selurch bangunan bersusun pada umwmnys
dan masalah unluk golongzan masyamkal lemah diatur secarm khusus karena
seperti yang telah terjadi dalam fenomena sekarang ini telah boanyak sekali
pembangunan penewahan  yang  dilakukan  secarp  bersusun, tiddk henyae
diperuntukan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sajs melainkan sodah
berkembang dalam cskupan yang lebih fuas sepeni yanp telah ada pada
masyarakat luar negen.

Agas pembangunan perumahan secara  bersusun  dihavapkan  dapat
menghemat penggunaan tanah, asas ni telah banvak dipergunakan pada nepgara-
negata lain tnisaltya parda masyarakat Malaysia mcngmal.n}'a dengam siraca bitle,
menang pads Kernvalaan bahwa pembangunan perumahan memperpunakan asas

i mampo teembalasi pengpunant apab vang terlalu berlebihan namon dépgan

" iruli Hamizah, fapne-Nerre Sukam . Gp Of, him, 29
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asas Nl diharapkan agar pembangunan ini tidak henys berdasar pada penghernatan
pembanguian lanah dalam hal mi adalah lzhan namun juga mempertimbangkan
masalah mengenai dampak vang akan nimbul dalam pembangunan rumah yung
sesuni dengan lipe ind. D Indonesia lelah ada st atoran hukum yang mengarah
kcpada suatu perjan)ian penggunasn tanah oleh orang alau badan lain untuk waktu
tertenie. Masalzh lain yanp muncul dan peckembangan masalah i atas adolah
m_a.salah Strata Title (Tiangunan vang mempurtyai bukd terpisah). D banyak
negard di Asia misafkan di Malaysia masalah Strata nife 1elah dikembangkan
berdazarkan Mew South Wales Comvepanetng (Strata Fitfe acd 15613 sehingaa
telah menjadi Akta Hak Milik Strata 1983,'%!

Dibicarukan dalam hal penting yang berkaitan dengan Sieara Title adalah
scportt. mengenad permobonan untuk memecah dan bagian terpisuh, sampai
scborapa janhk pemilik hagian rumah susun boleh wmempergunakan dinding luar
batk memasang papan sama alzupun membor dinding tersebut keluar, hagaimana
usaha untuk memecah atau mengeabungkan dus aiey lebih bagian dalam saty
bagian terpisah. bagaimana konseskuensinya, bogaimana masalah kepemilikan
bersama, bagaimana mengenai suaty pethumpulan penghuni/permakai bagian
bangunan lersebin, termasuk hal-hal vang berkaitan dengan hak dan kewajibannya
dengun anggaran dasar dan anggarsn romah tangganya, termasuk juge bagaimana
perkumpulan im diberi wewenang unnk mencpur para penghuni  slaupun
mengatasi perfenghkaran diantara pemilik rumah. Demikian pula bagaimana

prosedur Jika ada bagian yang akan dijual sten vang akan diwanskan. Hak-hak

"“atie & Mutagalung. Soeha freka Maseloh Tonah dalem Kegimtan Stonomi (Suaty K Ko gigan,
Tdon Penerbic Fakuitad Hukw Lkivesilas Indonesia, 19948, him. 1k
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dun kewapban-kewajiban para penyewa masing-masing dan pemilik bangunan,
hubungan antar para penvews, pengeiolaan  bagian-bapian gedung dan
pengoperasian peralatan-peralatan vang digunakan bersama, semuanva dapat
diatur dalam peranian sewa—menyewa rang kersangkutan, 132

blasaiah timbul, jika pars pemakai ingin memiliki secara pobadi bagien
bangunan yang dipakaitya Apakeh menurut bukum hal ito dimungkinkan, kayvepe
sevara fisik bagian - bagian tersebut tidak dupat Jipisah-pisahkan dan mesupakan
satu kesatuan detigon bangunan gedungnya. Demikian pertanyaan dad mercks
yeng hukumnya mengunakan asas coeeste {perlekatany. Kalaupun hal tersebut
dimungkinkan, bagaimana dengan kepemilikan bagian-bagian gedung yang
kerena  fungsinya harus  dipuraken  bemsama.  Bagaimana pengaturan  dan
perabiayann pengelolaan dan pengoperasian peralatan vang digunakan bersama.
Karena setelah semoa satuan umah susun terjual, pembungunan baogunan vang
bersangkutan berdin, kurena hanya bagian-bagian vang henya ada Ji lantai daser
wuja yang secara fisik berhubungan langsung dengan tanzh tersabut.'*

Detigan dernikian maka pembangunan rumah susun tidak hanya berkailan
dengan aspek lingkungan dan Wi meng letapi juga berkailan erat dengan hak

kepemilikun aias umah susun

CBudi Harsine, Fiukem dpeei fadamesio Jifid ), Peherbit Dhambarian, 2063, hlm. 155,
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L. PEMBANGIINAN BANGUNAN RUMAH HUNIAN DiAN  NON
HUNIAN

Pemmbangunan perumaban dan permukiman diyakind sampu mendorong,
febibh dari seratus macam kepiatan industri yang berkaan Jengen bidang
pérunahen  dan  permukiman, sehingga  penyelenggaraan  perumahan  dam
permukiman sangat berpolenst dalam menggcrakkan roda ekonomi dan upeyo
penciptaan lapangan ketja produkal.'*

Pada kenyalmannyw, rumak berfungs) sebagai tempat berlindung dar
cuaca. gangguan serta hahaya, juga schagai tempat  beristirahat  unmk
metrnulihkan kembali tenaga yang telah dipunakan, menghilangkan ketegangan
dan untuk menjadikan dirinya sendici menpadi manusia seumhnya,

Rurmah adalah merupakan empat dari mana manosia perangkal dan
kemana ia dapat selolu kembali setelah menjalani kchidupan schan-hari. Karena
ilu rumeh merupakan salah sai fakwr yang memberikan kepastian hidup
manusia. Selain daripada ity namah berfungs sebagai teopat tinggal, Jimana
manysia dapat mengharapkan keintitnan dap kehangatan hidup manusiawi.

[Crengan bantuan keluarga kita merwdapatkan pendidikan utama. schagei
contoh vang leradi pada masvarakal Jepang, " The Mamily wor mod ondy the basic
biofagical end roonomic wit of sociely, but ax the argin agent of sacializarion for

the child, it was afin on ethicel and moval rehool of great importance. '™

I'”U_IDID Foednte. Fembarerenan Peremaban ded Pesmubotigt Fame Bervarvooan Lingbungun Sirelewir
Duiam Peacepafion Jamer gt Feobdooa, Teranemen Permukiman [an Frasacass Wileab,
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Dengan demikian dapar dikatakan bahwa perimahan merupakan saloh salu
kondisi untok memungkinkan munusia menghadirkan diri eecara wajar, divakmi
perumahen merupakan fakior vang ikol menentukan. i menbentuk manusia
serta tingkih lakunva dengan akibat-akibsinya alas sesama angpota masyarakat
dulam kehidupan sehem-han.

Moentpkamya jumlah urbanisasi di perkotaan bukan saja lerjadi pada
masyarekat Indoncsia, pada masyamkat perketzan di scluruh duma akan
metipalatoa hal yang sama vaite menibgkaltya jislab pandiduk yatp snel sk
urhanisasi di perkotaan, urbanisas] yang joga egadi di setiep negara, bukanlah
gejala wang terpizah. melawkan mewakili peoses vang berkaiian secara cumit
dengan pembangunan  keselurwhan bengza di bidang ckonomi, sosiab dan
politik.

Ragi negara Mataysia masalah urbanisasi di samping disebabkan cleh
masa lalu perkotaan Malaysia senadici, juge disebabkan oleh daya-davae dan Twar,
urbanisasi di Malayvsia dapat dilihat sebagai proses keterlibatan lokal dari kota-
kuta gudang, vang tanpa wilayzh pedalaman, melulel vrbanisasi kelenal, dimana
dinamika urbanizzs semakin banyak dibentuk oleh dinamika skonomi dan sosial
dalarm negeri.”'f'

Begitu pula di negara Singapura masalah penduduk yang juga menarik
adalah kedatangan banvak imigran dan seluruh Azia pada idhun-tahun pertama
usia kotanya, namun pola ;rcncn'maé.tmya zangat berainan. Singapura banvak

sekall menvermp peduganp-pedapany China dan pengrjim-penprapn dirr Malaka,

VHLPEES, Murioiow Perboruen Lrbanitosi dea Sonckew Tusob of feconesie don Afakeena, Fakarta, 1942,
him. &l
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di mana mereka memalusken unluk meninggalkan Malaka agar dapat tnggal di
1B HEILIFEL.

Undang-Undang MWomer & Tahun 1992 fentang  Perumaban  dan
Permukiman memberikan pengaralian peanbangunan perumahan dan permukiman
vang dilakukan oleh berbagai pelaku pembangunan tersebut agar sk terpencar-
peEncar, telapi terkonscnimasi  sehingga  dapat mencapsl  skaela  lingkuhgan
perumabian vang cukup besar dao sarsna linpkonpan depat dilakukan efisien dan
efeltif. Lengan pembangunan permukiman shala bezar memunghinkan investas)
dan penyedisan prasatana lingkungan secara lebab ekonomis dan mendokung
tervwyjudiya pembangunan perkotaan vang tebib clisien dan lebih akrab dengan
para warga kotanya,

I*embangunan peramahan dan permukiman bertajuan unhik kescpahicraan
masvarakat dengan cara pemenahun kehutuhan akan tempat tinggal, karena bukan
hanya golongan ekonomi atas yang memer ukan tempal bonian, imelainkan setiap
masyarakat dad lapisan sosial maupun membutuhkan tempat untnk hunian yaog
layak. Karena itu peimeratasn pempbangunan pentnshan dan pemnikiman agar
tereiptanya perbandinzan secara proporsional.

Penyclenparnan pembangunen dan permukiman selama janpka panjang
tahap 1 ¢195%-1994) dari tohun ke tshun menpalami peningkatan yvang \CTus
menerws,  Sebagal  dogar untuk menddlerm kebijakzaan  doan straleg yang

dijalanken, maka perlu penvamaan persepsi akan artinya pontingnya perumahan

dan pernuukiman yang berwawasan lingkungan dowasza umi, maka perlu diganskan
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konsep  kebnakan dan stratepl nasional perumehsan dan  pErmuokiman yang
berwaw asan lingkungan.

Safah satu strategi pokok pembangunan dafam Rencana Perbang s
Tangks “enengah Nasional (FPIMM)Y adalah stratepl pembangunan Endonesia
vang disarahken pada dua sasaran pokok vatu pemenuhan hak dasar rakoyat serta
penciptaan landasan pembangunan yang kokoh dimana hak dosor yang banos
dipenuhi antara lain bek cakyat untuk memperolch kcbutuhan hidup (satdang,
pangan, dan papai} yang legangkau.” Untuk menindaklanjwi konsep kebijakan
dum sirzlepi nasional perumahan dan permukiman vang berwawasan lingkungan
maka pemerintah memberiuk:

1. Lndang-L'ndang Mamor ¢ Tabun 19%2 renlang Perumahan dan Permukinan;

2. Undang-Tndang MNomor 26 Tahue 2007 tentang Penatasn Ruang;

j. Undang-Undang Momoe 23 Tahun 1997 tentang Penpgelolasan Lingkungan
Hidup;

4, Undang-Undang darmor 28 Tahun 2002 tentang Bangusan Geduny;

5. Undang-Undang Momar 7 Tahun 20K tentang Sumber Daya Adr

g, Undang-lindang Womar 38 Tahue 2004 teatang Jalan;

7. FPeraturan Femerintah Nomor 27 Tahon 1999 temang Analisis Mengenai

DNampak Lingkungan Hidup;

“"Peratiran Presiden Momor 7 Tahun 215, Opdr. Lampiman, Bab |, himo 30 Hak dasar yamg leiiva
meliputi- hak rakym unnuk memperoleh pokerjasn vang layak bagi kemanupicon. ek vakoal unfuk
imcmperekch poelindumgan hukum, bak mkyal uphdk reempesrodeh rasd aman, hak mkyal unbuk memperaleh
aksey k05 kebutahan p-l:l‘rduiikﬂn, hak cikyal unuk memperobeh akeses ains kebamhan esenatan. hak rakrar
k. memperoleh ksasdilaz, ak eyt unlul bapurbisips dalam politik den perubaban, hak fakyst untub
Be-tirkivain, 5eTin hak mkyat wntuk memeluk spamesya masing-isaoang dan Lntuk beribadat menyng agama
dan kepercavesnnye Tanpe pemciuhan bk dasar akan wlil dihaapkan parisipasi pade kebebasan daw
[ereamasn




. Feratwran Pemerimah 80 Tahun 199 tentang Kawasan Siap Bangon dan
Lingkungan Jiap Bangun vang Berdin Sendin;

9, Peraturan Menreri Dalam Negari WMomor 1 Tahun 1927 temiang Penverihan
Frasarana Tingkongan, Lhilitas umom dan Fasilitas Sesial Peromahan kepada
FPemenntah Daerahy

10 Peraturan Menteri Megara Peromahan Rakyel Momor QZPERMENM/2003
tentang Orzanisasi dan Tata Kena kemenienian Megara Porumahan Rakoval;

11. Peratwran Menters Negara Perumahan Rakyat Nomaor 03/Pemendbdd 20060
tcnlang perubahan atas Pecamuran Mented NMegara Perumahan Rakyat Nomor
02/Permen®™ 2005 1entang {rpanisasi dan Tata Kerja kementerian Negam
Perumahan Rakyat:

12 Peraturan Menmen Negara Perumaban Rakyat Momor 05 Permenl 2006
lentang Pedoman pelakzanaay pemberan stimulan umwn perumahan swadaya

bagl mesyarakat berpenghasilan rendah melolui lembaga kevangan mikro

lembaga keuangan non hank;

Uindang-Undang Womor 4 Tahun 1992 ientang Perugmahan  dan
Fermukiman telsh menjadi landasan bukum yang kuat dan merupakan bagian dan
kerangka landasan pernbangunan pasional memasuki Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional {RPINVING 2004-200%, Scsual dengan jiwa dari Pasal
31 Undang-Undang Dasar 1943, yang mengamanatkan behwa bumi, air, dan
kekayaan alam :.'.;mg‘ terkandung di dalamenya dikuaza oleh negara dan
dipctgunakan untuk sebesar-besar demi kemakmuran rekyat seria perckonomian

dasusun scbagal usaha bersama berdasar atas asas kekeluargean, maka sislem
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peiyediaan @nah unttk  pembangunat perunaban dan permukiman hans
ditangant dengan sebaik-baiknya, kanens waosh memopakan somber days alam
vang ridak dapal bettambaly vang  hans digunaskan secara ehsien dan
dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakai

Disahkannya Undeng-Undang MNowor 4 Tahun 1992 tentang Penwnahan
dan Permukiman di Indonesia sulah salunva sebagai upaya penataan dan
pengendalian ranah umuk  perwnaban Salah e wgjuan dalam  penataan
pembangunan perumahan dan permukiman adalzh oatek memenubi Kebueluban
ruimah sebagai salal sat kebutichan dasar manuesia, dalam rangka peninekacan dan

' Mengingal semakin lanpkanva wnah di

penwraiaan  kesgjuhterasn rukyal,
porkotaan  yang membuyr harps tanah scmakin mahal. moeka  dipesukan
pembangunan perumahan dan penmukiman yang daper dijangkan olch masyarakat
dan dalam rangka untuk mencepal tujuan dari pembangunan perumzhan dan
perrikiman itu sendin.

Fembangunan  rumah  swsun  menjadi solusi  wnluk  pembanguran
perumahan dan pernokiman di perkotaan, Hal ini sebagai akibai dari pertambahan
Jurmlzh lahan tanah sebagai rumah yang terbatas. Scbaga dasar yang dijsdikan
acuan dari pembapgunan tumah susun adatah Undeng-Undarg Nomor 16 Tahun
1985 tentang Humah Sugun, Undang-Undang inilah vang dijadikan pedoman
perlame kali dalamn setiop hal yang mengenai mmah susun. Romab susun
fierupeakin hangﬁna.n beriingkat yang dibanpun dalam suatu lingkungan, veng
terbagi dalam bagian-bagian yang distrukiurkan secara Fungsional dalam arzh

horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satean yang masing-masing

¥ Lindang-LIndang Nomar 4 Tahun 192, Op i Masl 4 bubir b
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dapat dimilika atau disewa dan digunakan secara kerpisah, enaama untuk hunian
vang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
Bagian bersarna sdalab bapian rumaeh susun yang dimilki secars tidak lermwsah
untuk peinakaian bervama dalam kesaluan fungsi denpan satuan-saan cucnah
susam, sedangkan benda bersama adulah benda yang bukan merupakan bagian
rumah susun, tetapi yang dimiliki bercams sceaca lidak rerpisah unk pemakaion
berzama. 1

Fembahason mengensi rumah susun tidak dopet dipizahben dengan
pembehasan mengenal bangunan gedung, Rumah susun merupakan banpunan
gedung fungs hymian, Bangunan gedung fungsi hunian menurut Undang-undang
No. 25 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung meliput banpmen unick
rumah tinggal tunggal, mmah tinggal deret, umah susun dan rumah cingpal
sementara ™ Kepemilikan dari bangunan gedung menurut undang-undang
hangunan dan gedung adalah orang, badan hukum, kelotopok oreng, stau
perkumpalan, yang menuni hukum sab sebagsi pemilik bangunan pedung,
Perbedaan kepemilikan gedung tenadi karena alas hak atas tangh dan banpunan
peduny rurnah susun it sendi '

Kcnyataannya ada kebutuhan akan rumah susun yang bukan untuk hunian

saja letapi juge wmiuk mendukung fungsi permukiman dalam rangka menunyang

"Urdang-1'ndang wrtung Bumzh Sysin, UL Ko, 14, LN Moo 7§ Tahun 1985, TLN Mo 3018 Pasal | b
4 dun 3.

"“"|Indang-L'ndang tenrang Bangunam don Gedumg, [N Me. 28 Tahun 2002, . €38, pusal 5 ayat 2. Palamn
pasal 5 avat L cnedrebutkan tongsi bangenan gedung sclaw schapai dungsi bumian jups merupokan Fungsi
keagamaan, sasidl don budiys sene fuoipi khious, sdangkan dalam pesal & et | inenvelutian lungsi
Dz gedung hurs daseswskan dengan peramukan [0S Pang Jidor dalam Rencany Fota Ruang
W ilayan Kabupsten3ola

o ST rFmal |1 hulir




kehidupan dan penghidupan masyarakal {anlara lain ontuk termpal usaha, tempal
perbelanjaan. pertoknan, rumah ko, perkantoran dan lain-tain) yang dibangun
bertingkat di atas tanah bersarna, maka untuk dapat menampunp kebutuhun
lersehol ketentuan-keleniuan rentang rumah susun dinyatakan berlaku juga
terhadap bamguman bertingkat hagi keperiuan di luar hunist dengan penyesozian-
penvesusian. Tanah bersama sendiri merupakan scbidang tanah yang digunakan
dtuy Jasar hak bersama secara lidak tevpisah vang di atasnya berdirl mmah susun
dan ditetapkan batasnya dalam persyarstan izin bangutas '

Peratutan meogenai mumah susun telah diatur sebelumnya pada Undang-
Undang MNomor 1§ Tshun 1985 tentang Fumah Sosun, kemuodien terbil jnzg
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 19838 tentang Rumah Susun. Dinyatakan
dalam Undang-Undang Nomor 16 ahon 1985, pada Pasal 3 ayal (1) butir a,
bahwa tujuan dibapgunnya imah susan “Uiatuk meosenuhi kebutuhan Perumzhan
yang layak bagi rakysl yang berpenghasilan rendah” Pengaturan rumah susun
diharapkan untik dapat imeniigkatkan usahy pemibangunan dan peomukiman yang,
fungsional hagi kepentingan rakyat banyak. Mendukung konsep tata ruang dan
vertikal dan meremajakan deerah kumnith, eptimaiisasi penggunaan sumber daya
pezkotaan, serta mendorong pembangunan permukiman yang berkepadaian tingal,

Pembanyunan perumahan dalam bentuk rumah susun atas banguonat
gedung bertingkal senng diperlukan dan bahkan telah menjadi keboiuhan yang
SETIEAL ‘mendesak. Dalam hal ini yang perlu dipikirkan ialah bapaimana

menciptakan kondizi yang diperduken dengsn mengadakan penvesuaian sosial

e ihis, Paxal | amgko &,
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budays yang melputi sarana hidup. tate hidup dan pilal hidop schingga rumah
dapat herfungsi dengan baik.

Penpemnbangan mpngh susun sebagai perumaban rakysl, jelasluh hokan
misealah yang berdivi sendiri, akan tetapi merupakan hagian dari ozaha menaikkan
kembali rasio vang kian menwun skibal pertambabon dan kepadatan pendoduk

yang terlanpao finggl,

In PTEMILIKAN ATAS RUMAH HUNLAN

Dralamn (RPIRAM 24K14—20819] jarminan penghuman diperluay dan dipenelay
menjangkow penghonian atas dasar kepemilikan, sewa. kontrak, dem pola Ll yang
discpakati olch pars pemangku kepentingan. Thata stalistik perumahan tahuon
200w 14 munerinmgkan lebib dari 4% rwnal berfungsi juga uniuk kegiatan [=in d
luar hunian, 83% mamah yang ada dikalegogikan belom dilengkapn dengan
prazarang dan sarane vaoe laysk hood, 6,8% umah ddak dibani {kesong). Analisa
dari dota sensus ekonoini pasional (susenas) ahon 2000 menonjukkan adanya
kesenjangan kepemilikan tumsh bag 4.334.844 rumah tanppa.

1ak .Mi[ik dibcdakan pengestiamora aotara menunal  Undang-Undimg
Momor 5 Tahun 1960 tentang Peratwran Dasar Pokok-Pokok Agrana (LILUPA)
dengan Undang- L ndang Nomor 19 tahun 1985 tentang Fuwmah Susen, Huk Wil
merupakan hak wrin-teraoeun, lerkwar, dan penoh yang dapal dipunyal orang atas

181

Llanah sehagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ULPA, ™ Hak bilik banya dapat

"MDaa stalistik Susenas D dippkai schagad dusar pochilungan, walinpgun nda deea laine Gani dahun
hurikninye pang dusamya wlalah pechitungar—sherapolasl <usenas JHA dengan sumbsar dula sekuraler
ainnya.

™ Indangd milang dendrry Peraturan Dasar Pikak-Poknd, Agraria, UL Wo, 5, LK Mo, 14, TLN Ho. HI43,
Tl L'#U, Paul 20,
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dimiiki olch Warga Negara Indonesia, sedangkan untuk Buadan Hukoem yang
didirikasy imenurut bukum indoncsia dan berkedudukan di [ndonesia disediakan
hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunsn mtau Fiak Cuna Usaha. Bapi Warga
Wegarn Asing dun Badan THokwm Asing yang memiliki perwakilan di Indonesia

hanya disediakan tanah Elak Pakai untuk dapat menguesat ianah i Indoonesia.

Hak Milik atas mumah hunian diatwr dalam Pezal 12 Undeng-1ndang
Nomor 4 tahun 1992 fentanp Peramahan dan Perroukiman. Pada Pasal aad
dijelaskan bahwa untuk mencegah lerjadinya penghunian tanpa pemseiujean slau
izin pemilik maka dietwlah meneenmt kepemiliban. dalam rangks mewopudkan
ketertiban dan kepastian hukom. Keperailikan dalam penghunian ini melipul
pemakaian dan penpgunaan rumah schagal empat haman dalam pembinaan

keluarpa batk penghunian bagi inskansi, menumpang ataupun semenlara.

Elak Pemilikan atas Saman Humah %uswn itu dischur Hak Milik atas
Saluan Rumsh Susun, yang bersifal perorangan dan erpisah. Hak pemilikan
dalam moumabh swsun ada beherapa dizanlasnya yailo Hak Milik serla bak vang
ditangpunmgkan pemilikan atas mmah susun dapat dialibkan, hal ioi dianr dalam
Fasal 10 Undang-Lindang Nomor 16 Tahun 1985 menyebutkan bahwa “Pemiiikan
rumaeh dapat beralih dan dielibken denpan car pewarisan atao dengan cara
pemindaban hak lonnya sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang

berlaku ™

Hak Milik atas Satvan Runah Suson melipuli hak pemilikan perscotangan

vang dipunakan secara lerpisah (misaloya umuk tempel tinggal slau eempat
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usaha), hak bersama atas bagian-bagian hanguoen, struktor rumak sosen dan
perlengkapan lain yang diperlukan untuk dapal berfunesi dengan bak sesusl
dengan penggunaznnys, sepertl instansi tenaga Dswik, lampu-lasmpu dan lain-
lainmva yang digunakan untuk kepentingan bersama, '™

Hak Milik perseorangan vang dipunakan secara terpizah adalah memgpakan
ruangan yang mempunyar lugs dan bataz unggr terlentu yanp memisahkan Hak
Milik perseorangan terhadap FHuk Milik orang lain vang sclaiu tidak dibatasi alsh
dinding. Apuhils ruangan dibaiasi oleh dindiog, maka permukasn dalam dard
dinding pemisah, permukaun bawah dan fangit-lanpit strokur, permukaan bagian
alax dan faniai struktur adalah merupskan batas pemulikannya. Dalam hal
sebagian ruangan hdak dibalasi oleh dinding misalkan balkon. maka bagian alas
selinggl permukaan bagian bawah dur langit-langit struktur merupakan balas
pemilikannya Apabila kestluruhan ruangan tidak dibeiesi oleh dinding scpend
tempat wzaha recbuka, tempat parkit yang dimiliki perseorangan secars terpisah
dan sebagainys, maka batas pernilikan Japal dilakukan dengan memberi tanda
yang jclas dan Lidak dupat dihapus., '™

[talam hal kepemilikan atus sauan-salwan rumah susun ersehol, Warga
Negara Asing dupat memiliki Hak Milik aras satuan Tumah susun tersebut apabila
pembanguetan rumab susun tersebut dibangun di atas tanah Hak Pakai. CHeh
karena it Hek Milik vang dimaksud oleh UTIPA berbedn dengan Hak Milik
menurat Undang-Undang Notwor 16 Tabon 1985 Hak Milik yang dimaksmd

dalam UUPA merupakan Hak Milik dalam hal kepemilikan atas suatu bidang

::.Fmdl. Humeah, (esar-darar Hudys O O hilm, 3%,
fhed,
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{anah, sedungkan Tlak Rdilik menurot Undang-Undang homor 16 Tabun 1983
merupakan Hak Milik atas satwan-saiian atas umah swsun slao bangonan dar
mymah susun erssbot.

Denpan adanya kebotuhon yang mendesak akan perumaban bagl orang
asing maka diterbitkan Peraturan Pemenintah Momer 41 Tabun 1998 wentang
Femilikan Rumah Tempsi Tioggal aten lTlomian oleb Orang  Asing  yang
Herkedudukan di indonesia. Pertunbangan pencrbitan Peraturan Femcrintah
terscbut menipakan penjabaran dari Undang-Undang Momor 4 Tahon 1732
tentuny Perumahsn dun Permukiman, Undang-Uindang Nomor 16 lahon 1985
mengenai Rumah Suzun, serta |ndang-Undang Momor 5 Tabun 1964 wcotane
Peraturun Dasar Pokok-Pokok Agararia.'®”

Hak Milik dibedakan pengertiannoya antara menunt Undane-Undang
Momer & Tahun 1) wentang Persturan Draser Pokok-Fokok agrana (UUPA)
dengan [indoang-1ndang Notoor 16 lahoan 1985 tentang Rumeah Soson. Flak Milik
Menunot UUPA adelah hak twmun-temurun, terkuat, dan penubh vang depat
tipunyai wrang atas lansh, dengan mengingal kelentusn dalam Fasal 6% 1k
Milik lanya dapat dimilki oleh Warga Negata Indonesia, sedangkan umiuk Badan
Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan i Tndongsia
disediakan hak atas tanab berupa Hak Guna Banpunan atan Hak Guna Usshs.

Bapt Warga Wegarn Asing dan Badoo Flukum Asiog yang memnliki peraakilan di

"% jrer uran Bermensnlat Momor 41 Tanun (996, Suie Kuksiderar Mpsmbeng.

| Indang-Lndang Momeor § Tahun 1960, g €57, Pasnl 20,
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Indonesia hanya disediakan lunah 1ak Pakal untuk dapat menguasa tanah di
Induenesia.

Hak Milik yanp dinaksud dalan Undasg-Ledang Nomoe 146 1ahon 1985
tentang Rumal Susun merupakan Hak Milik asas satvan-satuan rumab susun yang,
dimilki perzeorangan aau badon hukum yang bergifat perseorangan dan lerpisah.
Hak Milik ales satuan rumal susun melipud lhak zizs bapian bersema, benda
barsama, dan tanah bersama vang semuanyd mergpakan satu kesatvan yang }idﬂk
terpisahlkan dengan satuan vang bersanghutan'™ Pembangunan nmmsh susum
hanya dapat dibanpun di aras tanah Hak Milik, Flak Guea Doangunan, Flak Pakoi
atas Tanah Megara atan Hak Pengelolaw sesuai denpan peraluran perundang-
undangan vang berlaku.'™

Dealamny hal kepemilikan aws satvan-satwan mumnh swsun tersehur, Warpa
Negara Asiog dupat memiliki Hak Milik stas satusn rumah susun tersebut apabila
pembangunan nenah susun tersebut dibamgun di atas tanah Hek Faksi. Oleh
katena imy Hak Milik vang dimaksud oleh UUPA berbeda dengan Elak Biik
menwrut Undang.-Undang Nomeor 16 Tahun 1985, Hak Milik yang dimaksud
dalam UUPA merupakan Hak Milik dalam hal kepemilikan atas sus bidang
tamah, sedangkan Hak Milik menunue Undang-Undang Momor 14 Tabom 19835
merupakan Hak Bhlik ats satvan-satuan stas rumabh suson stao bangunan dan
rumah susun tersebut,

Hak Milik atas ruminh dikandingkan dengan Elek Milik atas satoan romah

suzun dapat dibedakan menjadi dua yarte -

" Jndanng- U ndang Momes 1o Tahun 15963, S O Pasak 4

I™igis . Pisal 7
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Hak Milik yvapg dibedakan berdasarkan kepemilikan persecrangan dengan
kepemilikan bersama.

Hak Mibk aras rumah diamr dalam Pasal 12 Undang-Undang tomeor 4
tahin 1992 jentang Perumaban dan Pemukieman. Pada Pasal i dijelaskaty
bahwa unluk mencegal tenadinya penglunian tanpa persetujuan alau Lzin
pemilik maka disturlah mengenal kepemilikan, dalam rangka mewajudkan
ketertiban dan kepastian bukum. Kenemili¥an datam penghunian ini melipui
remakaian dan penggunaan rumeh sebagm rethpat hunisn dsdacm perobinain
keluarge baik penghunian bagi instansi, MenwMpang ataupun semantara.

Konsep dasar yang mélandasi hak nulik alas satuan rumah  susun
berpangkal pada teori-teori pemnilikan atas suslc henda. Memumul hukum suaiu
bendwhanguman dapel dimiliki sesecrang, dua orang ataw balkan lebih, yang
dikenal dengan istilah pemilikan bersama. Dalam pemilikan bersama suaty
benda'bangnan pada pokoknva dikenal dus bemuk pemilikan yaitn perama
pemilikan bersama yang terikat (gebonden mede eipendem), kedua pemil ikan
bersama yang bebas (vrje mede cigendom}. Pemilikan bersama vang 1erikat
adalah ikatan hukumn vang terlebib dahule ada dianara para pemilik benda
bersamanys. Pars pemilik bersama tidak dapal bebas memindahkan haknya
lanpa persetujuan mede eigemsor lainnys Pemilikan bersama yang bebag
memungkinkan pemilik bercama ridak wrdapat ikatan hukum terlebih dahulu

selain dari hak bersama menjadi milik svatw benda. [ sini ada kehendak
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bersama-sama menjadi penulik atas suats benda unjuk digunakean bersana,
Bentuk inilab, yang disebun dengan condaminium. '

Istilah yenp dipakai berbeda menunn sisten huhurm dari oegara vang
berzangkutan, tnisaloya di  lnggns  discbat Jeine Properiy, i [talia
mengegunakan istileh condomeaiem, sedangkan di Smmpapura dan Austraha
mengunakan istilah Seta Fitle, Diantara istilah-1stilah teraehut diatne, istilah
strata title yang lebih memungkinkan adanya pemilikan bersama  secara
honzental disamping pemilikan boruma secara verlikal '™

Menurut hukum di negarm bapian New South Woles, Awslralia, yanye
dimaksud dengan Straky Schere adalah |

" A Strote Scheme iy Tegalfy recioggtized arvargenenr wheve by 2 duilfding
ard the fand wpon which it iz erecied iv swhdivided nte Ioly or hvy and
common property, the lafs for poits ay they are commonly called ) Heaving
sepurale Hitle, the transfer of which iz pot lnhercnily restvicied, the common
property being wsed by the occupices of the oty but owned by o body
corparate as agernt for the awnery af the Ity in specified prapeardons ™

Yecara garis besar dapat dwwtikan peneaturan meagenal Steato Scheme
tidak jauh beda dengan pengaturan vang ady puda pembangunun swaiu
bangunan gedung vang sesval dengan uncdsmg-oodane  hangonan | pada

umumnnya yally membangun svaty bangunan i sles fanab kaveling secara

™ Arie 8. Mukgalong, Cardoninican dan Pormusalabamea wlisi kadua Budan Penerbiv Fakultas Hukom
[Imiversas indrmesin Mrepric, 2002 kim. 11,

2o rp, 8. Hutazalung, Seren Aneka Bsalah . oo Gp Cal, him. (60

N bl 14,
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umwm  scsual dengan undang-undeng, Waleupan  d negara kila
mempergunakan berbapal istdah rumah susun, for, coaduminitm, natmn
dalam bahasa hukum semuanva disebut mumah susun, karena mengacu pada
VUndang-1ndang Momor 16 Tuhun 1985 mengenai Rpmash Susun,

Banpunan pgedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi vang
menyaiu dengan tempat kedudukannya, sebagian atou seluruhnys berade di
alas dan/atau di dalam 1anah danfataw air, vang ]:H:rfur_l.gs:i scbagal tempat
mannsia malakukan kegiatannya, baik ontek husizn atag termpad linggsl,
kegiatan keagamean, kegizian wsaha, keplaton sosal, hudaya, maopuen
kegiatan khusus.!™ Sclain itu Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan
asas kemanfaatan, keselarmatan, kessimbuangan, serla keserasian bangunan
pedung dengan inghungannya.'™

Hak Pemilikan aws Saioan Romah Susun itu disebut Hak Milik atos
Satuan Rumah Susun (HMSES), yang bepilal perorngzsn dan terpisah. Hak
pemilikan dalam rwnah susun wla beberaps diantaranva yailu Hak Milik serta
hak yang ditanggunpkan pemilikan atas rumah susun dapat dialihkan, hal ind
diatur dalam fasal 10 Undang-Undang Nomar 16 Tahun 1985 menyebutkan
bahwa * Pemilikan rumah dapat beralih dan dialihkcan dengan cara pewarisan
atau dengan cara pemindaban hak  lainmva sciun -d-:ngan_ peraturan

perundang-undan gan vang berlaku ™

1

L adang-Undany lentang, Banguoan dan Ceedung. 1TL) Meamear 2H Tahun 204K EW ™0 |34 1ghon 1992 TEH
Solr ATAT, Pazal | angha 1.

M P . Pasal 2.



Yclain pemilikan atas satuan mumah sesun  terentw. HMERS yang
bersangkutan melipubl joga bak pemibikan bersama atas apa yang disebul
“bagian bersama. tanah bersama, dan benda bersama®. Scoauanya menepakan
salu kesatuan vang lidak terpisahkan dengan pemialikan Satuan Bumah Susiun
yang bersanghutan. '’

Menurmt ketzntvan dalam Pasal 1 ayae {1} Undang-ndang Momor 16
Tahun 1985 vapg cimaksud dengsn mmah susun adulah bangunan gedung
bertingkat yang dibanpun dalam suam Gngkungan yang ierbagi dalam bagian-
bagian vang diztrukturkon secary fungsional dalam arah horizontal dan arsh
vertikal dan merupakan satean yanp roasing-masing dapat dimiliki dan
digunakan sccara tetpisah. ferutama untuk termpat bunian vang dilenghapi
untuk Bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Jadi mumab susun
merupakan suam peagertian yunidis dari bangunan gedung berlingkat vang
senanliasa mengandung sisterm pemilikan perseorangan dan hak bersama, vang
pengpunaanya untuk bunian atau bukan hunisn, secara mandin atau secara
terpadu sehagi sato kesatuan sisten pembangunan, '

Dengan demikian berani tidok semua bangunan pedung berlingkal it
dupat disebut sebagai remah susun menunn Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1985 teplang Rumah Susun. letapi seliap rumah susen adalzh s#lalu bangunan
gedunyg yang bertingkat. Kumah sesun ind menuear ketgntosn Pasal 7 Undane-

Undang Nomor 16 Tahun 1985 “hanya" dapat dibangun di atas tanah vang

P imwann Vidoansedoe Sueae Dk . OO Bine 354,

" ey Hamaah, Diiae Jesor Heowweer. . OeCit, hon, 30
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dikuasai dengan cars Hek Milik. Tlak Guna Bangunan, Hake "akai atas Lanuh

nepafa serta Hak Pengelalaan, '™

Sebapal pertinbangan dalan Repernilikan slas rumah mla beberapa

pethindahan hah alas pansh. pemindaban hak ind sendirl adalah fika staus

hukum pihak yang akan menpuassd lanah temenuhi persvaratan schagai

pemegang hak atas tanah yang bersedia untuk memindahkan hakoya. Bentuk-

bentuk pemindahan bak dapat dilakukan dengan cara, antaca lain:'™?

& Jual Beli

Pemindahan hak ictjadi pada saat it juga secam langsong dard penjual
kepada pembeli.
Tukar bMenukar

Hak ates tanah terteniu ditukar dengan hak atas tanah yang lain vang
sejenis, misalnya tanah yang bersertipikal Jak Milik dengan tanah vang
berzertipikat Hak Milhk, tanah vang berseriipikat FOR dengan tanah yang
bersertipikat ICI3 pada.
I1hah

Pemindahan teradi seketika dan langsung sebapai penyisibun sehagian
dari harta kekayaan seseorang yung ditwrikan secara cuma-cuma setnasa
hidupnya kepada orang yang biasanya mempuenysi hubungan kekerabatan,
Hibah Wasat

Pemuindahan hak terjadi secara langsunp menuoul kehendak terakhor

dan 51 pemben wasiat, letapd dengan syaral sesudah ia meninggal dunia

¥t

Pagie 5. Hutagalung, Tebaean Femearaza L ror him, 177,
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baru terjadi pemindahan hak, itupun tidak sedemikian modal dan masih
diperivkan perbuatan hukwin vang lain.

e Pemasukan febregy

Pernindaban hak uccars langsung dari pemegang saham  kepads
perseroan sebagal bubkti pembayacan sahamnya,
beskipun keeil kemungkinanmya rumab sosun dibangun di atas anah

yang dikuasai dengan lak Pakai, namun Undang-Undang SNomor |6
Tahun 1985 lentang RWumah Susun telah memberikan jaminan bahwa
untuk  kepentingan pembakzunan rumah sosan, hek  pakainya  akan
diberskan dengan jangka wakiu yang cukup lama menwrut keperluannyu.
Jangks waktu terscbut atas pormintaan para pemilik saluan-satuan ramah
susun yang bersangkutan, sera dapat diperpanjang. Dasar hokorm Hak
Milik alas saiuan rumah susun, melipod: "

a. Hak pemiliken hak perscorangan alas saluan-szacdan rymah susun yang
digunakan secarn lerpisah

b Hak bersama atas bagian-bagian dar bangunan rumah susun Bagian
bersaima adaluh bagian romah susun yang dimiliki seears 1idak terpisah
untuk pemakaian berwma dulam kesatuan fungsi dengen satuan rumuh
L

e. Hak bersama atas benda-benda
Benda bersama adalah benda vang bukan merupakan bagian rumah
susun. totapl yang difiliks bersama secars ndek  terpisah umiok

pemnakanan bersama;

"L ndang-1 dang Surmise 16 Tahun 19H5 Op o pacal
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d. Hak bersama atas tanah
Tanah bersama adalah schidang tanah vang dipunakan atas dasar hak
bersama udak terpisah weng di a@snva berdin umah susun dan
ditelapkary batasnva dalan pecsyaralzn izin bangunan.
2. Hak Mihk vang dibedakan atas status kewargancparaan

Rugi Warga Newvwrs Indonesia permenuhan gkan lempat foggal (romah)

merupakan hak yong hiasa dimiliki sesuai dengan kemampuannya, Demi

jerciptanya kcacpahteraan, vang hamuz dipnotilaskan delam ncgara adalah
kesejahieraan ""rnk}'atjelma.“'a'

Dashr im vang mambedakean permnbenan bak antar warps negara dengan
Wargs Tegara asing, yailu bagl wargas negara setnlin hak tanahnva dapeit
dijadikan sebagai Hak Milik, Hak Milik ini adalah hak yang paling tinggi
tingkatannya dibandingkan denpan hak-hak tanabh yang lain. Dalam Paszl 5
avat (1} Undang-Undang Momor 4 Tahuo 1992 discbutkan babwa — seliap
warza ncgara mempunyal hak untuk menempat! dan‘atae menikmati dansotao
memilikl rumah. .7

Schagai perngabaran Undang-Uindeng bomor 4 Tahon 1992 tenieng
Perurahan dan Permuokiman dan Undang-Undang Momor 16 tahun 1985
menpenal Rumah Susun, sera Llndang-Undaqg Momor 3 Tahon 1964 tentane
Peraturan Daser Folok-Pokok Agamna, sebagai hahan pettimbangannyn

moka dizusunlab Meraturan etnerinrah Momor 41 Tahun 19%% (entang

TN Chang, Keeako- Kookl o Jefen Reforai, (alatun-dzbalan dati Sudun Fika Sosial. Fenerbit Bk
Eompas Jukarba, 26062, L. 114
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Pemilikan Rumzh Tempst Tingzal atan Hunian oleh Orang Asing vang
Prerkedudukan di Indenesia '

Pejelasan Ietih Tangul dalam kailannys kepemilikan rumah bagi orang
aging bahwa pada Undang-Lindang Moimor 16 Tabun 1985 tentang Bumabh Susun
adalah merupakan sohws atau masuken kepada pemenntab dalem kebijakan
pemennish onfuk mewujoedkan pembangunan hunian secara verbkal, namun pada
kcnyatazn di lapangan warea nCgara asing tclah pula diperbolchkan memiliki
rumah i Juwar cwnalh susun.

Berdssarkan Peraturan Pemerintah Momaor 41 Tahon 1996 berburyi bubwa
rumah Ietipat tingpal atag baoian yang dapat dimiliki oleb orang asing adalah:'™
a. Rumah yane berdin sendin yang dibangan di atas tanah;

1. Hak pakai atas mnah negara;
1i. Yang dikuasai berdasarkan perjanjiem dengan pemezang habkl alag tanah,

b. Satean rumah suson yaog dihangnin di atas bidang tanah hak pakai atag tanah
neara. Dnduk menbatasi hak blamana mercka tidak berkedudukan o
Indenesia vang kemudian;'

Peraturan Benteri Nepara Apraia’Kepala Badan Penanahan Masivnal
Momor 7 Tahun |9, menjelaskan: 183
. twang asing vang keduvdukannys 4i. Indonesia memberi manfoat bagi

pembangunen nasionnl dapat memilki scbuah rumah twempal hoggsl st

" peraran Femsrinigh samar 41 Tabin L#96 ., Lo 0

" Pagal 7.
Mo Pasal b,

"Whepaturan Mentori Megarm ApmriaKopala badan Pomanzhan Basionsl Momor 7 Toun |56 1eang
pery anla pondika tendk wemod angpel sian bipian eeanp asing, Tasal 1.
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hunian dalam bentuk momah dengan hak slas ionah lerenio atan salosn remah
susun yane dibangun di atas @anah hak pakai atas @nah negara.

2. {lmang asing sehagoimana dimaksod dalum avar (1) adalab ohp aksing yang
memiliki dan memelihara  kepentingan ekonomi di  Indoncsie  denpan
melak=anakan imvestast untuk memuliki rumah tempat angeal atau huoman 4
Indenesia,

Crang asing dan segl k_.t:hadira.nn:.-‘a di Indanesia dikagi dalam 2 golongan,
vtany asing yang herlempat Goggal di [ndonesia secara menetap {pendudnk
Indonesia} dan orang asing yang bertiempatl tinggal scwakni—wakin atan tidak
menetap, Dagi orung asing :.fan.g menelap Jukumen dapat berapa oo letap linggal
nemun bagi orang asing lainnya dokumen dapat berupa izin kunjungan atau waa
keimigrasian Cara memperoleh hak stas kepemilikan romab oleh orang asing,'**
@, Membeli aton membaneon rumah i was tanah Hak Pakai atas tanah oegura

ataw taah Hak Pakai di atas tanah Hak Milik,

h. Membeal atay membangun tumah di aras tanah Hak Milik atau Hak Scwsa
untuk bangunan atas dasar pedanjian temulis dengan pemilik hak atas tanah
yang bersangkutan.

Para developer atau penpgembanp dalam bal 1w Gdak diperbolebboas
mempunysl slau membangun s nah yang bersertipikal Hak Milk, bal tm
sesua dengan Pasal & Undang-Undang Momor 4 Takwn 1592 lentang Perutniaban
dan l'ermmkiman. Apshila tansh yang akan dibeli oleh developer sersebut

berstatus Hak Milik seseprang maka tanpa perle malaui pelepasan hak atas tanah

tersebot, selanjuinya hanya memchon hak barw yaitu Hak Guna Bangunan dan

T8 rhid., Musul 2



seketika tanah lerscbut dapal dikonversi menjadi HOBR yenp kemudian dapat
scperd dibuat Akta Peralthannya oleh PPAT,

Pihak pengembang mempunyai lanwngan yang kuat dalam hal menarik
para kansmmen apar dapal memilih produk perumaban yanyg akan dijual, oleh
sebab itw dibarapkan pengembunyg bukuan saja harus memenuhi syaral-syarat yang
telah Jnetapkan olch pemennotah juga harus pula menvediakan sarana penank
thinal konsumen perumahan lersebut. Selan i kelancaran akses informaci juea
sengat penting bagi pengambang dalam hal menarik Ronsumnen, “{rvesiigares the
praperiies and behgvicw of information the foroes goveraing the  fTow  of
imfarmation and  the  mears for  processimg information for optimal
accesyibifity gnd usabilin,

Tanah yang dibangunnya tersebud telsh bersertipikat HGB, apabila akan
dijual dapat dilzkokan dengan cara peraliban hak deigan akta PPAT dan sehaligus
dapal diberikan perpanjangan haknya untuk 30 tshun ke depan, Pasal 6 ayat (4)
dan {3} LITFA. Mengingat Pasal 5 ayat () Peraturan hMenteri Dalam Nepgeti
Nomar 3 Tehun 1974 yang mengaiur bahwa perusshaan pembangunan perumahan
wajib berbentuk badan hukum, makn benfuk-benfyk usaha OV, Firma dan
Perucahaan Perseomanpan  fidak  diperkemankan menjadi  subjek  danipada
perusahaan pembangunan penu‘nahnn.'“ Feraturan ini dikaitken dengan masatah

peryediaan 1anah serta penmberian hak alas tanah sehagai usaha semacam ilo,

™ reupgky Mold, Acanan Shari-Tadesn Dewan Tun Ismail B., dcracfeoronicy fnjimuinon Tecamalogy
cra Sacieky, Futra World Tade Cendre Keala Lumpar. 1338 him 3.

Myural Edaran Dirskiur lendral Apraria Mamor Blu 03068 tangpnl 07441978




Tangh yang bersertipikat Flak Pakai apabila ingin sekalipus ditingkatkan
toenjudi 1lak Guna Bangunan., dapm melepaskan Huak Pakainya szbelum
kemudian memohon Hak Bangunan Jugi (Pasal 6 ayat (6} CUPA). Dati pengertian
hak scta mengenai hal peroleban hak di atas, maka dapat ditarik kesimpulan
sendiri bagaimana kepemilikan aias rurnah dan ramaoh susun bagi Warga Negara
Indonesia dengan Warga Negara Asing. Dengan Undang-Undang Momor 16
Tahun 1985 {enlang Rumah Susun ditentukan bahiwa rumah swsun beriko tanah
tempat banpunzn it berdin sers beads binnya yang merupakan kevatuan dengan
tersebul dapat dijsdikan jaminan utang dengan: '™
. Dibabani hipotek, jika 1anshnya tanah Hak Milik atan Hak Guna Bangunan;

b. [hbebant fidusia. jika tanahnya fanah kek pakai alas tanah ncgara.

Babwz hipotik atau fidusia dapal juga disebabkan atss lznuh heserta umah
susun yang akan dibosgon  sebagai jaminan pelunzzan kredit pembangunan
ruttiah susun yang ielah direncanakan di atas tanah vang bersangkutan dan yang
pemberian kreditnya dilakukan sevars beriahsp sesua dengan pelaksanaan
prmbangunan ramah susun tersebat.

Ehpotek gerla € rediefverand dinyalekan sudah tidak beriaku lagi setelah
labimya Undang-Undeng MNomor 4 Tahun 19% (entang Hak Tanggungan
(LT, Undang-Undang |n| divndangkan selelah DUPA mencapai usis hampir
36 tahun. [NIHT diundangkan pada tanggal % April 1996 dalam Lembaran Negara
R Momor 42 dan Tambahan |.embaran Nepara B Namor 3832 dan mulzi berlaky
sgjak diundanpkannya Pasal 5 DUPA menycbutkan bahwa Hak Tanggunpan

vanp dapat dibebatikan adalah pada Hak Mihk, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna

"Uindangl Iralarg Yamre 14 Tahon 1955, £ Ol avan |
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Bangunan tersebul dalam Pasal 235, Pasal 33 dan Pasul 3% yang dizhur dengan
undang-undang ini. Penpertion Hak Tanggungan sebapmimana ditetapkan pada
Pasal 1 angka 1 UUHT adalab hak jaminan yang dibebankan pada hak aas tanah
gebapsmang vang dimaksud dalam UUPA 1entang Perntucan Dazar Pokok-Fokoak
Agrana. berikut atau tidak berikat benda-benda lmn vang merupakan sato-
kesuluan denpan lanah itu uniuk pelunasan wang lerenly, yang memberikan
kedudukan wang dinamaken kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditar
lainnyva, Recual dengan Pasal 25, Pasal 33, Pagal 19, dan Pasal 51 UUPA di atas
dalam Pasal 4 UUHT ditegaskan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani Hak
Tangpungan adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak {una [lsaha. Keliga
hak terschut dapat dijadikan Hak Tanggungsn menurut undang-undang karena:™
a. Hak tersebut telah didallar dufam daftar vmum pada BPM denpan pendaftaran
maka adanya pencatatan Hak Tanggangan puda buky 1anah dan sertipikat hak
atas anah tersebul lelah sesws dengan ketentuan dan orzng lain dapal
mengelahuinya
b. Hak tersebol mepunl sifatnva telabh dapat dipindablangaekan, schiogga
apabila diperlukan dapat sepera direoisesi uniuk membayar utang yang
dyjamin pelunasannya.
Selain lu:tmruar_t mengenal ketipa hak di stos, objek Hak Tangpungan
dalam UUHT dapat jupa berupa Hak Pakai alas tanah nogera yang harus tetap
menunt keteriuan dan wajib didaftar. Meski dalam UUPA wmnah Hak  Pakai

tidak termasok dalam objek Hak Tanggungan. karcna pada wakon itu Hak PFakai

""" Indong-Undang wncang Hak Tanggeungan ss Tasah Besens Beola-Boda vang orkaitan dengan Lmah,
LT ™o, 4 Tahwn 1865 LN Ma A Tahm 1990, TIL.N Ma. 3637, Panl 2 e 2
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atas tansh tdak wajib didafiarkan ke kasior perlamahan tecsebol, fidak muongkin
Hak Tanpgungan dapat dicatat dalam buky tanah dan sertipikatoya.

MNarmun sesuai denpan perkemnbangan pada saat ind yang didukung denpan
kebuluhan akan knedit dan sewelah berdakonya Undang-Undang Hak Tanggungan
{UIUHT), maka Hak Pakai harus pula didafrackan ke Badan Pertapahan Masionsl
(BPM). sctelah ada peraturan torecbut Hak Makai dapat dipindabtanpankan karena
Hak Pakai di atas telah dipenuhi asas  publisites. Tlak  Pakai  dapal
tipinduhtangankan dan telah diharuskan didaflarkan tetapi lidak semua tanah Hak
Pakai dapat dipindalitangankan, sepecti fanah yang bersifal TTuk Pakai alas nama
pemerintah, atas badan pemerintah, alas badan keagamaan, dan sosial serta Hak
Paksl hagi Radan Axing yang tdak dikewzhuf atauw ndak ditenukan jangka
waktunya, UJUHT memberikan kemungkinan mengenai hal tersebut denpan
adanya perkembangan jaman, meskipun peda saal ini dienppap korang begite
perlu, Mamun jika maza vang akan datang kebutuban masyarakar menghendaki.
utdang-irwdang ini tdak tarlalo sulil menpgarasinya karema telah ada ptapat ortok
kebuwhan 1. Fasal 4 ayat (3 LIUHT mencgaskan pelaksansan hak tanggungan
alas tanah Hak Pakei tersebul dilakukan dengan peranosan pemetictah. Sebagad
tanuda bukt adanya Hak Tanggunpgan diterbitkan sertipikat Hak Tanpgungan vang
terdiri dan salinan bulkou tanah Hak Tanggungan dan zalinan akia pejabat pembuaat
akia tanal.

Sertipilat Hak Tanggungan mempunya kel watan eksekulorial dan dapal
dilaksanaken sebagal putuzan penpadilan. Bentuk dan isi akwa pejabml pembuat

akia tannh dan benluk Hak Tanggungan seria hal lain yang mengenai pendafiaran
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Hak Tanggungan dan pemberian sectipikal sebagai wenda bokti ditetapkan dan
diselenggaraban  berdasarkan kelentuan  peratuean pemerintah  sebapannana
dimaksud dalam Pasal 19 LUPA.

Mengenal pernbebasan tanah denpan Hak Pokai atns anah nepgara,
penjelasan Undang-Undang Nomot 16 Tahun F983% menguraikan bahwa dalam
prakick perkreditan, tanah Hak Pakai telah lame diterima sebagai jaminan wlang,
'l'etapi menurut UUPA tanah Hak Paken ito tidak dapat dibehani Hak Tanggungan.
Dalamt prakick perbankan sclain lembaga jaminan pang telah disebutken jugs
dikenal lembagy jaminan yang dilakukan dengan cara cestie piutang alas nama,
dengan maksod wituk memperelel kredil. Dasar hukum cesvie adulah Pasal 613
KUIT Perdata vang mengawr sehagw berkot; “penyerahan wehadap pivtang-
pivlang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan
thembual akla otentik atic Ui bawish tapgun, dimana hak-bak atas kebendaan
dilimpahkan kepada orong io.”

Fermuran Pemerintah Republik Ihdonesia Nemor 41 tahon 1996 tenacang
Pcmilikan Fumah Tompat Tinggal atas Himian oleh Orang Asing  vang
Narkedudukan 4 Indonesia, merupakan perkembangan hukum vang posuit dan
pencmuan hukwn yang baro dan meropakan svate kebijakan pemerintah yang
sespal denpgin.glohalisasi, [h dalam Pasal 42 LIJPA, jelas ditceaskan vang berhak
rnempeeroleh hak pakai adalah Warea Negara Indonessia; namun dalam penjelasan
t1ap Pasal-Pazatnya menvebulkan orang-orang dan hesddan hukumm axiny dupat pula

diben hak pakal, karena hak i hanya memben wewenanyg yang tetbatas '®!

" Uirlungs ndang omer § Takun 1960, Op 8., 1'or]slasan Fasal 42,
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Fejelasan lebih lanput dalam kastannva kepemibikan umah bagl orang
asing bahwa pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang, Fumah Susun
Aldalah mempakan splug atso masuksn kepada pemenntah dolam kebijakan
pemetinah untuk mevwwjudkan pembangunan bunian secors venikal, naman pada
kenyataan di lapangan warga negara asing telzsh puls diperbolebban memmbiki
rumah di har reneh suswn.
Peraturan Pemenntah Momor 41 Tahun 1996 menyswekan bahwa mamah
leapat tnggal atau hunian vang dapal dimiliki oleh orang asing adalah memah
vang berdin sendini yang dibangun di atas tanab Hak Pakal atas laneh negara
maupun rumah yang dibungun yanyg dikvasai bendasarkan perjanjian dengan
pemepang hak atas tanak dan saran rumah susun yang dibangun di atas hidang
tanah Hak Pakai aias tapah negam yang dapal dimiliki oleh orang asing sebagal
rumeh hinggal Aty huniannya.'*
Untuk membatasi hak bilanana mereka (dak berkedudukan di Indonesis
vang kemudian:'™
a  Orang esing vang mempercleh atay membangun serta memiliki tanah di atas
tanah hak pakai orang lain yang telah masuk jangka wakiu satu tahat wajib
rmelepaskan atau mengalihkan hak atas tansh kepada pihak lain vang
mm!:nuhi syaral.

b, Apabila dalarn janpka wakeu sebagaimana dimaksud tersebul di atas hak alas
tanah 1ersehut belum dilepaskan amo dialihkan kepada pihak lain yang

memenuhi syaral, sehingga apabila numah terachu dibangun di stas tanah Hak

" Peraturan Peierimah oomor 41 Tahunm [958, Fac i .

bl | Pagal &
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Pakni atat tanah pegars, rumish beserta lanabnya dikuasar oleh negara untuk
dilelang. dan jika rumah lersebul dibangun d7 et taneb Berdasatkan
perjanjian [Pazal 2 angka 1 huruf by rumsah lecsebol menjadi nilik pemeganp
hak alas 1anah yang bersangkutan.

Dalam Peraturon Menieri MNegara Apravia‘Kepals Bodan Peranahan
Mamional Womor T Tahum 1996, menjelazkan bahwa oOrang asing yang
kedudukannya di Indoncsia menoben manfaat bagi pembanpunan nasicnal dapat
memilki sebuah mumah tempat linggal woao hunian dalam bentuk rumah denpan
hak atas tanah tertentu atau satuan nemah susun vang dibangun di ates anah hak
pakai alas tanah i'u:gtam.'{Iq Crung asing sebagaimana adalah oranp asing yang
memiliki dan reemelihara kepentingan  ekonomi  di Indoncsia dengan
melaksznakan investesi untuk memilikl mmab tempat tinggal atag bonian d

Indonesia,

"Mrermtumn Menien wegara AgrariaFepals Badan Pertanahan Haoaral onor T Tahen 15, Los Cie
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PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DALAM SISTEM

TATA RITANG INDONESLA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

A, SEJARAH TEREBENTUKNYA KOTA, PERUMAEAN DAMN
FERMUKEMAN IM KOTA

Manusia adalab zewe pofiticon merupakan hasil penikican dari filsof
Anstoteles. Pemikiran ind mengandung pengerian vailu manosia Gdak dapat
hidup seodiri tanpa ada bamtuan manusia laine Setiap manusia mempuiyai
kebuishan agar dapal hidup berdampingan dengan manusia lain karena manusiz
dalam setiap mnelakukan swmu hul meseka cenderung ingin mendapadkan
penghargasn dari manusia yang lain. Adanya persamasn kepentingap i aas,
manusia mudai berpikie urtuk membentuk suatu komunitas yang di dalamnya
lerdapat apa vang dinamakan norma atan kaidah karera mereka berpikir paling
lidak akan ada svatu perbedaan tujuan serta persanasn kepentingan, maka
disusunlah suatu aleran yung dapul menciplakan rasa tertib dalam kehidupan
hersama.

Pertumbuhan permukiman di kola-kota selama berabad-abad ini berbeda
- menurur wakiu dan muang, sesuai dengam penyaiuannys ke dalam perckonomian
dupia. Umumma zda dua fase perumbubhan kota vang penting. Bangunan-
banpunan di perkataan sebelum kedatingan bangss Eropa pads umumnya fechoat
dari bahan bangunan yang udak tahan lama seperti keyu, hambo, dan daun-

daunan. Demikian pula jalan-jalannya bdak diperkeras dengan konstruksi yang
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tahan [ama. (Heh karena it, pka kote lersehat ditinggalkan oleh penghuninya
maka dalam waktu yang relarive singkat bangunan dan jalan-jzlan akan hancur
dan susah untuk dikenali kembali. Hal ini berbeda denpan bangunan-banguman di
kata-kota Erapa vang sudah sejak lebih dari seribu tabun vang lalu dibanpun dari
bahan yany whan lama, bajk darl batu alam maupun dad baty buatan, schingga
walau sudah lama ditinggal penghuninya dan tidak dipelibara, bekas-bekasnya
masih dapat dikeénali dan dipelajan. Olel kareha ilw, kols-kola tua di Indoncsia
vane karena satu atau lain sebab ditinggalkan penduduknye pada umwmnya sudah
suiit dikenall lokasinya yang past dan pola kotanya, kuena sisa-sisanya sudah
hilang sama schali, seperti misalnya kota pusat kerajaon Sriwijaya, Taramanagan,
dan Majapahit. Namun dari catatan, baik yang diboa aleh grung-orang, Indonesiz
maupun yang dibuat oleh orang-orang asing sepertl Ching, India. dan Eropa, ciri
wlama kol masih dapat dikgnals, Kota-kola tus vang dapat dikenali bekasnya dan
dapat dipclajari siss-sisanya adalah kota-kota yang dibangun setelah masukoye
agama [slam ke [hdonesia, kemudian diswsul dengan Kola-Eota setelah kedatangean
orang-orang Eropa, terutama bangsa Helandsa 1%

Ferkembangan  perumabhan  di perkotaan mempakan  bagian  dan
perkembangan  perkotaan  secara  keseluruhan  yang  dipengarahi oleh
perkembangan berhagai faklor sepenti ekonomi, sogial, budava, politik, teknologi
dan keadaan alam. Perubaban ada pelitik, teknolopi, dan keadasn alam. Perubahan
pada faiter vang mcmpengmﬂti. pola dan perkembangan perketaan dapat
menghilangken cin-cin kota sebelumnya dan menggantinya dengan cin—cio bar,
sshinppa kota dapat menunjukkan citi-2iH dari berhagin zaman dan badava yang

"ivwnng Tiduhmwln, Bumek Lamk . O blm 299
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mempenganthinya, Scpanjang perkembangan seiarah, kota berkembang mengibom
pethembangan pendidoknya Kota-kola vang ada pada woumnya tumbuh mergadi
besar dan kola-kota yang bama bermunculan. baik dan perkentbangan permukiman
pdesaan yang sudah ada maupun karena dibangonnya kots-kots yang ben sams
sekali. Kota dapal pula lenyap sama sekali karena didnggal oleh pendudokaya,
misalnya karena kota rersebwt hancur akibat perang. bencana alam, atau karcna
mivndumva Kegiatan ekonomi yonp mendokungnya, sedangkan koia baro bisa
pula tambuh e dibanpgun di atas reruntuhan kota vang lama. """

Tipe-tipe dan pola pémmahan susu ko yang merupakan bagian dari pola
penopunasn lanal kola akan menggambarkan pula strukfur masyarakataya serla
sejarah perumbuhannya. Ada bagian-bagian kota vang tunrbuly pada kurun wak
terentu eleh sesuata hal vang celah lenyvap dan ada pula kola-kots yang gecara
keseluruhan lenyap tdak berbekas, mungkin penggambarannya tidak dapat
dituliskan secara lenghkap.

1} dalam menctapkan apskah sesuarl konsentrasi permukiman o sudsh
dapat dikategorikan sehigai kota atau belum, maka perlu ada krtena vang clas
untuk memhedakannva. Salah satu kriteria yang wmum digunakan adalah jumlah
dan kepadatan penduduk !

Secars garis besar rumah di perkotasn (besar dam sedang) serta
Matropolitan daps dibagi dalam Lipa kelompolk. Pertama, perumahan yang

direncanakan dengan bk dan-dibangun denpan baik, teralur, apl serta memaliki

1% h

" fghimzon Taregan, Perencanasn Pembangunan Wilayah, edisi revisi. Ceakan Kedua, Fenesl BT umi
Akara, Jakarta B, him, 123,
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prasarana, utilitas dan fasilitas vang cukup dan haik, yang depal kita sebul sehagpai
pemaniahan yang teratur. Kedua, perumahan vang berkembang tanpa direncanakan
terlebih dahulu. Polanya tidak teramr dan prasarang, ntilicas, dan tasiliasnya tidak
mencukupi ataw memenuh svarat batk jumlahnys meupun kualitasoyra vang Jdapal
kila sebut sabapai perumahan yang tidak ceramor. Kediga, perumahan yang tidak
wepenhnya dircncanzkan dengan balk, Jalan-jalan wamanya ditcncanskan
dengan baik dan di kin-kanennya dibangun rmamabrumah vang baik dan teratar.
MNamun di bagian lenpaboya, di belakang rumah-runal yang dibangun, di pinggic
jalan yang direncanakan, woibuh rumah vpe kedua yaite mumah vang Gdak eratr.
Felampok it dapat kita sebut sebapai perumahan setengah leraner, 198

Kecenderungan yang terjadi ketika perkotaan <l nepars dunia ketiga makin
metropalis adalah bahwa laju periumbuban penduduk yang begitu pesat tidak bisa
Lagi dianticipasi oleb daya dukung kota sccara layak.

Kota merupaken suaty sisiem keseimbangan wirtn (general equilibriurm)
yang mengandung inleraksi aneka aklivias ekoroml yang berkatan dengan
kegiatan produksi dan konsumsi, "

Tekanan ams urbanisas yang melonjak begity cepat membawa akibat
tethadap pengaturan tata ruanp kota yang pada umumnya kurang menguniungkan
kelompok maszyarakal marjinal. Pola penpembangan kola yang cenderumg
konsemirik dan memusat, ndak =aja menyebabkan kelompok masyarakal maninal

makin terdesak ke dacrah pinggitan kota atan permukimen kumuh, letapi

", Dl 14,

™ [wan Nugrohe dan Roctmin Dahori, Petibanguran wilayah, Ferspekil Ekonomi, Sasial dan 1inghuns,
Cceakun Provwna, LPIES. Jakerta 204, him 220,
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seringkall muasyvaraksl miskin kela haruy berpuas din dengan berbapal fasilitas
publik yang sangat mimum, jauh berbeda dar warga kota yang ekonomicoya
Ergolong marmpil.

Akibat obsest yang terlalu inenggeby unlek membangun koda menjadi
metropalis, tidak cuma menimbulkan “wbanizas herlebih” dan pemekaran
horizontal fisik kow yang kurang ierkendali, etapi jupa melahitkon pertaingan
dan konflik yang makin inlensif unhik memlapakan spasial atau tanah.

Banyzk orang memburu tanah bukan sekedar vnluk keperluan tempat
tinggal atau permubkiman, namun lanzh seclah-olah telah menjadi barang
dagangan dan dianggap sebapai sumber rejeki paling menguniungkan, D doersh-
daeraly pusat industd, perdagangan dan permukimen elin, atan dasrsh-daerzh
strategis lain, harga tanah pada wnumoya terus melonjak dan makin linggi.
Semakin dekat dan pusat kota, biaganya harga tanah makin mahal,

Penyerahan harga den perunimkan tanah kepada mekanisme pasar adalah
salah salw fakier vang membuat masalah perranahan kota maekin muoyam.
REompetisi bebas vang melibatkan sermua orang dalam bisms tanuh sering
membawa akibat pelaksanzan rencana dan tata ruang makin sulit dijalankan.
Sclein i, kemampuan pemerintah mengelola tanah kola siay untuk membangun
Fasilitas publik juga Kian terbaas.

Pihak penentu arah petkembangan dan pemanfaatan Tuang kota seringkal
adalah kekuatan }mrﬁersial atau seidaknya suara kekuatan swasia vany seringkali
dominan mempengarhi kekuaian kelembagaan dalam  menyusun  berbagei

kebijakon pembangunan kota, Sementara inl, kekatan tassa lerutama kelompok



marjinal kota sennckali menyadi pibhak yang sama sckall ddak diperhivangkan
dalan penpaturan dan petnbagian tala mang keta.

Kecendermingan memperhatikan warga kots miskin seesrm tidak adil,
sennekall juga tenadi dalam penyelesaian berhagal sengheta 1anab. dalam souap
sengketn periatuahan di berbagad koda, biasanya salalo ada tiga pehak yang 1erlibat,
vaim kekuatan komersial, kekuatan kclembagaan atas pemonntah, dan kekoatan
massa khususnys warga kota yang secara sosial-ckonomi enlan, Sunggub
muctnprihatinkan, dalam berbagai kontlik lanah, kekoatan kelembagaan seringkali
canderung membele kekuslan komersizl dan mengorbankan kekuatan masss.

Selana ind di wilavah perkotaan keserpatan golonpan miskin reemperaleb
akses tanah pada vmumnya cendenme makin terbatas, bahkan dalam banyak hal
nyanis Udak ada Senngkall warga kol golongan mencngab ke basabh makin
tersizih dari hasil permmbangunan kola dan tersubses ke decrab-dacrah pingeiman
alyn permubaman bumuh. Suksesri adelab proses tergantikannya ponduduk ash
oleh penduduk pendatang Di negara sedang berkembang seringkali suksest
berarti terdesaknya penduduk kota yong miskin oleh penduduk kota lain yong
sccarg sosial-ckononm lekibh mampu.

Flans Mheter-Fvers mencatut kecenderungan di perkotaan besar negara
sedang betkennhang adalah kola meluas ke arah pioggiran, selanjulnya hal yang
pettama keli terjadi adalabh pernbagian tansh vang boas. Nanwn kemudien terjadi
pericide singkat-p:ngurnpulan kembali ketika para pembangun kota memborong

tanmah perumahan. Akibatnya, terjadi banyek sekali pemilikan tanah vang kecil,

sedangkan pengumpulan kembali hanya berdangsung sementarz. Hans Dieter-
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Evers menvatakan hahwa tekanan afas tanah kota yvang meningkat, tidak hanya
dizchbabkan olch adanya petambahan penduduk. teiap jugs karena kurangnya
altematif terhadap kesempatan penanaman medal. Harga zoah berperak secara
spical, dan kolae-kola dunia ketiga dilanda gelombang spekulasi segera setelah
terjadi perkembangan ekonomi. ™™

Bersamaan dengan munculnya gelombang spekulast, sau persoalan lagi
muncul vaitu hak rakvol ams tanabh menjadi apak diabaikan sama sekali. i
borbapa kota besar, sctiap orang bizsa denpan mudah melihat adanva tanah-tanah
kosong vang dibiarkan terlantar, Masalabnya bukan karcna pemilik mnab Gidak
memiliki dana yang cukup wituk membagwn tetapn karena memang sanah
lersebut hanya sckodar diadikan barang dapangan dan spekulas: saja untuk kelak
dijual kembali bila harga arah saal o dirasa sudah meogentungkan,

Mengantisipgs: pertumbahan penduduk perkotaan, memandu penciplazan
permnukaan det meteegah inbulnys Jaerah komuok ban, Kawasan beckembuany
thperkirmkan akan menghadapi \zkanan naiknya penduduk wban sampai dua kali
lipal pada tehun 2030 uniuk membangun kawassn in dibutohbkan nvesws besar-
besaran, vanp nentinya akan berdompak kepeda kondisi linpkunpon, Aklivies
chonomi di keta dan urbanmizasi akan mempengaruhi ponggunzaan dan keterzediaan
air dem eénetpr. Dampak somal yvang akan muncul dan serngkah tidak diantisipase
aleh pomenntah lokal edalal memyamumys  kawasan-kgwpsan  permukimen
pendud ik n.uskm atzu berpendapatan rendah. Tidak scdikit pemenntah vang tidak
mempinyal kebijakan khusws uniuk membantu kawasan o, dan membiackon saja

warganya mempenahankan din semddin, Biesanya alasanmnve adalab Gngginye

hig. him 304




L24

bizya vang harus dikeluarkan wnhuk penataan ulang kawasan kumuh tersebut T
Boeota, badan pembangunan perkotaan memperkirakan bahwa bivya instalas
jarinpan pembuangat air di kawasan kwnnh besarnya Lige kali lipat dibandinghkan
kawazan permukinian lai.tm:.ra.:'“

Perencansan kota dapal dianikan scbagal alokasi sumber-sumber yang
dimiliki, terulamz ruany dan ldhan sehinggs dapal dicapm penggunesn |ahan dan
ruang yang naksimum dan ditujukan kepada kesejabieroan masyarakal kota ™7

Oune mepgantisipast bl on, diperlukan kawasan perencanasn kawoasan
permukiman  khusus wamk  pendudok  miskin.  Ada baiknya  mencettmal
pengalaman beberapa negara dalam merencanakan kebijakan khusus ini, yaito
prodtion &'t draf sereice T el diptakarsa pamennlah koto Taima (Peco). Intinya
suatu kerangka dasar siandar sarana pelayanan mmimal, seponli sarana keschatan
sudah iibangun terlebih dabulu schelum dacrah-dascah tersebut diduduk) secars
spantan atal denpan kata lain program ind mengantisipesi perminiaan masvarakart
lemah zkan permukiman sebelum berkembangnya kawasan kumuh >

Invilomesig sepdin mendapatkan kesulitin dalsm bal pengaturan r<migadasg
perumahan bagi masyarakatnya Penyediaan serta peninghkatan jumlab perumahan
barus segera ditingkatkan ternasul penbanpunan sarana wrawn agar Lercipda
suatu kots vang mempunyx serla memperhalikan kondhs sera pengembangan
nilai sosial bodaya dengan harpa vang teqangkau baei lapisan masyarakat vang

b:rpﬂ-nghasi!an rendih, Seperii pang telah teruran secars jelas di dalam amenah

A The Warkd Rank, §eporar Peatbasguman Dusre 2004, him. 20,

Mp F Sikambing. Evalusi Kehijzhan Perianzhan Dalam Hukgm Tanah Irdonesic cstaksn kedua, Fanerbil
PT. Toka Liumang Spune, ThE, Jakcana, 20485, hin 463 — 44,

® e Wkl Bank. Laporar . | OpCRL IWio. 2
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vanp ditwangkan dalan Craris-laris Besar Haluan Negara, dan teratur secara pasii
dalam Peraturan Penpgant Undanp-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang
Pokok-Pokak Perumszhan. untuk kepentingan pengembengan penunahan tersebut
muka kergasama perlu dilakukan antara pihak-pihak yanpe terkail mizalkan antara
pemertintah, baik puzar maupun pemenintsh ducrah dengan pihak pengembang,
pihak swasta, koperasi, atau bank. 3ejalan dengan ilu make akan ada saling
keterlinkan dalem provek imi scpamang tdak ada penyimpangan vang dilakuken
oleh salah sat pibak. Karepa mesing-masing pihak harus memiliki kesadaran
bahwa masalah perumahan adalah merupakan maselah yang menguasai hajal
hodup rakyal vang sanpgal mendessk, Ferncrintah daiam hat ini telah menetapkan
beberapa peraturan di antaranya Persturan Pengganti Undang-Undang Nomor &
Tahun 1962 teniang Pokok-Pokok Perumehan, dimana selanjutnya perantan
tersebut diganti denpan Undang-TTndang Nomeor 4 Tahun 1997 teatang

Ferumahan dan Permukiman.

. PENATAAN RUANG DALAM PEMBANCGLNAN FEFRUMAHAN DAN
PEEMUKIMAN

Kota metupakan tempal pemukinan, rempat usaha dan keyempatan kerja.

Di perkotaan, permanfaatue tanah menjadi lebth intensit sehingpa nilai wansh

semakin mahal don kepumesn tapah kian kompleks vang mengokibathkan

kehutuhan akan suarl penatuan mang vang memadal dan terencana lermsa amal

mendeszk. Perencannan kKots mempunyai maksud dan juan untuk peninghkatan

kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai
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kasejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota.™ Olch karcna itu. maka rada
tangeal 13 Oktober 1992 diundangkanlah undang-undang veng mengatur tenteng
Penataan Ruang yaitu Dndanp-findanp Nomor 24 Tabon 1992 Di dalam undang-
undang ini terdapat istilah moang vang didefinisikan sebagai wadah yang melipud
ruang dactlan, ruang Jawtan, dan ruang udara sebagal satu kesatuan wilavah,
tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melskukan keglatan scrta
memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan talad ruang adalah situktom] den
prrla peerantastan raang, batk dicencanakan alaupun tidak, ™

Delam peckembangan selanjotnya |ndang-Undang Momor 24 Tahun 1992
lersebut sudah (idak sesual lagi dengan keadaan pensliun mang yang ada di
masyacakal seharmng o Keberadasn ruang yang terbatas da pemahamen
musyarakal yang berkembanp terhadap pentingny: penataan ruang, sehinppa
diperiukan  penyelenggaraan penataan maang Yanp IEnsparan, cickutf, dan
panisipalit anat ttrawud Tuang yang amar. nyaman, produkiif, dan herkelanjalan,
[H samping 16w, secara geagrafis Megata Republik Indonesia berada pada kawasan
rawan bencana, sehingpa diperlukan juga penataan ruang yang berbasis mitigast
bencana sebagai upaya meninghatkan keselamatan dan kenvamanan kehidupan
dan penghidupan.™ Oleh karena itu, pada tanggal 26 Apnl Tahun 2007
diterbitkan Tindung-1Indang Nomor 26 Tahun 2007 temang Penewen Ruang dan

Peraturan Pemarintah Normor 26 Tahun 2008,

T Pemruran Memerni Malam Megen Meanar 3 Tahun 19&87 Lenlang Penvedipan dan Pemberran Huk aces | ueh
uniuk PFrrusahaan Pembempunm Pemmahan, Pacal 2

M) ndang-lndang wenvang Penotasn mang. LU Mo 24 Takuo 1992, L0 Ma, 115 Tahon 192, VN S0 105
I'asal | nrgka | dap 2

**Undang-Lindang “emar 26 Taban 2007, Lo Cir.
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Peraturan Pomenntah Momer 26 laluo 2008 tentang Penatman Ruang
vang haru mulan dtetapkan adanys reward dan pesisimend. Peraturan Pemerintah
Momnor 26 Tahun 208 berisi tentang Rencana Struknur Ruang, rencana pola ruang
serta  aturan zonasi. Rewerd yaog diberikan  kepads  penpgembane  adalah
kennganan  pajak  {lzin Mendinkan Bonpunan, kompensasi, won  saham
penyedinan infrastrokewr seperti listrik, kemuwdsaban prosedur  perizinan dan
Kelembagazn),  Selam  itu  pemerinteh  juga membetikan reward  kepada
pengembang jika mercka biza memanfaatkan lahan sebesar 40 %% dart |zhan
maximum yang digunakan atwn pembangunan vang dilakukan secara vectikal
misalnys pembangunan dilakukan 4 {empat) lanki tetapi mercka (pengembang)
hanya memhangun 2 (dus) lantai saja. Selain adanya rewsrd pemeninlab juga
menerapkan adanya puistmient. Funishkment ini diberikan pada pengembang yang
tidak mencrapkan peraluran tentang lata ruang wilayah, ponishment ini dapas
berups pengensan pajak yanp Gnggi, pengensan kompensasi dan  pinely,
pembetalan penyediaan infrastruknr, ™"

D dalam Undang-Undang Momor 26 Tahun 2007 dikenal adanya istilah
swukiur rusng dan pola ruang Sewktur ruang adatsh sumunan pusat-pusat
permukiman dan siglem jarngan prasarana dan sarana yang berfungsi scbapai
pendukung kegiatan sogial-ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memilikd

hubungan fungsional, sedangkan pola ruang adalah destnbosi peruntukken ruang,

“hnpetiwwn kontan.com Al insentif bual pengusaha wang 1RBL
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dalazn suaty wilavah yang melipul peruntukkan ruang unmik fungst lindung dan
perunrukkan ruang ik fungsi buedi daya.®"

dinamike permbangunan mengzkibatkan kebulohan akan tansh semakin
tnetungkat sedang pada pihak |ain persediann akan lanah sangat terbutas. Sehingea
penambahan untuk kebutuban yang satu akan mengurangi perscdiszan tanah untuk
kebulshen yang lam. lal ind di samping menimbulkan alib fungst tenah dan
pertanian ke non penanian, juga mengakibatkan makin meningkatoya harga
tanah ™™ Karena tecbatastya tahan-laban di daerah khuses Ibukota Jakarta perln
dilakukan lanpkah-langkah pengendalian dan pengawasan terhatap pembebazin
stdu pembehan tanah dan benda-bends vang berada diasnya badk  wsiuak
kepentingan dinas ataupun swase, "

Milal 1anah menjadi penting mengingat liga silal atan walak  yang
dimilikinya. Prrame, tanih merupakan asel yang Udak terpengaruh oleh
penurunan nilai dan faktor waktu, Kedua. tanah mempakan aset vang sccars fisik
tdak bertambuh. Ketiga, tansh memupakan investasi jangka panjunyg selain salsh
zalu faktor produksi sehingea hal dalam spekulasi tanah =ebagai lempat unmk
memimpan kekaraan ffand poarding). Dengan demikian 1anah sudah merupakan
komodilas vang harms dimaniastkan sccara oplimal. Oleh karena i, dalem
analisis 1o kila harus pola mengetshel enlang feon-eon vang terkaic dengan

pemanfastan tanah. Secara ringkas dapat dijabarkan sebagal benkut-

25 hdang-Und ang Womeor 26 Tahun XR7. Ge O, Fasal L budir 3 daad
) Wayan Xuando, e Mfertanadur indeavrir. Penchit Keneks Uia Jagerta, 194 bl T
2":'ki.i_‘|:|'|.|l:|13.a.r| Ciubernur Kenala Etaersh Khumas [bakoda Jakania Mamor - 50 Tahon A1 Lentang Puiur s

Folaksargem Pommberdad Sural Persgrduan Prnsip Pembobasen |okasiTanan Alas Bidang fanah nrcok
Pnabanpranan Fisis Kata di Teerah Fhams [bikata Jakara




Johan von Thunen [(1826) adalah ploneer weorl pemanfzan anabh yang
terkenal denpan prinsip Highesr ard besr wee. Dia memperscolkan bapaimana
menpentukan fempat menznam {pettanian) yang paling efisien berhagai tanaman
scrta pemanfaatan tanah vang dunilikinya, Alfied Weber (1909) adalaly orang
pertama yany menggagss suatu tcon yang komprehensif tentang lokasi industri.
Prinsip dasar yang dikemukakaniya adzlaly babiwa pengusahe ukan memitih lokasi
dimana biayanva paling kecil. Walter Christaller dan August Lasch (1939,
meéngunpgkapkan teon berpat senteal feemivad place theorv), Teord mi bennaksod
untuk menghubuogkan tempal senical dengan dacreh belakangnya schingpa
lerbeniuk strukior Tuang regional. J. Boudeville {1967) teckenal denpan weon
kuiub periumbuhan e theory of growth peles), yany didefinisikan sekelompok
imdwitn yang mengalami ekspansi yang berlokasi i suaw dacrzh perkoraan dan
mendorong perkembangan kegiatan ckonoma lebib lanjwl keseluruhan daerab
pengerghnya,’'!

Béeberepa nama lan, scperl Ernest Burpest {1925) Flomer Howd {1930,
Harris dan Ullman {F940), Fdgar M. Hoover [1%4%), Walter lsard (1956) dan
scjumlah nama lainnya yang berkailan Jengan eon pemanfaatan lanah,”'

Perjaburun dari tcori-teori lersebut adalah tendapairva anggapan kuat
terhadap tanah yang dipandang scbaga ruang fdreglonispotiol), Makaa tuang di
st lergantuny alns kegunaan fuse) dan nilai Aesduey. Sejak itw roolai dmbul wpa
yung discbul “tcon  periumbulan  kota”, kareos kola meropakan  {ompat

permukiman, 2mpat ussha dan kesempatan kerja, M perkotaan, pemanfaatan

' Bydi Saritosn, Real Esme. . o i, Win. 1L,

b hbm. 12,
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ianah menjadi lebib intensif sehingya nilel lanab semakin mahal dan kegunasn
1anah kian konooleks, Timbulnys penataan euang atag yang lebih dikenal regiomad
praming di seliap negara puds munnva dimuolai dengsn adanya perumbuhan
keva-kora yang mokin pesat di awal abad 20 dimazns belum tenudi sebelunogz.
Pertumbunan kota ini dizkibatkan adanys ars urbanisasi yang berakses pada
munculnyz sfums, wrbon sprowl, rafilc jam, adanye penganpeuran dan lain-lain
schingpa dipefukan suatn penvelesaian dan pendekatan vang berafat regional.
Sccara tegas dalam seminar PBEB 1entang Perumahan don Perbakan Masyarakat di
Asia dan Tionur di Sew Delhs £1934) dinvalakan bahwa pendekatan reeional vang
monghasilkan regiona! pian dapatlah menpurang) tekanan vang dahsval dan koln
vang telah memadal dan tembuh mencapai bales maksimumoa dan regioncd
pluaning dapatlah menyelenppgarakan kehidupan ekonomi dan sregion secara
ml:n}'v:lunlh.“ !

Dalam proses urbamsesi Asia Tengpara, perubshan sosial bena-benar
terjadi, namun tidak terlalu luar biasa jika dibandingkan dengan wilavah-ailayah
dumaa vang lmin, baik angka perubahan-perobahan sovee siructaorod maspmi tinpkat
urbanizasi veng tclah  beriangsung relatif  lambat,  Meskipum  kota-kota
berkembang, namun strukivr penduduknya tidak berubah banvak. Giejala ini yang
lcrutama nampak pada kota-kota kesil dan menengoh yang telah mende;ak
pengamal-pengamal masalah perkelaan wituk  meayebot proses 1o schagal

involusi perkoraan bukan merupekan revolus 1':-u::rla»;unla.im.2I'1

Mrhid, him. 13
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Kebijakin dan strategl yang menyangkut penacaan, yang machgglunakan
nendekatan slktem yang  comprefencimtepral. blenuntue dan memadukan
sekaligus perencanaan tisik sumber daya-spatiel, perencansan kotiuoilas-somial
dun perencanaan sumber dava,

[Yengan werbatnya Lindeng-Undang Momor &6 Tahwn 2007 tcntang
I'emataan Huang dipandang sebagai landasan hukutn dalam upaya penataan tuang
dan pcmbanpunan decrah di Indoncsia. Rencane §ata ruang secara hirarki
sehagaimana terjabarkan dalam [Tlang-Tndang Nomur 26 Tahun 2007 dapat
dibedakan atas:”"

1. Rencena Tata Roonpg Wilayah Nazional, yang produk akhirmya disebut denpan
Stratcgl Masional Pola Pengembangen Tata Roanpg (SNPPTR) atan Rancana
Tala Roang Wilayah (RTRW ) Masional;

2. lMencana Tata Ruang Wilayah Frovins:, yang produk akhaimys disghul Jengan
Rencana Strukiur Tuls Ruang Prowinsi (RSTRE) dan kemodian diubah
namanya menjadi Rencana Urnum Tata Ruang Provinsi;

Rancana Tata Rmang Wilayah ¥abupwien, vany praduok ekiimya dizebw

Lk
r

dengzan Rencana Umum Tata Ruang, Daerah (RUTED) atan Eencana Umum
Tata Ruang Kabupalan;

4. Rencana Talia Ruanp Wilayah kota

Pemahmman 1enlang penataan ruang atau perencanaan cegivnal, termasnk
di dalumnys penggunaen leis reang tanab. saneatlah peniing dalam mempelajar

ilimo ceal eztate, bIcneutip pemyawnan ded Clandies Petlit, seorang pelopor

M Indarp-1:ndang “emer 26 Tahun 2007, edpd e, Pasal 14 ayar 2.
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perencanaan reeional. bahwa anli sesungguhnya dan perencanaan regionat adalah
perencanaan masysrakul it sendid dan industd real estare biasanya berawal dan
wmbuh dari sini.?'®
Penanganan pembangunan perumahan di perholaan, pada tabap penentoan

lokasi yang dihadapi adalah mazalah kesesuaion dengan rencana tata ruang kota
dan perkotnan. Panyak uswlan lokast pembangunan permukinan, tenitana yang
herskala besar bemada di Inar wilayah admimsmatif kota, yanp beltm ada rencana
tale ruangnya dan behun ada program penvediazn prazarana perkotaannys, Hal
demikian ini menimbulkan kwang berfungsinya permukirman vang dibangun
sesuai denpgan funpsi kota vang dibacapkan. Lebil dari itu, mengakibatkan
penggunaan tanab dan mansjemen perkotaan menjadi Ndak efisien. Dengan
demikian, keterkuitan peinbangunan perumahan denpen embangunan perkotaan
dapat dilihat dar segi keterkaian  proses  pembangunan dan kelerkadan
fungsionalnva. Untuk itu pembangunan koin ke xegala arah sebagaimana
diatahkan dolam Rencanz lnduk perlu dikendalikan dengan cermat  agar
penggunaannya dapat ditata secara proporsional,”’
Penataan Ruwang rmempanyai 2 sistem, yalm:
1. Adminisimabl, yakm mencakup Tata Buang Masional dan Tata Ruang Dacrah;
2. Fungsi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan tenemu misalkan antuk

kepentingan Industo Bepvans Tata Ruang Daerah mencakup kawasan di atas

sdalah teedini atas proses pemanlualat laa mang, pemanfastan roang, dan

pengendalian rang,.

IR Sanias, Reel Estane....., 00, hin, 15,
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Perbedaan antara taca ruang dengas penalain ruang sesuai dengan Pasal |
Unelang-Umdang Momaor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang babwa raa ruang
merupakan sualu nouna atau amran dalam mesgendalikun moang juga sebaga
wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik disencanakan o tidak,
scdangkan penataen mang adalah proscs dalam  percncanaan tata  rwang
pemanfaatan nuang dan pengendalian ruang terscbul, Subjek dan penataan ruang
adalah pemcriniabh, orane porerangan dan badan ok,

Tuta Tuang perumahan dan pemukimen hams teldh diidentifikasikan
terlebity dulu hal-hal yang menanjol dalam masakah rersebut werls @ia ruang hans
mengacu kepada w@ta mane nasional baik sistem maupun polanya. Ferbedaan tota
raatp i [ndonesio dengoan di inar neeeri wisalkan di nepard Japang dimana
dibedakan antera penataan di daerah dan di perkotaan sedangkan di Indonesia
penataan muang dibedakan antare adnunistrenf tata mang nesienal dan wailavah
glau dasrah. Demikian puls pemanipatanoya antam bolan Iindunye dan boeian bodi
daya®"?

Dalam hal pembanpunsn keda, Wi ooy kol sdalsh poba erpatfaatan
rusng kota yang disusun uotuk menjaga keserasian dan keteniben pembanpunan
antat takor dalam Kngka perutilson pragnam-progran pembangunan kota dalam
jangka panjang schingpe karenanya tala meng kota hmfung::i__:-‘.ehugni landazan
pembangunan kola bersangkulan. Tata ruange koo disesun denean tujuan ualak
dapat menampung atay member mang kepada sermua aklivilas pemludukoyva
dalam berbayai bidang (ekonomi, sosial, budaya). Benluk tata nomip kota di alas

permiukaan tanaly Jdizebul teta gune ranab. Sesuai dengan fungsi kota, t3ta guna

*Vapan external (1|, dagaeese Lifasite, Tokvo LU5-35%2-BanG. lapon. 1999, prednss.
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timth kotil secara gans hesar dopat dikelompaokkan sebogm kawasan karya (tempal
kerja) yang memanfastkan lahan kota t 15 %, kawasan wisma (lempat tinpgal)
memantaatkan lahan kotz £ #M%, kawasan marga (prasarana} memaniaatkan
lahon kota £ 20% dan Kawasan Suka (fasilitas) yang memanfaatkan lahan kot +
W%, KMawasan Larya adelah mueng yanp diboohkan oank menampung fungsi
uramz koda sebogai simpuol jasa produksi dan distribosi, dimana kota dipamdang
sebagal tempar antuk menghasilkan sesuatu vang bermenfaas bagn kehidupan
masyarekat, Basanya wendapal pada kola besar scperti Jakarta, Kawasan wisma
aflalah ruang yang dibutuhkan enink menampung fungs kols sebuge pusae
permukiman  {lempat loggal]. Kawasan wisma meijadi pendukong  ulama
kawasan karva, Di samping ruang untuk kedus fungsi kosa yang uiama terschut,
masih diperlukan ruang untuk pepnnjang alau pelayunan, seperl] rusoye welok
prasarana dan ulilitas winen seca Fsilitas sosial ™"

Pemikiran untuk mendapatkan pekerjasm demi tercapainya cila-cila duan
lerpenuhiny: kebuluban masyankar membust pendoduk desa biasanya secara
mendadak tanpa berpikir panjang melakukan vrbanisasi yang secars heyur-besaman
tanpa dipikirkan skibat benambahnya jumlah pendoduk di kota akan mennmbah
berubahtiva tata ruang kota karena schagian pendatang vang daang ke kota enpa
ditekali ¢leh suatr keahlian, Mercka pada akhimva memadi petgangguran dan
semakin menambah maselah bapi pemerintzh khnsustya mengenal  tempat
lingral mercka Masalall tanah untuk peramahan schapm ekibal darn masalah

whanisasipun mwnimpa pada  masvarakal Jepang, Umere dhon foll of

G s ki lvussnta, Seoat i I:I[r CiL, Rl 3272,
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JADAR I5 SIEP mouktain or degp farest that i wasuitable for Auhitation the cities
are lpcaied in the plamis witich ncoun anly @ small pard of the countrp. Huowine
conditiony i these uehan oreas, where the population, "™ Tempat tinggal bagi
warganya di Jepany menjadi suat masalah tersendivi, bal itu dapar dilihat dari
Lgak terpenuhinya kebutuhan perumzhan bagi masvarakat sehingga banyak
mzsyarakat Jopang yang Hnpgal di daecabh pegunungan maupun di dasrah
pingpiran kota.

Pemenntah saat ini mengupavakan hagaimang caranya agar kebutuban
akan ternpal tnggal mercka dapat terpenuhi. Sesuai dengan kebutuhan wersebut
pemerinizh berupaya dengan care membenkan Fasilitas lechadap kredit pemilikan
mumah, Biasanva yang melaknkap seperti ini adilah para pengusaha atan
perusahaan pembangunan perymahan yaiu badan usaha yang berbentuk badan
hukum vang berusaha dalam bidang pernbangunan perumahan, ™

Ditinjau dan konsep penataan tuang, keterkajtan antars pembangunan
perimahan dan pembangonen kota adalah schagal berikut*= Pertama, program
pernbangunan perumaban adaleh bagian dar program pembuangunan kola yang
tidak dupat dipisahksn, Kedua. dalam mengatur pembancunan penunahan dan
pembangunan  perkotaan,  pemerintsh menggumakan fasilitas serts
pengendaliannya melafui  perizinan. Pembangunao prasarana dan  fasilitas
tmerupakan penjebaran dan rencana pembangunan kotanya, serta aken menack

investasi untuk dijkuti oleh pembangunan unsuc-unsur kota lainnya.

ol

LdEpeacse Fifesnde. .., Boo [
T FEmrataran Menceri Dalam Megeri Mamdie % Tahun 195 T O, Peeal 1 owie |
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Maksud dan perencanaan kota adalsh mewujudkan peningkatan koalitas
lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakal kota dalam  mencapwi
kesciahteraan, sesuai dengan aspirasi wargs kota, sedanpkan suatu perencansan
kota mempunyal tojuan supaya kehidupan dan penghidupan wargs kols aman,
Leetib, luncar, dan sehat melalw perwajudan pemanlaatan ruang kola yang serasi
dan seimbang sesvai dengan keboishan dam kemampuan dava  dukung
pertumbuhan dan perkembangan kora serta perwujudan pemantaatan ruang kota
vahg %ejalan déngan wjuan serta kebijaksanzan pembangunan naswenal dan
pernbang unan dacrah 23

Dengan pendekatan konscp penalaan ruang ioilah sekaligus dapat dilihae
keterkaitan spasial dan kewerkaitan Tungsionzl antaty pembangonsn perumahan
vang secara dominan memanfaakan ¢ 60 % dap luas areal perhotaan (clemen
uiHma kemialan kol), sevars [ung=ional dirangkem oleh penyediaan pembangunan
prasacitne dan  fzilitas  perkotsan veng memenfzatkan £ 20% dan arcal

perkotaan, ™

C. HAK-HAK ATAS TANAH DALAM PEMEANGUNAN FERUMAHAN
DAN TERMUKIM AN
Tanah land] menjadi unsur pokok dan penting  karema  untuk
pengembangan bangunan apapun di alesnya sangal memedukan lanah sehagai
pundasi. Arti pentingnya tanah begi kehidupan umat menusia, sebagei contoh

kasus seringkali ranzh sebagai swnber alama timbulnya susiu peperangan di

Mo, hlme Tk

Mrbad, hlm. 322,
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dalay keduulatan suslu negara, sehinppa ada anggapan balwa lanah sebages
sumber kchidupan dan perghidupan manesia merepakan comdfefo sime gug map,
sepertl bylnys wdara yang kita hirup. Mengingat akan arti penting tanah, sehagai
penpesaban kedaulalon suatu negara maka scringkali tanah digunakan sebagai alat
yang dapat dipolitisasi sebagai sarana unluk memecahban kesatuan suatu negare,
dimeana anah it gendini memiliki kendungan kekayaan yang borancka ragam baik
kandungan di dalannga maupun kandungan di atusnya. Rendabnya status hukum
kepemililian vanah.

Herdusarkan data BRS, pada thon 2000 di dacrh perkotaan, persentase
rmah tangga vang memiliki sertipikat BPN [Badan Penanahan Wasional} atas
tanzh vang dibanpun baru mencapal 50,8 persen, sedangkan di daerabh pedesaan
hanva 21.6 persen.™® Status hukwn kepemilikan tanah banas diator sedemikian
hingga agar tanah vang akan digunakan dapat pula dimanfaatian secara maksimal
HAMLIMY A,

Pengaturan lwkura tanah yeng diatw di dalam UUPA telah membenkan
kedudukan khusus bapi tanah sebagai benda, Kekhusosan ini terlibet dengan
adanya proteks] dulam pemnilikan hak auss fanab berupa ek bk, Hak Guna
Czaha, Hak Gune Bangunan, dan Hak Paka. Keduduksn khosus dalam bubkum
tanzh terlihat pula pada kerentuan Pasal 33 ayat {33 LD 1945, yaitu bahwa bumi,
air, dan keckaryaan alem vang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergurakan uniuk sebesar-besar kemak muran rakyat. ™" Macam-macam hak-hak

atas tangh diteninken dalam Pasal 16 ayat (17 UUPA, berupa, Hak Milik, Hak

5 Lan Pusat Seunstik, MHI. Sz Parumakan dan Meraubomen Hagil Surved Sogsial Exememi 2000,

"H¥uhnendak Haxar., frmbapa tfomingn .. . OO it &1L
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una Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Scwa Hak membuka lanah,
dan Hek memungul hinst] hutan

Huk-huk  alas lanab apupun semwanya memben kewenangan uniok
memakal sustu bidang tanah tertenin dalam tangks mememdn suaty kebuiuhan
tertentl. Pada hekikabiva pemakaian tanzh itu hanya terbatas untuk 2 {dua) rujuan.
Penama, pemakaian ranah untuk divsahakan; misalnya untuk usaha pertanian,
perkebunan, penkanan ( lmnhak} atay pelernakan, Kedun, wwnah dipukan sebaga
tempal  membanpun  cosuag;  seperti untuk membangun bangunan  pedung,
banpunan air, baneunan jalan, lapangan olahraga, pelabuhan, panwisaia, dan lain-
lain, Semua buk aras mnabo te mecipakan hab untuk memakai lanah, maka
samuanya memang dapat dicakup dalam penpertian dan denpan nama scbutan
Hak Paksai. Mengingat bahwa dalam masvarakat modem peruntukkan tanah it
bermacarn-macamy. maka wntuk memudahkan pengenalannya, 1lak Fakas wtuk
keperuan vang bermacam-macarn o masing-masing diberi nama scbutan yang
berbeda, vaitu Hak Milik. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunen, dan Hak
Pakai !

B antara hak-hak pakai tersebut ada vang siluinya sangat kbusos yang
bukan sekedar herisikan kewenangan uniuk memakai sesuaty bidang tamah
terlenty yaog diheki, etapi juge mepgandung hubungan psikelogis-emuesional
anlera pemegeng hok denpon wanah yang bersangkatan. Hubungannys badkan
scbecdar hubungan Jugas yang memberi kewenanpan nemakal suatu bidang tanah

lerteniu. Pemepans haktwva sebagai orang Indoncsia yang belom mendapat

Dl ETarsonn, Ffudia dgraria ., cdnie, Bl 238,
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pengaruh  pomukiran barat, necasa  heeddorbesi tanah yang  bersanphutan.
Dirasakan fangh itu schagal kepunyaannya. tHak Pakai ind dalam TITIPA diber
nama sebutan Hak Mibk. Nama Hak Biltk vang diano dalan ULIPA bukan nama
sl loadenesia, Letapi sifal-sila hak menguasal lanah vane diberd nama sebutan
Hak Milik ity sudah dikenal dalany hukwow adal, vaite sehagai hasil perkembangan
penguassan dan pengusahaan alau pengeunain schapian tanah slayar secars
intensif dan lerus-menerus olth perscorangen warga masvarskat hukum adat

sl

petmggang hak ulayat.

Untuk jenis tznah sehapaimans diatee dalam beherapa Pasal dalam UUPA,
Lerdin dan:
1. Hak Milik

Hak Milik adalah hek tenn-temomn, terkuai, dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanal. Hak Milik dapat dipunyai oleh perormngan maspon
badan hukum.® Tialam Pasal 520 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyebutkan bahwa pekarangan dan kebendaan tak bergerak lainya yang bidak
terpelilure dan tiads pemiliknya, sepertipun kebendsan mereka yang meninggel
dunia tanpa ahli waris atau yang wansannya telah ditinggalken adaloh milik
neeard. Kepemilikan olch negara terscbut didasarkan pada kotentuan Pasal
sabelurmnya vaiu dalam Pasal §I2 yang menveholkan babwa kebendaan yvanyg
bukan milik siapapun juza slau kebendaan lainmya adalah milik pegara, malik

budan kesatvan alau milik seseorang. Dan tumosan kedos Pasal ersebot dapeat

tnd.. B, 28

B amini Mulisli dan Gunawur: Widiaja, Jfak-Hek cmas Tanaf Criakan | Poacrbl Keneara, Fakorta, 200,

Ithm. 25,
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diketabui bahwa khusus untok perkarangan dan beada tidak bergetak, selain yang

dimiliki vleh vrung-perorangen secara bebas, baik dalam kepemilibannys sendin

sevars individu mawpon dalam bentuk milik bersama vang terkat, maky seluruh

parkaranpan (tanal) dan bemla-benda ddak bergerak lainoya yang ada di

Indenesia (Hindia Betanda) waktu in 3dalsh milik negara vang pada waktu it

Jivakili clch Pemenintah Hindia Belanda 7

Elak Mihk dapat teguedi karena beberapa hal. Hal wang periama
mengenai ketentuan adat yaitu dapar dilakukan dengan jalan pembukasn stas
lshan bare yang diatlur sesvai dengan peratwran perundang-undangan yoang
berlaku. Hal yanp kedua méngenat kepemilikan atas Hak Milik dapat dengan cara

Penelapan pemerintah menumit cara dem syvaral-svarat yang ditetapkan. Hal yang

ketipa adalah herdasarkan kelentuan peraturan  pemandang-undangen. Janghka

wakty dari Hak Milbk ini semdin tidak terbatas scsval dengan Pasal 20 Undang-

Lndunp Pokok Aprana yang berhunyi:

a. Hak Milik adalah hak twun-lemoron, erkua, dan terpenoh yang dapar
dipunyai 0tang alss tanah dengan menpinpal kerenman dalam Pasal 6.

b. Llak Milik depat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. scdangkan
kewenangan pemberian haknva diatur dalam Pasal 3, 7, 14 Peraduran Menten
Negara Apraria/Kepala Badat Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahon 1999
wentang Pelimpahan Kewenanpan Pembenan dan Pembatalan  Kepatusan
Pembenan Huk atas Tunah Negara,

Hak Milik merupakan hak vang paling kuat atas tanah yvang membenkan

kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kemnbali suatu bak lain di atas

HOihi. N 1.
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hidang tnah Llak Wilik yanp dimilikinya tersebut {dapat berupa llak Guna
Bangunan ataw Hek Pakai, dengan pengecunlian lak Guna Usaha), yang hampir
sama dengun kewenangan oegara (sebapal penpuasa) untuk membenken hak atas
umah kepada warganya, Hak imi meskipun lidak mullak sama, tetapi dapat
dikatakan mirp deogan sigendom alax lanah mentrut Kitab Undang-Lindang
Hukwn Perdata yang memberikan kewenangan vang paling luas pada peaniliknya
dengan I:x:t:_ntu:-m harus memperbatican  ketentuan Pasal 6 ULPA  yang
menystakan buhvea sermua hak atas mempunyat fungss sosial !

Mengenai ketentuan Hak Milik diztoy dalam Pasal 20 sampai dengan 27
UUPA, sedangkan kewenangannya digtw dalam Pasal 3, 7, dan Pasal 14
Peraturan Menteri Megarm Agmenakepata Badan Penanahan Nasional Nomeor 3
Tabun 1999, ketenituan mengenal pemberian dan pembatalannya haknya distur
dalatm 1*asal § &'d 16 Peraturan Menter Negara Agrana’kepala Badan Pertanahan
W asional Momor & Tahun 1999 tentang Tata Cara Pernberian dan Pembatalan Hak
atas Tanah Negara dan Flak Pengelolaan, antara lain:

a Menunst hukum adat yaim dapat dilakukan dengan pembukaan lghan baru
yuny diarur sasuai dengan peraturan pemenotah.

b. Menural penetapan pemeriolah yang syarat-syaratnya telah dietapkan olch
undlang-undang,

Hak Milik memberikan kewenangan vang mutlak stau yang terluas dari

kewenangan a1es hak lain vang berads scluin Had Milik, misalken Huk Guna

Lisaka, Flak Pakai atan hak vang lain aweu dolam istilah Kish Undang-Undang

W thia, Bl 36
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Hukinn Ferdats adalah munip dengan eigendom, sepagjang masilh barus
mnempeThatikan ketentuan vang ads pada Pasal 6 pada DUJPA.
¢, Sexusl denpan ketentwan undang-undanyg, Hapusnya Hak Milik bernda dalam
ketentuan vang dirumesksn pada Pasal 27 UUPA, yung berbunyr bahwa Hak
bilik hapus apabila:
I. Tanahnya jatuh kepada ncgara
2. 5&:3:1:1 pencabutan hak terdasarkan Pasal L8 UIUEPA;
1. Karcna penverahan dengan sukarela oleh pemiliknyz:
il. Karens dielantarkan;
ni. Karena ketentuan Pasal 21 aval (35 dan Pasal 26 eyat (2);
1. Tanahoya musmah
Alasan peacabutan bak adalsh karcna kepemilikan tanah tersebut
diangoap demi kepenbingan wmum, yakni kepentingan bangsa dun negar,
Penwabutan iru dapet diberikan ganti rupi vang laysk bag pemilikinya.
kKetentlan sécars jclas mengenai hal ini dapac dilibat dalam Pasal |8
UUFA dan juga dapat dipertegas dengan Pasai 1, 2, dan Pazal yang lain
sampal dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tabun 1961 1entang
Pencabulan Flak-1lak ates Tunah dan Benda-Benda yanp Ada di
Ell.'asng.fﬂ_1 fz
Alasan hapusnys Hak Milik karena penyerahan secara sukarela adalah

dapat dipertegas dengan Kepulusan Preciden Nc;rmar 5% Tahum 1963

Mgt . blnt, 129, Tecaklor dhubal dengan Peraluran Presiden Womer 65 Tahon 2006 denlang perubshan aces
Perpees Mamur 36 Taliun 2044 Lentang Pengaduan Tomah Aepi Felnksaeaan Pembanganan unouk: Eepenimgan
Limum.
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tenlang  Penpadasn  ‘Tanah bap Pelaksanaan  Pembungunan untub
Kepentingan [Cmum yaitu di dalam Pasal 2. 3, 4, dan 3, serta diperkueal
pula denpan Tndang-T ndang Memor 24 Tahum 1961 tentang Penesbutan
Hok-Hak atas Tonah dan Benda-Benda vang Ada di atesnya Todang-
Undang Momar 31Pmp 1260 wntang Larangan Pemaksan Tansh atau
kuasanya dan paramiran vang tarbatu sdalah Peratoran Prasiden Nomor 36
Tahun 2005 tentang Pongadaan lanah bapi Polaksanasn Pembangunan
unuk Kepentingun Umum 2

Alasan hapusnya Hak Milik karena tanah tersehol dijelantarkan edalah
karena seperni vang lerdapat di dalarn Pacal 3 dan 4 adalah dicwana dapar
ditarik  kegimpulan  bahwy yang dimaksud tanah yang  rerlaniarkan
adalah:

a. Tanah vanp Bdak dimanfaakan danfaiau diperlibara dengan baik;
b. Tanah vang tidak diptrgunakan scsual dengan keadassn sifal slag
tujuan dan pembenan ataz hak tenahnva wrssbet,

Alasan hapusnya Hak Milik karena diknasa atan dialihkan kepada
subjck hukum vang tidak berhuk memangke kedudukan sehagaimana yang
distur dalum Pasal 21 ayet (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Hak Milik atas
t:maJ_I karena mengacu pada ronwisan Pasal 21 ayat (13 TTUPAC Hapusnya

Hak Milik karens kemusnahah tarahnya dapat dilihat peda dasar-dasar

™ fied_ him. 133

TMitad | Rlen. 137,
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alas tanzh Lt sendiri, Denpan musnahnya suat bidang aras tenah, maka

pemberian Hak Wilik sias tanah o sendi telah hilang demi hukum,” ™

2. Hak Guna Usaha

Hak Guna Tleaha adalabh hak untok mepguzshakan tanah yang dikuasai
langseng oleh nepate, dalam penamian, penkanan atau pelemekan, Pengaturan
metigendd 1ak (iuna [Csaha dietur dalatn Pasal 28 sammpai denpan 349 LIDPA [lak
© 3una lsaha diberikan uotuk wakio paling lama 25 Tahun atan 33 tshun. Hak
Ciwna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dan dibcbani Hak Tanggun gan,’™*

Hak Chna Usaha diatwr dalamn Pasal 2 sampai dengan 18 Peraturan
Pemerintzh Nomor 44 Tahun 1995 tenlang Hak Bilik. Hak Guna Usaha, Hak
Cuna Baneunan, dan Hak Pakal. sedangkan kowenangan pembenan dan
pembatalan hakoya distue dalam Pasal £ dan 14 Peraturan Menteri Negam
Agrana/Kepala Badan Penanahan Nasional Normer 3 Tahun 1999 tenling
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Kepulusan Pembenan Hak
atux Tanah Negar,

Ketenlvan mengenal subyeknya distor dalam Pacal 17 sampai dengan
pasal 31 Peratuman Menier Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Masionad
Nomar 9 Tabon 1994 tentang Tata Cara Pembenan dan Permbasalan Hak atas
‘Tanah  Megara dan Hek Pengelolaun. Cam yang dapat ditempub agar terjadi
pemberian baknya adalah dapat melalui p-cmb-:ﬁ.an hak ulch menten atau pejabal

vang diturjuk,

FEikad | R, 13U dan |4,

Mrpd | hlm. 153
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Subjek hubkum Jun Hak Gona Usaha adalah Warpa Negara [ndenesi dan
badan hukwm vang berkedudukan di Indonesia, sedangkan asal tanahnyn sendir
beéraa] dan pembenan baknya oleh menterd alau pejaboe yang disunjuk, Dalam
Fasal 30 UUPA menyatakan babws vang bolch mempunyai Hak (Guna Lsoha
harus Warga Negara [ndonesia atas badan hukum vang didirdkan menurut hukeem
negara di Indonesia. Secara khusus hapusoya Hak Guna Tlsaha adelah wlsh dismr
sewcard jelas dalam Pasal 34 Undang-Tndang Pokok Agraria, vaitn®
a,  Janpka wakiunya telah Berakhir
b, [hhemikan schelum jangka wakm wakiunya berakhic karcna suam syara tddak

tesrpremi Ui
¢, Lhlcpaskannya clch pemegang haknya schbelum jangka wakiunya berakhic
d. Dicabut untuk kepenlingan wram:
e, Dhitelantarkan;

. Tenabnyw musnah,

Y. HMak Guna Banpunan

Hak Guna Bangunzn mdalah hak woik mendidikan dan mempunya
bangunan-bangunan atas tanah yanp bukan miliknya sendiri, Pengatumannys dapal
dilibat dalam Pasal 35 sampa dengan 40 UUPA scria terdapat i dalarm Pasal 19
sarmpai dengan 38 Peraturan Pemeriitah Momor 40 Vahun 1996 tentang Hak Guna
1lzaha, Hak Guna Bangunan, den Hak Palﬁi atas Tanah, sedangkan kewenangan
haknya dizstur dalam Pasal 4, @, dan pasal 14 Peraturan benteri Negara

Apraria’kepala Badan Perianzhan Masiona] Momor 3 Tahun 1999 lentang

Tkt hlm. 172
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Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Kepulusan Pemberian Hak
atas Tanah Negara. ketentuan mengenai fata cara pemberian hak wersebu diator
dalam FPasal 3! sampa dengan 48 Feraturan Menleri Megara AgrariadKepala
Badan Fertanahan atas Tangh Megara dan Hak Pengelobaan,

Hak Guna Bangunan adalabh hek wniok mendidkan dan memponyai
banpunan di atas tanah vang bukan miliknya sendini dengan pangka wekiu selama
30 tahun sebagaimana yang diatur dulam Pasal 35 ULIPA. Lni berarti seorang
permegang Hok Guna Banpunan berbeda dari pemegang Hak Milik dari 1anah
dimana bangunan torsebad didinkan aiaw dalam konowasi yang lebih umuom,
petnepang 11ak Guna Bangunan bukanlah pemcpang Hak Milik dan tapah dimana
bangunan teeachu didirikan. "

Subjek dami Hak Cune Banguran adalsh Warga Negam Indonesia serts
bewlan hukum vapg Berkedudukan di Indonesia dengan ketentuan-ketenbuan yang
berlaku, Hak Guna Bunguaan sebagaimana vang diatur dalam Pazal 21 Peraturan
Pemerntah Nomor 40 Tahun 199 tentang Hak Milik, Hak Guna Blsaha, Hak
Giuna Nanpunan, dan 1lak Pakai dapat berasal dan:

a  Tanah milik negara;
b. Tanah Hek Pengelolaan;
¢. Tamzh Hak Milik.

Cara yang dapat dilakukan agar dapat memperaleh haknya adalah dengan
cara pembenzh haknva oleh menteri atav pejabat yang berwenang dan telah

dirunjuk dengan penctapan nemetimah apabila tanahnya berasal dan lanab vang

M, him. 1E
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secofn lanpsunp dikaasai oleh negars, Lotuk Hak Guna Bangunan ataz lansh vang
pengelalaannya diberikan oleh menten alau pejabat vang berwenang berdasarkan
usul pemegang Hak Pengelolaan. Kemudian wntuk Tak Cfuna Banpuoan atas
Tanzh Mak Milik lerjadi dengan pembenian oleh pemegang Hak Milik dengan akia
yang telah dibuat oleh Pejabat Peanbuar Akta Tanah (PPAT).2"

Jangka wakiu berlakunya Hak Guna Bangunan adalah 30 1ahun apabila
tanah vanhg berasal dan tapah negars dan dapat diperpanjang untuk jangka wakitu
paling lama 2t tahun, sedangzkan apabila tanabnya berasal dard tanah 1lak Milik,
maka jancka walku vang diberikan hanya 30 tahun sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 25 hingga Pasal 29 Perataran Pemenmah Momor 40 Tahun 1996
ienlang Hak Wilik, Hok Gona [saha, Hak Guna DBangunan, dan Hak Pabkoai.

Hapusnya Hak Guna Bangunan scbagaimana yang distur delam Pasal 35
Peruturan Pemerindab Nomaoc 40 Tabun 1996 tenfang Tlak Guna Usaha, §lak Guna
Banpunan, dan Hak Pakai Avas Tanah:

4. Berskhimys jangka waklo veng welah ditelapkon aesoai dengan ketentuan d
Alat,

b, iXbatalkszn haknya aleh pejabar yanpg berwenang sebelum janpka wakiunya
berakhir katena telah dilonpgarnva perjanyian vang telah discpaketi;

¢. Dilepaskan sccara sukarcla oleh pemepang heknya sebelum jangka wakmanya
herakhir;

d. Dicabur demi kepemingan umum  berdasarkan UndangLindang nomor 20
Tahun 1961;

g, Tanahnya diterlantarkn;

T Iin. 19,
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f. Tanahnya rausnah:

g. Ketentuan dzlam Pasal 36 avat {2).

4. Hak Faken

llak Pakal adalah hak untuk mengpunakan dan/atag meiongul Gar huasil
tanah  yang <liknasai langsung pegara atau tanah milik otang lein yang
memberikan wewenang dan kewajiban yang Jientkan oleh pejaba vang
berwenang. Hab Pakai depat Jiberikan dalam hal”*
3 Selama jangka wakio tetiente ataw selame tanabinva dipetpooskan uoluk

beperiuan berientu.

k. Denpan cuma-cume, dengan pembayaran atgo pemberian jasa bempa apapun,

Fengeiuran Hak Pakal tordapat dalwn *asal 41 UUPA dan Pasal 39
Peraturan Pemennlal Nomor 40 Tahun 199 enlang Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai. Ketentuan mengenad i o
memberian dan pembatalan heknys diator dalam Pagal 49 sampan dengan 65
Peraturan Menteri Mepara Agraria®epala Badan Pertanahan Mazional Nomor %
Tahun [ jeniang Tats Cam Pembenan dan Pembatalan Hak atas Tansh MNegara
dan 1lak Pengelclaan

Subyek Hak Pakai schagaiamana wvang diatur dalam Paszl 3% Peraturan
Pernenniah Maorner 40 Tahun 1999 lentang Flak Ouoa Usoha, lak OGura
Banpunan, dan Hak Paka -;m;m Tanah adalah;
d. Warga Megara Indonesis;

b Omrang Asing yang berkedudukan di Tndonesia;

20t him. 744
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¢. [mstans pemenntab;

d. Badan-badanh Keagamaan dan sosial;

¢, Badan Hukum vang didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia;
1. Badan Hukum Asing yang memibki pereskilon di Indonesia;

g. Ferwakitan Nepara Asing dan perwakilan Badan [nternasional,

Hak Pakai dapal berssal dan tunab negara, ianash Hak Pengelolaan, dan
tanzh Hak Milik. Tanah yang berasal dan tanah ncgara diberkan haknya pleh
merlerl Alapun pegabat vang diunjuk, sedangkan tangh Hak Pakai ates 1anah Hak
Penpelolaan diberkan desgan keputusan pemberian hak oleh merteri atau pejabeat
yang ditunjuk berdazarkan waul pomegang hak, Kemodian unnik wanah Hak Pakos
alis lanah Elak Milik terjadi dengan pembetian oleh pemegang Hak Milik dengan
akta vang dibuat oleh Pojabal Fembuat Akla Tanah {PF‘AT'II-M

Jangka wakiu herlakunyapun rmemilike perbedaan, di antaranya apabila
Hak Pakai berasal dan tanah negara maka dibenkan jangka wakiu 20 1ahon dan
kemudian dapat ditambah ataw diperpanjang unhak janpka waekou paling lama 20
tahun atau dalam janghs wakty yang fidak Jitentukan selama tanah tersebut masih
dipergunakan, Bila tanah Hak Pakai izreebul berasal dari tanah Hak Milik, maka
diberikan jangka waltu 25 tahun scrta tidak dapat diperpanjung kembali *™

Hak Pakai dapat hapus sebagaimana vang diatur dalam Pasal 55 Peraturan
Pemerintab Motnor 40 Tahun 194 tentang Hak CGuna Useha, Hak Guna

Banganan, dan Hak Pakzi atas Tanah, bila:

bt hlm. 251

M2 hi, hiu 259,
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1. Therakhimya jangka wakio yang fefah ditetapkan di atas peganjian yang telah
disepakati oleh kedua belah pikak,

&, Dibatalkannya oleh pejabal vang berwerang karenn fidak  dipenuhing
kowajiban oleh salah saty pihak ataw telah dilanggarnyn ketentuan-ketentuan
vang telah disepakat oleh salah sam pibak melalul keputusan pengadilan yang
lelah Berlaky secara retap;

3. Iulepaskan secara sukarcla oleh perncpang hak sebhelum jangks waktorya
berakhir;

4. [Dicabul berdasarkan Undang -Undang Nomar 20 Tahun 1961

5. ‘lanahnys muznah.

8. Tenahnya diterlararkan:

7. Ketentwan Pasal 40 avatl (2).

3, Hak Pengeloelasn

Hak FPeogeloizan adalah hak vang dibetiken oleh MMenten Mepara
AgranaXepals Paden Pertanohan Moasional apabila tanah-tanah negsra akan
dipergunuken aleh instansi-instansi yang dimaksudkan untuk diberkan dengan
sesiaiu hak kepada pihak ketige.

Berkaitan dengan imasslah hak aas tanah, yang dipeclukan puia ialah
perihal sentipikat Hak lanpgungan scbagaimana dengan diterbitkannya Undang-
Undang Momor 4 Tahun 1994 tentang ok Tangpungon Atas Tamsh Besenia
Benda-Bends Yung Berkaitan Dengan Tanah. Hal ind dilararbelakangi oleh
tunhutan permbonpunan oagional yang memerloken lembags hak jamitan vang

ks dan mampu memberikan kepastian  hukom bagi  pibak-pihak  yang
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berkepentingan. Obyek tanah yang dapat dibebani Hak 1anggungan adalak Hak
Milik, Hak {una Usaha, llak {iunz Tangunanm, dan Hak Pakai atas tanah
negara ™
becara ongkas undang-undapg Hak Tangeongan mempuoya cin-cid
sebagai herikut: "
#. Memberkan kedudukan yang ditamakan atau mentdahului kepada pemegang
hak;
b. Selalu mengikuti obrek vang dijaminkan dalam tangan siapapun abwek im
herada;

£, Mamenuhi 4545 spesialitas dan pubdisitas;

d. Mudah serta pasti pelaksanaon eksehusiny.

Hak ataz tanah memberi wowenang kepada pemegang haknya untuok
mcmpeIgunakan atan mengambil manfaat ates canah yang di atasmya hak it
melekat. ULJPA menyatakan hahwa Hak Milik. Hak Guna Usaha, dan Hak Guna
Bangunan dapat dibebani Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan sualo
hutang. Sebaliknys ok Pekai dun Hak Sewa i tidak discbut dalam hak atas
lannh yang dapal dibebani Hak Tanpgungan karena sifainya vang sangat istimewa
miaka untuk dibebani menjudi Hak Tanggungan adalah hanis benda tersebut
ditunjuk oleh wwdang-undang sebagai objek Hak Tanggumgan.

"ada hakikatnya Iak Tanggungan mecopakan ikutan feceessolr) pada

perjanjion pokoknva, vakni patjan)ian vang menimbulkon hukom boEngz-pioinag.

Mhjaria 5 W, Yumadjoaw, Arbpoekar Mertanzhan ardare Sogwars: & Soplemearan, Cetakan Pertamae
Pererhit ¥.ompas Takaria 2090 him. 134,

Mitad, hle 122,
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Dengan demikian, keberadaan, peraliban, dan hapusnya Hak Tanggunpan
leTpantung pada ang vang diamin pelenasannya tersebuc. Kebersdaan Hak
Tangpungan ditesukan mefalui pemenuhan tals carg pembebananmya yang
meliputi dua tahap kegiaian, Pertama, tahap pemberian Hak Tanggunpan dengan
dibuateya Akea Pemberian Hak Tanggongen oleh PPAT (yang memuat substansi
yang bersitat wapb dan janji-janji vang bersifal fakoltarify yang didahului dengan
penangian pokoknye, yakni perjanijian utang-protang. Kedua, tahap pendaftaran
Hak Tanggungan oleh kantor perlanahan vang menandekan seat lahimya Huk
Tunggungan. "

[lak-hek atas 1ansh yang beraspek keperdatzan tersebo dischn schapai
hak-hak atas 1anah yang primer, karena hak-hak tersebut berswmber langsung dari
Hak Bangsa Indunesia atas woah-tansh yang ada Ji selunuh wilevah Negam
F.epublik Indonesia. Hak-hak vang tidak berswuaber lanpsung dari Hak Bangsa
Indemesia discbul hak-hak aas tanah vang sckunder, vaitu hak-hak vang dibenkan
oleh pemepgang hak primer, seperti hak sewa, bagi-basil, gadai, dan lain-lain 2+

Akhir-akhir  im ada  yang  mcehgemubakan  pomikiran untuk
menyederhanakan jumlah bak-hak atas Lanah yang 4 {empat} macam ecsebut
{Hak Milik, Hak Guna Banmgunan, Hak Guina (Fsaha, dan Hak Pakai) menjadi 2
{dua), yaitu hanya Hak Milik don Hak Pakai, seperti yang dijumpal di negarp-
negama yang mengguoakan s15m hukum angle-saxen, dengen demikian memang

jelas akan ada penvederhanaan dari sudwt hitongan jumlabnya

M it b, 123,
™ thtd., hhm 235,

MRt hlm, 2641,
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Ada pemikiren untuk menvederhanakan hak-hak alas seportt vang lertuang
di dalan Rancanpan 1ndang-1Iodang {B1T0) Swnber Dava Agrana yaitu menjad)
Hak Milik dan Hak Pakai. Hak Pakai terdid dar Hak Pakai dengan jangka wakiu
tertento, Hak Pakai dengan jangka waktu selama anahnya dipergunnkan, dan Hak
Pakal khusus dengan jangka wakiy selama tanahnya dipergunakan..”™

Hak Pakai yang dimoksud RUU Swnber Daya Aprana adalah hak uniuk
mengginakan dan ataw mengambil hasil dar tanah untuk jangka wikle terdento
atau sslama lanahoya digumakan bagi keperluan yang scsuei dengan wjuan
ponbenan hakoya. Flak Pekai wnluk sclama tanahnya diperpunakan bagi
keperiuan yang scsuai dengan tujuan pemberan haknya diberikan di atas tanah
negara, vang penggunaannyz bagi keperlugn publik vang bersifat ™asional aau
Intermasional. Hak Pakai Khusus  adalah hak pakai vang memberikan
kewenangan:>**
. Sebagaimana dimaksud ayat (1) alas tanah negara:
24 Menentukan dan mengatr  peruntokkan, penpeungan dan  pemanfaatan

tarahny:s;
3. Mcnycrahkan bagian-bagian dun hak pakai tersebut kepada pihak keriga
selama jungka wakiu tertenm.

Hak Pakai dengan Tangka waktu terteniu dapat dipunyai olsh:"*"
1. Warga Negara [ndonesia;

2. Warga Negam Asing:

“Rancanpas Uudang-Undang tentang, Sumber Dara Apraria
e,

4 i
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3. Badan Hukum Indonesia; alau
4, Hadan Hukum Axing yanp mempunyai perwakilan di Imdenesia,

Jangka wakiu vaog diberikan untuk Hik Fakai alas tanzh negara selama 50
tahun sedangkan Hak Paka yang diberikan di aias tanah Hak Milik sesuai dengan
kescpakatan para pihek dimana sclame-lamanya wakiu veng dibenkan adalah 50
st 2!

Peryederhanaan jumlzh hak-hak atas tanah rersebul pada kenyvawaaunya
Justmu  dapat  memumbulkan  ketidakscderhansan  dalamn pengertian dan
pcogenzlannya. flak Pakai vang akan mengpantikan Ilak Guna Usaba, Hak Guna
Bapgunan, dan Hak Pakai vang ads seharang akan bermiacam-macem isi
kewenangannya. Masing-masing Hak Pukai itu berbeda tujuan peruntukkan tanzh
waryg dihaki, berbeda persyaratan bagi pemegang haknya, dan lainlaionya, Hak
Pakai itupun lidak ekan langsung dapat memberikon informasi mengenai
perunhukkan tanah yanp dibaki, makoa Hak Pakai itu tidak dapar langsung dikenal
isi dari kewenangannya Berbeda dengan Hak Guna Usaha, 1lak Guna Bangunan,
dan Hak Pakai vang mesing-masing sudah jelas perumukkan tanal vang dihaki.
Namun merumuskan ketenman dalam rangka meindumgi kepentingan Masional
dan golonygan rakyal yang ekonominya lemah jupa ddak semiwlab seperti yang
diharapkan jika tetap ada Hak Guna lsaha, Hak Guna Bangunan, dan Llak

Pakai. =™

3 g,

Tig, i Harseno, Hubkem Aprare. O, hm 281,



Lritinjan dan sepi peaktis perubahannya juea tidak akan mudah dan
geerlerhana, Kini sudah ada sekitar 25 juta bidang tanal yang didaftar dengan
penyebutan nama Flak Medik, Hak Gona Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak

Pakai tersebut,* ™

). PENGADAAN TANAIL BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
FERMUKIMAN

ITndang-LIndung Mumor 4 Tabun 1992 rentase Ferbnaban  dan
Permukiman telah mengadi landagan hukum vang koat dan metupak an bagian dan
koranpgka landasan pembangunon nasional memaauki Eencana Pembangunan
JTangka Mcnengah Maziopal (REJAMN)Y 2004 - 2009, Sesuai denzan jiwa dan 'asal
13 Undeng-Undang Dasar (745, vang mepgamanatkan behws bumi, air. dan
kekayzan  alan yang  teckandung Ji dadarooya dikuasal oleh negam dan
dipergunaken untuk sebesac-besar demi kemakmormn mkysl sers perekomomian
disusun sehagal usahe bersamnie berdasar alas asas kekeluargasn, maka sistem
penyedian tanah uniuk permbangunan perumahan dan permukiman harus ditangani
dengan sebaik-balkpyw, barena tanab merupakan sumber daya alam yang wdak
dapat bertambah yang harus dipunakan sccara efisien dan dimanfaatkan bag
kescjahteraan masyarakat.

Ketentan lebih lamjue dard Pasal 33 ayad (3} UUD 1945 dinuenoskan dalam

Tasal 2 TUPA aval (1) UUTA menyatakan: Yalos dazoar ketentuac dalame Pasal 33

aydt {3} TIowlomng-Tindaeg Dasar 1945 dan bal-hal ving dimaksed dalam Kekayaan
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alum yang lerkandung di dalamnya i pada fnghatan yang lerimggi dikuasai oleh
negara, sehagai Lrganisast hekoesaan selurub I':’I]'L;-'al.“lg

Hal terzebut dipetkual dengan kenyalzan bahwa berdasarkan data vang ada
di Badan Pertanahan Moasional dari 13 {oes belas) kow, 602800 duerah vang
sudah lerbangun di keta-kota tervebul merupakan areal peromahan. Penyediaan
tatah hatus dikeélnla dan dikendaliken oleh pematiniah agar penggunain dan
pomanfaatannya dapat menjangksn masvarakat sccara adil dan mecralta ranpa
menmbulkan  kesenjanpan  chomomi Jdan sosal  ypang besar dalam peoses
bennukimnya masyarakat’ "

Al developmer plans for Jakaria and other indoncsian cities from
Eamipany 1 rehabilitonnon of infrasorscrare, ke roocds, woler yewogy, gad s
Jareh, qr wiell as improvement of sociel facilitics, depemd ol abilite of those citles
fiy raise conndaralbly wrore funds an their pwn T keep wp presvad demorady alone
wilfured implenenting frng deferred tnfrairuciure meeds, will reguire o fresk fonk
af the reverue siR of Mmeomesion cities, Setiap pemmbangunan vang dilakukan di
Jakarta maupun di daeral-daeral Tain yang ada di Indemesia rersebol terpaniung
dari alokosi dana moesing-masinge daerah techadap perbaikan infrastibtur seperti
pembangunan jalan, saluran irigasi, sarana dam peasarana wnum, dae lain-lain,
Marnun apabila yvang terjidi alokasi dana ada untuk pembangunan infrasirukior

{etapl implementasinys masih kurang, maka hal 1tu dapat tercermin dan kola-kota

itu sendiri vang ada di Indonvesia.*™

Flarig, § Huragrbung, Jenoren Pempdieen | Ehe hilm, 11

“Eadulivanca, Nonver Peraivrra Perematar ., O O RIm. L

ot Woag, Jhe Citer of Asis. Siopapons Usiverqry Bees, Songapiea, Bloe 500,
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Permibangunan perumahan dan permuokiman merupakian  upayad ok
memenuhi sslah setu kebutuban dasar manosia, sckaligus wniuk meningkatkan
vl lingkungan  kahidupan, memberi arah pads  pentumbuban wilavah,
memperiuas lapangan kerja serla menggerakan kegatan ckonom dalam rangka
peniingkatan dan pemerataan kesejahierpan cakyat. Sehubunpan dengan ita, upava
pembangunan perumahan dan permukiman terus ditingkatkan uniuk menycediakan
peramehan denpan jumlah yang makin meningkat. dengan harea yang 1epanghkau
oleh imasyarakal emtams eolongan vanp berpenphasilan rendsh dan dengan 1e3ap
memperhatikan persyaratan minimum bagi pecomahan dan pecmokiman vang
layak, sehat, aman dan serass, '

Sejalan dengan pertumbuban penduduk, apalage di wilayah perkotaan,
kebutuhan akan perutbahan denpun segata sarana dan  prasamananva juga
meningkal. Hal mi dengan sendirinya akan mempunyai konsebuensi kepada
kebutuhan tanah untuk perumahan vaog lebih besar Prinsip dasa dalam konsap
hubungan antars manusia dengan tanah menempatkan individe dan masyarakat
gebagai kesatuan vang tak terpizahkan. Pemcnuhan kebutuban seseamng techadap
tanah diletakkan pude ketangke kebuluhean masyarakat sehingga kebutuban ini
bdak hersifat individuelis. Ada batasan tertentu dimana seseorang tidak bisa
berpikit meceka memiliki hak perorangsn yang mutlak, di setiap hak atas tanah
maka di sampingnya terdapat pula kewajiban tertenty unluk pertanggungjavaban
terhadap kepettingat Lo

Nanyak negara Jdihadapkan pada berbagan kendala dakam penpadaan ranah

untuk perrmahan, Selain karena kian langka dan mahatnya harga tanah, juga

27 i %aniosa, Reald Falre .. 9 O, him, 2,



[0

terbatasnya  kemampuan pemerintzh  dalam  pengelolaan dan  penpendalian
pertanahan, Sctiap ncgara punya ukuran yany berheds dalam kebutuban (ruang)
Lanush unluk, perumahan. Amernika Serikal metopunyel standar amtaca $1-271 meter
peTsegi (M) per orang {propocsinyd Jiscsugikan dengan jumlah penduduk suate
wiluyzh). Inggris antara 116« 149 meter persegi {m?) per orang. India 1U-20 meter
persegn (in’) per orang. dan Indoncsia dipeckiekan 15-16 meter persegi (md) per
orang, Stabdar kersebul akan semakin berapam bilamana menvangku pendapalan
dan kualitas hidup penduduk ™

Masalah pengadaan aiau alokasi rmnabh untuk perumahan sudah menjadi
pemikitan dan kajian serivs pegata muvpun badan internasional sejak awal sbad
ke 2{} akibat kecemasan dan meledakeya jumlsh pendeduk duma. FBB sendin
efahy mengeluarkan resolusi Ne. 437181/ Desember 1988 vang bersi seruan apar
schap negara untuk mewujudkan runah yang layak hagi semua ¢shefter for all,
apalagi untuk daerah perkotuan dimana abad ke-2t dimana dua perliga penduduk
dunia akan linggal di sana, schingga pervoalan tanah uniuk peramahan kian
kompleks dan rumi ™

Kepastian hukwm atas tanah mehputi 3 hal, yukni subyek haknya (siapa
pemmilik lanah), obyek haknya {(dimana letak, batas-baias, dan luas arcalnya) dan
jents haknva (Hak Milik, Hak CGuna Bangunan, dan lain-lain). Unnk pembukiian .
hek atas tanah dilakukan melalui pendafiaran tanah vang dibagi atas dus sistesm.
Pertama, sistem positif dimane pemegang hak terdaftar dilindungi hukurn dan

tidak dapat diganggu gugat. Kelemahannva, pendaftaran scsuaty hak aas tapsal

“Bhad, him. 21.
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kepada seseoranp vang tidsk berhak akan menghapus hak orang lain, Sistem ini
berlaku di Jerman, Swedia, Spanyol, Tunisia. Swizs, dan Awstrlia. Kedua, siztem
negatif' dimana pemilik yamg sehenamya  vang dilindunpi oleh  hukum.
Kelemahannva, pembeli vang beritkad baik kapanpun dan atas namy siapapun,
selalu terancam oleh pupatan sehingpga kurang totgamn kepastian hukumnya,
MNogara vang mengenut sistem ini, misalnva Perancis. Belgia, [talia dan
sehaguinya. Hapi negara Indonesia secars teori menganut sisiems negatif, karcna
asas yaog dianut adelah “wemepdns yuris " vang berart] tidak ada seorangpun yang
mengalihkan hak vong behih dan aps yang 1w mibki. Jadi seseorang vang bukan
pemilik tidak depat menjadi orang lam vang denpan perbumiannyz menjadi
pemilik suaiu bidang tanatk.

Ada beberapa cara pengadaan tanah uniuk perumakan, yakni melalui kank
tanah {fard harkl. Yonsolidasi tanah Memd peadivsimentt dan pombebasan 1angh
(melalun jusd-beli, don lain-lain). Uniok dapat melaksanakan pembangunan
perumahan, perusahaan  pembangunan  porumahan wapb  melakssnakan
penyediaan tansh. Prosedur penyediann den pembenan hok oslas tanah omruk
keperluan Perusabaan Permbangunan Perumaban diane dalam Perataran Menteri
Dialamn MNepen Momor 3 Tahun 1987, Dalam era reformase, selanjulnya Badun
Pertanahan MNasiomal selaku instansi vang betwenang mengeluatkan  paket
reforinas: pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan relalif murah melalud Peraturan
hienten Megara Agraria atau Kepala Budan Pertanahan Nasional Notmor 2 Tahun
L%04% tentang, Pemberian lzin Lokasi, Perstutan Menten Megurs Agrana atau

Kepala Badan Perlanshan Nasional Nomor 3 Tahen 1999 tentang Pemberian Flak
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atas Tanah Negara, dan Pecmuran Menteri Negara Apraria‘Kepata Badan
Pentanahan Masiona] Womor $ Tahun 1999 entanp Pelaksanaan Hak Ulayat.™
Menurut Peraturan Menteri Megara AgrarinKepala Madan Pertanahan Nasional
MNomor 2 Tahun 1999, perusahaan pembangunan  perwmabian  yang  ingin
mempereleh tanah wnink keperluan perusahaan werlebih dabuoly harus mempynyai
izin lokasi dan luss lanah. Izin lokasi adalah izin yanp diberikan kepesda
perusahaan uniuk memperoleh tanah vapg Jiperlukan dalwm rangka penanaman
modal yang berlaku pula sebagai izin pernindahan hak, dan untuk menggunakan
tanah terscbut guna keperluan usaha penanaman modal !

Mamun peada kenyalaennya di Japangan termyata untuk memperoleh izin
terschut tidak mudah, yang memerlukan wakey sena biaya vang tdak murzh.
Setelah mendapat izin lokasi dan Juss ranah. Perusahaan Pembanginan
Perumahan dapat melakukan pemielian lanah secara lanpsung atsu mwelakukan
pembebasan wanah scbagaimana diatur dalam Peratoran Menteri Dalam Negeri
Momor 2 Tahun 197625

Pembangunan perumshan dan permukiman pada  hakikemyva  adalah
pemanfaatan tanah yang berdaya wuna dan berhasil puna sebagaimana ditetapkan
dalarn rencsna lata ruang, dan bahwa perlu pengaturan dan  pedoman
pembangutan perumahan dan permukiman dengan lingkungan hunian bcﬁmhang

yang dikaitkan déngan keténtuan perijinan penggunaan tanah hagl pengembangan.

bl Wlin, 19,

™'Ferunran Menneri Migirs Ayrerin'Kcpala Dadan Perenahan Rasenal Seor 2 Vo 198 rentang
Fermbzrinm lzin Lekac, FFatal L

"andi armah. Do Hukem . . Op 0, o, 13




Pada aspek keclembagaun, pemenintzh melelui Keppres Nomor 37 Fahun
1%04 membennd  Badan  Kehbijaksanaan dan Pengendalian  Pembanpunan
Perymahan dan Permmukiman Masional {BKFP4%}, vaop di dacrah dibantu oleh
BIMLD Lwgkat IL Tugas pokok lembaga ini meliputt hga hal, yakn meényiapkat
runusan  kebijakan, memceabkan berbagai permasalaban, dan melaksanekan
pengawasan  dan penpendalian i bidang  pembangonan perwnaban dan
permukiman,

Peda tangpal §7 Juni 1993 diterbitkan Keputusan Presiden Nomoer 33
lahun 1993 tentanp Pengadaan larah bagi Pelaksanaan Pembangunan unluk
Kepentingan Umom. Keppres i dibuat denpan maksud wntuk manampung
aspirasi haerbapai kalangan dalam masvarakat sebagoi reaksi terhadap elkses-zkaaes
ipelampauan bates, bersifat berlebihan)  pembebasan tenah wvang sclama ini
legadi. Momun pade tanpgal 3 Mel 200 Keppres temebuol telah disempamakan
denpanr Perpres homor 36 Tabun 2005 teniang Pengadsan Tanah  bapi
Pelaksansan Pembungunan oniuk Kepentingan Timum, Bl im dimeksud apar
terletakaya suatg kota denpan eapi dimans antara pemilik taneh dapat memberikan
haknya deru kepenlingan umum meskipun mendapat panli kerugian namun
fijuan peraturan M sendiri adalah terciptanya tata ruang kota vang kondusif scoia
dapat lerhihat sccara iransparan. Pemerintah dengan kewenangannya dapat
merancang dan menyusun suatu amrmn menpenai anl penting dan mitanan suatu
koa i seodin.

Dalam perkembangan selanjutoya, kebomohan akan tanal yang semakin

meningkat membuotuhkan pengaturan yang lelh memadal, maka pada tanggal 03

5 fhiat, hIm. 21
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Jugi 20K diterbitkan Perpres Momor 65 Tahun 24W6 tenlang perubahan atas
Perpres Mowor 36 Tahun 2008 tcniang Penpadasn Tanah Hagi Peloksanaan
Fembangunan unmk Kepentingan Limom, Namoin Perpres Nomer 45 Tahun 2004
tersebnl banya menguhah beberapa ['asal-Pasal dalam Perpres Nomor 30 Tohun

2{M5 yang ddak scsual lapi dalam pengadasn 1aneh untuk kepentigan wmom.

Kepres Momor 55 Tahuo 1993 rentans Pengadsan Lanah Bapi Pelaksanaan
Pembanpunan Lniuk Kepeatingan i, mendetinisikan kepentingan umum

adalah kcpentingan scluruh lapisan masyaraknt,m

Perpres Nomoee 38 Tahun 2005 wentwy Pengadsan Tanah Bagl
Palaksnnaan  DMembangunan Ustuk Kepentwpan  Umum,  mendciinasikan
kepentingan umum adalah kepeelingan sebapian besar lapisan masyarakal,
Mengenas  kepiatan  pembanponan wouk  kepenlingan uwnwn dibslast pada
kopiatan pembanpunan yang difakakan Jdan selanjutnyy dimilikn oleh pameriniah,
sera Udak digunakan untuk meocan kennlungan. Dengpan deatikan inerpretasi
kegiaolen vang eooasok dalwn karepord  kepentngan wonon dibatasi - pada
lerpenuhinya keliga unsur tersebut, yaitu unsor kegiaan pembangunan yang

dilakukan, kegiatan pembangunan tersebut dimiliks oleh petoerintah, dan Kegiatan

™ K epulumn Presiben Wamet 55 tahon 1993 tentang Prugsdaan Tansh bagi Pelebsaizan Peonbanpunan
unmik Kepsncirgan Tomum, Pazal 5 syob B Adapen kegiotan-kegiuan yang temaeulk dulam pembanpunan
uniuk keponlingan wnwm wkalnb 1, Inlan Limem, salume pembuangan aic I Waduk, Beddongqan, dan
b perigan i [dikcrea grnzaau soloron ingedsi. 3 Ruman Sakic Umsm dan Paskemar; 4. Pelabuhan
afai harular ulara atao Temonal; 5. Peribadatan . &, Perdad kan araa sekalan; Y Pasar uniam ot paser Inpres;
&. Fpgilias pemaknman unmim; 9. Fasildes kosehomafan cmom sepedi antara Jeio vangpul penanpmlangsn
tuhaya banjir, kahar dan lain-loin kencanac 10, Pos dan Selekemumikasl;, [L, Sefnd alabagas 32 Sagivn
menviaran radio, wlevia besera somng pendukwngnya; 130 Eznlar pemerina: dam 14, Failias BT TLETE ]
Btz jua Mepublik Dsdonesla Lalan Keppres Momar 33 ahon |93 iri désebntkan pola orduk kepiatm)
solaie vapmp disebulkan di aas. okan ditelapkan smgen eppres (Fasal 5 angha 20
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rembangunan tidak dilakukan ek inencars kenniungan,

Malam Perpres Nomor 63 Tahun 2004 (entang tentang perubahan alas
Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentanpg Pengadaan Tanabh Bag Pelaksanaan
FPembengunan untuk Kepentingan Umum yang mengubah Pempras 36 Tahuo 2005,
menyebutkan bahwa pembangunan wniuk kepentingan umuom yany dilaksanakan
oleh Pemerintah staw Pemerintah Daeruh sebagaimgana vang dimaksud dalam
Pazal 2. sclanjutnya dimiliki atiw akan dimiliki alel Pemerimah siau Femerintah
Dactah.® Nengan Perpres ini rumeh susun sedechana tidek lagi memjadi objek
vang dapat didetinisikan dalam penpertian kepentingan umum

Perencanaan dan pelaksanzan kegiatan untuk kepentingan umum tidak
dapal dilakukan bila tidak sesua dan didasarkan pals Rencana Umnum Tata Ruang
Wilayah (RTRW) yang telah ditetaphan wrlebih dabale. Bagi daerah yang belum
mempuiyh Rencans Umum Tata Ruang Wilayash, harezs dilakukan berdasarkan

PEIERCANAan ruang wilayah atan kota vang telah ada sebagaimana diatur dalam

*%. Peranran Presiden Nonwar 34 Tabun 2005 tertang Pengudaan [anah bugi Pelaksnaan Pembangrean
wnbuk Keperungen Usmume Pasal 5 Keperaolgan wibem vang demakwud dalom Perpre, 36 Tubun KIS
e liputi 21 kegioian, yaity 1. Jalaw wigum, jalan iol, rel kereta opi (di 6129 hah, O ruang, alas tamiah. alELpLn
ruany bawah lnuh L saiuzan wir coinum alaa aic bersh, salural gembuangan xic oan spodlasi. 2 Waduk,
beridungul. bemdung, wigasi, dan bangunan pengaitan -simnva; 1 Rumoh sgkn e dan pusar kesshalgn
mexsvBrakar: 4. Pelahuhan, bandar dard acsdon kerela api, dan eemainal: 5. Ivohadasn; 6. Pesdidiken a8
seholah. 7. Pasar winumn: 8. Fusililas permuhansan umom: 9 Fasilizas kesolamain uimonk 10, Pes ddun
telekomuniki; 11 Saama olahrags: 12, Steoun penyinrn mdw, fehevich dan zorang perdukengnya; 13
Kanlor permerimgh, pemevitiah deewd, pervakilan negers autp, perserikalan bangso-bangsa  dentslau
Iembagn-leonga micmiasional i baw ah paliygalk e scribaka bangerbangea; 14, Fagilias Toncira Masimmal
Indvicna dan Kepolisian Bepublik [ndinesis scsusi dengen fugas pokak dan fukpsiova: 15, Lemhaga
poinasyarakician Jan maman fahanwly e Bumah susun sedethapa, b7 Itrpan pembuungan sampeh; 16
Cagar alam dan cager budaya; 1% Pertaranan; 2% Penii sosal, dan 21 Pembangk, transmisi, distroboen
benaga |isarik.

™ perawran Presiden Komor 65 Tahun 2006 tensng Perohaban ales [%:rprea Medver 3 Tabun 2005 i=nlang
Fengadagn Tanoh Bagi Polakswwan Porbacgunan upwk Bepentitgan Liown Pasal 5. Definisi kepenngan
wnum  meslipui . . Jalun umem dan jalan tol, el kercta ag (du ates tanah, di reang sing g, arauHan
Muang beweh tannhy, saluran asr miuECar Berseh. saluran pernbunnpan gir den sonmasi; 2. Waduk,
hendungh, Berelung irigzai. dan benguRan pengitan lwisnrs 3 Molabuhan bandar odars, slaot karcly mpk,
dan termingl; ¢ Fasilnas keselamatan wmom, sepert] anesul penanspulanpan bahaya banjin, har. dan lale-
laun beocana; X. Teraat pemboangan sainpai: 6. Cagar alam dam cagar budns: dan 7. Pamhanpkir, s misi,
dimnibusi lenaga lebik.
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Pasal 4 Perpres Nomer 36 tshun 2008 Musalsh yane masih perflu dipikirkan
adalah mengenai persn sena masvarakar datem perencanaan pengadasn fanab
ersebul, Jika Pasal 4 Perpres 36 tahun 2005 mi dihubungken dengan Pazal 7
Juncio Pazal 61 Undang-lindang Momor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
jelas bahwa penataan ruang dilakukan vleh pemerintah denpan peran serts
masyarakal, [H samping o, disebutkan pula bahwa setiap orane mempunyai
hewajihan untulk menaati tencana latu musng  yang telah ditetapkan dalam
memelihara kualites rung. Namun masalahnya, mengenai pelaksansan hak don
kewajthan sera tata cara dan bemuk peran scrta masvarakat terssbut masih akan
diawr dengan Permuran Pemerintah {PF). Sementarg PP otersebut belum tetbat,
kiranya mekanisme yang mencormminkan keikulsertasan rnasyarskal dalam
perencanaan kopiatan permbangoran untyk kepentingan wion, dapar dipenuhi
dengan melibal keteniuan yeng sudah ada. Misalnyas, Permendagri Nomor 9
Tahun 1982 tentang Tugas-Tuges Puppeda dalam proses perencanaan Boftom-Lp
mulai dar tingkat palinp bawalr: masyarakal-dess-kecamalan-kabupaten-propinsi,
samped pada tingkat pusat.®’

Pengadaan tanah bagi kegiatan untuk kepentingan umum oleh pemerintah
dilekianakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak aras tanah, TH luar i,
peneadaan ianah dilakianakan denpan cara juaJ-I:reIi:, tukar-reriukar sty car lain
vang disepakati. Idengan  demikian, berani pihak swasta udak  dapat
rnemanfastkan Perpres ini. Dalam Perpres ini, peogadasn tanzh dilakokan atas
musyawarah langsung Yang dimaksud dengan musyawarah adalah proses alau

kepiatan saling memlengar dengan sikap suling menerima pendapat dan keinginan

“id, Bl T
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vang didesarkan atay  kesukarelasn amtarm pas pihak untuk memperolen
kesepakatan mengenai beptuk dan besarmys genni kemgian schagaimana diatur
dalam *asal | Tatir 10 Perpres Nomor 36 Talwo 2005, Dulam hal ini pengerian
musyawareh adalah delam ami kualitasif. dipeoingkan dialog sccara Janpsung.
Natnun  apabila  ponlall pemepgang hak  wlax tanah sk memungkinkan
musyawarah secara efekiif, dibuka ketunpkinan asdenys wakib-wakil yang
ditunjuk di antara para pemcgang halr: atas tanah yanp sekaligns bectitdak salaku
kuasa mercka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 avat (23 Perpres Nomeor 36
Tabwo 205 Bala musyawarah yang berkali-kabi  diadakan tidak mencapa
kcscpakatan, panitia pengadaan lanah {lenlid dati % omng) mengeluarkan
kepulssan mengenai bentuk dan besamiya gant kenugian  lemebwt dengan
memperhatikan aspirasi yany berkembang dalam muzyawarsh, Pemegang hak uns
lansh yang tidak menenima kepuatusan tersebul, dapal mengajukan kebcratan
kepada Bopoti/Waliketa sy Gubermur  ataw  Menteri  Dalam  Negen
mengupayikan menyelesaikomoys dengan mempenimbanekan pendapat dan
keimginun para pibak, untuk selanjuinya mengeluarkan keputusan yang dapat
mengukuhkan slau mengubaly keputusan panilia  pengadasn tanah sebagaimana
yang diziur dalam Pasal 17 Perpres Nomor 36 Tahun 2003, %8

Berbeda dengan keadaan s:b&lunmya,: dalam Kepres ini apabila wpayn
penyelesaian yang dilempub PapaliWalikota atau Gubernur atau Menterd Dalarm
Megen tetap ditolak oleh pemegang hak dan lokasi pembangunan tidak dapat

dipindahkan, maka secara eksplisit disebutkan bahwa Bupad atan Walikota atay

™ thig . bl T8
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Gwwhernur atso Menlern Dalum Negen vang bersangkotan mengujokun  usul
penyclesaian dengan cara pencabuten hak alas aneh. sebapaimana diator dalam
Lndang-Undang Nomor 20 Tahue 1961 fentang Peovabuian Hak Atas Tanah Dan
Benda-Benda T Alasthya Dengean demikion, j#lazlah babosa upays pancabitan

hak ity metupakan jalan terakhir bila upaya vang lain telah gagal **

E. PEMBAMNGL NADN FERUMAHAM DAN FERMUKIMAN
IMHLUBLNCEKAN DENCAN HUKUY LINGRKUNGAN
|. Pembungunen Perumaban Dan Pesmuokimat
Eetenbuan  mengenai hukusm  hnekungan  sebelunmova  diator dalam
Undang-Undang Nomor 4 tahun 982 tentang Kcelentpan-Kelentuan Pokok
Iengelolaan Lingkungan Llidup, Mamum dalam perkembangannya undang-undang
terschut  digantt dengan Dndang-Lodaneg Semor 23 lahun 199 fenldng,
Pengelobuan Tingkunpgen  1lidop  korena Gngkel  keosdoran dan kebidupan
masvarakat dalam kaitannya dengesn peneclolaan  lingkungan hidup  telah
herkermhanyg scdernikian rupa serla peoyelenggaraan pengelolaan lingkunpat
hidup dalam rangka pembaneonan berkelanjwan vanp berwawasan lingkvngan
hilup hanes dilasarkan pada norma hokom decgan memperhatiban {ingkat
kessdaran masyaraker dan perkembangan lingkungon plobal sera peranghat
hukum imermasional rang berkaian dtngén lingkungsn hidup.
Ketemiuan dzlam Lindang-Undang MNomer 23 Tahun 1997 tentang
Eetenluan-Ketentuan okok Peopelolaan Lingkungan Hidup menyatakan babowa

ketentuan tontang perlindungan sumber dayva buatan dilctapkan dengan undang-

R T
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|.m|:l:-11'|g.:?'nI Parlindunpan swber daya yang peating ditnjukan kepada konseryasi
fungsi sumber daya tersebut bagi kesthambungan pembangunan. Sumber dava
huatan utw salah salu di antamnva adalah pembengenan perumahan  dan
[I-I:]’]Tlukil!‘lﬂ.l‘l.z-”

Pepataan pembangunan perumahan dan permukiman atas tanab berujuan
wnluk memenuhi kebutuban rwnah sebagai salah satu kebutohan dasar manusia,
mewujudkan periunaban dan permukiman yang lavak dalam lingkunpan yang
serasi, aman, schat dan teramur, memberikan srah pada pertumbuhan wilayah dan
persebaran pendeduk vang rasional serta menunjang pembongunan dt bidang
ckonon, sosial, budaya, dan bidang veng lain. Pemerntab dalasm melakakan
useha pengemboangan il berupaya agar disapkan suatu kawasan vang siap
banpun dan lingkungan siap bangun, Kawasan siap banpun adalah sehidany yang
fisiknya telah disiapkan untuk pembungunen perumahan dan permukiman dengan
skala besar vang terbagi dalam satu lingkungan siap hungun vang pelaksanaannya
eJtlakukan sevars beriahap denpan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan pomer
don sekunder prasarana lingkungan scaual dengan rencana tata roang bingkungan
vang ditclapkan olsh Pemenntah Peerab Tingkat 11 dan memenubl persyaratan
pembakuan pelayanan prassrana dan sarana lingkungan, Lingkunpan siap bangun
adalah schidang 1aneh vang mempakan hagian dar kewasan siap bangun ataupun
berdiri sendin wang ielah dipecsiapkan dan dilengkapi dengan  prasarang

lingkungan dan selan g sesudl juga dengan persyeralan pembakean lata

TP idang-Undang, oo 23 Talww 1997, 7, Pasal |5,

R el Hidjzencmandr. Hukem Tara lammimagar, £2e00k. hloe 36




1

lingkungan tempar tinggal atan lngkungan bunian dan pelayanhan lingkongan

uttuk memabanzun kavelme tanah matang *™ Kaveling tanah matang adalah

acbidang 1anah vang teleh dipersiapkan scoval dengen persvamtan lembaga dalam

progpungan, penguasaan, pemnilikon tanaly dan rencana tata ruang lingkongan

tampas  tinggal ataw linghkungan  hooian  untok membangun ]-:uamguanaru_L1J

Persyaratan pembanginin kaveling siap bangwn vang harus dipenohi adalah; ™

1. Perencanaan, pelfak::ﬂnaan.. dan penpawasan pembsingunan kaveling siap
bangwm beserta lingkungannva harue dilaksanakan oleh fenaga abdi dalam
bidanrnva.

2. Pelaksansan pembangunan bingkunpgen keveling siagp bangun bara dapat

climulai sesudah wla ijin dari nslansi yang berwenang.

Persyaratn-persvamisn administrasi vang menyangkat peryvediaan  lanah,

Lk

perencanaan proyvek scia legalitas dan bonafiditas (pengembang) barus
mengikull peraturan perondang-undangan vang berlaku.

Untuk  mewupodkan  kesejahteraan  bagi  masyamkal  diperlukan
pembapgunan yamg adil dan mersla  lerutama  penbanpunan  perantahan
Perprmahen adalah kelempok rumah vanp berfungsi sebagal Linghungan lempat
tinggal atau lingkunean hunian vang dileogkam dengan swana don prasarana
Lingkungan scbagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Uadang-Undang Nomer 4

Tahun 1992 tenlang Perumahan dan Petmukiman,” Kebuluhan berlambahnya

E indang-1ndang lenlang Perumahan San Pennukimas UU Mo 4 ‘Tahun 1992, Pas] | angka 4.
220kt Pasal 1 angka [u.
MAnli amsah, eseeSarar Futaer ... Do G hlm, 15

3t Swewwiakare pogididmas poriiahan




perumahen saat ink scbagai akibat dari bertambahnvs jumlah pendwduk yang
sehap lihunnys meningkal yang memeriukan perumahan yang scsuai dengan
standar keschalan scnia ramah lingkungan Mengenad kepeoliogan Jdi atas, maka
peinerumah séndhn dengan kewsmuangannya  serie dengan kekoaszannya
metetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tabon [992 wenlang Perumshan Jan
Fermukiman sebagal penggand dari Perpu Momor & Tahun L2 lentanp Fokok-
Pokok Perurnahan.

lerumahan yang dimaksud adalah segala benmuk  bangunan yanp
dipergunakan alch scscorang. perusahaan, dan badan lsin vang digunakan untuk
lemnpal tinggal atuy keperhun yang lain. Mukna dar pembangunan perumahen
den permukiman yang scsuai dengan hukum lingkungan adalah bagaimans
pembangunan tu diosahakan apar tidak merasak ekosistern makhluk hidup yang
lain karena rumah vang ditinggali it bersifal permpanen atau ditingeali dengan
wakmu yanp lana sehingga diperlukan pengaluzan yang memperhatikan aspek
Ingkungun, Dalam scbuah skosistem semua komponen balk yang terkecil seperti
zat, mater dan makhlek bidup vang lxan saling berkaitan dan mercka saling
menghidupi satu sama yong lain, Perputaran siklus ing tidek akan pemah berakhir
s¢lama rantal komponen ckosisiem letap utub. Semakm berkembang jurnlah
ekosisten serto h:ram:ka_. ragam meka semakin berkembang dengan apa yang
dihasilkan ckosistom il atau fungsinya akan scrmakin kelibatan dalam kehidupan
karena adanya saling keterkaiwn, saling mengisi, dan serasi dadam kehidupan
chosisten. Kelika konsep penbangunan dievaluasi sehapa) sarana pembahanun

di negara berkembang, masalih lingkungan menjadi isu pembangunan, Artinya,
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selain perobangunan ekopomi dan pembangunan sosial, su lingkungan dengan
tegerd menjadl perdebatan dam sekaligos menjads imenst barw darl kensep
pembanpunan. Perpbangunsn imlah yang disebut sehagai pembangunan vang
berwavasan linglungan fecodivelopment) <% Namun Jika pembanguan Gdak
metpindahkan lingkungan maka nilai fongsi dan ckosislem skan lumpuh dan
skibatoya lingkungan bhidup di bumi akan matl, Beberapa ahli lingkunpan
roengatakan agur apabils pembangunan idak memiliki kersahan serts mensgk
linpkurigan maks pembangunen erschul sebaiknya dihentikan katena akibat dari
pembangunan tersebut lebih membenkan kerisakan vang banyak dard lingkungan
daripada nilai pona pembangunan iu sendin. Schaiknya pola permbangunan yang
dilakvkan adalah pembanpunan yang berwawesan lingkungan hidup dengan
mempettimbangkan  Enpkungan dengen pola pembangunan schagal  proses
perubzhan dalam pengelolaan surnber duye alom s=hingza meningkatkan potensi
tecknm serla misa depan. Preses pembangunan yang mempertimbangkan kondisi
sumber daya alam, kualilas dan faktor kependudukan diharapkan dapat berfungsi
secata  berkesimambungan  supaya dapal mencpang proses  pembanglnan
Keberhasilan suaty pembrangunan peramshan itu sendin dapat dianalisis dengan
bertambahnya pemenvhan ¥ebutuhan akan tempatl linggal dengan terpeliharanyn
kualieas lingkungan ekosistem di sekitarmya,

Mizalkan pembangunan suate apartemen mewih yang menutup sebuah
saluran air yeng biasa dimanfzatkan olch masvarakat scbagai IJ.-‘,m]:Iﬁ'[ pembuangan
air dalam kchidupan schari-hari. MNaman karena kepentingan apardernen Leesehut

maka saluren diabhkan keparmukiman pendeduk vang akibatnya menccman

" Craed Hilalnhi, Fenbanguner Berkelanjucan ..., Loc i Denpasan, -1 Jul 2003




sumber ar yang akan dipergunakean olel inasyarakal. Proses pembanygunan dalam
nmasvarakal mérupakan sualy proses vane kergerak dalam sebuah garis s vakni
dari masyarakat vang terbelakang k= masyaraksl yang lebih maju. Lalu schaga
upaya agar tereiptanya pembangunan vang ramah lingkuengan saat ini masih dirasa
kurang mendapat tangegapan mengenai bukom lingkongan 33 Indonesia, Mungkin
selama 1m kurang adanya suatu badan tunpgal vang secara admingsiralil
méngetala lingkungan hidup dan juga karena belum adanva svatu ketenivan
bk substantd vang mematsi yang diperlukan dalam dalam pengeloalaan
finghkunpan hidup, Manusia schamenya menvadar bahwa mereka dan alam
memeriukan tempar untuk  tinggal. Seharusnya  pembangunan  penumahan
menguperakan penungkaian kesadaran masvarakat akan hak dan tanegung jawab
metaka dalam pengalolaan lingkunpgan. Di susm daerb di Jakarts misalova aeng
kepentingan peogernbang makea sustu kawasan dibangun  perumahan mewah vang
tidak mengindahkan lingkunpan daw  berakibat pembangonan ite  sendie
masyarakul kampung yang tinggal di sekitar bangunan terscbut senanfiess
khawarir kavena apahila hujan torus miaka peskarnpungan neceka akan ergenang
air, hal ini karena pihak pengembang menaiup saluran air yang mengalic tepat di
atas tanah yang telah dibangun

fembangunan harus melalui beberapa lahsp yang diap tahap itu
memeriukan swaly proses yang harus memperbighikan apa dampak yahp akan
diakibatkan dar proses pembangunan itu scndin, {'.l]:h. karcna oy, setisp ada
MENCANA TREngenan suaty permbangunan make setiap o pola pematinlih manyusn

kerbagan atucan yang di dalamnya terdapal unsur davi paca ahli lingkungan Hal ing
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dimaksud supayva pembangupan itu cendiri scaval dengan Anadisiz Mesgenal
Dampak Lingkangan (AMIXALY agac fidak memberkan dampak yang burnik bagt
kelesrarian lingkungan sebagaimana dizter dalam Undang-LUndang Nomue 23
Tahun 1997 rentang Peopelalean lingkongan Hidup, Hal ini sidak boich lepas dzo
penpawasan pemerincah karena bisa saja terjadi penyimpangan terhadap apa yang
menjadi aturan vang scharusnya dapat menpamir masvarakat menjadi hal yang
kurang membertkan mantagt bagl masyeraket vmune, mungkin saja bal 1ot tenadi
karcna ada pihak-pihak vang dengan scngeja ingin mendapat keuntongan dari
siluasi .

Secara eksplisit Lindang-Undang Momar 4 Tahun 1992 menerangkan
bahwa pengudasn taneh wntuk perumahan akan melalu konsep Kawasun Siap
Bangun {KASIBA)Y dan Lingkungan Siap Banpwn (L1SIBA} scmacam konscp
bank tanah. Lokasi umiuk pembangunan KASIBA dan LISIBA ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah berdazarkan rencanz wmum tata roang, BUMMN dan badan
usaha swasla {pengembang} yang Ingin menyeslenggarakan pengelolaannyva bams
mengajukan permobonan kepada Kepala Daerah wnluk  dicunjuk  sebapai
penyelenppam KASTRAMISTRA  teneniu, dsn seielan o bambah  dapal
melpksanakan  kepiatan-kegiatan  lain yoang  diperlukan. Untuk  KASIBA
rrcngn]nlnqnnya dizelengzarakan oleh BUBMM atau badan lain vang dibentuk oleh
pemcrintah dan dinggasi entuk 1 BUWMN olao badan (et ind dapal hekerjasama
dengan pengembang tanpa mengurang kewesnangan PN selaku petvelenggar
penpelolaan KASTRA. Pada penjuslan bemball iarah siap bangun di KASIBA

penvelenggara dapar melaksanakan subsidi silang. Tanah kemersial beropa tanah




untuk umah mewah dan rumaby menengah dapat dijual kepada para penpembang
dengan  keunlungean yang tmeggi apar sebagian dun kenntyngannya  dapai
dipergunakan  uwntuk  mensubsidi barpa ransh untok  pembangunan  Rumah
Sederhana'Rumah Sangat Sederhana,

Lntuk LISIBA berdin sendin karena penvelanppars pengelolasnnyva
dilakukan oleh perusahaan pengembang. Namun mercka ddak diperbolehkan
tenjual 1anah siap bangun, Mercka hanya boleh menpual kapling tanah matang
ukuran kecil dan sedang, wang boleh dijual tanpa bangunan rumahnva
Pembpogenan dalam LISIBA harus pula mengikutli ketentuan lingkungan hunian
berimbang.” KASIBA hanye diperbolchken mengembangkan hunian minimal
V0000 wnit don maksimal [3000 unit dengan bas moah maksimal 450 hektar,
Sementara LISIBA maksimal 2000 unit den minimal 1.0 unit sebagaimana
vang diater datam Peraturan Pemenintzh MNomor 20 Tahun (999 terianggal 30
deptember 1949 tentang Kawasan Sisp Bangen dan Lingkungan Siap Bangup
yang Berdin Sendir.

Scbuah negara vang tinggi  produktivitasnya, dan kurang memta
pendapolan peodudubnya, biza soja berada dalom sebush proses untuk menjadi
semakin miskin Hal ini, misalnya karcna pembancunan yamg menghasilkan
pmdl_aklivitas yang tingei im  bidak  mempedoitken  dempak  terhadap
lingkungannyd. Lingkunpannya semakin msak, sumber-sumber alamnya semakin
letkury;, sementara kcoepatan bagl alam untek melakukan rehzbilitasi lebih
lambat danpada kecepatan perusakan sumber atam tersebut. Oleli karena itu,

setingkali rerjadi bahwa pembangiman yarg dianppap berhasi] termyaly tidsk

'Budi Santosa, Heal Esiare.... L0005, him. 32
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memiliky daya kelestaran vang memadai. Akibatnya. pembangunsn ind tidak biza
berkelanutar =

Scjalan  dengan  lajunva  pembangunan, tclah  meningkatkan  poks
kesejahteraan  masyvarikal, Tengan  peringkatan  bingkat  pendidikan yang
menyerlai peningkalan kesejahreraan ito telah meningkat pula selers dan cila rasa
masyarakal |was, Porhatian masyarakar kepada masalsh koalieas kehidupun,
lermasuk  Loghungamiya eizh meniopkal sanpat pesal i samping masalah
ekonomi, masalah kualitas lingkungan hidup dapat betkembang menjadi ivsue
politik yang uterma di waktu-waki yang akan datang, Oleh karena itu, rumah-
tumah dengan lingkungan yang kurang baik di wakm-wekin vang skan daling
tidak akan laku dijual.

Samoso  Socrose, mempérkenalkan istilabh  pembangunan  bersasasan
kependudukun dengan pengerlian kansepsi yang menvatukan pembangunan dan
kependudukan dalam suatn konscpsi secara komprehensil’ dan integral. Steatepi
pembanyunan berwawasan kKepetdudukan terdiri dan strakegn terkail vanzabel
kependudukan, strawcgl pendekatan kewilayuben dan steategi terkait human
deveiopment inex (indeks pengembanpan mannsia)™

Sedanpkan Emil salim mengatakan bahwa peckembungan  jumlah
periduduk dipenparuhi olen komponen kependudukan sepenti tingkat kelahiran
kasar, tingkat fertilitas total, tngkat kematian kasar dan tinpkat kematian bayi

pererapuan den leki-laki. I samping peningkatan jmlab penduduk di Indomema

FEAG Budinan, e iemenen Diaia Ketiae Pepetml BT, Giraneed o Pusaba lomas, Jakady, 2000. hlow 4.

Y oanlasa Sosrese, Yenpansmitamakan pembangutian Bewiwazan Keposdadukan o Indonesia, cetakan
perama, penerit by Kok oran ECRC. Jakana, 2005, him. 71 dan 75,
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juga terdapat penyebaran penduduk vang tidak merata. Pertambahan jumlah
penduduk  akan mendorotp kenaikan  kebutohan  akan  pangan,  sandang,
pearukiman, **

World Bank, menyebutkan adanya 5 (lima) baman wama yang peoling
vaill pembangunen modal menusiy, kelestsran liogkoogan, perkembarpat
ckonomi makre, pembangunan sektor swasta dan iklim nvesws, seia bechagai
bobupgan  global  yanp  mempenparubi - lingkunpan  ekstermal  untuk
pemhangunm.m

Pembangunan peramahan dan peemukiman bokan sskedar membangun
atap untuk 1cepat berteduh, ictapt membangon [imgkungan manusia dirmana
dulamnya wrjadi proses pembeniokan peradaban manusia Kualitas lingkungan
permukiina yang baik akan mewarnai permukiman-permukiman di negara kita di
abad vaog akan datang.

Dati uraian-uraian di atas, dapat diperkimkan bahwe perumahan ideal di
waktu-waktu akan datang akin memplmya corak-corak, antara lain sebogai
herikut: 2
a  Kualitas lingkungan permukimannya yang lebih lenghap dan kebih baik,

berzih, sehat, dan teratur,

b. Kualitas prasarans lingkungsn berups jalan dan saluran-seluran air vang lebih

baik.

M Pl 3#lim. Pemiangunun Dad.clatjulan, peatrblt sayslah Prema, nomer | fWimin o, Jakarias, Janoad
1991, him. 4 dan 4,

ke World Bank, Laporgn Pembangunan [hana 3067, Penibanguea den Dt Menduianys penerhit
Sulembi Lonpat, idial 2007, Jakama, 2007, blm 471

Yicicwona Yodohusedn, Rumak vk |, (e G, him. 42,
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¢ Kelenphapah sarana permoknnan Yang lebnh lengkap dan lebh bak, vait:
listrik, telepon, ir bersih, pembuangan air limbah, pembusngan sampah, dan
lain-lain.

d. Fasilitas sosial vang lebih lengkap dan lebih baik, berupa lapanpan-lapangan
olaheaga, halal pettermnuan, puskesmas, dan latelain.

2. Bentuk runah vang efisien, fitnpzional dan ukuran mamah yang semakin kecil,

I Rumah-rumah semakin mempunyai prvas yang Lngyi.

g Bemuk-bentuk tradisional vanp kuratg efisien, semakin berkurang Bentuk
arsitckiur Tumah, bemalackan aersitebmnr radisional dengan modificasi unok
meetgejar elisiensi,

h Kesenjanpan kualitas dan ukuran antera mumah-rumab aken mengecil, dan
mayontas akin merak.

i. Khusus di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan
Semarang, rumah-ramah susun akan mewarna perumahan perkolaan,

Banyak cekali segi kehidupan masyarakat yang secara psikografis perlu
dan penting untuk ditglii dan dikewhot lentang kecenderungan perubahannya
vag bermanfaal bagi perumusan kebijuksanasn baru dalam  pembangunan
perumahan dan permukiman yang akan datang, Manusia mavpun masyarakal luas
mempuyal kemampuan uwnk dapat mengarahkan perkembangan masa depat
sepetti yoang diharapkan den tidak banya schkedar menetnioa perkembangan masa
depan e meporul apa adanya dan hanya mencoba menyeswaikat din dengan

perkembangan tadi, tanpa mencoba mewamai perkembangan it *®

:”{b.lli



2, Pembangunan Perunahan Berwawasan Lingkungan

Lingkungan bidup Indencsia yang diaougerahken Tuhan Yang Maha Esa
kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan kauniz Jun rshmar-Nya yapg
wallh dilestarikan dan dikembangkan kemanpuannya agar dapat tetap menjadi
sumber serta penwyang hiduep bagi rakyat dan bangta Indonesia scna makhlok

hidup lzinnya <lemi kelangsungan dan peningkaten kualias hidup it sendir.

Lingkungon hidup dalam peogenian ckolog tidak menpenal  batas
wilayah, hatk wildvah negara maupun wilavah edministratif, Akan  tetapi,
lingkungan hidup yang beckailan dengan pengelolaan hams jelas haras wilayah
wewenany pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalabh lingkunpan nidup

Indonpesia.

Lingkongzan hidup Jndonesia sebapai suaty ekosisicnn terdind atas berbagai
subsistem, yang memponyal aspek susial, budaya, ekonemi, dan geoprafi denpan
corak ragam yang berbeda yang mengukibatkan dava dukung dan daya tampung
lingkungan  hidup  yang berlaipan, Keadaan yang demikian  memerlkan
rembinaan dan pengembangan lingkungan Mdup yang didasarkan pada kepdaan
daya dukumg dun Juys tampong  lingkungan  hidup akan  meningkatkan
keselarasan, keserasian, dan  kessimbangan subsistern, vang  berarti  juga
meonghatkan kelahanan subsisizm ilu sendin. Dalam pada ion pembinaan dan
pengembangan subkislem yang satu akan mempenparabi ketahanan ekosistem
secara keseluruhan. Cleh karena i, pengelolasn fingkungan hidup menuntu

dikembanckauiya sualu sistem dengan kererpaduan sebagal ein wlamanya. Uk

e, diperlukan suan kebijaksanaan nasional penpelolazn lngkungan hidup yang
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larus dilakzanakan secara taat asas dan honsekoen dan posat sampai ke dacrah™,

Fembanminan memaniaatkan secora terus-menerus sumber daya alam
gund metingkatkan  kesojahtersan dan mute mdup rakyar, Scmentara .
ketersedipan sumber daya alam terhatns dan tidak merata, beik dalam jurlah
maupun dalam kualitas. scdangkan penmint@an akan suoober daya alam recsebut
makim meningkal sehaga akibal meningkatnya kegiatan pembanpunan unuk
memenshl kebatvban pendeduk vang makin meningkal dan beragam. D pihak
lain, daya dukunp lingkungan hiulup dapat terpanggn dan dava tampong

lingkungan hidup dapat memamn

Kegiatan pombangunan yang makin meningkal mengandung nsike
pencetnaran dan perasakan lingkungan hidup sehingga attuktor dan fungsi dasar
chosistemn yvang menjxdi penunjang kehidvpan depal rusak, Pencemaran dan
perosakan Lirghunpan hidup du akan merupakan beban sosial, yahg pada akhicnya

masyarakal dan pemerintah harus menangpung biava pemulibanmya,

Terpeliharanys keberlanjutan fungst  lingkungan hidop  merupakan
kepeniingan rakyat schingya menunint tanggong jawab, keterbubsan, dan peran
pgpoty  masvarnkat, vang dapat disaluwkan  melelul orang  persectangan,
organisasi lingkungan hidup, sepertd lembaga swadaya masyarakat, kelompok
masyarakal ada, dan lain-lain, untuk memelibarm dan meninphotkan daya dukung
dan deva Lunpung linghurgan bidup yang menjadi tumpuan keberlanutan
pembangunan. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, {ormasuk

sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapan keberlanjutan pembangunan

Hg L adang-Lindaag Nower 24 Fahun 15347 O S, Bagian Pembukaan,
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dat menjadi japninan bapl kescpahteraan dan mutu hidop penerasi masa kind dan

generasi masa depan.

Pembangunan sebagei upava sadar dalam mengeiah dan metnanfastkan
sutmber daya alam untuk moningkatkan kemakmuran rakyat, batk uniok mencapai
kemakmuran lahir mavpun uniok mencapai kepuasan batin, Olah karena il
pengeunain sumber daya alam harus sclaras. serasi, dan sennbany denpan fungs
lingkungan dup.***

Sumber daya alam dan lingkunpon hidup memiliki pern gandes, yaitu
sebapal madal pemmbangunan dan sckaligus schagai penopang sistem kehidupan
Favaesa lingkungan membenkan kenkmatan, keindahan alam dan udar yang
hersih bagn kehidupan manusia, Hasil pembangunan sumber dave alam dan
lingkungan hidup telah mampu menyumbeng 248 persen erhadap  produk,
domestik bruta (FIYE) dan 48 persen rerhadap penycrapan tonaga kerja. MNamwun,
pengelolaan sumber dava alam versebut masih belwn berkelanjuian dan masil
mengabuikan  kelestanan fungs lingkungan hidup, =ehingga daya dukung

lingkungan menurin dan Ketersedinan sumber days alam m:mipiam'

. Meénurunnya
daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga torjads karena komampiean
il pengetaboan (1plek) yang rendal sehicppa tidak mampa mengimbang lujo
pertumbuhan penduduk vanp dihubuansgkan dengan petabangunan peruroalan bapl
penduduk,

Dialarm alam sernesta tecdapal abiovic commynily (udera, tunah, air beserla

.‘.“.r.'u'd

A Daaud Silalshe, " Pembomgmhon Beckelogiutar..., Loc, O,
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minetal dv dalannya) dun Sintic commurity {tumbuhan, hewan dan manusiad.
Imteraksi antar komponen bforfe communily alaopun antara komponen shisic
dengan ol cosmunity dapat menimbulkon dampak paatf (vang berupa
keseimbangan ckosigem)} ataupun juga dampak negaiii (ketidak seimbangan
ckosistem, conteh banjir vang melanda beberapa daerah di Jakarte akibal dan

pembangunan yang tidak memperhatikan fingkmganj_m

Adanya ketidakseimbangan chosistem mengharmskan disusunnya berbagai
perdturan fenling hukum lingkiunpan oniuk menata perilaku orang  dalom
memanfaatkan sumber daya {alam atau buatan). Becherapa kelentuan yang telah

tmetigangkat ternn pendanaan lingkungan dapat dilelusen sebagai Perikut:2%

a Undang-Undang Moo 23 Tahwa 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PILH). Herdacar TUPTH, dalum vunyks melzksansken keieniuan bahwa
sumber daya alam dikuasm oleh negare dan dipergunskan uniuk sebeoyur-
besarmya bagn  kemakonoan  rakval.  Pametiniah  dapar mengembangkan
pendanaan lingkungan bagi upays pelestarian fungz lingkwmgan hidup sesuan
peraturan  perundong-undangen vang berlaku. Ini merupakan dasar bagi
pemerintah dalam menentukan kebijakan benkutnya terkait dengan opaya

pelestarian lingkungan hidup { Pasal & ayan (1 dan (23 IMTPLITY

b. Gans-gans Besar Halvan Negama (GBHN} 19992004, Bab X menyebulkan
ada 5 (lima) progeam hesar vang perlu dijalankan guna mevwwudkan

pembangunan sumber daya alam dan hngkungen hidup, Kelime progrun

“laaycana Rukhmindani Trisrini, 5P, Bpaearch fstite for Gowermarece, Posclin REVER gy akans
pade Februam 27dh, 2040%,

Fwmg Soemereo, Amie-Owi-Seades Paradiama Bore Peagelafoar baphopgas Midup, Guedl Mada
Limiverahy Pres:, 2011,



tersebut, adalak:

t. Penpembangan dan pemimpkatan akses informasi sumnber daya alam dan
lingkigan hidup:

ii. Peningkatan efelitivitas penpelolasn, korservasi, dan rehahilies sumber
daya alam:

1. Pencegahan dan pongendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan

hidup penatasn kelembapgann dan penegekan hukom;
v Penpelolaan sumnber daya alam dan pelestanan lingkungan hidup;

v. Peningkatan peranan masyarskal dalam penpelolasn sumber daya afum

dan pelestarion lngkungan hidup.

Keclima program di atas  sebapges kerja yang perio dilakukan  guna

metenuhi kebutuhan pelestanan dan peningkatan mutu hngkungan adup.

L.

Rancangan Lndang-Undung Rencana Pembanpunan Jangka Parjang Nasional
(RN RPIPN) Tahun 2005-2025 RUL ini stenycbulkan bahwasanya
pelestarian Fngkungan hidup ermasuk. penyelamatan ekosistem beserta floras
fauna Indonesia sesunggubnya merupakan bagian intepral dalum membangun
daya saing Indonesia ke depan. Sehingga berbagal langhah vang diperlukan
dalam rangka menjaga dan melestankan funge lingkunpan hidup harus lerus
dignlakkan {lernasuk di dalamnya pendanzan lingkungan huidup).

Rencana Pembangunan Jangka Meneogeh Nesional (RPIMNG 2{KM—2000
meeni ki sasaran berupa membaikoya mutw lingkongen hidup dan petgelolaan

Sumber Dava Alam (S[DA)  yanp mengarah  kepada pemibangunan
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berk elapputan.

Fembentubkan  ketentuan-ketcntuan  peneelolaan  lingkungan di atas
bermjuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yanp  herwawasan
Logkungan {ece development). Berdasar pada Pasal § dan Pasal 6 Undang-
Undang Pengelolan Lingkungan Hidup (UJPLH) setisp orang mempunyai hak
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta ada pula kewajiban untuk
memelihars  kelestanan fungsi  lingkungan  dan wajib - mencegah dan
menanppulangi pencemaran dau perosakan lingkunean. Dalarn hat ini hak dan
kewajiban merupakan saln kesatuan, dan mi mempakan unsor dan hokum
sendin’ .

Pasal 13 Undang-Undang Momor 23 Tabwm %37 tenbanyg Pengelolaan
Lingkungan Hidup, menetapkan bahws setiap rencana wsaha dan‘atae keglatan
(pembangunznt vang memungkinkan dapal menimbulkan dampak besar dan
penting lethadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenal dampak
lingkungan {AMDAL) sekalipus sehapai syatal yang haros dipenuhi uetuk
mendapatkan 12in melakukan usaha dan/atau kegiatan, AMDAL sendin adalab
kijian menpenai dampak hesar dun penting suatu wsahs danatan kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bapi proses pengambilan
keputizan lentang penyelenggaraan usaha dan'atau kegiatan. Dengan dasac
tr:._rszl:lut vang akan bertanggung fawaly penuh terhadap kerusakan yvane mungkin
terjadi akibat suatu proses pembanpunan adalabh pemolik atau pemrakarsa provek

permbangunan  yang  bersangkutun  dengan sepenubnya membiayasi  dan

™ Unsang-Undang “omor 23 Tahun 1997, (e Cor, Paal 5 clur B
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meryelenpparakan ANDALPY

Pada pemnbangunan peruniahan bagi rakyat bendasarkan dengan TIVPLH
diperlukan suatu 1zn sebagai sistemn konirol (Fasal 18 UL PLH). Perizinan sendiri
melipuli: rencana  tan rwang; pepdapat masyvarzkat; perimbangan dan
rckomendasi pesabal vang berwenang yang berkallan dengan wsaba dandelsu
kegiatan dersebuot, Dalam hal mi penzinan hngkungan mempakan instrumen

yuridis yang digunakan untuk mencepah persoalan longhungan.

Untuk menjamin pelestarian funesi lingkungan hidup, setiap usaha
danfatay  kegalan dilarang melapggar mube dan knigna baku  kerusakan
lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan {BbL) adaleh ukuran batas atau kadar
mehluk hidup, zai, energi, atau kamponen yang ada ataw harus ads danfutau unsur
pencemar yang ditenggang keberadaznnya dalam zvaly sember daya tenentu
wchagal unsur lingkuogan hodup, Kritera baku kerusakan lingkungan bidup adalah
ukuran halas perubahan sital tisik dan‘atou heyati lingkungan hidup vanpe dapat

dibenggeany.

Baku mulu lingkvungan dapat dibagi menjadic BML ambien (senng disebut
baku iutu sir, baky mute udara dan sebagainys, berkaitan denpgan koalitas sumber
taya alam] dan BML efluen {senng discbut baku mutu limbah caiobaky muty aic
limbsh, berkaitan dengen kualitas limbah buangan). Ambemg batas 1w muilek
diperiukan untuk dapad menentukan kapan suam pencemaran ielah terjadi atau
belum. Denpan adanya eco developmernd di lndencsia yvang dikenal dengan
pembangonan berwawasan ingkungan make pembungonan letap diperlukan dan

Oy Socrmarwoln, Evaliasi ASDAL dar Sarar Ferempurnoarp, Somicer schan obon Bapedal, Jakara
TR-10-21001
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harus dilaksanakan, tetupi pemibangunan jtu tak beleh merusak lingkuneat hidup.

Permasalahan yanp dijumpai entuk menou ke peromaban sehat sanpat
rumit dan kompleks, telsh erjulin dan muneul dalam wakio vang relah lane
melibatkan berbagai sektor dan instansi serta melibaikan puls berhagai tingkal dan
|apisan magyarakat,

Persvarelan  keschaten perumahan yung bersifal  tekoas kesshatan,
dilaksanakan  dalan  lopkop  perencansan,  pembanguinan.  pelalcanae.
pengawasan Jan peniendalisn pembangunan rumsh dan perumahan gona
melindung penghunm rumeh dan #taon perumahan serls masyanah sl sekitamya dan
bahava dan pangpuan kesehatan. Untuk mewwjudkan pembangonan perumahan
yang berwawasan lingkungan diperlukan aspek ekoiogis dimana berkaitan dengan
keserasian dan kesgimbangan, baok aolara Iingkungan boatan dengan lingkuangan
alam mawpun dengan lingkunpan sosial budaya tennasuk milai-mia bodaya
bangza yang perlu dilestankan

Perumahan dan linghungan permukiman sehal akan menjadikan hidup
Manusia nyaman, aman, 1erib, wratur dan fenickm dimana dkizn memberi berbagai
kemudahan bap kehidupan manusia untuk dapar bekena dan berusaha sccam
lovak dan lingkungen permukiman yang sebal gkon mempengaruhi koalitag
kehidopan munwsia menjadi lebib sehat dan produlk it

Dalamy pembangunan kawasan perumalan aspek vang penting adalah
lerseddianya prasarana draindse kawdsan yang marmpu menjanin kawasan iersebol
lidak tergenang ar pada wakn muesim hujon. Saluran drainase kawasan

pernalian hare lerinteprasi denpan sistem drainase di loar kawssan atau sistem
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drainase perkotaan perdcsaan. Maksudioa adalah bahws saluran dreaitaze kavwacan

perumaban dialitkan ke Juar kawasan pada saluran mduk yanp akan mengalirkan

wir ke laot atwo sungal alan danaw, Disamping it unmk kepentingan kawasan

perumahian yang lebib luas dalam upaya mengurangi genangan air, khusnsnya di

tacrah bekas rawa-rawa perly  disedisken kolam mwns yang  berhumgsi

menyimpan dan meresapkan air ke dalam tanah.
Kawasan pembangunin hatus jugs mempunyai stadar tekois penyediaan
sistem) pernanganal air linbab wniuk kawasan benyi amaca lain:

1. Penjelasan wnum, melipuli pengertian penanpacan air limbah, hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam pemilihan sistem penpoelahan air limbah, dan
bagatmana penanganam air limbeh dengan menggunakan sistem janingan
(perpipaan}.

2. Persyaratan teknis moelipuri langkah pengembanpan, sistem selempan, sistem
erpusal, dun pembagian tugas dan wewenang serfta keterkanannya denpgan
sistern perkotaan.

3. Pemilihan sistem pensdgavan air limbah, perencanaan sistem air limbah
setempt, dan perencanaan sistemn pengolahan vic limbah wcrpusat.

4. Raeterpaduan dalum penpembangan dan pengelolaan.

Prasarana pengelolain persampahon kawasan perumahan yang schat dan
bersih edatah kawasan perumaban yvang dilengkopi dengan sistem pengeloiaan

sampah yang memadat, yaitu sigiem pengelalaan vang aman. nyanan dan sesusi
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dengan ketentuan yang beelaky. Stapdar teknis pengelolaan persampzhan bersi

I Keteniuan wnam vang erdin dan persyaratan umum. persyvaratan toknos dan
pembagian tugas dan wewenang pembangunan serts pengelolasn sistem
persampahan.

2. Pengelolaan sampah pada kawasan perumahan, melipoti penenman timbulnya,
densitas. komposisi sampoh  dan prediksi o beban  timbulnya  sampab,
pengelolaan sampah lingkat kawasan, dan tekoik operesional pengeloiaan
eampah peda kawasan perumahan.

1. Pengeiolaat perzacnpiban mandin termasuk pembuatan kowpaster komung]
untuk kebutehan kawasan penuruaban.

1. Pembuiangan sisa perngolshan sampah pada rempat pemrosesan akhir (TPA).

Kawasan Perumahan perlu menvediakan mang terbuka bijan yang
bermanfast umiuk menjapa kualitas dan keseimbangan lingkungan di sekitar
kawasan. Ruang terbuka hijau, secara tidak  langsutg  bermanfaal  wntuk
rerlindungan tata air, dan konservasi hayan =tau keancka-ragaman hayati, dap
bermaniast langsung weperti kenyamanan fisik {teduh, segar) dan mendapatkan
bahan untuk dijual {kayu, daun, bunga), tempat wisats (btrmain) serla bangunan
umum yang bersifat terbatas (WC umum, pos polisi, lampu taman, gardu lisenk,
dan lain-lain}. Persvaratan muang terbuka hijaw didasackan pada luas wilayvah dan
berdasarkan pada junlah penduduk, Unink persyaraian luas wilayab, ditenkan

bahwa ruang ketbuka hijau publik {milik pemerintah dan terbuka wonk womaen’}

' Feratiran Merden Megars Penmabian Kaoom Samor: 34 PERMES 1006 temtang Pedoman Do
Trenyebenggaraan Kelerpaduan Prasarmna Sardna dan Ublicas (PS5 L Eaw s IFoomahan.
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dan peivat {perorangan) paling scdikil 10 {sepulvh) persen dan seloroh loas
wilavah kawasan perumaban, stau mengacy pada peraturan pecundang-undingan
yang berlaku, Untuk persyaratan jumlah pendudok, ditentukan luas per kapita
dalam m’. Misalnya junlah penduduk 250 jiwa sampai dengan 380,000 jiwo,
diperlukan ruzng terbuka hijau (RTH} sehesar | m® sampai dengan 0.3 m° per
kapita, Rentuk tipodogl mang erboka hijau (RTH) berupa ruang lerbka hijau
terran hingkunpan dan taman kota, jalue hijaa, jalor hijau sepanjang 5u1_'lg,ni,ja1ur
hfjau sepanjang el kerets api; jJalur bijau egungane lingel, RTH pernakaiman, dan
RTH pekarangarn Kntera ponyedizan rwang terbuks hijua adalsh peoilihan
veagctasi (fumbuhan), ketentuen penanamen, dan pecseliharaan roanp terbuka
hijou. Ruang lerbuka hijau perlu dilakukan peopelelazm secars rutin oleh
Pemerioizh  deerah, dalatn pencelalasn BTH ini diperlukan peran  sena
masyatakal, swasia, dan arganisazi non pemerintan.?™

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa prinaip berdicinys sebush porusahain
gelalzh  wnluk  memperoleh  keuntungan  sehesar-besomya. Mao ldak  mau,
perusalaan hatus mercalisasikan bal tersebut apar voda perusahaan letap bisa
berputar.  Menjamomya  perusshaan baik di kols besar tnaopun di kola
betketnbanp yang ada di wilayah nusantera telah memberikan koninbusi positif
sekaligus negatif. Ddengan berdirinya suam  perusahaan (produksifasey di
permubuman biasanya kul membantn meningkatkan perekomuioiin nasyarakat
sekirar, saloh salunya karena elah membuka lapangan pekoraan

Dampak ncgatif dar herdinnva schush  perosahean  dirmsakon  sast

pergsahaan bukan hanya semakin kays, tetap jugs semakin berkuasa, sementara

Hernid




THa

jumlah perwduduk mmiskis dan lemah =erla tentan sceara sosial. ckonomi, polink,

keschatan dan rusaknya hngkungan semakin banvak, Dalam hal ini, kemajuan

petwahaan ternyatn menvirnbangkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial.

Dingan kala lain, pertumbuhen ekonomi tidak sclalu sejalan denpan pemeratzan

atzu diswribuzi kesejahteran.

Pemennah melhs hat ini sebagai indikasi vang tidak baik dalam
perekenomian bangsa, sehingga untuk mengatur keberadaan dan pedoman suatu
perusahaan dalam mematenkan roda perusaliasnnya serta mencepah wgadinya
perturibuban  ekonomi yang menvimpang. dikcluarkanlah  Undang ndang
Momor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatis.

Dalam wadang-undang  yarg barw 1ni, terdapal satn Pasal vang
menjclaskan rentang kewapiban lain susln perusshaan yaio tentang rangpung,
jewah sosial dan lingkungan, yaitu Pasal 74 yang tendici atas 4 ayal, yaitu:

I. Perseroan yang menjalankan kegiatan wsahanya dibidang dandaae berkailan
Jengan sumberdaya alam wuib melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan.

Z. Tanpgung jawab sosiad dan lingkungan schagaimana dimakswd pada ayat (1)
reriipakan kewa)lban perseroan yang dianggarkan dan diperhilungken sehapai
biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan

keparatan dan kewaparun.

syl Indang Momar 4% Tahup 2007 Tentang Prreeroan Tarbaces LW Moo 196 Tahun 2004, LLM Mo,
4745,
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i, Perseroan yaog Odak melaksanaken kewapiban sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dikenzi sanksi sesuai deogan kelenptusn peraturan  perundang-
undangan.

4, Ketenluan lebib lanjut mengenai trygung jewak so8ial dan lingknnpgan digtur
deogan Pemturan Femenniah,

Detigan  dikelusrkannys undang-undang tersebut. perosshaan sazi ini
berlomba-lomba dan berusaha untuk memberkan kontribust sccara maksimal
kepada soaal dan lisgkungan, entsh unhik “benar-benar™ berkootrnbusi terhadap
bangsa etaw hanya untuk “memenishi peraturen™ sehingpa ada legalitas werhadap
kcberadaan perusabaan karena telah memenuhi auran wersebut. Istilah kepedulian
perusahaan dalam bidang sosial dan lingkungan lebik dikensl dengan £5R
fCowemrrente Sucial Responsitiling.,

Fro dan kontra benmunculen dengan dikeluarkannys undang-undang
terachui, Banyak kalangan LSM melinat bahwa perusahaan hanva herbasa-basi
ketika melakukan €58, Kadin dan schumlah asosiasi pengusaha menolak undang-
undang itn, tetapl pemcrintah terap mengesahkannya, Kekhawanran mereka
adalah undang-undang itu menjadi sumber legitinasi prakiek pungulan lar karena
perateran iu mencakup kewsjiban bapi perusahaan wituk mengalokasikan dana
5K,

Erma Wilvelar selabu Duta Bezar Mifleriimn Developmenr Goals {MIN )

menegaskan ahwa kontribusi korporat dalam pembangunan dan peogembangan
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Imidonesia tak hanya ditenlokan lewal egiatan bisnis, telapl jega pals behetaps
kontribusinya terhadap lingkungan sskiar,**

Bunvak perusahasn swasia kind mengembangksan apa vang  disehbat
Corporate Sochy! Regpongidifity (LK), vaill pengambilan keputusan  yang
dikartkan dengan nidai-pilai etika, memenuhi kaidah-kaidoh dan kepuemosan hukom
dan menghargal manusia, masyarakat dan lingkungan. Ada berbagai penafsivan
lentang 5K dalam kaitan aktifitas atauw penlaku swatu peruzahasn, namun yang
paling banysk dilenma saat im adalah pendapat bahwa vang discbut OS8R adalah
vang sifainva melebihi (fepond) laba, melebihi hal-hal yang dibaruskan perauran

dun melebihi sckedar public relations.

batworur Bank [runta, langoumg jawab sosial perusahaan terdis dar
beberapa komponen utama: perlindungan linpgkunean, jaminan kerfa, hak asasi
manusia, interaksi dan keterlibatan peruzahaan denpan masvarakat, slandar usahe,
pasar, pengembangan ckonomi dan badan wsaha, perlindongan  keschatan,
kepemimpinan  dan  pendidikan, hanluan  bencana  komanusiaan,  Banyak
perusahaan di duniz yang makin meyakini hzhwa CS8 acdalah muotak umok
memhangun citra vang lebih baik dazn kredibel, dan bahwa inisiatinisiatil £58
berwawasat sosal dan lingkungan akan berdampak positif bagi kinerja finansial

dan menjanyin sukses berkelanjutan bapi sualn perusshaan. ™

Khusus tentang C5R, I'PM Institute of Management terlibat dalam suatu

provek dan ADSOM (Associaiian af Deany of Sowheast Avian Groduwale Schoed

M orporate docia! Merpoeseiny . Wama Ekapoml, 23 Jale 2047,

TR Tammt Actub A Pramuse of Vioid Ratieg: Susnunghiv €58 nada Seminar Masionsl i Hateh Hilron,
Jaharia JF Apassus MGk
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af Manragement) dimana STH-PPM adalab satah sam pendir. Provek TSN ini
didasan suslu observasi bahwa perusahaan-perusahaan di Asia lampaknva kucang
peduli terhadap OS8R (dibandingkan dengan perusahaan-peruszhaan i Barat)
yehingea dipuwioskan umiuk menaikkin “gworemesy” dan kepedulian perosaliaan.

perusahaan di Asia ersebul dengan mensdis kasos-kasas lenang CSE i Asia ™

M Indonesia sendin pemenntabh menelapkan hanva  mdousin vang
berhubungan langsung denpan pernanfaatan sumber daya alam saja vang waph
membuat 58, Kewajiban ini juga berlaku bagl industrt vang berpotensi
menyvumbang kerosokan lingkungan Undanp-Undanp Nomor 40 Tahun 2007
Fasal T4 wentang wogeung jawab sosial dan lingkungan sanpgac disayangkan
Earena perattirmn el hanya diperuntukksn bagl ndustint yang berhubungan
|langsung dengan pemanfastan sumber daya alam. Akan tetapi  perhatian
pemcrintah terhadap lingkwsgan alarn dengan pembuatan CSE dinilal oleh
masyarakal sudah sangat batk dan hares dilargai sebagai langkah posinf lerhadan

pemibangunan yang berwawasan hnghungan.

F. NEGARA SEBAGAL PENGEMEBAN KEBIJAKAN PEMBANGLNAN
FERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Manusia terupakon mahluk vang mempunyal keinginan untuk saling
mengenal antara sam dergan lainnya, sehingea ada kecenderungan untuk hidup
herkelompok atan berorganizasi, Oleh zebab i ketergantungan aniars  sah
inlividu denpan individu lainnya merupakan hal terpercing dalem membentuk

suatl kelompok organisasi. Masyarakel adalah cwan kKimpolan matteia yang

¥ fmatiing Sarelopit Farfodeg Implemenior Corporet Socia! Fesponsabi i Poda Matparmkal decoetad
Jumal Sosioleknolops Edier P2 Taham . Crseniber HE1T
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hidup bersama dengan tojuan bersama. Dasar hidup bersama vang menjadi katan
masvarskat ity bisa berupa tornpat finggal kampung, desa atau nagarn.) jeads
bersifal teritarial man hiss berupa pertalian darmah atay keturunan (suku
marga). Bisa juga kombinasi dad keduanya ™ Kctika masyarakat masnk ke
wilayah stafe {negans) yang mempunyai struktur dan tatnan yang lebib besac
maka sctiap orang mempunyai bak yane sama dalam mendapatken svatu possi
dalam suatu nceara. State borarti negsra berasal dard bahasa latm “status™,
Mennne Wehster Dictionary, nepara adazlah scjumlab orang ving meémliami
secara pennanen suatl wilayah sertenty dan dictganivasi secara pulitk dibawah
gudin  pemenmubuan  yang  berdaolat vang  hampir seluruhnya bebas  dan
penpawasan luar senta memiliki kekvasasn pemaksasn Jemi mempstlahenkon
keteraiuran  dalatn masyamkﬂt_m Sedanpkan politk menumt Lkevid  Esston
mempunyal arti penctapan alokasi niki yang mengikat sehuuh masyarakae ™
Negara bemrli memponysi swdu olortas publik yang mempunysi kekuasaan
untuk memaksakan perairan-peraturan hukum atas  imdpadu-mdivide yang

keselamatannyy berada di bawah lindtngan negara ™™

' Mochur Kuswmatmadia, dan B, Adef Sidhas Pengancar lung [ukume ~u4n pengenAlan perama muang
lingkup herlakunya ilme hukem. Juku |, Edigi Pedama eeskab oo- | pesictbic Alamne, Brndong, 25 him
I3,

mF‘hilip Baheeok, o al (edah Wsbsior'a TE0c Mew Jederierankal Dicfiokey L7 e Rogiech Faapuape,
Springiield. Messachacetts, fa & Ta. “emiam Compamy. 1'%l Bim 1735

Mavid hamisn, A Sstem Anshos OF Fofiticad Lo, Moy Yok, 1993, Sehpprimnng dikutip ek Miriam
Hudihorjn, Masar- fhrpor fma Pefiok Jakata 19797, im 12-11

FZiva Gokalp, Twrlizf Naseorafiom aad Wesneen Mrdization, Losden, Ciocrge Aller and Unwin Lid, 1959,
klm 214.
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Masyarakal itu sesungeuhnya terdin dar manusia baik sebagal perorangan
{individa) atau kelompok-kelompok manusiz yang wlah bechimpun ootk
pelbagai keperluan atau tujuarn, ™'

{Jalam 3watu nNegara Orang-arang mMempunyal tuuan yang samg aniuk
mawuukan kehidupan bersarma sehingga pethedaan-patbedann antan sau dengan
lainnya akan hilang karena mempunyai tojuan akhie vang sama. Agar tdak
herentangan su dengan ipinnyva make Qiuiptakunlah hukum deiam mesyarakal.
Fungsi hukws adalah untuk tercapainva ketertiban, keadilan dan dapat digunakan
schagai sarapa pembaruan masvarukal, Fungst ketertiban dan keadilan seringlali
disebut sebagai fungsi lkum wradisional. sedang sebagai sarana pemburuan
dalam rasyarakal ditambah denpan (ungst keteriban dan keadilan disebul scbagai
{ungsi hukum modem.™ Dalam hukum, keterliban merupakan hal wama dan
perting, Setama perubahan apapun vang dilakukan intimva ‘etap ketortiban.
Selama perubahan iru ingin berjalan desgan teriih, maka masih sda t2mpal bagd
peranan hukom tersebur, "

Unmok masalal-masalah seperti keamanan dan kelertiban dan pertanahan
dan  lain-lain  hal yang nmenjadi kepenlingan umum,  masyarabkal
mengorganisasikan dirinya menjadi negara dan membentuk pemerintah,**
Berabad-abad lampau sebelum manusia molat berptiir tentang negara dan

hukum, wlzh lahir dan musnah svaiu peradaban o vang Ticduk disedan oleh

o laar Fouaumaaninad w, dees B Awac] Sodharta, Penpamier i my Babem. .., GO0 1o L.

YL il Kasjidi, Fermama fukure Datam Fembagruaan Sasieaa) Sedoreeia, Thies Malalis Ke W dan 'Wisuds
Sckalan Tinggi Hukune Garur, 1 Movember 1933, Blot,

Mt litar Kusunaatinsdja, Fampse dza Perkombanzen Hukum Dolomr Fembuaguman Yescona, Bardumg
Finacipda, 1anpa tahun.

™ Marhtar Fonsymanemail j, clan . Ariel Ridhina, Peogaanae o Hukam.. , O im. 17,



I

manugia, apz yang menyebabkan masyarakal boleh menpadakan perabaran-
peraturan yang mengikal pendudok, meneiapkan peantah dan Jarangan untok
ungkah laku manusia. Scgals suatu yang meoyangkor taia terlib kehidopan
bemegara diatur olch raja vang scwonang-wenang. Oleh karena i timbullah
pemikitan uniuk membusl format yang ideal 1entang negara, Seiring dengan
petkembangannya muancul pendapat-pendapal mengenai definisi tenlsng syato
négrara.

Menueut Plato terjadinys negara karena seprang individu tdak merass
cukup padu dimnya sendirt, meiainkan membutuhkan pertebongan, Demikianlah
yang safu membant yang lain, vang lain membulyhkan yung lam, Dalam
keanekaragaman kebutuban terkumpul pady suatu terapat bagi merekn yang
membutuhkan dan mereka yone memberikan, pada suatu permukiman vang kits
hotnakan negery, Alasan pendinan negara adalah lehih ditilikberatkan kepada
kebutuhan manusia it sendin, yaitu peapadasn bahan pangan demi cksistensi dan
kelangsungan hidup,

Lralam buku Consoforie philaspeige Augustinos menyebulkan  duoa
pandangan lentang, kota dan ncgara. Peruwma Olvitas dei yzine negara Tuhan
berada di satu pibak Eedua Civitar ferreng atau fhabod yaita negara duniawi Ui
st pibuk den negara iblis di pibak lain. Blegara Tuhan bukanlah negars di dunia
ini, akan terapi sesangarnya dimiliki olch orang-orang gereja. Salah satu vegara

dunizwi adalah kerajaan Remawi. Keadilan 3y hanya mungkin dicapai daiam

1. Budi Hadiman, Filsafa Pecicik Emorianal. 2040, alas L
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fepara-negara yang dipecntab oleh agamo KHsten {Civiias der] hanva dengan
racngejar tpuan negara Tuban, orang dapat berbahagia untuk se|ana-latnatya "

Thomas Aquings berpendapat bila hidup di dalam masyarakat ity sesuai
dengan kodrat menusta (mahkluk sosaly, di antam manosia bamslab ada suat
yapg mengendalikan individu-individu di dalam masvorakar tersebut. Dalam
kehidupan benmasyarakal, mangsia menggunakan skal dan pikitannya unbok
mengetabur apa yang berguna dan epa yang merugikan, Dalam kchidupan
hermasyarakat biasanya muncil kecenderungan pola pikie yang beranekys rapgam.
Oleh karena Uu diperhikan secrang penpuasa yang memikitkan kepentingan
uwinn.  Jelaglall hahws bunyak permimpin tak akan dapat mempertahanioan
keutuhan masyarakal, akan tetapi apebila pemenntzhannya vdak adik maka
tonark] adalih bentuk pemerimtahan yang paling buruk. Pemikitan Thomas
Agquinas lebih cenderung menputamakan kekuasaan ada di tanpan rakyai, di sind
rakyat jups mempunyai hak untuk mengawasi scpata tindakan raja di samping
kaum gercja. ™

Niceole Machievelli berpendapal bahwa hakekat aiau 1yjuan negara adalah
terselenppacanya keteniban, keamanan dan  ketenraman, yang semua i
merupakan samAna untuk mencapal mjuan yang lebib tinggl. yaim kemakmuran
hetsama hagi semea  rakvat, Tujuar_. tersebut  hanya dapat temapa oleh
pemerintahan searang raja yany mempunyai kekuasaan sbsolut, Dalany bukunya

yang berndul i pricipe ia menuliskan agar sang penguasa dijunjung inggi lan -

M e,

"fnd Sluidday Tuk. Anma Fertembonean Pemiliran delarr fime fubes, Fradnya Fapmica, Jebarie 2403,
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dihormati oleh mkvamya, maka 13 harus pura-pora memperhhatkan bahwa io
memihak scscorang, denpan demikian amtara 1a dan rakyat timbulab derzak
{senagih dan sepenanggungan sebangss dan :’-t:nﬂgﬂ.r:ﬂ]ljm.

Jean Bodin dalam bukunya Six Livees de b Reprligue inetipuraiken babiws
reegara merupekan beniuk pemennianan banvak keluorga yang dipimpin menwrut
hukumy dan  dilengkapl  dengen  kekuatasn yang berdaulat. Pemikiran ini
didasarkan pada scbelum ada komunitas wargs dan warpga negars sleu sugia
beniuk negara manapun, seliap kepala keluarga berdaulal didalam ruang lingkup
rumahnyz dan memliki kekuasaan ataz hidup dan mati dasi st dan anak-
anaknya. Jika sebuah heloarps diperinish dengan baik, kelnarga ity merupakan
tiruan negara dan kekuasaan keluarge same dengan kekuwasaan yang berdaulat '™
Pengettian kedaviatan meownd Jean Bedin adalah kcknazaan tertinggi di datam
suaty negara untuk membuat hukam, Kedaulatan im bersifad -

a.  Tunpgal - Hanya penguasa perlama iu vang memiliki, dan
nilak bolsh ada kekuasaan lain dalam negara

vang berfunpsi unmk membest undang-undang

At hukur,
b.  Ash : K.ehuasaan it tidalk berasal dari kekuazasn lain:
€. Ahadi : Tang memilek] kekuasaan it adalah negara,

d. Tidak dapal dibagi-bagi  : Kedaolstan o tidek dapat diserubkan kepada

arang kin sebagian atau selomhnya,

“Med hlm. 22,

*PF. Rurki Hadiman, Fil=fat Politk, O O, hime 23




Thi

Thomas Hobbet berpendapat. bahwa nepare it Berasal dand perjanjian
mazvarzkat dan timbulnya masyarakat adalah karema bhootrak  sosial miau
peTjanjian masyarakat, dan negara ito sendin ada didasarkan atas perjanjian antary
kckuasaan dan pentzatan kepadanya®” Pemikirannya ditoulai sebelum tefjadinva
negara. Manusia dalan keadaan bebas lunpa balas membusl manusia mengikuti
semua hawa nafsunva, sehingpa kebrbasan manusia vang satu melangger
kebebacan ranusia lannya dan manusia vang satu metupukan seripala bagi
menusia lainmya (ame Romtial lupws) Kerenw fuoontuk mengalasi serta
menghilangkan rasa takut, manwsia-manusia sepakat wiwk membeoidk negara,
Kesepakatan ini disebut sebapai peganjian masvarmkat (comraer faciaf). Dalam
prranjisn masyarakat ilu semua orang bedaoy aplama scsamanya bahwa masing-
masing akan menyerahkan kekuasaannya kepeda sescorang yvang tidak ikat dalam
perjanjian [Raja). Dengan demikian maka s penerima Wuass {npa peganian
spapun, maka kekuasaan negara ferpusst pada tangan reja dan kekuasaun raja
adalah absolut.

Pokuk wparan dalam buku Fwe treaifer an onvil govermenr korangan John
Locke adalah kekuasaan pengussa tidak lagl diturunkan dan Tuhan, melainkan
dan alam kodrst, dan berdasarkan rasio. Segals der Twban bersifal mutlak,
sehaliknva scpala vang hcra.;a.l dari alam kodrat dan berdasarkan tasio adolsh
tidak mootlak. Menurut Toho Locke jike bumi dan semua mahkuk yang lebih
endah  bermanfaat bagi semua manusia  bagaimanapun  setiap  manusia

mempunyal pribadi sendin bapl miliknva. Monusia sejak dilehirkan telah

M%aginnee Dirdjocewin, Fulearar Mickum, . Loc €1
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memiliki kcbebasan dan hak-hak asasi®'! Hak wsasi itw adalah © hak kebndupan,
hak kemerdekaan, kesehatan dan Hak Milik. Hak asasi itu lidak dapal digangga
Rugat aleb siapapun, terkecuali alas persetojuan milikinya, Mamua dalam keadaan
demikian (keadaan alami). hak-hak asasi dan kebehasan belum terjamiin penub,
Oleh karena ilu, agyr kehebozan dan hak asas manusia yanp sotu tidak melanggac
kebebasan dan hek asasi munosia laionys, maks meorcka scpakat  untuk
membeniuk suatu negars. Berdasar pada hal terschbut John Locke merumauskan
bahvwa fyjwan dari swete nepara adelah menjaga dan menjamin terlaksananya
kebebasan dan hak asast manusia, ser@ menundukkan din di bawah sehoah
pemerintahan untuk permnelibarman milik mercka {masyarakaeh, Ini didasarkan
untuk saling melindungi hidup mercka, kebebasan-kebebasan mereka dan hurra
milik mereka, alau secara umam dapar dinngkas denpan sebutan Hak Milik.
Setelah itw John Locke menghubunckan bentud negara dengan kekuasaan
pembenivk undang-undung (fegefonif), Kekuasaan pembeniuk undang-undang ind
menurut John Locke merupakan kekuasaan wemingpi (Suapreme power] dan
digunakan untuk memelihara komunitas dan para anggntan}'am.

Meoncesquien berpendapal babwe benar asas-ases hukom lerbetak pade
alam, ekan tclapn tedek berani bahws asas-asas itu hanya dapat diketenoukan
detigan akal pikinah yang abstrak. Asas-asas ity terletak pada kejadian-kejadian
gejarah, sehingpa dapat diketenpshkan denpan mempelajari kejadian sejaralh
teewebul, Dalam pengertian yang paling lwas, hukam adalah el -rel i Yang,
niscuya sehapaimana meteks dapat disimpulkan dan hakekat kenyataan, Secara

"'"And Shiddig gk Anmia, Farkembangen Femikiran, ., OO, nlme 327

"] Budi Hadiman. Filsafx: Politih GooOor, hlm, 56,
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umum hukom berlaku sebagar akal budi, scjauh akal budi iln memerintah szmaa

bangsa di dunia imi. Dalam bukunya Lsprt de Louis Mortesquieu mengabarkar

tumgst negara lukom hars dipisahkan dalam liga kekoasaan lernbaga nepacs,
yaLL

3  Kekuasaan Legislatif, yang membentuk undang-widat;

b Kekousgan Fksekunl, yang melaksanakan undang-undang, memaklumkan
perang, mengodakon perdamaizn denpan negara-negara lain, menjage wta
tervib. menindas pemberontakan dan lan-lain:

g Rehoasaon  Yodikaol yeng menjalonkan hukunan  aas  kKejphatan  dan
mctnberikan keputuzan apabila lerradi porsclisihan angars para '-.'arg.n.3':'

blonde! pembagion kekoesaon bMontesgquics berbeda dan yong kita miliki
dewasa ini. Wowenang yudikalf tidak berdiri sendirl dengan wewenang yang
setara dengan kedus wewenang yang lain, melainkan bagian dan eksekoif yang
berwenang wnluk hukum sipil dan bukun pidana, Tujuan pembapian kekvasaan
adaluh sebagui pembatasan kekuaspan, dan pembatasan kekuasaan pada gilirannya
merupakan upayn untuk meniamin kebebasan para warga ncgaranya dalam
demokrasi,

Hama dengan para pendabulunya Jean Jacques Blouszcau meopyampadkoa
teoti asal mula ncgara melalul tcon penanpan masyarakal, maka lean lacqoes
Rousseau pun menyampaikan ajamn feotang leon perpanian masyarakat. MNaran,
151 peganjian masyarakal menurol Rousseau berbeda denpan i::ara penduhubunys.

Kousseau berpendapat negars adalah suwatu arganisas] yang berdirl atas kehendak

Mgt Shoddlg 1gk. Anvia, Perkerabangan Pemikiran, |, rJeC, hime ZH2Y




khusus para anggotaeya. ' Roussean juga berpendapat. baliwa yang merupakan
hal pokok dar perjamian masyarakat ity adalah mepemukan snatu bentuk sanuan,
viny dapat membela dan melindungi kekvaszan bersamy disamping kekuasaan
pribadi dan milik pribadi, namun di pihak lain masing-masing otang eap
merratuh; dinnys sendini, schingga ia {etap merasa bBebas dan mendeke seperti
zedia kala Melalui perjanpian masysrakal tiap orang melepaskan hakoya dan
mcn].f_t:mhkm scmua hakinya kepalds kesatuannya, yaia masvarakat,  Hasil
perjanjian masvarakat adalah:

a. lerciptanya Folemte pemerofe (kemausn wnum), yailu kesaluwn kemawan
orEng-grang  vang  ielah  menyelenggarakan  perjanjian  masyarakar.  Ini
merupakan Kekuasasn erdingg. atau kedauolatan; dan karena asalnya dan
rakvat makca disebut kedanlatan rak v,

b, Terkemuknya Hofekrivifar (moasywakal}, wailu kesitnan orang-Dreng yang
menyelenggarakan perjanjian masyarakal

Dengan adtanva perjanjian masyarakat berarti terjadilah peralihan nalun
marmisia yong tadinya bebas dan merdeka tanpa betas, kini telah beralibh dan
dipanti dengan keadila dan kespsilaan dimana dibessi oleh kemauan umum,

Oleh sebab ity hamus ada badon pembuat undang-undang dan pembust wodang-

undang yang d_il:ruat harus bertujuan untuk melaksanakan kepenlingan e

Dlam  perkembangan  sejarsh, konsep megara  hukvm  mengalams
perunnizan vang berbeda-beda, Anstoteles mengaitican ﬁengenian negara Hukum
denpan ani dan pada negars pads perumusan yung masih erkat kepada polis, Dy

berpensdapal bahwa pengertian negard  hukum il toobul dan poiis yang

THRAac Tver, Meguis i Mo, [lesj Ths, Moerpnol, Jakarts, Aksara fang, T80, him. 195-4600.
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thempunya wilaysh kecil, seper kota dan berpenduduk sedikit, tidak sepeci
negara-nagara sekatang mi Yang mempunyal wileyvah yang luas dan berpenduduk
vang banyak. Dalam pofis o sepala urusan negara dilakukan  denpan
usiydwarah, dimans  selumwh warga  negaranya kel serta dalam wrusan
penyclenggaraan negara. Aristoleles  jupa mehpeoukakan liga wnswr dan
pemnerintah, yailu: Pertama; Pemerinah dilaksanakan uniok kepentingan wmum,
Efieduu: Pemetimah dilaksanaken menurul bukum yang berdaserkan keolenuan-
kefentuan umom, bukan hubom vang dibvat sccara soweonang-wenang vang
menvampingkan konvensi dan konstitusd, Ketiga, Pemecinah  berkonsbios
berar i pemenmiah yane dilaksanakan alas kehendak eakyat, bukan bemupa paksaan
seperll dilaksanakan pemenntah despovic. Pemikimn Anstoleles o jelas sekoadi
merupakan cils negara bukom yang dikenal sekarang, karena ketiga wosuer yang
dikemukakan Aristoieles ind dapat dileroukan diseinua nepaca Locke berpendapat
bahwa rekyvat harws  dapat mengikblaskan  hak-hak twecentu unok  dapat
menciprakan Common Cronet ' Namun jika negard mengabaikan kewenalpannya
whtuk pembenkan perlindungan tethadap hok-hok dagar temsebut, maka rakvat
mempunyy hak untuk mengadakan perlawanan, Hak unhik menrunkan penpuasa
vang memerintah dengan melanggar keadilan, yang diakun umum, Dalam flsafat
pohtik Abed 16 dan 17 kemudian dalam “pettiyinoan lentanp hak-hak manesia
dan warga negara™ tabun [ 739 hak warga negara untuk melawan penindazan
diangrap schapai hak asasi manusia, Hak pl:r'l.uwanan selalu hanya dapat
dibenarkan, bila terpetiuhi dua syaral yaim: pertama, bahwa tindakan-tindakan

penguuss secars basar berenlansan denpan keadilan, dan kedua, baliwa semua

A Ludi ladignan, Flssta Tabitik £ee Cr,
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sarand dan 1alan hukwm vang tersedia vnluk menenlang kendakadilan o sudah
divaiba dan tidak berhasi], termasuk protés-protes politis biasa, Hok negara antuk
menunlut ketgatan sccara ponsipll tethatas olch twjuan nepara, Coermarr Cnonef
atau kesejableraan omurn, dan dalam paham kesejahteraan whom temasuk juga
keadilen Mochtar Kusumaatrnadia berpendapat bahwa hukum merupakan samana
pembaruan masyarakal Jiedagarkan atas tangpapan bahwa adanya keteraluran stz
ketertiban dalam usaha pembangunan aiay pembanuan itw memapakan sualu vang
diinpinkan. Eonsepsi hukwmn sebagal secans pembangunan adalal babnwa hukum
memang Biza berfunpsi sebhagai alat sarana pembangunan dalam ani penyalur acah
kegialan manusia ke arah vang dikcherdaki olch pembapgunan  atan
p:mburuan.m

Perspalannya kemudian adalah bagaimana menank paris hatas antara yang
disebut sebagai keadilan dan ketidukadilun. Jobn Rawls mendefinisikan keadilan
sthapai  kebijakan vang dapal menguntungkan (berpibak) pada kelompok-
kelompok sosial di dalam masyarakat yang paling iidak diuntungkan oleh keadaun
sosial politik.”!” Hebrew menyatakan apabils pemerinish tidak dapan memesnuhi
tuntutan dari hubungsmmya dengan rekvat, berani dia tidak dapat menjamin hak-
hak dasar warga negare.”'? Immanuel Kant memberikan sambaran weniang negara
hul-u.un berfungsi sebagal penjaga malam, arfinys fugas negara hanva menjaga
saja, hak-hak tekyet jangan digangen atau dilanggar, mengens kemakmuran

rakval negars tidak boleh ada campur tan;..;an darl tegara {negara schagal

T pdnchiar Kusum@atmalja, Konres- Konsep ffukes . Lo O,
10, i | ladiznan, Flisacar Pelok O € hlm. 79,
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NMachhwachier). Kuonsep dan Imannuel Kant i bersifat hberel dan menganut
pahoen Individualistis, dalan hal pegara zejaoh mungkin tidak campur tangan
dalam wusan mdividu w:arganya..m

Pada negara hokum liheral amu negura hukum dalam art sempit, orang
hanva mengenal dua Wisur yang penting, yailu:
a.  Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
b Pemnisahan kekuasaan.

Fada negara hukum tformul sebagaimans dikemukaksn oleh F.J. Stahl
Unsur-unsumya it bertammbah menjadi empat, yaiu
a.  Perlindungan cerhadap hak Asas manusia,
b, Pemisahan kekuwasaan,
. Reriap tndakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-

undangan,

. Adumys peradilan administrasi.

“emaguki abad 18 cumpai akhir abed 19 peran negara sangat dominan
dalam sepala aopek vang oda dalam masvarakat, sehingga setiap wmasan dalam
rasyarakat sanpat berganung dari keputusan negasa, Oleh sebab jtu negara hanya

mempunyal wakiu yang zengal sedikil untuk  mengoms  masalah-masalah

kenegaman yang lebih esensial, Karena banyaknva masalah-masalah esehinal

yanp sempat dinme negara timbolah pemikizan untuk mempetkeci| peran fegam
dalam segata bidang dalam masyardat, Sejak o muncedlah istilah “pemerintah
yang yedikit mencampon wusan kenegaesan adalah pemerintzhan vang hak ™

Konsep inilah yang nanlinya dikenal sehagai Nackwechtersstaat (nogara schagal

*iped, hin. &3
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pemaga malam).™ Seiring dengan perkembangan jaman  konsep neara
Nachwachrerssipat Udek membawa masyarakat ke arab kernakoouean, BMebibar
kongep nepgars Muachwochiersstaar ldak sesuai lagl dengan kondisi masvarmikat
maks tanbullab konsep Welvaorrssioor {negara kesejahteraan). Dalam konscp
tegara ini pepara dituntot untuk memperluas tanggung jawab kepada masalah
sosigl-ckonomi yang dibadapi oleh rakyat banyak, peran personal  umiuk
menguasal hajat kbidup orang, banyak dihiangkan. Dengan berkembangnys
teknologi maka muncullah welfare sociedy dimana kessjahtersan individu atau
Roleklif lergantung dan  perhembangan pada seUEp unsur Mesing-masing negara
dan tergamntung dari kesepakatan vang diambil oleh pemerintahan setiap nﬂgﬂ.m_m

Peda abad 21 welfarc state sudah tidak biza dijadikan acnan dikarenakan
adanya kelemahan-kelrmahan akibat pasar bebas, maka timbulah pemikiran barng
dengan the new right yatu Siote, civil soclety aad marke! yang menyamnban
pendekatan tethadap mekanisime pasar. Perluscan ini dilakokan dalam mekanisme
masyarukal ilu sendin melalvi perubahan sistern Hak Milik. Di bidang ofwitf
voclely pentgakan Hak Asasi Manusia lebih diketenpahkan tidak hanys sebapai
wacana publik tedapi sebapal salah sam lcmpal scscorang yang mengharapkan
keadilan™?

Wegara Indonesia menganut gigisn pemenmahan demaokrasi vang wnduk

pada falsafah bang:a yaimn Papcasila, Tujwan pembentukan nepars Indoncsia

aendin tettuang dalam zlinea keempat LUIUR 1945 yvaito:

“angelbert Fohi, Diskusi Inlecseksi, “Chid Rigdr Opm Dwockeafismef Pemgniomon facdamesin "
Selabaniana, Yukabume, 13-14 Agestyz 20803,

it

" ihd. Shiddig TEK. Amia Ferfesmbasgan Combiean, G0 O him 42—,
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a.  Melindungi segenap hangsa Indonesia dan selurb tumpah darah Indonesia,
b, Memajukan kesejahterasn umom,

c. Menuverdaskan keludupan bangsa,

d. [Ikut melaksanakan ketertiban dania.

Sistemn demoktasi pancagila yang dianut oleh bangsa [ndonesia menunjuk
kcknasaan lertinpel berada i tangan rakyat dan dilakuken sepenuhnya ofch
Majelis Permnusvawaralan Rak val sebagai perwakilan dan rak yal, Petkembanzan
tujuzn negara Indanesia tenis imehdapat surotan sampal Jeagan abad 21 ind seinng
denygan reformasi yang terjadi dan belum menemukan basil yang posif, sehingga
negary Indoncsia melekat asumsi sebagal negara peryaga malam yang dalam
kehidupan masyarukar terdapel “tangan yang tak terlihat™ [drvisible Hand) vang
mengatwr scgala aspek perekonomian. MNegara kesgjahteraan sejatinva merupakan
siriegl pembanpunan kesejahieraan sosial vang memben peran lekibh bBesar
kepada nepara dalam penyticnggaraan sistem jaminan sosial (social secuwriy)
$ecara icrencand, melembaga dan betkesinambungan. Bentuk negara mescakup
Jaminan sosial dasar yang melindungi warga negara dan segala resiko. Maka
peinermlah sebuga pejabal penting negara harus mempethatikan segala sendi-
sendl kehidupan masyarakatnya huik dari segi formal mavpun informal. Salah satu
cara menunjang kesejahtzrann masyarakal dengan didirikannya rumah hunian atan
tormpat nggal hapi setiap masvarakat agar lerciplanya keamanan dan kenyarmanan
dalam menralant kehidupan. |

Frinsip kesejahlersan dalam nomokrazi Lslam bertujuan  ooewu]wdken

keadilan sosial dan keadilan ekowomi bagi selomuh anggota masvarakat atau
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rakyat, Tugas itu dipcbankan kepanla penyelengpara negara dan masyarakal.
Penperiian keodilan sosial tidak hanya sekedac pemenuhan kebutuhan macensl
atan kehemdaan saja akan tetapi mercakup pula pemwnuhan kebutuhan spinosl
dari selwubh rakyat. Wegara berkewayiban memperhatikan & miacam kebutohan i
dan menyediskan jamioan sosial untuk mereks yang kurang atad tidak roempu.™

Menurul  Mochiar Kusumaatmadja dalem  bokunya Konsep-Konsep
Hukum Dalam Pembengonan menpemukakan  bapamana  menpembangkan
hukum schagai sustu  alat pembaharuan masvarakat (@ foel of  focial
mz,q:'ﬂr:rerjn,gj_m Jadi pemakaian  bukamn sebagal suatu alst pembsharsan
masyarakal menpharuskan antuk mereiliki pengelabuan yang lebih banyak dan
Tuas daripada penge(ahuan hukum dalam arti yang lazim,

Fembangunan hukum  nasional  merupakan  salah sat sirateg)
pembangunan  nesional yang lelah berusia kuwrang lebih 33 rahun sejak
dideklatasikantiva srdel bukom dan permbangunan pada tahun 1970, Model
hukum dan pembangunan yang dikembangkan dan kemudian dicantumkan dalam
{:RHM saar itu dan juga diajarkan di dalam pendidikan hukwm di Indonesia telah
metelipkan fungs: dan perapan bukumy dalam pembanpusan yaing schagai
penenty arah kebijokat pemibangonan di bidang hukum, Fungsi hukom yang
utama adalah sebapai sarana rekavata sosial (o foo] of social engincering) yang

diharapkan dapat membawa perubaban mendasar sikep masyarakat dalam

berperzn serta dalam setiap gerak pembangunan nasional.

“hiuhamined Cahie Asxfary, Meear Hukom, edisi kedua, <ot 1, Takarta, 3003, him 150,
“hipchiar Kusamormadja. Kovser-fomaen Hudi .. O it Bl 21

g him, 20.
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Dalam pegaleran pembangunan bukem balk  dalam pembeniukan
peralurn perendang-undangun maupun dalem penegakan hukum terbuktl masih
betwn berjalan denpan baik dan optimeel sesuai detigan hacapan akag fugsi day
peranan hukum dalam membawn perubahah sthap madvamkar secara menyeluruh.
Hal it terbubti dari semaikin meningkattva kekerdsan din kontlik sosial dalam
razyarakal dan semakin Gngginya tingkat knminalilas lermasok KKN sampal
zaat ini. Lisampiog keadaon lersebut juga dulam bBidang penepakan hukum,
lamnpak semakin lemahnya kinerja aparatur pencgak. hukum yang dibukiikan
dengan tersendal-sendatnyz penyelesaian berbagai kasus KKN dan tindak pidana
di bidanz kevangan dan perbankan. Funigsi dem peranan hukum dalam model
hukurn dan pembanguran kvrang dipahami sshagai pembawa perybaban sikap
{atiifude) melainkan dipahami schagal sarana (o loofl semala-mels  wnink
mcngubah sikap masyarakal dun Lidak dipabami sebagai sarana untuk mengubuh
perilaku  penyelenggara negara kearah yanp lebih baik duri sebelumnya.
Pemzhaman hukum sehagai surana pembangunan nasional ini elah berdampak
erhadap kinena penyelenggara MNegars pads umumnys den aparatur penepak
hukum pada khususnva, Konsekuoensi logis dari peroahaman terscbut iclah
menimbulkan kesenjangan intara “das sollen”, vatun hukwm sebapwi seruna
perubahan sikap masyacaket, dan “das sein™ yain, hukum sebagsi alat untuk
“memaksakan” kehendak pemerintab kepada masvarakatnya, "

Kesenjangan - sebagaimana  diuraiken 47 atas merupskan pertanda

kelemahan model hukumn dan pembangunan (hukum sebagar sarana pembarian

m Mo w. portathukum.com
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konsep Hoscoc Pound di Indonesia sebapai landasan teomiik dalam mencapai
ketertiban dan kepastian hukuen di tengah-tengsh masyarakat Indoncsia masa
transisi pemeriniahan dan rezim ofontanan kepada rezim demokratik. Uniuk
mengirang] atay mengatsasi kelemiahan lersebut i alas peclu dipertimbatighan
moalel allematif hukum dan pembangunan yang sava sebut, sebapan peneras
kedua, yairw “hukwm sebapai sarana peinbanoan masyarakat dan birokrasi™ atau
“lerw 25 & toed o vocial ard fereucraric engireering”. A4

Model hukum dan permbangunan ini reagkankan peniing dan sirategisova
peranan faktor birokeasi dan masyarakal dalam arti semanit, menciplakan
ketertiban dan keamanan, den dalam arti luas menciptakon pemerintaban yang
bebms dari Roropsi, Kolwn, dan Mepotsme (good povernance). Model hukum
pembangunan generasi kedus ind diharapkan dapat menjadi tulang punggung (the
hackbonre) dalam mewyudkan “supremasi hukom™ (ewgreesmiacy of low), bukan
supremasi kekuaswan Maodel allermuanif ini memasukkan peranan unsur masyarakai
sehegal acror penting dan morupakan bagian dari solusi dparr of the sofurionf,
bukan bagiat dari masalah fpart of the probleprs) delam pembangunan hukoum dan
penegakan hukom.

Model alternatif hukum dan pembangunan 1etsebul diharmpkan dapat
mempersalukan kedua faktor tersebut sebagal bagian yang tidak terpisphkan saly
sama lain dan kedua faktor torzcbut saling mempenparuhi dan saling memiliki
ketergartungan sam sama lain. Pemakaian model hukumn dan pembangunan ini

acialan dengan arah pecrkembangan duma memasuki sbed ke-2| dimana

“Romli Almasasmita, Jisampaskan delam ceovmah i SESPIM POLRT CHREG KE 41 TP, 2000 1anggal 4
Aprl K5 de [embang, Baaniwnp,
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demakmatisasi global memmtut adanys ransparansi, akumtabiditas dan aksas
masyarakat kedalam kinerja penyclenggaman negara serta mendukong kewajiban
memberkan perliodungan aas HAM seriap angpota masyarzkal sesual dengan
prinsip-prinsip dan noma-nomia vang diamr dalam Babe X A perubahan kedua
LI 19435,

Model hukum dan pembonguoan setecasn Kedud merpakon latdasan dan
sekalipus membernkan arah vang mvata scbapgal landasan steategl pembangrunan
hukum nasiondl limue {shon yang skan dateay, Beterensi pembangunan hukam
vang mengpunakan model hukom don pernbangunan yang didukung eoleh ajaran
Ruvseou Pound, “law ar o ieal of sorial engineering”, dan dalam elaborasi lebih
lanjut mengoru kepads Lawrence Freidmann, tontang “Lepal Sistems™ (icael
substance, fepal sirncrure, ard legal cwffure) terhukii Kormng tesund dengan
peckembangan intelekoalitas dalam masyarakat demakratis di saou sisi, dan di sisi
lain Belum mempertimbangkan “key-oerars”  yung meneniuksn keberhasilan
permbanpunan hukum secara menyeluruh Permyatasn ini hendak mengungkapkan
bahwa model hukum Reseouw Pound hanya cocok untuk  perkembangan
masyarakat maju, tidak dalam perkembangan masvarakat yang sedang
berkembang, dan pendapat Friedmann hanya cocok unluk juga di negars maju
dirmana kultur keluatun bukum dan aparat hukum sudah menguai dengan konitrel
sosial yang cukup signifikan. '

Pada sehapion beyar hangsa di negara-negara berkembang, pertumbuohan

penduduk menelan scbapioe besar permirabuban ckonomi yang mengakibatkan

A id
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rakyat tatap dalam keadaan melarar. Perfumbuhan penduduk vang terlalu cepat
akan menphalatgl suat bangsa unhuk imencapa ketnajuan dan memenuhi demiared
rakyat yang selalu meningkat akan kehidupan yane lebih baik ™ Unmk
meningkatkan kehidupan pemwluduk kearah kescjahleraan dan kemakmuran maka
pemienntahon sualy negara parus memperhatikan warganya dengan dibentuknya
rumab hunian atau tempat tinggal. Dosar-decar pemnbentukan rumah hunien di
imdonesie 1ctah diatur lebih langut peda beberapa pecatuean di lndonesia. Rumah
hunian sendin berkeitan denpan hukurn kebendaan yang terdapat Kitab Undasig-
Unding Hukum Perdata (KLJH Perdata) indonesia.

Pengaturan rnengena Tumish hunian pada umumnya terdapatl pada Buku 1L
KU'H Perdata mengenai hukwm benda Dulem kepemilikan momah hunian dikenal
adanya hak kebendaan, Huk kebendaan ralah hak mutlak atas suan) benda dimana
hak i memberikan kekuasaan Jangsung atas suatu benda dan  dapal
dipenghankan oleh siapapun™™. Dalarm menafsirkan aturan-aturan das hukom
bendn hendaklah selalu diingat asas-asas wnun dari bukum kebendaan. vang
termasuk dalam asas-asax wmoom dad bukum bendz ialah™':
1. Merupakan hukum penaksa,
2. Dapat dipindahlan,
3. Asas individuafiteir,
4, Asas loftalifer,

5. Tak dapat dipisahken

opdrioi M P. Tjondrvocgare, M Kependudvbas, Erlangza-Lembapga 5w Panbuanpunac 1981, biln, 7.
Fhgpaedne, Masjchuen Solwan, Hulkm Sanda, LibemeYogeskars , (920, Rim 24,

! ibid, him.
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G, Asas Priowileil,

-4

- ASES porcampiran,

4. Perlakuan terhadap benda.benda hergerak dan fidak berperak itu berlainan,

b

Asas pebficielt, dan
140, Bifal perjanjian,

KUH Perdata setelah dinndangkan TLPA masih berlaky dalam pengertian
umwm, ¥altu schagai pemilikan alan hak pemilikan. Berkatan dengan hak
kepernilikan, Sunaryati Hanono mengatakan 4t Indonesia landasaan wliil dari Fluk
Milik adalah Fancasila dan 71T 1945 Landasaan idiil tidak hanya didasard =zlah
satu salah satu sila ataw salah sam pasal da 10TY 1945 teepi juga Fancasila dan
UUD zebapai sam keseluruhan yang sistematis™’ Hak Mihk bersumber pada
kenvawan hidup, bobwa wnivk dapat menghidupi din sendir, barang-harang
tertentu harus dimliki karena hagi manugia ada kelompok  tortent vang
merupakan ketentuun tentang Hak Milik, ini dapat ditermukan dalam Pasal 570
KLH Perdala yang menyvebutkan babhwa Hak Milik adeiah hak untuk menikmad
st benda dengan sepenuhnya dan untuk menguacai benda il dengan scbebas-
bebasnya, asal tidak berientangan dengan undang-undang atau peraburat wmum
yang diadakan oleh kekuasaan yang memmpunyzi wewenang untuk itu asal tidek
menggangm hak orang lamn dan kepentingan umum.

Hukum tanah termaguk dalam aspek dalam hukwn benda. Salah saiw aspek
};&ng penting dalam hukom tanah sdulah hubungan smtars benda yang melekat
antata lxpwh dengan benda lain yanp melekat padinya Kepastian hukum akan

kedudukan hukum dari benda vang imelekm pads wnsh w sangal penting

"5 urarjali Harwue, Capiie $electa Ferbandingan ukgn, Alumni, Bandung, 1982, hlm, 2%,
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kedudukannya karena bal ini memponyai pengaruh vang luas terhadap sepala
hubrungan hukum yang menvangkut tanah dan bende yang melekat padanya. Agar
tidak tenqmdi menyalahpunaan wewenanp maka negara memiliki hak wowmk
menguasal tanah wilayahnya vang didassrkan pada Pasal 33 UUD 1943, Dalumn
Pasal 33 dipakai istilah “dikuasat™ inl mesanjuken bahwa negara selaku badan
penguasa diberikan wewenang untuk mengatur sustu vang berhubungan dengan
tanah. Untuk it tidak diperlukan lags jika ada tanah yung pihak lainnyva tidak
dapat membukiikan, maka tanah i cigendom adalah domein nepera sesuai
dengan Pasal 33 UL 1945 % Tetapi Hak Milik percorangan teiap dilindungi
dan diskui kerens hakekat hak menguasal tanah islah untuk memibangun,
menpusahalian, memelbara, dan menganr kepentingan  tegara,  wnmwn,
kepentingan rakvat bersama dan kepentingen perseorangan.’ Disaraping itu
penyedizan tanah juga harus dikelolz dan dikendalikan oleh pemerntah agar
penpgunaan dan pemanfuntannya dapat menjangkau masvarakat secara adil dan
merata tanpa memimbulkan kesenjangun ckonomi dan sosial vane besar dalam
provses. bermukimnya masyarukat, ***

I3 semping Pasal 33 ayat {3) UL 45, hak-hak vang terkail dengan
perlindungan fungsi dan davn dukung chosister yang relevan dijadikan sebagai
hak-hak konstitusional adalah :

1 Hak setiap vrang unhuk mendapatkan Bngkungan hidup yang schar dan baik,

**Sudsrgn Uaotama, Tafsimm Lodang-Undanyg Fakak Agraria o Civ.. him. 55.
H¥Hman Sosliknjo, Pulivk Aprerda Yaswea! Cadjah Mada Lhiversity Press, Iogjakearta RS, hlme 21

M Muhvante., Kontepsl Feramran ferumadan | e O im. 1.2,
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2, Mcgara berkcwmiiban wniwk menpamin bahwa  setiap kebijakeanaat
pembangunan mempertimbangkan dava dukung cekosistem dan perlindungan

Fungs: lingkungan hidup.

(Y]

Megara berkewsjihan membenkan ancaman hukum pada sebap pelanggann
maupan perucakan terhadan nekungan hidup dan sumber daya alam secara
memadal berdasarkan peraturan perundang-undanegan.

Flak-hak setta kewapban Kenstiticional di atas mwropakan kebentuan-
ketentuan wrnm dalam berbagai koostilusi di Nepara lain seperti Philiping, Alriks
Selaian {kontmusi tahun 196}, Angola (koatstusi tabhun 1992}, Armena
(konstitusi  dahun  1995)  Chili  (kentitusi aghun 19800, India  {konstitusi
[amandemen] tahun 197%), Ghana {konstitusi 1ahunl 9923, Belanda {konstitusi
[amandemen] tahun 1983), Bresil, dan lzin-lain*"" Hukum kebendasn menur
Socdewi Masichoen Sofwan dapal dibagi menjadi bends 1ak berperak vang
meeliputi: ™
1. Benda tak bergerak menunit sitatnya, tanah dan segala sesosiu vang melekat

disizasnys;

2. Bepade tak bergerak mepurt tuannyas

3. Benda tak bergerak menurgt ketentuan undang-undang. I berwwud hak-hak
atas benda-benda yang tak berperak.

Benda bergerak dibedakan atas:

1. Benda berperak Karena sifatnya menuret Pasal 509 KUUH Ferdata ialah

benda-bermda yang dapai dipitwdahkan

1 2 Irslenesicr Conter tir Emwairoamental Low, [acarta, 9 Agusips 200

5 Guedewi, Masjchoen Sofwan. ffah Jamran dots Tanak, Cocaor.
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2. Benda bergerak karena ketentnan undang-undang menonan Pazal 511 nun

P'crdata ialah hak-hak atas benda yanp bergemk,

Cralam buku 11 KUH Perdaa tentang kebendaan inenpanut siskem lertolup,
artinya balwa orang—arang tidak dapal mengadakan hak kebendaan baru zelain
vang sudah  ditetapkan  dalara omdang-undung atas beranti hanya  dapat
mengadakan hak kebendaan terbatas pada apa vaog sudah ditetapkan olch
undang-undang zaja. Hulum benda sebagmmana distur dalam buko 11 KLUH
I'erdata joga berkaian denpat Undang-llmdang Me. 5 tahun 10 tonlang
poraturan dasar pokok agraria yang lazen dikenal dengan nama Undang-Unglang
Pukok Agroria (LIUPA) yang berlaku sciak tangeal 24 September 1960, Drnyran
berlakunya undang-undanp tersebut membenkan penguroh  perubahan besar
terhadap berlakunys buke II KUH Perdata dan juga terhadap berlakunya hukum
tanzh di [ndonesia. Sejak berlakunya UU wrsebot maka dicabuilzh semua
ketentuan-kctenman mengenai hak-hak mengeoa buma, zir, den kekayaan alam
vang terkandunz didalamnya dari buaka 11 KEJED Perdata kecuali kelentuan-
ketentuan hipotik. Dengan adanva unifikasi hukum tanah barat yang tadinya
ertulis dan hukum tanah adal vang ladinya tidak lettulis kedua-duanya diganti

menjadi tertulis sesual dengan ketetapan MPRS Mo, IFMPRS!15640.
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BAR [Y
PENGADAAN RUMAH HORIZONTAL DAN VERTIKAL DALAM

KAITAN HUYKUM FERTANAHAN DH INDOMES | A

A. FENGADAAN LAHAN BAGI PEMBANGLUNAN RUMAM VERTIKAL
DAN HORIZONTAL

Undang-Liulang Nomor 24 Tahun 1992 sentanp Penataan Ruang ielah
dijabarkan ke dalamn berbagai peraturan pemeninizh dan ditetapkan scbhelum proses
relornast berulan telah dipantikan dengan Undang-Undang Namor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang. Dalam proses reformas juga melahitkan Undang-
Undang Marmor 22 Tahun 1999 (UL No, 2271992} tentang P'emsetimtahan Davrah
yang pada ntinya mcmberikan  keleloassan kepada  dusrah untuk
menyelenggaraksn olonomi daerah. Dengan berlakunya U1 No. 221999 tersebar
itaka diperlukan berbapai penyesuaian dalam U Mo, 262007 4

Sejolan dengan penambahan penduduk dan peningleatan dinamiko aspirasi
masyarakat, tuntutan terhadap permbacpunan untuk kepentingan umum semakim
mengemuika, Namun, akivitas unk memenuhi tontulan ini berhadapan dengan
ketersedizan tangh yang semakin terbatas dan pasar tanah vang belum tethangun
dengan baik. Hal ini mendorong kenaikan harga lanah secara tidak serkendsls,
thelakukan hndikan mencan wntung (read seefirmed terhadap seliap lanzaksi
tanah, Bahkan, tindakan spekulan mnah ini kerap menggangau ketancaran alokasi

pembanpgunan vang memetlukan lanah sehingga menyvulitkan pengadaan lanah

*Mepariernen Bokerlaan Untum, Braf Final, ¢ imsktoat Jeanchal Fina karpa} ZI65-2000,



teruma untuk pembangunan kepentingan umuin dan menimbulkan ekonomi
hiaya Linggi. Derkenaan dengan peneadaan tanah bagn pelakzanaan pembanpinan
kepentingan uwmum, Pemerimah BRI telah mengeluarkan beberapa peraturan
penling, DHantaranva adalab  laldenya Perpres Moo 30 Tahun 2003 vang
dilatarhelakangi aleh ketentuan TU Mo, 20 Tahun 1961 Pasal 2 ayat {1} yang
berbunyi: Pengadnan tanah untuk kepentingan umum oleh pemenntsh also
pemerirtah dacrah dilaksanakan dengen cara:

4 Pelepasan dan penverahan tatah,

b. Fencabuten atas lanah.

Nengan dikeluarkannys Perpres im, sekaligns mencabot Keppres No. 55
anm 1993 tentang Penpadaan anah bagi pelaksanaan pembangunan untok
kepeniingan umum. Pencabutan tethadap Keppres im karena dipandang tidak
sesuai gebapai lavlagan hukum dalam rangka melsbsanukan pembsngunan unk
kepentingan umum maupun persoalan yang timbut dalem pengadaan tanah selarms
i1, secara substansi Perpres terschut memberikan peluang vang besor kepada
negara untuk memperikan jaminan kepada invéstor noiuk menanamkan maodalnya
di Indonesia terutama dalam hal penpadaan tanab. Naroun, dalam perfjalanannya
musth tetdapat perdebalan diantara beberapa pibzk terutama terkail konsep dan
pemaknaan “kepentingan umum”, Untuk mengatasi berbapai  perdebatan
mengenat substansi Perpres No, 36 Tahun 2005 lerulama yang berkaitan deopan
keberpihakan terhadap kepentingan wmum, Petnerintab lelah  menpeliarkan
penvempumaannya yaitu melahu Perpres Na, 6% Tahun 2006 sclealigus mengganti

Peipres Wi, 36 Tahun 2005, Alazan utama dibalik pengganlian i adalah unluk



meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak ales tunabh yang sah dan
merjatnin kepastian hukum  delam penpadasn lanah bagl  pelaksandan
pemibangunan untuk kepenhingan wrim.

Bebiakan penpadaan lamah untuk pembangunan kepenlingan uimam
scperti lertuang duelam Perpres Nomor 65 Tabun 2008, linppa dewasa im
mengguakan mekanisme pant rupl. Kebijakan ini beranpkal dan konscp yang
memandang tanah sama dengan komoditas lainnya, yakm mv:mi_]ill:i PASET VHME
disebut dengan pasar tanah (foend marker), Thilam penerapannya, mebanisme ganti
rugi memerlukan prasyarat yakni asumsi yang mclekat pada sistem mekanisme
pasas. Namun dalam pelaksanaammya, asums n tidak terpenuhi sehingga proscs
gamli Tugd sulil dibereskan dengan baak, Kendakberesan mi metonjukkan hahwa
kelembapaen ganti rugi tidak efisien. Secara konsepsual kctidakefisicnan i
diindikasikan oleh ringginya biava transaksi {((remiaciion ensd). Setnakin tinggi
biaya transaksi yany terjads dalam kegiatan ckonomi, berari kian tidak eflisien
kelembagean  yang didesain, demikion  sehabiknyva,  Konsekoensi  logisnoyae,
mekanesme ganti rugi tebapal kelembagaan vanpg didesain untok mengatasi
perspulan pengadasn lenah wntuk  pembangunan kepenlingan umuom,  sulil
diharapkan untok melakukan transaksi secara oplimal. Terkair dengan ini,
kelembagaan pant rupl memiliki keterbatasen dalam penpadaan tanah, maka
metnde pengadaan tanah lainnva seperti konsolidas: tanah (femd consofidarion)
datt Bark Tanah (fomd daniiry), perlu dipertimbanpken untuk diterapkan di
Indonesia, Qlch karena tu, mictode altcmatif pengadaan taneh terschutl perlu

ditclaah baik sccara teoritls maupun pengalaman empins dengan mendalami
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pernbelajaran (fessons fearmed) dari herbagai negara vang telah menerapkannya.
Untak itu perlu dilabukan peninjauan kembali terhadap peratwran perundangan
vang berkallan dengan masalah pertanahan mavupun bideng vany erkait, Ada dua
sasaran dalam peninjzuan keribali ini antara lain tendapakan pemahaman yang
benar mengenal konsep “kepentingan umum™ dan memastikan setiap metode tidak
berentangan dengan peraturan perundanpan yaty berlaku. Selain itu poninawan
kembali terhedap pengalaman negara-negara lain yanp lelah lebih dahulu
menerapkan kedua melode ilu berguna untuk melilat prospek penerapan di
[ndonesia, Hasil peninjavan kembeli ing bermanfzsl unuk melakukan penataan
kelembagaan yang mempakan prasyarat uniuk diterapkan di Indenesia.

Kepentingan umum didefinisikan sehigal kepentingan schagian besar
lapisan masyarekat. Undang-Undang pencabutan hak atas wnah, kepentingan
publik didefinisikan secara Juas sshegai kepentingan bangsa dan negara serta
kegenlingan hersama dari rakyat. Pengertian kepentingan wmum diperjelas
melalu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahen 1973 Tencang Pelaksanaan Pencabulan
Hak-hak ataz Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya dimana kepentingan
umum didcfimisikan schagai kepentingan bangse dan negera, dan/atau kepentingan
macyarakal  luss, danfalaw  kepenlitgan  rukyal  hanyak/bersama,  dan‘atau
kepentingan pembanguna.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tshun 2005 menuai konwroversi yeng
bercwmber padu definizi kepenringan umum yang tedalu lues dan jaminen
kompensasi  bagi masyarakat yang lmehnva diambil sbh untuk  kepiatan

pembangunan demi kepenlingan wmum.
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Fode prakbeknys fetgadaan lahah uttak pembatgonan kKcpentimgan unmut
secniry, menimbulkan konflik di berbagal dacrab di Indonesia, Fektor penyebab
bervariazi mulal dari rendahnya pengetabuan dan kesadaran mesvarakel enung
maksud dard hepentiggan wwam  sampal munculnya para spekulan sebapal
pengsjar keuntungan (Feal secker). Pembebasan Jahon rakyal unuk kepentiogan
anwn tidak bolch menguntungkan pejabat nakal ving mencan kKeuntutgon don
para cale tanuh dan spekulan. Pembebasan lanals :mJi!: rakyat juga tidak bolch
mernnneulkan ofang-orang yang bervsaha memcan keuntongan sendic, dan Jika
lahan rkval harus dibebaskon unlok kepeninpan publik. lidak beleh ada pthak
manapun yang dimeikon, fermasul mereks yane melepaskan lanahoya

Momurat Talkwrputta, MMN.D (1993), ma prinsip dalam mensrapkan
konsotidasi tanah, antara lam adalah:™
1. konsolidasi tanah harus ditwpukan untuk mempetkaiki sumber penghidupan di

pedesaan bukan hanva ditmjukan ontuk meningkatkan produkst komoditas
pertanian tertenhy,

2. Tujuan akhir dari peleksanann konsolidasi tanah adatah pembabansan
masyarekat meclalui perckoromian yang berkelamutan, pembanguman politk
hapi selurub masyarakal erta perlindunpan dan manajemen sumber daya alam
yang becke lanjltan,

3. Penerapan proses konselidasi tanah hams didasacksan atas prinsip parisipast,
dempkras] dan ketetlibatan masyarakat (menperkenalkan masyarakal wntuk

thengatakan bagdimana sumber daya alam tersebut haruy Jigunakon)

Hain Dlarga Talkwrpaire Kebijskan Fembangunan Penianahan dim peranan BEawselilasd mnah Mekilah
pady FLakn Korea Pelukmnson Eonsedidas Paab Dalan Pankanponan®, pada Trmgpal 14 Okesher 1937
hhn. 7.
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4, Interyvensi pemennoteh hanya ditujukan unnk membanin masvarakat dalam
mencntukan pongeunean atas sumber davanya dan kemudian mercorganisas
bapian-bajman muang sesuan dangan penggunaan térsebut, dan

5. Pendekatan yang digunakan meropakan pendekatan yang komprehensil” dan
lintas sckioral denpan mengintegrasikan unsur-unsue di pedesasn dessgan
pembangunan daerah yang lebib luas temasok keletkwitan desa dan kota,

Secara kelembagaan konsolidasi tanah I:luls:_anlah sesuatu yailn bams dalam
konteks kebijakan perlanzhun di Indonesiz, Peraluran Eepsla BEN Nomor: 4

tethun 1991 1entang konsolidasi tanah mempakan aturan pertama yang mengamr

pelaksanann  konsolidesi taneh. Di dalam peretuan ini discbutkan bahwa
konsolidasi tanah adalah kebdijakan pertanahan mengensi penatzan kembali
penguiacian dan penggunaan kembali tanah scrta usaha penpadaan tamah uniuk
kepentingan pembangunan, uniuk meningkatkan kualitas  lingkungan dan
pemeliharman sumber dava alam dengan melidatkcan partisipasi aklil masyarakat,

Konsolidasi tanah perkotasn dapat dikatakan scbapai kebijakan tanah panisipetit

dalam pemanfaatan fanal sebapaimana vany dialokasikan rencans At TUAng

untuk pemokiman. Dengan pariisipasi masyarakat ketidaktertiban penguasaan
tanah dan keridakweraturan penppunasn tansh ditete kembali, " Hukum dapat
dijudikan marana schapgai salah satu untok menpgetakon paitisipasi masyarakat

dalam Konsolidasi Tanah Perkotaan, ™"

Ml Sikuy, Koiomaiasan  Jlukum Kumolidssi Tanah Perkatsan Sebogai [nxtumen Eehdjakan
Paplizahon Poeeisiputil’ Dokany Panagen Ruarg Lo Induiectias  cclaban porduna, poicvbit Milm Bchijakan
Tandh Indonesila Yogrekana 266, blo | -1,

M i hilm 3.
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Bdenurut  Talkwrputra vang mclatarbelakangi  konsolidasi  tanah i
Indonesia sdalah sdanva beberapa pemasalahan yang berhubunpgan dengan
pengelelaan taneh yang dihadapr. 3alah saluoya adalah debutuhan kelersediaan
lahan vang lebih baik uniuk pembangunan bagi tmasyatakol rermasuk herbagai
mnfrastruktumya. Sclaim fakwor di atas, konsolidasi tanah jupa didorong oleh tidak
terkonlraloya harpe tnsh den spekolas tinsh akibal dad ingginva poerminigan
atas tanah pada dacrah perkotaan. Model km_‘unlidasi Linah vang dipersyaratkan
vleh Bank Tunia adalah:**

1. Adanya keterlibatan partisipasi masyarakat,

2. Tidak meruygkan masyarakat sccara moral macpun macerial dan Gdak ada
pemaksaan,

A. Mezhbatkan 1L5M wvang dianggap mdependen vleh Bunk Duonia sehagai
pendatiping,

4, Bermusyawarzh denpan masyarakat vang pro maspun yang konira,

3. Tidak menvisakan masalah menjclang pelaksanaan tender konstrakei dan

6. Seluruh binya bersumber dan APRD, keeuall biaya konstruksi,

kansalidasi dileksanakan dengan tiga metede, yaitu penatzan dengan
sistem LC {lawd covmeolidotion) uniuk lahan yeng masih kosong {dengan
partisipasi J0%), penztaan anah dengan twnsh penggantt, penatzan tanah dengan
gantl Tugi vang untuk tanah yang terkena bapion sudutnya sija dap penataan tanah

denpgan membongkar bangunan sevta mengeanti rugl dengan vang. Menurut

2 oiclew Penalwan Buang Deparemen Kimpraswil, Sinkegnizass Penaczan Ruasng dengan Pemoanminan
Ferumahan dan Permukiman  Maknlam Pada Owiencesi warasan Bidang Praperi dan Kehanks. Beamdung,
17 bl 2.
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Talkurputta, pahng tidak ada lima prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam

irplementasi kansalidasi tanah di [ndonesia:**
1. Pronyip pertimbangan dan konsesus, pemilik tangh meropakan subjek dalam
konsolidasi tanah sehingga ada dua hal yang menjadi pertimbangan uniuk
menjadi konsensus dalam inplernentasi konsalidasi tanah di Indonesia, yakni:
a  Penataan tansh untuk pembangunan ustak permilik Langh 1t sendin, jalan.
fasilitas kesehatan dan olab caga, kantor pemerintall dan fasililas publik
lennye  dan  mempertimbangkan  pembiaysan bagi  implementas
kensolidasi tarsh.

b. Mendicain permukinan vang direncanakan melalui partisipasi aktif para
pihak.

2. Prinsip kesesuaian demgan RTREW. implementasi konsolidasi tansh harus
seslan dengan masrer plan terutama rencang permukiman, pembangunan dan
periwnbuhan daerah peckolzan.

3. Pronsip administresi tanah, kensolidasi wnah harus dilakukan dengan tentib
admintstrasi, meliputi: pendataan fisik tarah, sdministrasi, aspek hukuem
xampai kepeda dikelvarkannya sertipikat yang merupakan sotu kesatuan datam
manajemen perianahan.

4, Prinzip manfasl, melaln konsolidast tanah_ yany menikmati tidak hanva
pemcrintah akan tetaps jugs para pesena,

5. Prnsip parfisipasi komunitas, melalui konsolidast 1anah dilakukan pelibatan
peran  erld  tmasyarubal, schingga mereka tdek hanya  schagal objek

pembiangunan, tetapi juga sebagai apenssubjek pembangunan.

Wi Dnrga Telkrprolia. Kebsjukon Fembangunan ..., fag O
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Kesuksesatt  konsohdasi  tengh  samgatl ditentukan oleh  pelaksona
konselidasi tanah ¥ang mencakup liga komponen aniara lain. pemeriniah, pemilik
lahan dan pengembang. Femenintah menyediakan imfrastuktur dan Fasilitas publik
lainnva wneuk memperremukan kebutuhan dart pernilik laban, Pemilik lahan
roendapal  perhatian sebagal bagian dimana lghanpya akan digunakan  untek
membangun infrastiukiue poblik, dan perouliban baya dan pekena spil dan
pengembang merckrul tenaga sipll. Keterlibatan semua pibak sangat pentnyg
untuk memaksimalkan tojuan. walaupun berbeda apa vang ingin dicapai
Pemenntzh meénpinginkan  kesgpahteraan publik, pemilik  [ahan  unmk
memakzimalkan konsumei dan pengermbanpg  mebtwaksimalkan  Keontunpan.
Petrodsalibiimya  bagaimana  menpaiur keliga  pihak  werssbor,  sehingge
kasepahieran  publik  dapat dircalizasikan, kebulwhan pemilik lahen dapa

ditemukan dan keuntungan peagembang dapar dicapai baik.

B, REGULASL DAN TAHAP-TAHAF PEMEANGLUNAN

Lndang-Undang Moot 9 Tabon 1999 rertang Tota Cara Pembetian dan
Pembatatan Hak Pembangunan di Indonesia secara Urawm diartikan sebagai suaty
usiha uniuk memaukan kehidopan masyarakal dan warganya. Schingga orientas
dalam peoyusunan progtaon dan kepiatan tdak lapi dengan bertujuan provek,

namun dengan pendekatan svatu kabutuban nil dan masyarakat secars luas bukan

sekelompok masyarakal. Thalam koarcks Indonssia, pembangunan berkelanjutan
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ditijukan untuk mengurangi kemiskinan dan jupga menpebminasi keousakan
sumber dava alam dan lingkuopan.

Pembangunan perumaban dan peormukiman memiliki artl yang sangal
penting bagi layu peeckonomian di lodonesia karena rmeropakan satu kesaluan dan
pembangonan nasional dan hakekat pembanponan nasional itu sendivi yaiu
pembangunan  manusia  [ndonesia  sewluhova  dan pembangunan  selursh
mazyarakal Indonesia,

Pembanpunan juga mempunyel makna yaity adanva proses perubahan
terleniu terhadap pola hidup suatu masyarakat llakekot pembangunan adalah
petnbatigihon lethadap manusianya sendin, pernyataan inl imengandung Jos sigi,
Sisl yang portama adalal bennakoa erientusi, ssdangkan yang kedwa berarti suamng
kenvaian. "ada Kenvatasn yang kitn lihat, membangun bukan saja hanyva pada
irhjck manusianya melainkan membangun dapen dizrtikan pula berubahnya suatu
lingkuogun, Gejala el menunjukan  bahwa pembanpunan  sebagai  suatu
terminologi yang menpandung aspek gands, dapal bormakna kemajuan wao
kemunduran, Secara plebal konsep pembangunan betkelapjutan sudah ada
gerakan nvald untuk mengimplémentasikannya, scperti ketatmya berbagai amran
fentang  produk  vang masuk ke negarp-negaa maju. Misaloya  harus
mencantumkan label yang ramah hingkungan (eco-fabefling). Unluk e, sccara
sederhana jika memungkinkan mulai sekarang setiap perusahaan vang bidang
usahanya berpotensi menisak atau menceman lingkungan memasukkan hia].ra.
perbaikan lingkungan ke dalam harga pokok produk stau jase yang dihasilkannya,

sehingga pererajas  atio  perbatkan lnghungsn menjadi nggung  jawsh



peruzahaan yang bersangkuran. Konsep intemalisasi hiaya perbaiken lingkungan
ke dalam harpa pokok, paling tidak akan osenjadi langkah sedikit majo & masa
mendatane ! Dalam rangka melsksanakan pembangunan yang berwawasan
lingkungan yaiu sustu pembanpunan yanp becencana dalarn pengelolaan sumber
duva alum sevara bijaksana untuk meningkalkan mutu hidup maka diperlukan
suaby upaye uptuk menjaga kescrasian antar berbagai ussha atau k:gima.n.m

Pembangunan becke lanjutan hars berlompu pada kapasitas munusia yang
makin kuai, Penpembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sscara
werus-menerws dupat dikainkan dengan implementasi provek-proyek nasional baik
vang berskala kecil maupun besar, Pembangunan berkeianjutan yanp diharaplan
snat ini adalah pembanporan yang udak mengureng kescmpatan  gonerasi
merdatang untuk memperoleh bagian vang menentukan kessjahteraannya. Olah
kareha i, pembanguian berkelanjulan hanes dapal berlanjut dar gencrasi yang
sam ke generasi vang berikummya.

Dulam pembungunan berani alénya proses kKemajuan (progress) dapad
pula  bermokna  kemunduran  fregresst. Dalam pemmbangunan  nasional,
pembangunan perumahan merupakan upava untok memenohi salah satm dard
kebutehen dasar manusia. Sejalan dengan itw, pembangunan perumahan dan
permukiman juga sebapai hagian__ dalam upava peningkatan kualilas kehidupan
masvarakat, pembangunan perumahan dan permukiman juga dilujukan untok

mewy]dkon  perumahan dsn permokiman vang  secara Jungsionat -;].El'.IEl

"IN Raka Suandana, Presdn Growdk dae Memfanpunan Berkebrauiare, 1.ombaga Fonclitian, Fonghajing ban
F:-ng_a];ﬂﬁa.n M arparakea) (LFIpA) Undiknax I'.hmpnﬂr.

MIE Gpenawan Saromo. Aclises Hedgenal Saepak Ciepitean. Cadiah Moda U Press, Yogvakara, |99,
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meéndukung periumbuhan perckonomian dan pengombangan wilayah, Denean

demubkian. perwujudan akan masyatakal vang sejahileta ekonomi serta bodayanya

bukan banya sehuah angan-angan dan cite-cila yang tak tercapal melainkan suatu

kenyulsan yang ada. Fakioe-lakior yang mempengaruhi pembangunan perumahar

dan permukiman adalaly

Fuklor Kependudukan

Bila kira kaji {aktor kependudukan, maka perkembangan penduduk yang
tinggi merupakan masalah vang memberkan pengaruh yang sangat besar pada
pembangunan perumahan dan peemuknnan di mana pembangunen perumahan
dan permukiman mempakan kebutyhan dasar manusia.

Fakior Perlanehan

Akibat adanya arus urhanisasi sebagai fonomena dunia pada saad ini terutama
dalam nepara berkembanp di mana pada wben 2005 yang lalu, penduduk
perkolaan di [ndonesia natk menjadi $0% dar seluruh penduduk di Indonesia,
D samping itw, ada kekhawatiron masyvammkst dunia pada waktu ind tentang
adanya Kenyatasn bahwa kurang bchih ada sam milyar pendudiuk dunda tinggal
pada tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan. Kondiz lersehad hukan
hanya di perkotaan saja melaigkan juga pada wilavah pedesazn, khusus d
daerah  perkolaan permukiman kumuh dari tahun ke tabon mengalumi

pertambahen yanp bepilu copat.

“zwan Yudohusedn, Raneh £t . ., Do, O, Blm. 25,
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3. Fakuor keterjanpkanan daya beli saffordabiling

Diani pengamaran yang diperoleh pads pembangunan perumahan di PELITA |
sampal dengan pada PELITA 1V, masalah  keterjanpkavan dava beli
merupakan faktor vang sangm dominan dan mempengaruhi kelancaran
pengadaan perumahan selwin masalah kependudukan dan masalsh pertanahan.
Dalam hal pembangunan peromaben dian permuokiman untok  masyacakal
berpenghasilan rendah, usaha-usaba yang telah ditanpuh olel pemerimtah
dalam memberikan iklim yang baik bagi usaha masvarakat, antara bain dengan
memberikan kredit ringan metalui fasilitas Kredit Kepemilikan Bumah {KPR)
rmélalm BTh maopun bank-bank swasta lzinnya, Walupun demikian, dengan
kebijaksanaan ini bang dapat dicakup hanya sekitar 13 % saja don kehubhan
perumahan yang ada, itupun hanya sebagiah kecil pembangunan perumabn
baru di perkotaan. Drengan terbalasnya sumber diow dan pemerintah, maka
perlu dilakukan usaha-usaha vang lain whoik lebih menyedo dana dad

mausyarakal vang scbagian besar bukan meropakan sumber dana yang wmurah.

. Faktor Perkembangon Teknglog dan [ndustn Jasa Konstruks:

Mchhat kondisi sckarang, industri jasa dan industri bahar bongunan belun
sukup dapal mendukunyg pembangunan perumahan dan permukiman dalam
shala besar atau secara besar-besaran. Di Indonesia industri jaca konstruksi
dan industri bahan banpunan lerbagi dalam segmen yang modem dan segmen
yvang tradisional dimana sepmen cradisional dapae menyemj; tenaga kerja
dajam jumtah yang sangal besar danpada segmen yang modem. [ndust bahan

bangunan dan konstruksi dalam scegmen vang teadizional tidak menggunakan
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peralatan yang cangedh, tetapi industti semacam im biasanya bersifal lokal dan
halum dapat menyediakan bahan banpunan yang murah dalam jumlah vang
besar, tepat wakt, dan pada lempatl vaog diperiokon secta dengan mute
standar hahan vang diinginkan mneskipun lioghat harpa yang relatif muorah
narun letap pada woumnya juga belan dapan lerjangkau oleh masyarakat

berpenghasilan rendah.

. Fakror Kelembapaan

Perangkat kelembagaan vang berfungsi schagai pemegang kebipaksanaan,
pembinaan, dan pelaksanaan, baik di scktor pemenintah muvpon sektor swasta
baik di tnpkar pusat meupun daerah. Secara keseluruhan  peranpkat
kelembagsan tetsebul belum merupukan s5istem yang erpaido, Pemennizh
Dagrah memegat; paranan dan mermpityal posisi yang sahgal stralepis dalam
melaksanakan pembangunan perumahan dan permaukiman, Mamun demikian
unsur-unsur pemennizhan di tingkat daerah yang melaksanekan program
khusus koordinast, baik dalam koordinasi verikal maupun horizooneal unmuk
membangun perumzhan, mesih pedu dimantapkan dan perlo dipersiapkan

A Py

. Faktor 'eraturan Perundang-undangan

Peraturan p::qu:mg—und.angan merupakan landasan hukwm yang sangat kuae
bagi penerapan kelbrjaksanaan dasar maupun kebijaksanaan pelaksanean untk
pembangunan perumahan dan permukiman, berbagal .pmduk perundanyg-
undangan yang ada dan yang masih bereku banvak ysmg sudah Odak sesuy

lagi dengan kendisl yang diperlukan. Sebuger comeh, pada Usdang-Undatg
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Homor | Tahun 1964 tentang pokok perumahan vapg memtikberalkan pads
pemenuban  kebutuhan perumahan dan permuwkiman untuk kepentingan
mdividval, scdangkan dalam GBIN  sclanguinva menitikberatkan  pada
pembangnman perumahan dan permuokiman secar fungsienal.

Parbangunan pads masvarakal negara yang sedang berkembang masih
herorientast kepada pentbanguan ekononu dan bersanaan dengan ia mercka
]1_a.t'u:-: pula berjuang medawran tekanan-tekanan ekonomi dan negara majw, hal
ini - mengakihatkan  perluesan makoy pembangonsn bagn  necAra-nepgara
betkembang dan mmenjadikan bentuk perjuangan vang bersifat ganda. Unmk
mencapai  lgjuan-fojuan yanp  berat dan kompieks ig sunm proses
pembangunan mempulubkan perencanaan yang cermal. Perencanaan itu antara
lain juga mencakup jamman den perdindungan terhadap  keicraturan,
kelancwran, dan keseluruban prozes dan hagil-hasil dari pembanguran im
dibwtuhkan suaty inslnurnen vang mampu reéctenkan jerninan, perlindongan,
kepastian, dan arah daed penrbangunan itu. Instromet i adalah bmkum, akan
tetapi telah menjadi perscalan yang sangat pelik pada awealova, Persoalan ini
diraxukan oleh sefuruh musyankat yang membulohban pembangunan .
Persoalan itw mengenai kondisi dan kapasitas hukum yang belom memala;
dani kehuiuban  pembasgunan it Kedus proses  perubahan  dalam
penbanpunan o sendirl yaiti perubahan mengenai kondisl dan kapasitas
bukum yang belum memadal v beriangsuny :ian;;at cepat dengan akibat-

akibat sumpingan yang sering bersifar tak terduza dan Is:ﬂmpltlcs.m

Hlrmidt | bl 4.




T, Faktor Swadaya dan Peran Serta Masyarakal
Dalam  katannva dengwn wsahe unluk mendapatkan perumahen dan
pemiukiman perlu diketalws bahwa sistermn pembangunan peromalian dan
permukiman melatui Perumahan Masional (Penrmnas) dan pengembang
swasta yanp melaksanakan pembangunan perumalan dan  permukiman,
Pembanpunan ini dirasa belum menjangkau keselondvan masyarakar vang
berminat wotuk momilibks rwmsh. Lapisan masyarakal vang berpenghbasilan
rendah atau tidak telap yang tingeal di perkotaan mavpan di pedesaan tdak
mcmiliki kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan tempat dalam
sistern yang serba lugas dan berwatak badan usaha yang tidak dapat lepas dan
watak-watak ckonomi. Schubuopgan dengan o, maka porul dikemokakan
hahwa lugas hersame antara pemerotah pusal dengan pemcrintah dacrah
untk  memberkan  motvasi-motivast Ji Ungkungan  masyarakac.  anmk
kemudian meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen meteka.
& Faktor-Faktor lain yang Mempengaruhi dulam Pembangunan Perumahan dan
Ferrmukiran
Faktor lain yang mempengarihi adalah labih bersifal internal yaitu faktor
sasial dava masyarakat, sikap, dan pandangan sesecrang terhadap romahnys
dengan kemajuan teknologl, proscs modemisasi, peningkalan kesejahteraan
dan pendidikan. Rumah memanp bukan hanya femped untuk berteduh dan
rernput wituk inelindungi dirl dari pengaruh berbagai bahaya dan Juar, akan
tetapi sudan berkembang menjadi sarans vang dapat menunjukkan jati diri dan

pribadi penghuninva. Faktor dan selers akun selatu berubal sesuad zaman dan
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kemajuan vang sulit diukor sehingga Jdiperiukpn pemahaman yang benar,
Begitupun bentuk-bentuk  petwnahan akan berubal sesuai dengan selera
masyarakal dan gaya hidup masvarakat dalam sate wakto lenentu,

Sejalan dengan tumbuhnya perekononian di pepara-negara berkembang
meounjuhkan keterganiungen kepuda pemerntah pusat. Konsep pembangunan
nasional di Indonesia didasarkan kepada Trilogi Pembangunan, j.raitu:m'

a. Permeratean pembangunen dan hasil-hasilinya:
b. Penumbuhan ekonomi vang cukup tinggi; dan
¢, Siabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Strulegi 1w sucdah tentu tidek terlepas dar lalar belakang sejarah bangsa
mi. Perlunya stabilitas politik yang mantap dan beranjak den kenyataan dimana
instabililae poliik pada masza lalu diangzap mengganggn jalannya pembangunan
Scjalan dengan upava wniuk meningkatkan pertumbuban chonomi yang cukup
tungg Jam menjaga kestabilan politik, maka diperluas program untuk peningkatan
kuelitas sumber daya masyarekwt, seperti keschatan dan pendidikan serta
pembanpunan perumahan dan permukiman,

Kebijaksanaan pembangunan penunahan den permukiman bertujuan wituk
meningkatkan dan memeratakan kesejaméraan rakyal dilakukan dengan berbagai
UPHAY A :,r&iiu:m
8. Mencipakan keadman dimana setiap keluarga dapat menempati rumah yang

layak dalam lingkungan vang sehat dan teraiur;

Sl ATEAT Yewlohusola, Rumah Uatnk... o ik, him 4.

Hibi, Il B
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Mendorong lerciptanya kaweasan perumahan dan permukiman yang dapat
berkembang schagal pusal peoumbuhan bagl wilavah di sekitamnya

Mengusahakan zgar proses pembangunan pernnahan dan permukiman dapat
metpadi pehuang dalam memperluas kescmpatan kena sérta mengperaklin

kcpiatan ckanomai;

. Menetapkan kcbijaksanaan yang bertumipu kepada pandangan bahwa pada

hakekainys pembangnnen peromahban den permukiman o adalab @ngEong
Jawah masyarakatya sendiri,

Mengarahkan peran pemenintak untuk membenkan  penyuluhan  dan
Fmbingan yanp dapal mendoreng pern sérta masyatakat luas, menombubkan
swakarss dun mengembangloan swalays masvarakat sehingos wecara beplalanpy
trampu memenuhi kebatihon perwmahan dan peromkimannya sendiri;
Membenkan arah kepada pembangunan perumahan dan permukiman yung
dilaksannkan berdasarkan asas-asas keadilan, pemerataan, dan ketegangkavan;
bembenkan penckanan kepada pembanguran pecumahan dan peroaukind
wang barsifat multi sektoral.

Datam Fcencana Peombengunan Jangka bMenengah Masiomal [RPJNMD

HNM-HWW, pemennlah telah memywoun program-program untuk memenohs

keburuhan agar masvarakat dapat mencmpati ziau memenvhi perumahan yang

layak dan schat. Program-program lersebul amara lain:’

3C

®Peraurer Presidzn Mo 7 lahm 2005, tendiiry Fomncuna Pembanpunan Januka bden=ngah Masicnal 240d-
200, Penerbit Singr Giratica, Jokora 20005, alia. 133,
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I. Frogram pengembangan perumiahan:

P

1 8

b.

Menetapkan reguiasi yany mengator teniang wewenang Jun langgung
Jawab reengena perumahan dan permukiman masyarakal miskin,
tenttasuk kelompok eentan vang disebabkan oleh bencana alam, dampak
teegratil knsis ekonomi dan kon ik sosial,

Penvedizan sarace dan prasarana dasar permukiman bapi masyarzhat
berpenghasilan rendah.

Pembangunan mmah susun sederhura, sewn, rumah sederhana, rumah
sederhana sehat.

Pertukaran penpaluman dengan negara |ain dalam pengembangan sistemn

perumahan dan permukimarn.

Propram pemberdayaan komunitas peromahan;

Fengembangan sisiem pembiayaan perunaban bagi masvarakat miskin.
Peninghkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tradisignal,
deza nelayan, dan dess cks iransmigrasi.

Fasilitas dan stimulasi pembangunan peramahean dary rehabilitasi nunah
akibat kerusuhan dan bencana alam.

Fazilitas dan stimulasi peémbangunan penunahan swadaya vang berbasis
penberdayain masyarakag.

P'enelapan standar sanitasi den perbaikan lingkungan kumubh.
Fenyederhanaan prosedur p-i:ri:!in:m dan pengakuan hak atas bangunan

perunsahan inasyarakat miskin,
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2. Revitalizast keclembagaan lokal yanp bergerak pada pembanennan
perumuzhan masyarekat, termasub kelompok dana bergulir perumahan

h. Pembentiukan loeum bolas pelaku onlok meoyelesatkan  masalal
permnkiman masyarakat miskin.

1. Pendirian rumeh penampungan oalao panti unluk oraog pompe, anak
jalanan, anak terfanar, dan penyandang cacar atau memiliki kemampuan
berbeda senia masvarakat vamg bemda di wilayah kenflik dan tawan
terhadap bencana alarm.

Undang-I'ndang Republik Indonesia Mompe 25 Tuhun 2000 tentang
Progrum  Pembangunan  Nasiomal Tahon 2000-2004  menyebuthan  adanya
program-program pombangunan antara lain tersedianya permmaehan bagi keluargs
muskin. Faktor yang lebih pending dalam program terschul adalah bahwa distribus
rerumahan tersebot harus merata fan barganya wegangkao oleh keluarpa miskin,
Kebijakan tersebut telah ditindaklanjut oleh deparemen werkait dalam hal i
adalsh Depaternen Permukiman Jun Praswrana Wilayah melalui penetapan
siralegi penyelenggaman penumabon dan peemukiman, Pada stateg ind akan
dilakukan pemenwhan ketndohan menab vang tayak dan terjangkog dempan
memtikberalkan kepada mosvarakat vang miskin dan berpenghasilan rendah.

Becara formal penyelenggaraan wrasan perumahan dan pemmnkiman telah
diserahkan oleh Pemeriatah Pusat kepada Pemeriniah Daerah, Dengan demikian
pada dasarnya wusan perumahan telah menjadi bagian tugas dan stonoms daecab,
walaupun masih pedu diatur pelaksanen Undak lanjuinya tentang penverahannya

yang nysla kepals Pemenntah Deerah. Berdasarken peraturan perundang-
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undarpan, nong Bngkup Wwegas dan landasan hnkuom serta peranan Femarintab
Dzerah dalam pembanguran perumoban adalah Pecgluran Pemerimah Momor 6
Tabun 1958 tentang Penveraban Tugas Uresan Perumahan Kepada Dacrah
Tingkat | dan Peratuean Pernennlal Namor 14 Tahun 1987 {entang Penverghin
schapian Urusan Pemerintah di Bidang Peketjaan Umon Kepada Pemerintah
Draerah !

Landasan desentealizasi tentang permasalaban pembangunan pengmzahan
dan permukiman semaekin kuat deogan erbitnva Undang-Undang domor 32
‘labun 20MM temtang Pemerintahan 1Maerah vanp mermpakan perobaben dard
Urwlang-Undanp Nomor 22 Tahun 199 1entang Panenntaban Dacrah, Perubahan
tersebut  dilakukan  demgan  pertimbxngan  bahwa  elisiens  dan eleklivitas
penyelengparaan  pemetintahan  dastab pedu  ditingkakan denpan lehik
memperhatikan aspek-aspek hubungan andar susunan pemenniah dacrab, poilensi,
dun keanckaraguman deerah, peloang dan wntangan persaingan global dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnyz kepada daerzh disenizi dengan
pemberan hak dan kewagiban reenyelenzeamken otonomi daeah Jalam kesatuan
sigtem penyelenpggarasn pamerintahan nefara

Lingkup tugas penyclenggaran pembangunan perumahan dan penmukiman
aleh pemenntph dasrah mehput bidang pengaturan, pembinean den pembengunan
dalam proses kepiatan planming and programering, penpawasan dan pengendalian
peimbangunan serta pengembangan kegiatan pengusahasn persbangunan oleh
pammerintah daerah. D dalam Peraturan Pemeriniah Xomor 14 Tahun 1987 tentang

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerimiah di Bidang Pekepaan Umum Kepada

“-Sicwont Yudohusedo, Fumeh Untuk.., , O Cir. him, 141,
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Femenntah Daergh discbutkan bahwa sehagian wrugan di hidang pekerjaan unan
yang diserahkan kepada pemeniniah dacrah adalah tormasuk sebagian bidany cipta
kirya yang mehpull pembinaan aas pembangunan dan pengelolaan prasarans dan
fasifitas  lingkongan  perumshan,  termasuk pengatwran  dan  pemnbinaan
pembengunan perumahan dan  pernukipan beserla prasarana dan fasilitas
lingkungan perumahan Serta pembansunan  pernelihzrazan dan pengelolaan
prasarana dan fasilitas bingkunpan perumeban, Dengan demikian, adanya
Peraturan Petnerimtah No. 14 Tahun 1987 tersebut merupakan landscun yang
cukup kuat bapi pemerintah daersh untuk berperan secara akiif baik dalan
pengateran dan pembingan maupun pembangunantiya serts pemeliharaan dan
pengelolaan atas perumahan beserta fasilitas serts linghungannya, '™

Dare sey pelakyanzan. program perumahan Gdak hanva melibakan fakior
pemeriniah  tetapl juga sekilor swasta Sektor pemenntah berperan unmk
rtlaksanakan program perumahan terutama bagi golongan herpendapalan rendgh,
I lam pihak, sektor swaesla lebih mengutamaksn  kepada pembangunan
perumahan haygi kessluruhan pasar, tervtama parumahan bagi golongan sedechuna
dan tingel.™ Campur tangsn pemerinthan dalsm persmahan dilakeanakan
melalui peraturan pemerintah dan subsidi yang dibemiuk nleh pemerintah.’*?
subsidi bigsanya dilihat sabagal menenma atau memben sczuatu dengan porcuma

Pengeriian yang lebab luas terhadap ard subsidi ialak “Nubsidi mempakan insemif

2 Ml

S awrenie Chan, Lovweremen Magstig Paltmies od bawsanes; The Ingyory W imRpain, Cagame Brerhad,
Kuula Lumpur, 1997, 5lm |10

1ﬂHl:u:i-:—SmlL. hdaega and Dhocghas 1k Seericies For Souseg Faance. Housing Finonce |nk=matiomal, 205,
Petir 173
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vang diberikan oleh pemenntah untuk membolehkan ataw menank perhaiian
penyatur dan pengpuna dalamm kelas atau kategpori terleatu bagpl owelaksanakan
gty yang memeks Bdak akan lakukan denpan carm mecendahkan biayy yotok
melepas atau menamibahkan polers] keuntungan jike melsksanakanmys " (slapuasi
dari pada Kongres Amerika 1%6) Pada nepgara seperti Asnerdka, ltalia lepang,
Sweedia dan Loned Kingdom pelaksznazan subsidi perumahan dibenkan dalam
beituk percukaian yang dignnakan secara luas. Bentuk-bentuk percukaian vang
dilakukan seperti pemnotongan cukan untuk kegubaan porjangian gadal. Program
tersebut hukean saja mempenganohl perminiaan elapi jugs mempengorobi coe

*  Pelaksanaan subsidi  mclalui percukaian  tersebut  dapat

kepemilikan.’
menggalakkan periumbuhan permintaan wituk peromaban.

Penyelengearaan urusan perumahan dan permukiman vang telah menjadi
sebagian tugas owpnom deerab lersebut melipun cakuopan tugas dan fupgs) yang
luaz dengan ik berat operasional pada Pemerintah Daerab Tingkat 11, yaitu
meliputi  penyusurem pogmm kebotuhan peromehban 2ena program
pembangunaniya (IEmnsuk program penugaran), penyelEngearaan pengav asen
dan penpendalian pembangunan dan hunian serta menvelenpparakan kegiatan
yang mendorang patisipasi sektor usaha swasta dan masyarakat 2

Untuk lebih menjamin agar arah perencanaan dan program pembangunan
yang dilakyanakan glch Pemenniah Taerah Tingkat I sesuatl dengan kehuluban
daetah, dipsivkin adanva koordinasi dan kelerpadusn pada Pemerinieh Daerah

HrngeherdyG ., Tun Swbeidiez To Snetg Cor Mome Parchdie  Evibase From Capagian &GP,
Nalwaal Tan Joumad, 1924, balir 47,2,

Megimwane Yudohusodo, Rumaeh Unluk ... G r_ him. 142




Tngkat [0 [nsor-onsue kegistan dalam prosas pembangonat perimahan
{kaitarnya dengan KPR BTH) masih nampak leesebar di berbagal instansi tanpa
koordinas) dan masing-masing instansi belwn imenyadari adanya kesinambungarn
yang harus  dipershankan  agar  terjaminnya kelancaran  prozes  kegialan
pembangunan perutnahan dan permukirnan secara menyeluwroh. Unsor Kegiatan
pengawasan dirasakan zangal lemah dan belum jelas instansi mana vang hags
melaksanakan pengawazan dan pengendalian terhadap mutu pelaksansan dan
pemaniaaian kawaean permukiman (huniant yang dibangun cleh para developer
ewasta )T

Tahap-taliap yany berws dilakakan dafam vpaya pembangunan perunahan
dan peronukiman sebagai berikat:'™
1. Tahep persispan;
2. Tahap penyediaan tanah;
1. Tahap perancaruan;
4, Tahap perancangm:
5. Tahap konstruksi:
f. Tahap pengusahsan; dan

¥, Tahap pengelolian

Masing-masing tiap tahapan itu mchpoti kegiotan dan langkah-langkah
ping  dilakukon oleh pemerninlah meaopun penwelenggeraan pembangunan

]':-::n.u'nal.]'uln:J'q'!;I

”‘T.I'ﬁm'_

¥ upin, e, 144,
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1. Tahap prersiapan

Adalah  sebapai  langkah penama  penyelenggaran  pernbanginan
perumahan  uniuk mengejukan wsuolan pembakgunan perumahan dan
perraukiman. Dalam tahapan ini dilakukan penilzian yang dilakanakan oleh
tim khusus vang anggotanya meliputl Unsur-wnsur;

a. Badan perencansan pembangunan dacrah;

b. Dnings pekerjaan

¢. Kanior badan pertanahan;

d. Hagian keuangan; dan

e. Instansi lain yang ada hubungan dengan masalah penunahan,

Inhkusi pmgram  kebuluhan perumahan fersebul akan  digonakan
sebapai lolak ukur dalam pembahasan penilaian wsulan  penyeleneggara
pembangunan dan perumahan. Scbelum pembahasan ini zampai ke nilai akhir,
masih adn fakior lan yang harus dipgrhatikan sebagnl masokan yvaim hasil
Penyajian Inforimasi Lingkungan dan Analisis Rarmpak Lingkungan (ANDALY
pada lokasi termaksd, jika hasil ini dirasa diperlukan, Bila belum ada usulan
pernbangunan  peramahin dan permukiman dan pihak  penyelenpparasn
pembangunan perumazhan, hasil kejian yang berupa indikasi  program

kebutuhan peromaban dan permaukiman

2. Tahap penysedianty tanah

. Pada tahap i ada 4 kegiatan yang dilakukan. yaitu penclapan lokasi,
pembebasan  (anah, permohonan dan pemberian bek  alas  lanah, don

pendaftarun huk aiws twnah dan pembenan sedipikal mduk.

M8 i,
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Berdasarkan Peraturan Meneri Dalarn Negen Nomor 5 Taben 1974
tenlany Kelenluan-Ketenluan mengena Peoyedisan Peimbenan anah untuk
Kepetluan Perusahean. dibertkan surat lin Lokasi dan Ijin Pembebasan
Tanah, misaltkan kalau di DKI Jakarta sueat ini biasa dikenal dengan SI1PPT
{Surat Izin Fenumgukkan Penggunaan Tenah). Penjiman im dibenkan untuk
batas saktu tertentis tetapd dalam kenyataannya banvak ijin-hin vang sudah
lewat jangka waktunya tidak diberikan sanksi

hdenpensi keharesan adanya proposal proyvek alan perancang bangun akan
dapal menjawab peranyaan mengenal aspek rencana tala kota'tala cuang, lala
cara peinbebasan (anah, aspeh pembiayaan proyek, aspek taa laksana provek,
aspek sosial ekonomi provek, lingkungan hidop dan aswek mengenai jangka
wakiu pelaksanaan penvelesatan pembcbasan 1anah dan pemibanpunan fisik.

Menyunpkul lenlang kehamsan adanya ijin pombcbasan lzhan hiasanva
dapal menjadi suatu kendala bapi pengembang karena ijin ini hiaanya telah
dikershui oleh pura masyarakat dan pengaruhnya kepada penpembang adalah
jike telah didengar nleh masyarakat dan ada pihak yang memanfaatkan dengan
menjadi makelar schingga harga tanoh menjadi saogal tinggd dan menjadi
tidak ekonowis untuk dikembangkan menjadi perumahan dan pennukiman
vang ekonorms. Intuk mengatasi hal lersebut, maka beberapa pengembang
mielakukan penyelesaian dengan cars memilih ortok membebaskan duly lahan
alpu |okasi bam kernudian memohen Sural Percetujuan Prinsip Pembehasan

Lokasi atau Lahan (SP3L).

“laomi Harsonn, “fhokt-Patod Kebefaksamaga Livtrng S ramcmure dulum Pembampmnzn Sariomal * Analsas
C3I5, 4 rMarc-Apnl 1991, him. 45
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Dalam melaksanakan kebijaksanaon mengenu  penyedisan  dan
pemberan nah unk keperluan pembanpunan perumahan dan permukiman
tidak belch bomentangan denpan esas-asas permmbangunan nasional  dun
wawasan liogkungan. Selanjulnya enlany pembebasan atas fanah haros
didasarkan pada peraturan  perundang-undangan  yang  berdaku  dengan
mendahulukan prinsip musyawarah antara berbaga pihak vang beraangkutan
sehmpps dapal dibihdaes regadingya keresaben dalom din masyarakst. Dialam
Peratwran Menten Dalam Megen Momor % Tahun 1974 sudah diatur 1ata cara
penveriasn lanah untuk  pembangunan, tala cara penunjukkan  lokasi,
penentuan luas tanah yang boleh dikuasal atau dimiliki oleh suam badan
hukum swasta maupun pemenatah, persvaratan penzinan usgha pendirian
banguban yang harus dipenvhi oleh par invester, instansi-instans pemenntah
dan keharuzan pembebasan tansh unhak kepentingan pemerintah sebagaimana
vang diatur dalam Peralucan Menteri [ralam Negeri Nomor 15 Tahun 1995
lemtany Fetentoan-Kerntusn mengena Tala Cora Pembehasan Tanah,

Fembehasan alaz tansh adalah melepaskan hebungan hukem yang
setmula terdapan di antard pemegang hak arau pénguasa aas mmahnya dengan
carh memberikan ganti mugi, yakal untuk pembebasan tatah untik keperlusn
swasta pada asasnyva hams dilaksanakan sccara lanesung antar pihak-pihak
vang berkepenlingen dengen tarm musyawarah, Untuk menjaga agar Liduk
terjadi hal-hal yanp tidak sesuad denpan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka diwgjibkan kepada pemenntah unluk mengawast pelaksamaan

pembcbasan dan panti g yamg dilakukan oleh pihak swasta. bMengena
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pretiibebasan aras langh untuk pembangunan perumahan dan pemaukinatn
diatur dalam 1*asal 3 Leraturan Menteri Dalam MNepen Nomar 15 Tahun L9753

Ectentuan-K ctentuan mengenai ‘| ata Cara Peonbe basan Tanah

. lahap Ierencanaan

Apabila penetapan  ijin  pembehasan  wnah  1elah  dibenkan  serta
pemnbabasan tunzh teluh dilaksanakan oieh penyelengpara petnbangunan
perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilapah
meging-masnng serts pemberian hak atae tanah sedang dalam proscs maka
penvelenggara pembargunan peninahan barus sudah molai melakykan tindak
lanjut kegiatan, vaitu berupa penyusunan rencang tapak, Pedoman teknis ruang
yang telah digariskan harus memperhaikan hal-hal berikuot:

4, Persayaralan-persyaralan lokasi kawasan perumoben baik teknis maupun

goeial;

b. Kepadatan dasar pembangunan;

o, Kepadatan lamtai bangunan:

d. Kelengkapan prasarana serta wilitas lingkungan;

e Kelengkapan fasilitas spsial;

f. Kesesuzian fungsi lingkungan tapak dengan fungsi lingkungan sekitar,
Pembentukan peraturan perundang-undangan dipetlukan pendckatan

yang mencerminkan pola pikir yang proaktit dilandasi sikep krilis dan

otjekil, Dralam menghadapi tantangan itu paling 1idak dapatl dicaiat dalam dua

macam reaksl yang sering muoneub, yakni reaksi yang didasarkan pada

pendeketan yang legalistik yanp dengan sikapnya yang konservatid sulit
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nenerima  perkeinbangan-perkembangan baru dan cenderung menclaknya
tengan alasan bahws hal wemchat wdak diwopek sevam eksphisit dalam
undabg-undanp, sana reaksi yang selomuttyn adalsh reaksi yang berpanpkal
pada pendekatan fungsional conderung bersifat sangat akomodatif terhadap
perkembangan baru dengan mengatasnamakan kemanfaatan hal-hal tersebut
dan bila perlu mengusulkan untuk mengubah undang-undang vang telah ada.
Kedue reaks ini lampakys mementingkan bangunan konsep Atau asas yang
ada di balik seriap kaidah yang termual dalam peraluran perundang-windargan
tan cenderung untuk bersifal pragmatil, vakni cepal menelak aau menenima
perkembangan baru dan akibainya bagw dipikickan kemudian. Oleh karena i
dizusunlah undang-undang yang mengalur masalah tanah, ="'
4. Tahap perancangan
Brrdeszarkan 1jin perencanaan vang dikecluarkan oleh Pemerintah Dacrah
Tingkmt 11, penyelenggora  pambabgunen  periatoahan memboal dan
mcngajukan rancangan bangunan kepada Pemcrintah Dacrab Tingkat L
1lsulon rancangan  bersebul  disuson secara iednci [delsil) yang  dapat
memberikan petunjuk yang jelas dan mudah dalam  pelaksanaan [isik
hangunan. Maten pukok gambar rancangan mempeal, antara bain:
a (Gambar rencana bangunan yang membecikan gzmbaran depah dan rapak
SErta polongan-pototgan bangunan memanjang dan melintang denpan
ukuran yang ditestukan;

k. Fcncana gembar konstruksi baja, beton. kayv dengam perhitungannya;

Pdana. 5W Sumardjono. Kebiyivar Beeramakar darara, .. (O 20801 him, 22,
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¢, Gambar rencana detail yang penting yang perlo dijelzskan pada hal-hal
vang sulit ditenemahkan dalam gambar rencana pemrnolasn,
d. Urman penjelasan penggunawn bahan
Penyclenggara pembanpgunan perumahan mengajukan [in Merdinkan
Banguatan {IMB} berdasarksn haul penilsian rancangan bangunan vang
diajukan kepada Pemerintah Dserah Tingkat 11 T'olak wkur penilaian vang
digunzkan adalah standar, pedoman, dan ketentwan teknis lain vang berlaku,
Pemerintah Daerah Tingkat II membebankan biaya untuk proses administrasi
perjinan serta biaya uniuk pengawasan dan pengendalian pembangunan

perumehan yang bersangkutan,

. Tahap konsuuksi

Dalam tahap konsiruksi, pekegaan pembangunan  perumeban  dun
prasarana secara fisik dimulai atas dasar [in Bendirkan Bargunan ([MHB)
vang dikelwarkan oleh Pemennizh Daersh Tinpkat 11, vanp berisi berbagal
ketenhuan don gambar rencans, Dalam hal ini penyelengpara pembangunan
perurahan hatls mclaksanakan pembangunan sesuai dengan persyaratan-
persyaratan teknis yang telah dietapkan dalam ijin perencanaan dan ijin
mendirikan bangunan,

Pelaksanaan pengawasan dan penpendalian dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Tingkat II uwmuk mengawasi dan mengendalikan keientwan vang
dicanbumkan dalam gambar rencana dan perijinan yang diberikan oleh

Permenntah Dacrah Tingkat IL vang mebipieti hal-hal zebagai berikut;
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a. Mutu bangunan. vain mwiu bahan bangenan, kompemen hangdnan yong
dipurakan dan mot hasil kega vang dilakukan;

b, Muiu unsur-unsur lingkungan yang mempnoyal keterbaitan  dengun
kepentinesn uwmum vang wleh ditenlokan, antara laae pads sepadan
banpunan {OXB), wnggi bangunan, kepadatan bangunan, kelenpkapan
prasarana [ingkungan, utilitas umwim, dan tasilitas sosial.

Tolak ukur yang digunakan dalam pengawasan dan p«f:.!ng_enrla.lilln
adalah semua ketentuan vang ielah diberikan ijinnya baik ijin lokasi, ijin
perencanaan, IMEB dengan perincian yang dicantumkan dalam gambar rencana

tapak, gambar rancang bangunan prasarana dan urilitas umum.

. Tahap Fenpusahaan

Oalam mhapan konsiciks, penvelengeam pembangunan penimahan sudah
thulai meclakukan pemasaran ataz rumah yang scdang dibangunmya. Dalam
kegislan pemaseran ini, Pemerintah dasrah dapal memberikan penbinaan dan
pengarahan  sesual denpan kebijaksanaan pemanfislan perumahan  yang
ditentukan olch pemenintah dacrah. Misalnya votuk pembangunan romah
sederhana dengan fagilitas KPR-BTN, pemanfastannys ditujukan kepoda
sasaran golongan masyarakat yang berpenghasilan tidak totap, sedangkan
pembangunan rumsh dengan Fesilites KPR-FT. Papan sejahte_ra_
pemanfustannys sdalah bagi polongan masyarekat vang  berpenghasilan

menengah ke atas,
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T. Tahap Pengelolaan

Pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan prasurans dan sarana
bngkungan pertoukiman yang (elsh dibangun oleh para penvelenggara
pemibangunan perumahan, Penyerahan prasarana dan sarana yang herupa
tanch denganitanpa bangunan dalam bentuk osel danatau  ponpelolasn
dan‘atau anggung jawab lebih lanjul dani penvelenpgars  pembangunan
perumabien kepada Pemerineah Daerah Tingkat 11 atas dasar Berila Acara
Femcriksaan oleh Linas Pekerjaan Lmum sclempat.

Makin langkanya jumlah @nah yany Gdak diimbangi dengan populay;
jumlah  penduduk  wmengakihatkan  mahalnya biava dalam  pembangunan
petitrmuhen dan permuokiman. Upayz yvang dapst dilakukan untuk mengstasi ini
adalah dilakukan dengan carm memberkan subsidi KPR {Kredin Ecmulikan
Rurmah} bagi masvarakat golongan ekonomi menengah dan ke bawah, Pada krisit
ekonomi yang 1eleh menimpa Indonesia saat ini yang telah menimbulkan damypak
yang sangat luas bagi seluruh sekior usaha.

Pertombuhan ckonomi yang cukup cepat pada saal sebelum terjadinve
krisis ekonomi temysls sangal rapuh karcoa adanya kelemahun-kelemahan
mendasar pada inffastrukiur dan sistern perckonomian nasional. Menyadari
kondisi iersebul, pemerintah sepera imelakokan pembenzhan serta perubahan
kebijakan di beberapa sektor, antamw luin dengan memberikan independensi yeng
lebih luas ke Bank Indonesia, denpan:

1 Mewerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Nank Indonesia

dengan tupan untuk meletakkan dasar-dasar vang lebibh kiew bagi Bank
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Indonesia, Pads Pasat 11 dan Pazal 36 undang-undang tersebut dialar sacara
keras larangan bapi siapapun yang berukibat pada penstabilan nilal mopiah,

b. Tidak diperkenankannya lagh pengelolaan dan non-budseter yang selams ni
dikeil¢la pleh departcmen-deparicmen dan digunakan unmk meningkalkan
kegiatan usaha di sekeor terlenm dengan kompensasi suky bunga rendah.

Selanjutnya agar terlibat lebih trinsparan, bantuan dalam bentuk subsidi
lersebut akan dunasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBM).

Kebijakan bams ini sanpgal berdampak pada pembengunan pensmahan dan

penoukimarn, Khusasnya bagi musvarakat vang memiliki perekonomian nrenengah

ke bawah, yaiti unruk perumahan sederhana dap sangul sedethana pemeriniah
memberikan subsidi unuk pemilikan rumah sederhena dan runeb sangat
sederhana. Selama i pemberian subsid] dilskukan dengan mjuan untk
merbenkan kesempatan kepada masyarakat menengah apar dapat berkesempalan
untuk memiliki sebush rumah, Subsidi terscbut sclama ind dilakukan melalui
prevan serta dalam penycdiaan pokok kredil dengan suku bunga yang 1idak tetlaln
tinggi. Penyediaan pokok kredit dilakukan melalui penempatan dana berupa dama

Ermdit Likeiditazs Bank Indopesia sena dama non-budgerer vang dikelela cleh

Departermen Keuvangan dalam bentuk rekening dana investasi kepada bank-bank

pelaksana yang lain. Dengan tidak diperkenankannya lagi penyedizaun duna dalam

bertuk Kredit Likwiditas Bank Indopesia dan dari dann non-budgetsr, maka
kebijaksanasn subsidi di bidang perumahian hanya bersumber pada Anggaran

Pendapatan Belanja Megara {APBN). Selain haris mampu menangani masalah

pendanaan, kebijakan yang bam imi hamus mampt mengatasi masakah inelisiens
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vang teriadi dalam pembanpunan perumahan dan permukiman  kKhusestea
MECIECnal penjinan vang sclama ind dipandane sangat binokratis.

Permicsalzhan yeng muncul pada saat im adalah belum adanya dana
subsidi pemerintah yang dialokasikan dalam APBNW hagi penyualoran Kredit
Pemilikan Rumah (K PR) bersubsidi untuk wabun lahe, Selain tin menurat sumber
mformase,  pemedntab lelah  inelakwanakun  berbagal  program penataan
pemilikan/penguasaan twnah dengan sasaran memherd_a}'al{an golongan ekonomi
lemnah, sejulan dengan fwjuan pemeralaan dan penegakan keadilan, Programe-
program tersebut antara lan: ™
1. Pemberian hak mine tanah secara massal kepada masyarakal

Dralam rangka melaksanakan Undang-Undang Pokak Agracia di hidang

penguasasn tanah. sejak awal pemenniah iclsh melaksanakan berbagai
program penaizan pemibkanipenguasaan tanaly dengan memberikan  hak
secara muassal, mebiputi  pedhsiribesl, tanah objek landreform, program
mansmigrasi, program  pepcetakan  sawah  dan  perusahaan e cakyat
perkebunan, dan program pengembangan wilayah.

2. Provek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA)

Prona mempakan kegiatan yang dibiayar olch pemenmtah melalu

AFBM, depgan iujuan untuk membenkan kepastian hak alas tanah kepada
hidang-bidang tanah yang telah dipunyei olau 1etah dikwasai oleh masvarakat
golongan ckonomm rendah.

3 Kehijakan penyelesaian sengketa yang menpulamakan kepéntingan

masyarakat

" omhmana Adhie dan Hasen Basn Matamenggala, Botormen Perdenafar...., OO, him. 91,
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Dalam menyelesaikan perbedaan pendapal mengenai  permasalahan
pertanalun pala prinsipnya sepanjang dupal dipernanggung jawabkan secur
hukom, pametinlah boros berpabak kepada kepenliogan masyvarakat banyak,
Fengalaman menunjukkan bahwa penvelesaian sengketa pertanahan melalui
proses peradilan sermgkali berlarut-larut dan meogakibarkan pihak-pibik yvang
bersecngketa lerpakza menpeluarkan biaya penyelesaian sengketa vang rclatif
besar. Unieck dapat menyelesaikan ]I!:m‘l.i:llﬂ.‘l'.l wrsehut, pemenntah melalog
Radan Penanzhan MNasional (BPMN}  meningkatkan  perannya uniuk
melaksanakan musyawarnh antara pihak-pihak yang bersenghela dalam upaya
mencapal peiyelesaian sengketa vang lebib cepar, adil, dan menguntonpkan.
Pcningkatan partisipasi masyvarakat

Tertib adudmisirasi perfanaban pada dasamya merpakan kepenlingan
pemenintah maupun masyarakal, karena melaln administrasi pertanahan yang
baik pemerintah dapal rmenciplakan keterliban dan kelenghapan data oneuk
pengambilan kepunizan, sedangkan masyarakat memperoleh kepastian hukurn
aias hake-tak mereka.

. Homomi urusan pemcrintahan

Nalarn era reformas) ini samakin ditasakan petlunya permberdayaan deerah

dalamn mengatur eumnah tangpanya sendin. Untuk faaksoed tetsebut pemberian

atonomi umsan pertanahan ke daerah makin diunox pelakzanaannya.
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¢. PERMASALAHAN DALAM PEMBANGUNAN RLUMAH
HORIZONTAEL DAN YERTIKAL

Sekilar 83 persen runah tangga & Indonesia memitik atas menyewa
rumah vang mereka hund (79 persen Hak Mibk dan empat persen sewa). I3 Elal ini
berarti terdapul sekilar 17 persen alau setidaknya 8.8 juia dane 52 juta rumah
langea yang belum meonliki alan menyews rumah > ¥ecemderungsn im tidak
berubah banyuak dalam bheberupa tahan leral;hir. Fendahnya tingkat kepemilikan
rumah berdasarkan dara Susenss 2001 dan Sensus Pepduduk 2000, sampail dengan
tahun 2001 dari total 51.513.384 rumah tangga di [ndonesia masih terdapal
4 118 862 mmah tangpa vang belum memibiks rumah, yang teredini atas 3460933
rumah tangga perkotaan dan $77.931 rumah angga  pedesaan.  Drengan
mempergunakan angka laju pertumbuhan penduduk 1,4% persen per tahun sebagai
dasar proyeksi, maka kebutuhan rumah per tahon di Indenesia lidak korang dag
T32.64¢ umt. Dengan demikian hingea tahun 2001 terdapet tidak kurang dari
3.U7L.508 rumah tangga yang masih memetlukan rumah. Tanpa adanya wrobosan
kebijakan dan pemenntab wnfuk memenuhi kebumhban itu, jumlah kckurangan
rumah akan rerus berakumolasi. Bilz diasumsikan hahwa pemerintah berkeinginan
unfuk mengalzsi akwnolasi kebutuhan nunah delam jangka wakt [ lahun, makes
scliap Whun diperlukan mintmal 1 166,893 unit mah. Berdazarkan kajian
Dirgktoral Jenderal Perumahan dan Permukiman, Départemen Permukiman dan
Prasarana Wilayah, dar kebutuban rumah setiap tahun sebesar 1166893 unit itu

lidak lcbih dar 15,7 persen yang dapat dilavani melalui sckitor perbankan

U nited Manons. Maicarors fiv Mamitoring the ddillenaiam Mecelopmerrs, M3,

4 rsenas. Perkiraan juinlab rumeh 1anpgs bowlasarksn 2ensis penduduk Tahu 2000
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karmersial (tidak memerlukan subsidi dan pemerintahd. sedangkan sisanya sebesar
$4.3 perscn masih memerlukan campur langan pemennlah, dalem bentnk subsidi
dagy tasilitasi lainnyz.

Propovsl investasi perwnahan di Indonesia kalah janh  dibandingkan
dengan negara wwlangya. Compared 10 U3 nelghbors, the houstiy omed housing
Simapce sectors in Imdomesia ore neder performing, Howsing  investmert in
Indonesio i approximeiely | 3 perceni af GDF compored o o fo of GDP,
corpared o 23 percent in Malaysia end |} perceni in Thailand, Housing s an
importarl econpmic Seclor, contriBhifng fa fob cresiion amd creation of
heksoshold wealth, It can also be a powerfil tool far equity and social well-being
fhoek-smit adn [skendar, 2000 Yer, these aftribites have nor beer syfficienly
Feerrized. il

helanjutnya World Beamk roenvebutkan ada liga karakteristik perumahan di
Indonesia. fhere koy characreristicy Righlight hopsing in Mdenesic - ove, P
comrry Ay g Righ proporiion of homeowners, fwo. onlp o small percertoge s o
proper tiile to lunad or huildingpermis for the house: three, an overwhelming
mafority of households procuce theiy awn howsing ™0

Seriap warga negara Indonesia mempunyai hok yang sama  dalam

mempercleh atau menempall serta mentiliki tempat tinggal yang layak. Selain 1w

™ Urben Developmem Working Papers, Uities i [ransition : Urban decioc Beview inoan e af
LDcentralizalinn in Indonesiz, Feperbl Lirban zeeiar Chevggnzicn; Tlmit Infrecsdrustone Departroonn Casl Asia
and Pacifien Began Tre World Bank. Jume 2005, Rl 31,

e e,
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getiap wargs negara [ugd hams dapat meomelihara lingkuengan  di sckilamysa
untuk menghindan tequdinya kenwakan Hngkungan.lﬂ

Tiap-tiap pembangunan ates suaty tanah vang akan dibangun hendaknya
memenuhi kritene. Kegatin pembengunan rumah ataw perumzhan dilakukan oleh
bukan pemilik hak atas tanah dapet dilakukar etes persemjuan dan pemilik hak
ataa tanah dengan suAtn perfan)ian tertulis, "

Masyarakal sidab semakin sader, babwe dalam era demoleast. pembualan
vndang-undang bukanlah monopoli instansi ledentu, tedebib lagi jiky undang-
undang 1w difahami scbagsi “milik" atau digunakan untuk mengoperasionalkan
kepentingan instansi pemrakarsa Undang-undang yang dibust harus dapat
memberikan rasa keadilan dan menciptakan kepastian hokwn, sehingga dapat
bermanfaat bagi sciuruh lapisan masyarakal. Dengan demikian, poran senta
masyatakat berwijud kntik, samn serta usulan altematil dalam perencanaan seliap
undang-uadat g, mempakan snatu keniseayaan®™

Scsunggulurya, pemikiten tentang perlunya penvempurnesn DUUPA teleh
disusrukan oleh berbagal pihak dalam berbagsi kesempetan dengen alasm dan
pokok-pokok pikiran bervaniasi (Konsorium Fembanan A grana K PAY

Pada saal i, pemeriniah, dalzm bsl imi Badan Pertanabon Masional

{BFN. telzh menyusun RLU Sumber Daya Aprana schagal pengganti UUPA

" indumg-Unduig Bonor 4 Tahun 1992, Penjzlesan Pasal £ gyal 1. horonuhahan hak wargn Egara terse
dupad dilakwkan dengan 2ara membangun seidm ataw sewa haik yang dikbeh secatd tundd mdapud déngan cars
AMPSUCAT Kar:ma netestipdti omah adalah hak; diei Wil Ntgard sebhelum mereka mempunyai pameh sendin
s tuniale 3 e, Wimaksud di sini adalah romah vang Acmpunyal syarat semin kelavakan limgkiungan.

ibid | Fasa) B aval 1.

¥ hdaria 5, Sumardjors. Jaeak fhedaor Perspekiy Flak Fhsnosd Sorial don rdes, Celabra [ Penerhit
H.-:]IMF:&E, i I E I
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Petnikiran genyusunan RUL yang bersanpgkutan Jikémukakan sebagai altermanf
dengan melihat dua hal yaitu @ proses pembentukan UL yang bersangkutan dan
eancang bhanpun (sohstansi} RUL yang diharapkan dapat dipertanggzungjawabkan
secara filosotis, yuddis dan sostologis. >

Agrany sehanuemva menunjok pada objek pengaturan yang lebih luas yakni
segila sesuaty yang meliputi atay berkeoaan dengan bumi, =i, mang udara dan
kekavaan alam yang terkandung di dalannya Dilihat dod fuang RUL Sumbep
Daya Agrana diharapkan mampn menjadi landasan bagy kebijakan sektoral yang
terkait denpan pemilikan atan penpuasasn dan pemanlastan sumber-sumber
ayrany agar dupal menjaga harmonsast antar berbagai undang-undang sektoral,

Pembatruan Agrana dan péngelolazn somber daya alam \elah diamanaikan
olch MPE (Tap MFH ¥l nomor DOCBMPESZ2001 teniang Pembaruan Apraria dan
Sumber Laya Alam). Pembamuan agrada mencakop sualy  proscs  yang
berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan,
pengeunaan dan pemanisstun  sumber days agrada (Pesal 29, scdangkan
pengelolaan sumber daya alam yanp ferkandung di damaran, laul den angkass
dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan (Pasal 3). >

Fada butir 3 disebutkan Sumber Dava Agrana adaiah bumi, air dan ruang
udara, termasuk kekavaan alam vang lerkandung Ji dalamnya vapg terdapar i
dalam wilayah Republik hidenesia.

R i tnenyalaken babwa iujuan dan L) menyelenggarakan penata

vlang penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfastan dan  pemelihacacn

L T FET

MO Sumber Dava Agraria. Tahun 2004



sumbet daya agrara dalam rangks mencupai sebesar-besar kemaknturan rakyar

melalu :

Perwuiudan keadilan, kepastian hukom dan perlindung:an hukum.

Efektifitas pemanfaalan sumber dava agrana

Pelestarian Bingkungan dan pola pengpunasn sumber daya agraria vang
berkelanjulan.

kKewenanpan yang bersumber dari hak menguasal negara antara lamn uniuk

peningkatan kualitas pelavanan vmum yane Adil bapl semus wargs neopars,

Kewenanygan yang lain adalah:

a.

Fenciptaan stabilitas nasional untuk peninglotan kemakmuran cakyat dan
memperiahankan persaluan den kesatuan banesa dasn nega:

Unifikasi dalam keanekaragaman hukwn dibidany sumber dava agrania;
Peregakan supremasi hukum dan bak asasi manwsia;

Feninghalan kealilas pelayenan umum yang adil bagi scmua warga megaca;
FPenyediaan  peloyanan womum  yong  berupe  dokumen ncgara  yang
scragany'sama bagi scrua pendoduk;

Efektifitas terselenggaranya pelayanan masyarakat vang berskala nagional;
Pencipaan ikhim vang kandusif unok menjalin kerjasama agar provinsi dan
antar negara dalam mengembanghan perehonomian nasional,

Fengelolaan dan pelestarian sumber deya aoraria uniuk kepentingan nasional;
Pelestanan asel nasional;

IFengelolaan sumber dava agraria secara integral;
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Benyesuaian peoggunaan dan pemanfaatan sumber daye alam (SDA)
dengan Fencana Tata Ruang ditclapkan dengan peraturan perundang-undangan
¥ang menpanr masing-masing tentang sumber days alam. Penunnan rencana
peruntukan dan penggunaan S0A harus dengan perselyjusn DPR atae DPRD.
RUL ini juga mermbahas mengenal pemisahan horisontal dan verikal, dimana
dalarn pusal 19 menyatakan bahwa terhadap tanah yang ada di aras amu di dalam
tubuh bumi dapat diberikan susiu hak tanah:

I. Jika tanah, ruang di atas tanah awo di dalan tubuh bumi dikuasai oleb subjek
hak yang sama, maka status hak atas ruang di atas au Ji delam tubuh bursi
mengikoti stetus hak Lagahnya.

Z. lika tanah, mang di ates staw di dalany tubuh bumi diknasai oleh subjek yatg
berbeda, maka rethadap roung di aras @nah dan ruang Ji dulam tubuh bumi
tlapat diberikan hak tanal yang berbeda,

Terkatt dengan pemilikan alay pepguzaan dan pemantaatan surnber-
surnber agraria, maka laygklzh jika RUU Sumber Daya Agrania menpadi Suatu
pemikiran baru atau altermatil’ yang mampu dijadikan landawn bagi kebijakan
sektaral.

"ada saut int i Indonesia terdapal dus undung-undang vang berkaitap
fangsung dengan pemhar_:gmlan perumshan dan permukiman, yaiwg  seperti
Undune-Undang Womor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun serts Undang-
Undang ™omor 4 Tahwm 1992 tenmtang  Pembangunan Perarnahan  din
Permukiman. "zkok persoalan di sini apakah produk undang-undang di atas tclah

ada kailannya dengon VUPA. dimana pela yang dipergunakan pada kedua
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Undang-Undang tersebut apakah sudah sesuai dengan pola yang wlsh dieniukan
dalam UUPA. Selain pola. yanp menjadi pertanvaan apakah asas vang
diptrgunakan dalem keédua undanp-undang tersebut soling berkaitan ataukah ada
kesinkronan, '™

Pennasalaban Pembangunan Perumahan dan Permokiman baik sccara
vertihal manpun horcontal tdak skan tegadi pka terdapal sualy undang-undang
Mau aturan yang imengstumya beesifat idealis. Selain i pelaksanaan dar
masyarakat sendin akan supremasi undang-undang tersebut harus pula dijadikan
budaya akan kepatohag rethadap hukum tersebutl. Seperii yeng kita lihat bahwa di
dolam undang-uodang mengena Bumah Swsun séndin bahwa dalam penjelasan
serta Pasal-Pasal dalem peratwran ini seeing sekall wmetvinggung mengena
peonbangunan Rurnal Swsun bagi masyarakyl yang berpenghasilan rendab,
pengenian ini divlang-ulang secara termis menens.

Scharusnya Uindang-Undang Humah Susun imi menjangkau seluruh
banpunan bersusun pada wmunwya dan masalah ook polongan masyarakel
rendah digtur secarm khusus karena scpertt yang telab temedi dalam fenomena
sekatang i 1elah banyak sekali pembinzunan perumahan vang dilakuhan sccara
bersuson, tidak hanya diperantuken bagi masvarkal golongan ekonomi lemah
saja mclainkan sudah_ berkembang dalam cakupan yang lebih luas seperti yang
telak ada pada masyarakat luar negen.

Mlasabah vang lnkol dalam perebangunan perursahan secara horizomat

adalah menpenai Hak Pengelolasn atas tanah dimana pembangunan secara

horizonual yang dibanpgun di atss wwneh yang dikessss dengon Hak Pengelolaan,

YA T Pabindungan, Brnga Ao fadin Agraeda, - OpCar, alm. 46,
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wiyib menyclesatkan swius Hak Guoa Banguoan di aras Hak Pengeiolaan yang
borlaku. [ralam PRDN Womgr | Tahan 1977 Pasal 5 tentang [ata Cam
Pemmcthanan dan Penevelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang
Pemasukan Kepada Nepara  dapat dilibal sceara jelas bahwa harus dilakukan
perjunjiun anlara pemegang hak pengelolaan dengan sessorang lersebul wituk
menitnbulkan sesustu hak atas tansh dan dengan dokumen tersebut setelah
men:.felgsalkﬂ.n segala administrasi kewapbannyz kepadn insianzi BPN melalui
kantor pertanahan dengan mengacu hepada PMDN 6 Tahun 1972 tentang
Peraturan Pelaksana Tata Cara Permohenan Dlan Penyelesaian Perpanjatgan
Jungka Wakiu Pembayaran Uang Pemasulcan Kopada H:gara.m

Pada Fasal ¥ ayat (1) menjeliskan adanya perbedasn kepemilikan dar
pemegang hak ates tanahnya. mengenai kepemilikan yvang berdasarkaen siatus
kewargancgaraan, scpeni Pasal 21 dan 36 ULIPA menyebutkan hahwa yang
berbak memibikn {(Hak Milik) atas suam hak atas tanah adalah hanya Warga
Negara Indonesia Jdan jugs Japat dimungkinkan subjek dar pemilikan Hak Gung
Bangunan adalah Wargs MNegara Indonesia serta Badan Hukum Asing yang
betkedudukan di Indonesia yang didiriken menonmt hukum di Indonesia. Yang
kurang dalam pasal di ates adalsh tidak tercanbunnya secars jelas kepemilikuan
antara Warga MNegara Indonesia dengan Werga Negara Asing jika hak atas tanah
yanp dimniliki awat vang dipergunakan mempanysi Hak Milik bersama

Masalah perumahar tidak lepus dar masalzh b, Jumtsh tansh yang

Liap susi makin ferbatas dapast memimbolkan pembangupan perumahan doan

"MPemmion Menied alem Megeri Momor | Tahun 1977 enieng 1eriang, Tee Caa Permohonez dan
Ieoel2alam hembuerian Hak Afae Jagian-bapan ‘Fanah.
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perrnukiman yang tersendae, karena sepertt yang kila ketahui bahwa pembangunan
perumehan berhubungan langsung denpan jumlah lanah yang tersedia. Selain il
faktor dan kemampusn ekonomi manosia lerdapat pula hobungan  antars
kemampuan membeli lanah deogan kemampuoan untuk membangun suains ramah,
Tata cira pengadaan dan permberian hak atas tanah uniuk keperluan perusabaan
pembangunan peranaban dan permubaman diater dalam Keputosan Presiden Rl
Nomor § Tehun 1985 téntpng Badan Ketnjaksangan Perumahban Nasional.

Masalah Pembangunan erwnahan  dan  Permukitnan  bechubungan
langsung dengan masalah terith penggunaan tanah agar sesuai dengan asas-asas
penppunaan tanah, yaitu agas pemanfaatan moeh yang optimal, ases kesesimbuangan
anlara berbagai keperlvan dan asas keleslarian dalam mneka mewunjudkan
kesejahteraan rakyat bﬂ.‘ﬂ'}'ﬂk.ﬂﬂ

Pembangunan Masional Indonesia pada hakekatava adalab pembangunan
manuzia  seubuhnya dan pembangnnan  scluruh  manusia  Indonesia,  yang
diantaranya adalah pembangunan perumahan maupon permuokiman yang lavak,
sehat, wman, serasi dan teratur yang merupakan salah satu kebumhan dagar
manusia dan rerupakan faktor lorpenting dalam peningkatan harkat dan morisbat
serta mut kebidupat bagi rmeasyerakat Indonssia maka perlu ditingkatkan dan
dikembangkan pembangunan pcrumahan dan pennukinman secara erpadu, terarah,
herencana dun berkesinambengan. Peningkatan int ditukan wetk mengetasi

permasalahan tentang pembangunan di  alas agn:- dapat menjadi  kesatiun

a0 Aucthmed Chimzah, Helum Ayraria (Pertanakan fadoresial, Jilid |, Penerbil Predes Posiaka, Jakarta,
2GS him A
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fungsional dalam wujud tata ruang i1k, maupun kchidupan sosial ekomomi setta
buda}'a.“i

Setigp orang alaw hadan bukum vang  hendak membangun  suato
perumahan yang berwawasan lingkungan diwajibkan untuk pertama imengikuti
persyaratan tekniz, cholopiz dan adminiztralif. Kedua, melakukan pemantavan
lingkungan yang kerkena dampak berdasackan remcana pemanlavan ingkungen.
Ketiga, melakukan pemantacan lingkuigan berdasarkan rencans pengelalan
lingkungan dan keempat mengintcgrasikan sccara terpadu dan neningkatkan
kuililas linghungan, baik di dalamnys maupun di sekitamya ?

Didinkannya Perum Perumnas adalah saleh sat cars yang ditempuh oleh
pemerintah  unk  menyelenggarakan  kemanfustan  ymum  berupa kegiatan-
kegiatan yang produktif di bidang pelaksanaan pembangunan perumahan rmkyat
beseria sarana dan prasarans sers melakukan pemupukon dang Dengsn mijuan
melaksanakan kebijaksanzan dan program pemerintah di bidang pembangunan
petumahan rakyst besorta sarana dan prasaronanys yang mampw mews)wdkan
lingkungan peccnukiman sesual dengan rencana petnbangunan wilavuh stas
kate, '

Batwguoan-bangunan pedung befingkat yang lerdiri atas bagiati-bagian
Yang dapat dibuni atau digunakan xecarw pribudi, 1erpisah zaty dengan yang bain,
di hidang hukww lidak menimbulkan masslah, namun jike penpuasaannya

didasarkan atas hubungen sews maks akan menimbulkan beberapa masalah,

M R scana Fenbargunan lanpghs Mooenguh Wasianal, (O O, him, 2| .
Ty ‘ndang-Lindang Momor ¢ Tahun |39, Penstlasen Fasal T.

Yibia hle. 143,
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Masatzh-masalah vane biasa imbul dalam sewa menyvowa anlara kedua belah
pithak anara Jan diawr dalam Pasal 44 dan 45 ULUTPA, Tlalam Pasal 44 CTTPA
dizebuikan bahwa masalah sewa manyewa atas tunah ini apabila sesesrang berbak
mcmpergunakan tanah milik orane lain woiok kepetloan bangunan, detgan
membayar uang sewa, Harnus diakui bahwa masalah sewa-menvewa jni adalah hal
vang pokok vang mau tidak mau harus dipenuhi, vatu adanya benda don wang
sewan. Mamun ada pula ketentuan dalam Pasal 45 DUPA babwa scwa menyewa
untuk mendirikan bangunan yang menjadi subjek, selain warge negera indonesia
jugn crang asing perduduk Indoncsia dan badan hokwn aging yang ada izin
keganye di Indoncsia ™ Bagi Humah susan, sewa menyewa ini dapal
memungkinkan yaitu hak dari pemilik mnah tdak Japar hilang dan sekaligus
mendapat suatu penghasilan yang memadai bagl pemilik hak atas 1anahnva

i Indonesia telah ada swatu aturan hukum vang mengarah keopada suatu
petjianjian pengeunoan tanah olch crang atan badan laa uttuk wekilu Lertentu.
Mazalah lain yang muncul dan perkembengan masalah di atas adalah mesalah
Strada File {Bangunan yang menypunyai bukli weepisah}. T hanyak negaca di Asia
misalkan i Maluysia masalah Strava ritle elah dikembanpkan berdasarkan New
South Wales Convevancing (Srata Tiile act 1961) sehingga telah menjadi Akta
Il.ab: bdilik Straa 1285

lleberapa hal penimg vang berkaitan dengan Srrera Firle adalah seperti
menpeny pennohonan unbok memecsh dun -hagian terpisah, sampai seberapa jauh
pemilik bagian rumah susun beleh memperpunakan dinding luar baik memasang

papan nama aczupun membor dinding tersebut keluar, bagaimana vsaha untuk

%4 1% Varindungan, Hurge Hargeu Hidtum Agraew . Cp O hm, 35,
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memecah alau menpgabungkan dua atan lebih bagian dalam sate bagian werpssh,
bapaimana kensekuvensinya, bagaimana masalah kepemilikan bersama, bagaimana
mengepal sty peckumpulan  penghunimemakai bapgian hangunan  tersebut,
lermasuk hal-hal yanp berkailan dengan hak dan kewajibannya dengan anggaran
dasar dan anggaran mmah tangpanya, termasuk juga bageimans perkumpolan ini
diben wewenang untuk mencewr para penghun ataupun mengalasi pertengkaran
diantara permilik rumah. Demikian pula bapaimana prosedur jika ada bagian yang
akan dijual slau yang akan diwariskan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para
petiyews masing-masing dan permilik bangunan, hubungan antara para penyews,
pengelolaan bagian-bapian gedung dan pengoperssian peralutan-peralaizn yang
digunakan bersama, semuanva dapad distur dalam peganjian scwa—menycwa yang
bclsangkutan_m

Masalah timbud, jika para pemakai ingin memiliki secars pribadi hagisn
bangunan yang dipakainya. Apaksh menurut hbukum hal io dimungkinkan, karena
secars fisik bagian—bagian terscbur tidak dapat dipisabpisabkan dan merupakean
gatu kesamian dshpan bangunan gedungnya. Demikian pertanyaan dan mereke
yang hukwmnya mengunakan asas eceeste. Kalaupun bal tersehut dimungkinkan,
begaimana dengan kepemilikan bapian-bagian pedung yanp karena (umgsinyz
haruz digunakan berzama. Bagaimana pengaturan dan pembiayssm pengelolaan
dan pengoeperasian peralatan yang digunaken bersama. Karena seietah semua SRS

terjual, pembangunan bangunan vang bersangkutan berditi, karena hanya hagian-

i Hlarsonn, Mok Agraria ... € rL, him 355,



hagian vaog hanya ada i Janlui dasar saga yang secara fisik berhubungan
langsung dengan tanah tersebal ¥

Menjawab pertanyaan di atas, dopat dilibal melalui Pasal & Undang-
Undanp Ruwmah Suweun Nomor 18 Tahgn 1985, diciptakon dasar hukum atas
Kepastian hukumy antara hak pemilikan perscorangan atas safuan ramah suson
yung digunekan sccara terpisah. hak bersama alas bemda bersama, dan hak
heryama atay lanah,

Salah salu masalah penting lainnya adalah perlindunean terhadap para
konsumen pemnbeli rumah sosyn, Selamz ini para pengembang cenderung tidak
memberikan mfonnasi yang menyangkul hak konsumen, seperti kapan konsumen
mencrmma scrtipikal strata tille yang sudah terpisab, berapa wanli rugl yang #kan
diberikan kepada konsumen jika pengembang ttdak  menepasi jenpi dan

sebagaityn

Masalah yvang Jain adalal:*!

1. Pelangparan yanp dilakulan oleh para pemilik 5atuan Rumah Susun yang
melakukan perambahan  atau peruhahan  fisik  bangunan vang  dapat
menimbulkan kerugian bags pemilik lainoys seperti mengganga kelenangan
dan  keamanan lingkungan, mengganpu  ketenangan  dan  kenyamanun
lingkungan, menpganppu kekwatan bangunes dan pandangan,

Z. Perpanjangan Flak Ouna Bangunac.

3. Pengelolaan diarn Komah Susun seialah Sateean Bomab Swsin rerkal habis.

b I

™oaric & Hurapaiung. Serha Aeets .. G Cia. hine 175,
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Pembangunan Rumal Susun dijadiken sohsi dalar mengorangl masulab
pembangunan permmahan dan penmukiman pade mesyarakat perkotzan, dengan
jumlah kepadoan penduduk yang vinggh vang udek diimbaogl dengan lussnva
lahan.

Tujuan dibangunnyea tumah susian adalab B

1. Ddapsl memenchi kebulohan perumahan yatg livak bagn rakyat, terutama
golonpan masvarakat yang berpenghasilan rendab yang menjamin kepastion
hukum dalan penanfaatannya,

2. Meningkatkan daya puna dan husil guna tanah di deerah perkotaan denpan
memperhatikan keleslanan sember daya alam den mencipoakan linpkunpan
permukiman yang lenghap satasi die seimbang.

Pembangunan perumahan senantiass memerlokan lanab zebapad basis
kepiatannya. Semsentara itu luas tanah yang lemedia uniuk pembangunan scmakin
tebatas, haik dalam  arti  kusmiites  meepon kualitasnya, Model-model
pembangunan  berdasarkan kepads masalah  penyecdisan  tanah, mendoronp
lehimya konsep pembangunim ronah susun sebapai altematf penyelesaian yang
lidak dapal dihindar.

Pembangunan vang sesuai dengan kebubtuhan dewasa um yang telah
dilakwanakan pula di berbagai negara adalah dengan menggunakan sislem
“conedominium ”, yaitu suatu-sistem pemilikan persenrangan dan bersama, Keonsep
hak dasar yang melandesi sistemy “condpmimium  itg senulin berpangkal pada

teori-teor  tenizng  pemlikan stas suwatn benda Mepwut  hukaem saako

Mpydi Harsono, Flukuet Agraric | O i, bl 358,



bendabangunan dapat dimiliki oleh sescorang, dua oranyg atau bahkan lebih yang
dikenal dengan tstilah pemilikan bersama.

Rendahnyva prodokiivitas masyarakol Indonesis menpakihatkan rendahnys
kemampuan daya beli masyvarakat Indoncsia untuk memiliki scbuah  nanal,
Remdalinya produktivitas Japar dilthar pula dan sdanyw Righ cost ecomeey yang
merupakan citl dar perekonomian kita, ekonomi biays tingg ini memperlemah
struktur dan perkembangan ekonomi secard pasional maupun pendagangan loar
rnegers. Hanwsnya Kita dapat melihat ungeiova produktifiteas pada masyarakal
Iepang, bangsa lepang mernbangun negaranyuw sceara cepat setelah pulib dan
kehancuran setelah perang. Kehebatan masvarakat Jepang yailu padu semamgal
jusngoya vamg subit ditandingi olch bangsa lain, '™

Fektor ekonomi sangat mempensaribi kemampusn masyarakat dalam
mermenuhi kebuiuhan pokok dalam hadupnya, di antaranva adalah kebutmhan akan
tempat  tinggal. Meniogkainya pendapatan serta  produktifilas  masyarakat
Indlonesia dapat juga dipengaruhi oleh kemanpuan dan peckembangan tcknologi.
Teknelog dianikan sebagai penerapan ilmiah dan pads kepiatam  praktes.
Ferkembangan teknologi juga hamus diimbangi dengan ilmu pengetahuan karena
dapat berfunpsi sebapai sarana untuk mamahami lngkyngan alam maka tcknologi
dapal berfungsi schagal sarana untuk mengendalikan dan memaniaatkan, ™

Lingkungan perumshan dan pertnokiman yang sedah dibangun oleh

pemerimiah. Perumnas :-alaupun para pengembang beserta fasiliasnya dan samns

F)OREVIEND, Cheddiddl FPradukfiedds dan Ekomenm Jepeng. Ama yamg Haras Duaktukar [ndowena,
Linlwarsneg hisdouwena Prisa, labarta, 1986, hin. 1.

"jocktar Mac'ned den dsikun, CSemingr Mebilaisumaon Teknolopi dam Prmbumgumar Masiona
Wrgyakarty 3= 5 Clalober 1986, Pusat Stuchi Sccdnl Universites Gopah Mado, him 2.
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pelayapannya, selanjutnya diserahkan pengeluolaannya kepada permeniniah daerah
satempat. Ualam proses penyerahan ini parle diperhatikan standar dan fasibias
lingkungan khususnya kualitas jalan, saluran aie, dan seknik, sera biavs
pemelibaraan dan pemerintan dacrab setempat dalam pengelolaan selayotnya.
Tk it perlu adanya pertisipasi masyarakar dalam pemnchharsan hngkungan.
Kebersihun perumabin werupakan sustu syarst bagi lerciptanya rumah sehat
dalam linglunga vang schat. Peranan pemenntah juga sangat diperlukan dalam
memberi dorongan dan bimbingan peda misyarakat.

Kelentuan  dalam Undang-Undang MNomer 4 Tuhuon 1980 leonlang
Ketentuan-EKetentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menyaiakan bahwea
ketemiuen tentang perlindunpan swnber daya bustan ditgiapkan dengan undang-
undang. "** Perlindungan sumber daya yung penling ditujukan kepada konservaci
fungsi sumber daya lersebnt bagn kesinambungan panbangunon. Sumber dava
hustann i emeliputi bendungan, wadok, instalasi energi, perumshan dan
permukiman, dan lain-lain ™

Undang-Undang tersebul telah menyondi perencanzan peramahan dan
permukiman dengan pala hunian berimbane. Pembangunan perumahan dan
pemukiman diarmhkan wnink mewujudkan kawasan dan linpgkungan pernahan
dan permukimun dengan lingkungan hunian yane bedmbang, meliputi mmah
wederhany, rumah netengah, dan tumah mewah agar terdapat pechamlingan yang

SEApUIAA antars kﬁt:guri rumah 1ersebu,

" ndang-LUindeang Tontmis Koleabsn Pokek-Pokek Pengulahun Lingkungan lidup, UL Mo, 4 Fahum [VET,
LH e 42 lohom 1932, TT.S e 3215, Paxal 13,

e s Hondjasosniantri, Saulatt Tada Linpkepans, oo CE
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Dengan mengiket] pembahasan di DPR pada saar pembentukan Ll darg-
Undanyg Momur 4 Tahon 1992 wenlang Perumahan dan Permuekiman, maka dapat
diketahui  keterangan Pemerinabh  vang  disampaikan pada tangegal 11 Jum
1991 pada sant penyampaian RUL tersebul, yang antara  lain menvebutkan
Rancangan Lndang-Lndang i remuat berbagai bal yang mempuonyai arti
renting bugl kehidupan rakyat, bangsa dan nepara sebagai usaha vmitok mengisi
clla-cita perjuangan bangsa Dedonesia bugi teraujodnya kchidupan masyarakat
vang adil dan makmur herdasrkan Pancasila dan Undanp-Undang Dasar 19435,
Seperti telah kia ketahw b<rsama, twuan pembangunan nasional adalah
pembangunan manusia  Indonesia  seutwbnyn  dan  pembangunan  seluuh
masyarakat Indetesia Pembangunan perumahan dan pernokiman memupakan
bagian dari pembanguenan nasional tersebul, ™

D samping penataan perwnahan dan permukiman dengan pela Bnpgkungan
siap bangun dun kawasan siap bangun, maka Undang-Tndang terschbul juga
menyorHi | perencanzan  perwmahan dun permokiman dengan pela  huniom
seimbang. Pembangunan perumahan dan permukiman juga hares memperhatikan
keamanon lingkungan dan bamgir. Olch karena itu, pelaksanaan sistem drainasc
lingkungan dan sistem drainase kota harus dilaksanakan dengan baik. 1lal ini
diawali dangan adanya konsistensi dari prhak pengpembang saal membangun yang
harus ietap memperhatikan dan mengikuti ketemtusn secara tast dari Dinas
Departemen -Fekerjaan Umum. Walaupun demikian, masih banyak juga

pembangunan percmahan dan permvkiman tidsk memperhatikan masalah ind.

m

Buku | BUL erdang Perumahan daon Pasakiman, Kelerapgon Pemeriih 0 Koncangan Dindang-
Cndang Republik ndonesiia Momor {kosong) bentang Petuorahean dan 'omukimen, [Hmwntass AR him. 1.
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Selain hal tersebud pembangunan peramaban den permnudkimzn harus tetap
memperhatikan inovasi lingkunpan yang hams dilakuken denpan cors melalyi
program  penghijavan yang memperhabkan keanekataganan bayali denpgan
menunam erbagai macam pohon,

Hilangnva kawasan vanp asni dar setiap permbangunan perumahan dan
permukiman serla pwlamya alam yang hijau dan subur sena pembanpunan beton
yang menuiup permukaan tanah banvak kita jumpad sekarang, tidak banyak orangp,
yang tabw bahwn penutupan penmukaan tanah terschut akan mengurangi behkan
menghilangkan kemampuan taneah untuk meresap secara tepat dan cepat dan
bahaya dan lidak berjalannya proses tersebul adalah imenyebabkan banjie. Dengan
adanya permukingn Yang asn Jun uwlami akan memberikan manfaal yany baik
bagt kesechatan dan kchidupan,

Fenphijauan kawasm perumahan dan permukiman merupakan tindakan
yang poilu dilakukan secara luas dan sepera di setisp lingkungan perumahan dan
petmukirnan. Keglalan penghijaun dan penanaman pohen dan pekarangan harus
dapat membudaya dalam dini masysrakat. Di beberapa lokasi perumahan
penanganan kebersihan dan pengadaan air minwty dan masalah sampsh telah
dilokukan dengan baik oleh kelompok masyarakat dan swasta vang beketfa saima
dengan pemeringzh, Peningkatan perenan swadaya inasyarakat dalam berbagai
bidang perlu dizmnbut dengan pembira dan akan terus diderong ke arah i,
karena hal terscbul adaldh suatu hal yang sanpar positif vang skan lebih

temperkuat dusar pembangunyn negar,
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Fembangunzn perumahan das penmukiman juga harus memperhatiban
menena hal limbah baik linbal cair maupan limbah padat. Hal ini agar menjadi
perhatian dan para pengembang karena untuk menghindari kepunahan iingkungan
serte darmpok cusaknyo ekasistern di sekitar perumahan. Apa vang dikatakan clch
Lester R, Beown “bahwa pengembang harus perlu memahami pentingnya
pengalahan imbah™, Dalam kegiolan ekonomd yung akon datang tahay 2430 rang
efisien  dikatakan adalah dengan memperhattkan pengurangsan lumbah den
peninpkatan industri daur ulang, Poontas perlama vang dilakukan adalab dengan
mengelakan pemakaian barang-batang yang tidak berguna, Kedua, pemakwsian
kempali produk secara lanpeung, mizalnya mengizi kembali botel minuman.
Ketiga. adalah mendaur vlany matenal wnnk membentuk produk bam, Keempat,
adalah materiaf tersebut dopat dibakar uoluk memerss energi-eneegi yang ada
didalamnya, Hal ind dapat dilakueksm selima dalam keadaan aman. Pilihen yang
terakhir dalam hal limbah adalah pembuangan dalam lubang tempat sampah. ™

Pembuangan ssmpab i dalam  lubang tempat sampah vang biasa
dilekukan pada umumnya merupakan  alternatif | piliban terakhor dalam
pembuangan limbah padat,  kepedulian dalam mengembangkan dawr ulang
sampuh organik dan sampah non organik oleh misimg-masing pibak merupakan
priaritas utama yang harus dilakukan karena apabila pihak masyarskat maopun
penpembang mengandalkan  keterpantungan pada Pemds  unluk  membuang
mﬁpah pada tempal pembuangan terakhin slalah mecopakan masalah wakn yang

Tty 32at past akan muneol ke permukaan menjadi meealuh vuny sanpar serius.

T Wl E3enk, Lopwran Pesibaepinzn Dy 2613, hlm. X1
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Memarmt ketentuan Fasal 4 butir b Undang-TIndang Nomor 4 Tahun 1992
wntanp Perumshan dan Permukimen, masalah tersebol secara bertuml-turut
adatah:

a, Sehat

i, Saluran pembuangan (terboka dan terturup) dan sistem deainase;

il. Pohon lingkungan: anpsana, kopu-kupu, bintaro, kayu pulih, akasia
magun;

iii. Pemisahan air cucian dan hoangan (ke seplilank;

iv. Rumahnya sendin cukup ventilasi;

v, WECD {wisma kecil tunggal) di mana dengan luas lebib dari 130 meter
persepl dan mempunyal lebar mumah seluas & meter persepi dan tanpa jarak
behas samping,

b, Aman, yaillu dengan adanya strukiur bengunan sesua déngan  standdac
hangunat.
c. Berasi dan teratur

i, Penghijauan;

ii. Lcbar jalan.

PFembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
pada dacarnya merupaken upaya untok mendayapunakan  swnber daya alam
untuk sebesar-besarmya kemakmuran rokyat dempgan mempethatikan kelastarian
- tungsi dan keseitmbangan linpkungan hidup, pembaspunan yang berkelanjutan,
kepentingan ekonomi dan budava masyarakat lokal, scrta penaman ruang, Lntuk

mencapdi tujuan dan sasaran vang tclah ditetapkan di atas, GBHMN 19%4-2004
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te]ub mepetapkan beberapa ketentuan mengenat peleslanian lingkungan. Program-

propeam dalam pembangunan lingkungan hidup antara lain:**

8. Program penpembanzan dan peningkatan akses informust sumber dava alam
dan linglungan hidup.

b Propram peningkatan efektifitas pengelolaon, konservasi dan rchabilitast
sumber dava alang

¢, Propram penccgahan dan pengendalian kerusakan dan pencemiaran Ingkongan
hidup.

. Program penatzan kelembagaan dan penegakan hukom pengelolaat soroter
daya alam dan pelestarian lingkunean hidup.

g  Proptmn peninpkatan peratan masyatakat dalam pengelolaan cumber dava
glam dan pelestanan lingkungyn hidup.

Dari sejarah labirnya undang-undatg teatatiy Perumaban dan Permukiman
ini, maka tampaklah bahwa “aman dan serasi™ sebogdl mjuan dari penaraan
perurnahan dan permukivnan mendapat porsi vang penting untuk ditindak laspetd
lebih lanpal, Walaupun dalam pembahesan baik di Fingkat 1, 11 111, maopon
Tingkat IV, istiluh hunian berimbang sama sckali cidak pernah disinggung.
Mamun dalam ketentuan Suwral Keputusan Benwma Menten Dalam Negerd,
tenten Pekerjuan Umuom dan Menter Negarm Perumahan Rakyat Momor. 648-
334 ahun 1992, FIWEPTS1992  featang Pedoman Pembangunag dan
Pemukiman di  lingkungsn hunian  vang benmbang dan 09K PLIS/ 1992

sebogaimona lernyam dalom  konsideran butir (a) dipertimbeangkan  bahes

“ilndang-Undang Fomar 25 Tahwn 20040 ferdang Pregram Pembarpwnan Hossenal ilropenas] Tabus 200
2004, Pewerbn BP. Cipra Jays, kakarca, Hab X, Fonbangunsn Sumber Iava Alam dan Lingkungan Hulup.
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pembangunan petumahan dan permuokiines barujuan ik memenihi kebutatan
rumah zchaga salah satu kebutuhan dasar manusia mewwjudkan penunahan vang
layak dalam lingkungan yang sshar, aman, serasi dan terator, member acah pada
periumbuhan wilayah, serta meovapang pembangunan di bidang ekonomi, sosial,
budava dan bidang-bidang lain. dalam rangka peningkatan dan pemerataan
kesejahteraan rakyat menuju masyarkal adil dan makmur berdasarkan Pancasila,
Dalam butir b dijelaskan lebih lanpu balwa wmink mencapai (ujoan pembang unag
perumahan dan pennukinan yung serssi lerscbut & atas, perlu diwuojudkan
lingkungan perumahsn yang penghuninya terditi dari berbage; profesi, tingkat
ckonomi dan slatus sosial yang saling membumhkan dengan dilandasi olek rasa
kekeluargaan, kebersamann dan kegotongroyongan. serta menghindar terciptanya
lingkungan perumahan dengan pengelompokan hunian yang dapal mendorong
terjadinya kerawanan sosial,

Pembangunan perumaban  dan permukiman diarahkan  umok
mewlyudikan kawasan dan lingkungan perumshan dan permukiman dengan
lingkungan hunian vang seimbang, meliputi rumah sederhana, romah menengah
dan rumah jnewah dengan perbandingan dan keiteria tertenin schingpa dapar
(METUMpUNE SECAra serasi antar kelompok masyarakat dasi berbawai protesi,
tnghat ckoromi dan starus sesial. Konsep ini menekankan pada persmahan
yang beowawasan lngkungan dan bomuansa  pender, peduli  terhadap
kepentingan kaum perempuan dan anak-anak. Dengan adanya konscp hunian
beombang, setiap pengembang diminla {anggung jawab sasialnya uniwk

metibangun tumah bagi polongan masyarakal berpenghasilan rendah. Lka
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petlu, apar hatga jual tdak melebibi harga juai terlingg yanp ditctapkan
pemenntah. pengembang haros melakukan subsidi silang dengan menppunakan

sebugian keuntungan dari pemjualan rumah mewah danfatau menengah wituh,

menurunkan harga jual rumah sederhang ™

Fenbaisgunan perumahen dan pemukiman dengan lingkuigan huniap yang

herimbarg berujuan uoiuk:

a.

Mewnudkan kawasan dan lingkungan perumaban dan permukiman vang
sehat, aman, serast dan teratur;

Bewupodkan kawasen den lingkungan perutmahan dan pennokiman yung
tordin dari rumah mewah. menenpah dan sederhana agar dapat menampung
terciplanya secara serasi berbapan kelompelk mesvarakan,

Mewyjwlkan rasu kesetiakawanan sesial. 1aza kekeluarpaan, kebersamaan dan
kegotong-rovongan amara kelompok masyarakst dimana masyarakat vang
rampu dagal memmibantu magsyamakal yang kurang mampu melahi perusahaan
pembangunan perumahan, khususnya dengan melaksanakan subsidi siiang
dan kaveling tansh marang unok romah mewsh dan menengah kepada
kaveling ranah matang untuk rumah sederhana;

[ehih menjamin lercapainya  larget  pembangunan perumahan dan
permukiman, khususnya @arget pembanpunan romab sederhana.

Dalam rangka usaha meningkatkan kesejablersan rakyal melalw berhagai

pembaipunan. tennasuk pernbanpunan perumzhan untok memenuki kebutuhan

TAkyal akan mumah yang teganpkau oleh masiyarakal berpenphasilan rendah,

"™pg, him. 252,



Pemerintah selalu dikadapkan kepada permasalaban keterbatasan luas tanah yang
wersedia univk pembangunan, teniama di dacrah perkotaan yang berpenduduk
padat. Menyadan kenyataan tersebut, perlu kiranya dikembangkan swaw konsep
pembangunan perwnahan yang dapat dibuni secara bersama-sama dalam suatu
banguran hertingkat, yang dibagi-bagi aies bagian-bagian secara terpisah, baik
vertikal ataw horipontal ok masing-masiog penghuni (keluarga).

Schubungan dengan hal tersebut, maka uniuk memberikan landzsan
hukum dalam pembangonan umah susun. Pemerinlzh telah mengundangkan
Undang-Undang Momor 16 Tuhpn 1985 tentang Rumah Swusun dun Peraniran
Pemenintah Momor 4 Tahan 19BB sehagai peraturan pelaksanaannys. Datam
penjelasan woum dan Updang-Undang Momet 16 Taben 1983 torschut
dinyaikan bahwa kebijaksanaan umym pembsngunan perumahan diarsbkan
untuk:

1. Memwenuhl kebutuhan perumabun vany layak dalam dingkunpan vang seha,
secara adil dan merala, setts mampu mencerniinkan kehidupan bermasyvarskat
yang berheprbadian Indomesia.

b. Mewujudkan permukiman vang serasi dan seimbang, sesuai dengan pola tata
ruang kota dan tata daerah serta tata guma tanah vang berdaya puna dan
berhasi| guna.

Selanjutnya dalain Peraturan Pemecintah Momer 4 Tahun 1938 jenlang

Rumah Susun, dinyalakan hehwa pengaturan dan pembinaan romah susun
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diarahkan untuk meninghatkan wsaha pembangunan perwinahan dan permukiman

yang fungsinnal hagl kepennogan rakyvat hanyak, decgan maksud uituk !

a. Mendukung konsepsi tata muang vang diknitkan dengan penyembangan dasah
perkotuan ke arah verlikal dan unuk metema)akan dacrh-daerah kainah,

b. Meningkatkan oplimasi penppunasn swnber daya tanal perketaan,

¢ Mendorong pembangumean permukiman beckopadatan tinggl,

Link meninpkatkan dava guna tanah perkotadn, khususnga untuk kota-
kota besar vang berpenduduk mendekat | juia piwa atau icbih perlu dibangin
runah susun. Dan pernbangunannya disesoatkan dengan tingkal sosial yaitn uniok
masyarakat golongan berpenghasilan Linggi perlu dibangun ramah suzun mewah,
uwntuk polongan menengall perly dibarpun romah swun meneagsh, sedangkan
unluk masyarakal berpenehasilan rendah perlu dibangun rumah susun sedechans,
Untuk mayyarakat gelongan rendah masih banyak kendala yang dihadapi
Beberapa persoalan dalan pembangunan rumah susun untuk masyarakat golongan
rendah salah masyarakat golongan berpenghasilan rendak belum weebiasa tinggal
di mamah susun,

Permbangunan pervmahan dan permukiman seringkali menyalahi rencana
tata rpang, akibainya perumehan dan permukiman vang dibanpun tidak sinkron

lam dengan hingkunpan sekitar.

* Peraluran Peneriab bamor 4 Tabwn 1768 watanp Bumaly Susw, Prasal 2 ava &
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. RUMAH SUSTN SEBAGAI BENTUK RUMAT HUNIAN DAN
PENDAFTARANNYA
I. Rumah Sosun Sebagai Bentuk Kumah Hunian

Pada kenvaraannya, rumah berfungsi sebagal tempat berlindung dars
Cugca,  gAnggusn, serta bahava, juga schapal lempal  benstirahat  unfuk
memmulibkan kembali tenaga yang telah digunaken. menghilangkan ketegangan
dan wnik menjadikan dinnya scendiri menjadi manusia sectubnyva, Dengan
bantuan keluarga kita mendapatkan pendidikan utama. scbagal contoh vang legadi
pada masyacakat Jepang,” The Family was aol omly the bosie diologice! ond
economic wiit of sacfely, dul , as the matn agest of socializution for the chifd, i
wiets tlse) an ethical and moral sehool of grear imporiance "

Dengan denikian dapat dikatakan bahwa perumahan merupakan salah satu
kondisi untuk memongkinkan manusia menghativkan din secara wajar, diyakini
peruniahan memapakan faktor yang ikul menentukan, slay membentuk tanusia
serta lingkah lekunya dengan akibar-akibatnys atas sesama anpenta masyarakst
datam kehidupan schan-hari. Ani rumsh bagi manusia, akan stina jups dalem
pengertiannya untik manfast perbangunan munah swsun sehapai hanian., #H

Pembangunan perumahan yang dilukuken sctama ind baik oleh pemerintah
maupln masyarikal, helum dapat mengimbangi laju perlurnbuoban p:nd!.ldui: yang

sangal copat. Keadaan temsebul terytama dirasakan di daerah perkotasn, karena

" UWESED, Soience Pudicy mad frgunoranisg gf frararch imdysun., P, 1987, Elm, #1l.

" iwnnn Yudohusads, Besioh Cmick . End i, him, 345,




jumlah kepadatan penduduk vang tinggi yang tidek diimbanpi denpan luasoya

laham,

Pembancunan rumah susun Jimaksodkan untuk menyedipksn hunian yang
lavak bapi orang dan badan hukum, oleb karena ltu peruenaban tersebut hars
memmenuhi slendar sebagai bunian yang hams memenuhr syaral, bak den
kesehatan, kenyamanan dan keasciun dari rumah tersebut. "

Tujuan dibasgunaye romah susun adalah ™

2. Dapat memenuhi kebunihan perumaban yang layak bapi rakyat, terutama
polangan masyarakat vang berpenphasilan rendah yang menpamin kepastian
hukum delam pemanfaatannia.

h. MWeningkatkan dava guni dao bas] guna meab & dacrall peckotaan dengan
memperholiken keledaran sumber deya alam dan menciptakan bigkungan
permukiman yang lengkap serast dan scimbang.

Peranran mengenai rumah suson welah distur sebelumoea poda Undaog-
Undanp MNoemor 14 Tahun 1983 dentang Rumah Sosun. kemdian terbit juga
Peraturan Petnedntaly Nomor 4 Tahun 1933 tentang Rumah Sesun, Dinvasakan
dalam Undang-Undang Momor 16 tabun 1985, pada Pasul 3 aya (1) butir g,
bahwa twjuen dibangumoyva nomabh sugon “Tianak memenobe kebutuhan
Perurnahan vang lavak bagi  cokyat vang berpesghasilan re:ldah PPengataran
rumah sesun diharapkan unhik dapat memingkatkan uwsaha pembangunan dan
permukiman yang Fngsional bag kepestingan rakvat banyak, Moodukung

knosep tate tuang dan mevemnajakan daerah kumuh, optimalisasi  pengpunasn

14 Suprimdi. Hukurr. Azranz, Cziokan Perama, Sinar Cradik UOfFset, Jakama, 21T, Bl 243,

*Buds Harzeoo, Fukes A gesha..., Op O hlm 158
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sumber daya perketasan, sena mendorong pembangupan  permukiman yang
berkepadalan linggl, Pembanguran rumah susun bertwuan untuk memenubi
kebumhan parmahan yang lavak ban rakyat, dengan meéningkakan dava guna
dan hasil guna tanah di daerah-daerah yang berpendudnk padat yang hanya
tersedha luas tameh yang lerbatas. Talam  pembangunannys senchn hams
diperhatikan antara Jamn kepastian hukum dalam pengoasaan dan keamanan dalam
pemaniaeionoya,  kelestarion  swmber  dava .EI.|E.ITI yung bersangkulan  sertn
penciptaan permukiman yang nyaman, lengkap, scrasi dan scimbang, '™

Pembanpunen perumahan dalam bentuk mimah suson atan bangunan
gedung bertingkat sering diperlukan dan bahkan telah menjadi kebamlan yang
satgat mendesak. Dulmn hal imi vang petln dipikitkan jalah  bagaimana
menciptakan kondisi yang diperlukan denpen mengadakan penyesuaian sosial
tudava yang melipull sarana hidup, 1ata hidup dan oila hidup sehingea rumah
dapal bertungsi dengan baik.

Pengembangan rumah susun schagai penunahan eakyat, jelaslah bukan
mazalah yang berdivi sendin, akan tetapi merupakan bagian dard wsahs menaikan
kembali rasic yang kian mepurun akibai pertambahan dan kepadatan penduduk
tersebul yang lerlampag lingsi.

Satuan Rumah Susun dapat dikatakan milik persecrangan apabila dikelala
serdin oleh pemiliknya, sedangkan yane merupakon hok bersama  hares
dipunakan dan dikelola secara bersama karema meoyangkut kepentingan dam

kehidupan orang banyak. Pengpunaan don pengelaloan SRS ini haras diamor dan

Mg, him M5,
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dilakukan untuk suatu perhimpunan penghum veng berhededuken sehagai Badan
Ilukum yang memiliki tugas dan wewonang mongelola dan memeiihara mimah
susun beseria lingkungannya saria menetapkan peratlran-pemturah meh genad tata
tertih pesnprhonian.

Dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tuhun |985 1eolang
Fuwrnal Susun Juncto Pasal 62 avat (1} Peraturan Pemenntah MNemor 4 Tahun
1%5EE disebulkan objck pengelolaan Satuan Fumah Susun wlalah -

o Fenpawasan (erhadap penggunzan bangunan bersama:
b. Benda bersarma:

<. [anah bersana,

d. Pemclibarsen seria perhaikan;

¢. Pembanpunan saruna ingk ungan;

f. Fasilitas zogial,

Tugns Badan Pengelela adalah {Pazal 68 Permturan Pemerintah Womaor 4
Tahun [958 tentang Pumeh Xvsun). Pertama, melaksanakan pemeriksaan,
pemeltiharaan  kebersihan rumah susun dan Lhiogkungannys pada banguoum
bersama, bendy bersama, dan tanah bersama. Kedua, mengawast kerertiban dan
kcamanan penghuni scrta pongeundan bangunan bersama, benda hersama dan
larwh hersama sesusi dengan perudtukantiya. Ketiga, secara berkala memberikan
lsporan  kepuda  perhimpunan  petphuni  disertal  permasalahan dan usuban
pemecahannya,

Pada spat ini pembanpgunan mumah susun selain diperpumakan sehaga

hunian dapar pula diperpanakan sebagai non hunian. Hal i dielaskan pacda
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Peraturan Pemennteh Momor 4 Tahun 1988 entang Rumeh Susun, babwa
mengenal pemuanfuatan rumah swiun baik schagal hunian mavpun bukan hasiah
wajih melaksanakan serta memenubn ketenluan yang fecdapat pada 'aszal 3
peraturan ini, bat ini mulal 1edadi dan bunyak diminaci oleh masyvarakat karcna
tianggap Jehih baik.

Perbedaan tujuzsn dibangnnnys rumah susun selain sebagal tempal hunian
yang menciptakan scsuat hal yamp dimaksed dengan nilai kemersial. Nilas
komersial pada runab susun yang menggunakan konsep campuran yaitu antars
huniandkios-kios (komersial} pada umah susun ditentukan i
1. Untuk non hunian harga jual lehih mahal jika dibandingkam dengan hunian
2. Harga jual hunian dengan makin rendah letak laneainya maka akan scmakin

mahul harga jualnilal komersialnya.

Pembangunan perumaban dan permukiman dalam hal pembangunan uniok
Rumah Susun tidak dapai terlepas begitu saja dengan Undung-Undang Eapublik
Indenezsie MNomor 28 Tahug 2002 wentang Buengunan Gedunp.  dengan
perimbangen bahwa pembanzunan tumah suson dengan bangunan gedung
memiliki katan yang crat. yaitn merupakan salah satn wujud fisik hasil pekegaan
kansiriksi  yang menvatu depgan tempat  kedudukannya, scbagian atan
keseluruhannya berada di atas danfalay air yang Berfungsi schagat tempat
melabkukan kepinlannva, baik hunian atau termpa tingpal, kegiatan keagamaan,

kegiatan usaha, sosial, budaya mapun kegistan khusus” "

T arie &, Elulspabuoe, Tebaraa Persherar. ., L O, hlm. 184
“ Indang-Lmilmg Momwe 2% Tahan 202 1enizng Dangunan Gedung, LN %o 134 Tahun 2002, TT.H Hn
4247, Fasal bavm 1,
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Lndang-Undang MNomoer 28 Tahun 2{HK2 fentang  Bangunan {iedung
mengaiur menpend Augst bangunan pedung. persyaraian bangunan gedung,
penyelerpearaan bangunan pedung yang di dalamnya temmasuk juga hak dan
kewdjiban pemilik dan penpguna bangunan pedeng pada  setiap tahap
penvelenpgarsn bangunan gedung Keseluruhan maksud dan Wwjuan persturan
tersebul dilapdasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan
keserasion bonpunan denean ingkungannya bagl kepentingan masyarakst yang
terpenikemanuaiaan dun berkeadilan. Fungsi banguoen gedung dapar sebapai
hunian, baik untuk remah tnggal dunpeal, omabe feggal derel, cunat susun dan
rumah nnggal sementara, dimana fangsi terscbul harus sesual dengan perunnikan
lokasi yany diatur dalam Peraturan Deersh wemang Tata Ruﬂﬂg-q'}l

Pada bangunan gedunp merpunyai persyaratan yang tidak jaub berbeda
dentgan apa vany menjadi pervyvareian dalam pembangunan munah susun. Pada
Pasal 2| Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2002 tertang Bangunan Gedung yang
memperjelas permvatzan Pazal 16 ayat (1), Pada undang-updang vang samn
mengenal persyarotan kesehatan yang melipud persyarstan sistem penghawssm,
pencabayasan, sanitasi, dan penggunaan bangunan gedung, Bangunas rarnah susan
dengan pangunan pedulg mempunyal perbedaan pada masing-masing funganya
dimann dalam bangunan gedung ini mempunyai fungsi yang sangat Juas,**

Fungsi dag banpunan pedung. juga berfunpsi sebagai tempel hunian.
Apabila terjadi perubahan fungsi bangunan gedung maka perubshan ini harus -

mendapat persctujuan dar Pemenolah Daerah seteinpat, ¥ang mana olch karcna

' ndmgsl Indanyg Momor 26 TaRue 20407, Pacal 3 xvat | dan T

T Ilarmged e Bairmiee 28 Tahon 2002 O Oor. Fazal 5,
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funga bangunan gedung sendiri ditetapkan oleb Pemedniah  Dasrgh dan
dicanturmkan dalamn Izin Meadinkan Bangunan

Betiap emng atau badan bokom bechuk memiliki seluruh bangunen gedung
aimu bagian dan banpunen pedung dan kewajiban dart pemerintah sendiei untuk
nendats bangunan gedung dengan wjusn werciplanva terlth permbangunan dan
pemnaniaaran,

Perun  werta masyarskat secara  sktif bukan hanya dalam  rangka
pembangunan peturndhan dan permukiman serta pemanfioten gedung aotuk
kepantinpgan mereka sendirl, tetipl juga dalam pemaonfistan serta peran bagi
pembanpunan secara wnum. Tidak hanya oo tidak teclepas dan jass Konstroks:
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jesa konsiruksi baik sebagal
perénchngl, pelakiany, pengiwas atml mangjemen konsiriks dan supaya dapat
lebih terorganisir sena tidak bencntanpan dongan  hukum lingkunean.

Sepaly penyelenggaraan banponan gedung haik vang dilakokan aleh
peirecintal, swasta, masyarakal serta dilakukan oleh pibak asing wajib memenuhi
serta mematuhl ketenhuan yanmg  lereantumn  dalam undsng-undang  tentang
Bangunan Geduny ini- Diberlakokinniya Perluran Mengena Undang-Undang,
Bangunan Gedung ini dib&rapkan agar terjadi keseimbangan amara kondiz sovial,
ckonomi, serta budava masyarmkat yvany berancka magam. Untuk il dibaeapkon
apgar  pemerintah  terus mendorong, memberdavakan  dan  meningkatkan
kemmampuan  nasvarakal dalarn mcmenuhl kebutuhan  dan metangkation

kesieahleraan.
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2. Pandaltaran Rumah Susun

Pambeli maupun dalam istilah lain pemilik vang akan menempati satusn
rumah susun yang telalh mempunyai sertipikat hak atas satuan rumah susun dapel
melakubkan perbuatan hukum berkenaan atas tanall yang dimilikinga, misalkan hak
menjual, menghibahkan, menukar, dan mewariskan atau menadikannya sebagai
agunan, D zamping ity yang bersangkwian jugs dapat memohon perpanjanpan dan
pembaharan  hak alas tanah bersama sebagai sustn hak atas tanah yang
mempunyai jangka wakto tertentu. Jadi pemilik atau konsumen daei mumah susuty
ini tidak petiu ragu ataupun khawater lerhadop hak ates tanahnys yang akan dia
miliki.

Erunah susun dapal dibangun i wiss anah hersams yang alas huknya
adalah hak zuna bangunan dan hak pakai. Subvek hukwn vange dapat memiliki
mumah suzun yang dibangon di sias alas hak guga bangunen adalah warga negars
lndonesia. sedanpgkan wargn negara asing hanya dibolehkan memiliki rumah
susun yang alas haknwva adalah hak pakal.

Dalam Pararuran Pemerntah Nomos 4 Tahun 1988 rentang Bumoh Suson
pada ketenowan umum dalam Pasal 1 yang dimaksed dengan:

o, Penyelengpara pembangunzn adalah Nadan Tlsuhs Milik Negam alao Daersh,
Foperast dandatay Badan Usaha Milik Swasts vang bergerak dalan bidang
pembangunan rumah susun serta swadaya masyarakat,

b. Akta pemisahan adalah tanda bukii pemisahan mmah susun atas sauan-sanian

ramah susun, bapian bersama, benda bersama, dan tanab bersama denpan
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pertclaan yang jelas dalam arah horizontal dan vertikal yanp menpandung nilai
perbandinpan proporsional.

¢. Pemerintsh  dagrah  adalsh  pemerintahan dserah dingkm T
kabupalen'kotamadya dan pemerinfaban dactah tingkat 1 Daerah Khowsus
Ttikata Jakarta,

Sebelum mengarah kepada cara dan syaral dari pembangunan rumah susun
petlu dipelaskan _l:TI:bih dahuelu tentang subvek dari numaeh susun tersebuol, antas
lain:

a, WNI baik percrangan maumin swadaya masyarakan;
b. Badan hukum swasla nasional ;

€. BUMN/BUMIY,

d. Koperas

€. Warga Nepara Axing (hila huknva adalyh hak pakai)

Daszar hukirnnya adalah Undang-Undaney Nomaor 16 twhon 1985 wentang
rumall susimy, UUPA, serla Peraluran Pemerinh Namor 4 Tahon 1988 tentang
rumah susun. Pengaturan dan pembinaan rusah susan yang sesual depgag
peraluran-peraturan di awas  digrahkan agar dapat meningkatkan  usaha
permbangunan din permukinan vang finggional bag kepenbingan rakydt banvak,
Mendubung konzep tala ruang vertikal dan meremajakan dacrah kumuh scria
tiengoptimalkan petggunasn suember days masyarakat perkaotaan,

Untuk mewjamin kepastian hak bagi pemilikan satuan rumzh SALSAIEY,
pemerintah membenkan alat pembuktian yang kuat berupa sertipikat Hak BMilik

aras Hatwan Mumah Sosun yang diterbitkan aleh Kastor Badan Pertanaban
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Kabupaten'Kotamadya seterapar. Berbeda deogan scripikat hak atas tanah vanp
terdid dad 93linan bubku tanah dan surac uwkur sebagaimang dicmaksud dalam Pasal
13 avat (1) Peraturan Pemenntah Momor 10 Tahun (961, maka serlipibae Elak
Befilik sias Satuan Kanah S wsun ini tenlin dan; ¥
a. Sahnan boko tanah dan surat wkwr hak tanah bBersame sneoswut ketentwan
Peratoian Pemerineah Nomor 10 Tahun 1981 1entang pendaftaran tanah,
b. Gambar denah tingkat romah susun vung bersangkutan, yanp mepupyjukan
satuan rumeh susun vang dimilikon;
¢ [Pertelaan meongena besammya bagian hak aas boeion bersama, benda bersame,
dan tanah bersarma
Kesemuanya metupakan solo kesatuan vang tidak lerpissthkan dan dijilid
dalam sahy sampul dokumen. Berdasarkan Pazal 9 Usndanp-Undang Nomor 16
Tahun 1983 scrtipikat HMSES ini harps sudah ada sebalum satusan-satuan rumah
susun yang bersangkutan dapat dijwal Seiiap HMSRS didafiar dalam | (satu)
buku ranah HMSRS. Uniuk pendaitaran HMSRS mempergunukan daftar isian
yang digueskan dalam penyelepggaraan pemdattaran serta diperiukan pula
beberapa dafiar tambahen, vain:"™
2. Dafler buku tanah HMSES yang dibuat desakelurahan;
h. Daftar gnmhar._ rumah  yang (hben nomor wml per dahon oper

kabupaten/keiamadya atau per satuan wilayah kera kantor perianahan.

Wiz e Y pdohuseda, Bueeh Lajuk, o Bl 338,

g
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Semua serlipikat HMSHES tersebut poda mulinyva maesih alzs nama
poryelenppard pembangunan, Selclah saman remah susun yang berssngkutan
dibeh, maka pendattaran peralibon hak aleh Kantor Badan Petanaban dalam bk
tanab. Kemudian sertipikat diserahkan kepada pembeli sebagal pemilik vang haru.
Sertipikat HMSRES merupaban suain kelembagsan hukum baru yang bertujuan
untuk menjamin kepastian hukwm dan Beefingsi sehagal alal pemboktian yang,
kst bagi pemegang hakioya ¥

Rumzah smsun beserta lingkungannya dipunaken wniuk hunian pada
tingkat-ringkal rertenty. Bagi rumah suson yang berlantai agar dibanpun beberapa
lantar dimana dalmin kantai tersebut dapat melakukan kegiatan bersama dalam
ruang lingkup rumah suson lerschut, agar torasa keserasian antar peitghuni rurnah
ansul tersebut sehingea lelah tercapai tujuan pembanpunan mmah susun schagai
fempat bunian.

Sesual dengan Pasal 7 Tndang-1Tndany Momor 16 Tahun [985 tentang
Ruamah Susen, jika samvan mumah susun akan dipergunakan onk bonian di
atashya mtau kepentingan lain harus atas dassr hesspakatan para pemilik rumah
gisun dan jiks mumah suswn tersebut sebagian atau keseluruhannya direncanakan
uniak divbah peruntukammys menjad: perlokoan atau schaliknya scmuda pertokoan
metyadi ik bhuman, perohaban i harws mendapatkan pola zin dabula dan
pemenntah dacrab yang bersanpkutan, Hal ini sesual dengan Paszal 32 ayat (1)
Undang-1Indany Fumah Swsun. Lan levek hun begi satusn momab susun dapat

dikeluarkat bila pelakcanasn pembangunean cestad detpan sopi arsilelthur yang

b
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telah ada boik medyangkut konstuksi instalast dan perlengkapan  bangunan
lainrrya kelah scsuai dengan persyvaratan dalam mendirikan bangunan.

Penvelengzzara dalam rumah susun dapal menpajukan  keberatannya
kepada Crubemuor apabilz Wwlak ada keszmaan anlara pendopst dalam pemeriksaan
depgan rumah susun yang felah selesai dibanpun menwno ketentoan dan
persvaralan yane lah ditetapkan dalam Lan Mendinkan Bangunan.

Ecrdasarkan Peraturan Pemerintah Xomor 4 Tahun 1988 tenlang rumah
susun babwia setlap pembangunan tumah zusun hanus memenvhl persyaratan
taknis yan harmie dipesuhi dalam pembangunon ramah suson, yaim:

I.. Porsyaratan toknis untuk raangan
Periyuratan leknis adalah persyarotan mengens sirubtue banguongn, keaommarn,
keselamnatan, keschatan, kenyamanan, dan lein-tain yang herhubungan dengan
rancang bangun, rermasok kelenpkapan prasarana dan fasilicas lingkengan vang
digtur dengan  peraturan perondeng-undangan serls  disesumtkan dengan
kebutuhan dan perkembangan. Disebutkan dalam Bab [II bagian penama pada
Berawran Pemenintzh Nomor 4 Tahun 1988 bahwa di dalam perencanaan haias
dapal dengan jelas ditentukan dan dipisahkan masing-masing rumah susun
gerfa perbandingan propotsionalnya. Semua tuangan yang dipargonakan ok
keplitan sehan-har, hams memponyai hobangan langsung maupun tidak
larpsung dangan udara luar, pencahayaan dalam Jjumish yeang cukup, Apatla
bebungan  langsung  maupun  tidak lﬁ]‘l,,i‘_.:il_ll'lg. dengan  wdata  luar  dan
pencahayaannya dakam jumlah langzung maupun tidak langsung secara alami,

tidak mencukopi atan merwngkinkan, maks  barmos dissabakan adanya
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pertukaran udaras dan pencahayaan buatan yang dapai bekerja sccara lemis-
menerus selama ruangan tersebul digunakan, Pembangunan rumah soson hams
direncanakan dan dipechimnpkan kuat dan tahan terhadagp:

3. Benda mal;

b. Benda bergerak;

¢. Cempa, hujan, angin dan banjr:

d. Dwya dukung lanak;

e Kemunpgkinan adanya beban lambahan, baik dund amh vertikal maupun

bosnzononal.
2. Persvaratan adrnisteatid
Pesvaratan edmimistratf adalah persvaratan meneenan perizinan nsaha dari
perosahoan permbangunan petimaban izin lokasi danfatan peruntuklkannya
yang diatur dengan petaluran Kepala BEN Beomar 02 1ahun 1992
3. Kelengkapan munah sesun

Rumszh susun harus dilengkapi denpan kepentingan urnwm nmisalkai jatingan
apr bersih, jaringan ismk, janingan gas, saluran pembuangan, zlat transportasi,
dan jaringan telekomunikasi. Dalam lingkungan rimzh susun bamay dilenghkapi
dengan prasazang Inghungan vang berfungs: scbagal penghubung wiluk
kepenbingan schar-hun, Penizinan rumah susun  diberikan oleh Pemernintzh
Dacrab yanp hars dilengkepi dengan: '™

& Rertipikal hub atay tanash;

b. Fabtwa peruntukan anah fodvise plaqning.

He 4 ndi Hamzrah, farar Dasar Mudow ., Gl L8 him A
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Yaitu suatn ketcrangan yang menust lokasi yang dimaksed terhadap
lngkungan sckitamya besecta pengelasan perumiukkon fnah dengen
perincian menpenai kepadatan bangunan.

¢. Rencana setapak (iite ploa);

Yailu rencana 1aia letak bangunan.

d. Gambar reocana arsicckiur yang memuat denabh dan potongan beserta
periclpannya yeng pignungukkan dengan jelas betaten verikal dan
horizonial dari satuan ramah susun;

¢, Crambar cencang sinetor beserta penghilungannya;

f. (GGambar rencana yanp menunjukan dengan jelas bapian bersama benda
bersama dan lanah bersama:

¢ Oambar rencana jaringan dan insealasi beserta kelenpkapannya.

Hak Milik atas suluan tumab siwsan dapar terhapus apabilac™™

a. lak alas tanahoya terhapus karena kepentingan hukum dan scsuai
denpan peraturin perundang -undangan yang berluku;

b. Tanzh atau bangunannya telah musnah;

c. Terpenuhinya syaran bual;

d. Felepasan hak secara sukatela,

Apabila Hak Milik mtas Satoan Rumah Susun torscbut dibapus karcna
akibat dari hal yang pertamae, yaitd Winahnya erhopes demi kepanlingan
hukuo: dan werpenchinya svarat hatﬂ maka pemilik hak atas satuan rumah

susun herhak memperolsh bagian awas milik bersema terhadap bagian

M Pemurar. Femeriniat Mosniot 4 Tanun 196E, o0 Fasal 5
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bersama, benda bersama dan tansh  bersamue seswai dengan nilai

perbandingan yang proporsional,

E. PEMENLHAN KERLUTI/HAN FERUMAHAN

Pada kenyatzannya, pemenuhan akan rumah masih jauh dani perhimungan
kebutuhan. Hal g Japat dilikat daoi realizasi pengualan rumah yane ada. datam
pericde tahun 1907-2001, pegjuslan rumab rala-rala meoczpal 133 b onit,
hanya mencapai sckitar 17 2% Jan perhitungan kebwtuhan akibat pertambahan
jumlah penduduk. Sementara praveksi koholuhan rumah di Indenessis per tahun
diperkirakan 743,000 unjt, "

World Bank memperkirakan kebumshen peromahan & Indonesia 10
[sepululy) txhun mendatang, adalah sekitac 12000000 (satu juta doarstus riba) uoat
per tabon. Wik & pesdarion of elmeese 200 pullfion people, o popafaiion grawih
rate in 196 of 1.3 percentl, o praverty rate of almost 14 percend, ond 79 percent
chalienge i ils hausing markerr-o challeage 1o the povernment, a5 regwiator ond
basic promarer; o praperty developers, ar producers and supplicrs: and o
Sinacial insiiiriions, ac key purimers am the prowisiar gf viahle howsing firkotce fu
the peneral popularion o primory workel

The tedal annpal demand far new howses in Indomestu for the coming 1)
years will be around |2 milion. including simple amd very simple houses. Ta
grszce thal peaple ar low and FEF_L'-_ dow inrome fevels have fovorable aceess,

dn'e!ﬂpers fo ﬂ:il'ﬂjﬂ @ "1 147 principly @ For everp high income oy, developer

e urerwe, Fropecti.cone 1eharuman Sektne Perumzhan Pasce Penghzpusan Suhsidi KPR CHNS AT
Masih Membsrikan Porsi Terbecar pada Fesdit Perwnahan. H-05- 20002,
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must Builid a mineeen of three middie-ciass hovses and six Smple or very simple
Mnises.™

Lntuk memawab kebutuban i, sepertl vang lercantuom daam Bencana
Pambangunan Jangka Menengab MNasional (RPIMMY 2004-20049. pemerintah
menprgetkan mampu memnbanpun nimal baru layek huni sebesar 130,000 anil,
termasuk di dalemnya penyediasn Rumah Swiun Sederhana Sewa sebasar 60 000
zatuan tumazh susun dan Rumah Suswn Sederhona Milik (Rusunami) bersama
swasta sebesar 23000 anit.*"

Dalam pembangunan perumahon den parmukioan  pemerintah lebih
meoilikberatkan peinbongunan wniuk kepentingan masyarakat luas, khlsusnya
hagi masyuraksl polongan meocngah kebawah. Hal uu dapal dilibat dengan
kelvasrnva SK MenagKa BPMN Mo, @ Tahun 1997 1gntang Pembenan Hak Mudik
Al Tanah oniuk rumuah sanpal sederhana dam namah sederhana. Dalam
keputusannya Menten Apraria Mo, 9 Tahun 1997 disebulkan lentane knteria
mengenal bidang tanah yang dapat diberikan Hak Milik, antara lain;""

l. Harga perolehan tenab dan nomah tersebud, dan xpabala alas bidang tanah it
sudah dikenakan Pagak Buamni dan Baspunan teesendivi, Nifai Jual Objek Pajak
(MICIP) wnah rumah tersebut tidak lebib dan pada Ko, 30,000, (00, - {Lga pulub

s rupiah}. Yang demaksud harpa perolehan adalah harga yang duly bayar

oleh pemegane hak terakhir (permohonan perubahan hak j intuk memperoleh

™ paabaru Watanabe doditur), Mew Chieclions in Asian Houving Finarsg, Linking Capoal Market acd
Houring Firance, Indermnadional Finwea Corpdidot {wember of World Benk Groopd, lapamn yanp
dipressntzikan di 1FC7 workshop g San. 1arggal »-§ Fehroari 1998, him. 113

“hip Swww komoar oo id Pemenuhan Kebuuhan Perumidhan Tak Scimbaag, Senin LB Juai 20607

M rantar, Aekamsme Pergddaod Trtof Lmhek Memivamginamm dar Peramalion, L] Dighal Labsary, H3




tumah dan atkah yang barsangkutan. Harga pervolahon ini dapat dilihat dari
akre jual k2l r@anah dan rumah vang terzangiutzn dalam hal tanah dan rumah
vang berasal dart perumahan nepara pelongan 111 dan 5K polunasan sewa beli
tumah heserls tansh yang bersanygkolzan. NP dan PRID doepat dilihal dan SFT
IPBE tahin sebeiumnya, Apabila unmk bidang tanah yang bersanpkutan belwn
dipungutl PBR temsendin, karena belum dipisshkan dan Hak Guna Bangonan
maka kriteria mengenai MJOP ini tidak dipunaken dan nilai tanah dan rumah
cukup diteniukan olch harga perolehannya.
2, Luas tanah tidak lebih dari 200 m®
Knwena im dapat diihat dean serupiken Hak Guna Bangunan yang
berzangkutan dan kalau belum ada sertipikarmya dari akte jual beli
3, Diaasnva elah dibangun mumah dalamy rangka pembangunan perumahan
thasil ataw komplek peciunaban, inisalnya :
a. Perumahan yang dibangun oleh penpembang untuk dijus]  kepada
masyarakat
b. Perumahon vang dibangun oleh pemerintah untuk pegawainya termazuk
mwmuh pegawar negen Oolongan [
£. Perumahan yang dibangun oleh pemusahaan untuk pegawainya
d. Perumahan yang dibangun oleh koperasi untak anggoianya.
Kritetin ini dapat dilihal dari akie jual beli tanah dan rumah vang
bersangkutan atau dﬂkm laity vang menyena jual belr.
Pasal 2 Keputusan Menteri Mepara Apradia Kepala BIPN No 2 ‘Tahun 1998

tentany Pembenan 11ak Milik wotuk nonaby linpeal. Pasal 2 Keputusan dMenter
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Mepara Apradaka Badan Pertanahan Masional menyebutkan yang dimaksud

dengan:**

I. Pepawal negen adalah peprwal schapaimann dimaksod  dalam Undoang-

Undanyg Mo & Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepepawaion tomnasuk yang

gudah pensiun

2. Rumah negars CGolangan 10 adateh sebapanmnana dimakswd dalam peraturan

pemietintah Mo, 47 Tahun 1999 tenang Rumah Negara,

a

‘Tanah untuk rumah tingeal yvang tclah dibeli oleh pegawan nepett dard
pemerineh dan tanah dilunasi harganya diberikan kepeda pegaval negen
wvang bersanghkutan dengan Halkl Madik.
Hak {iuwna Bangunan atau ilak Pakio atas tanah vang berasal dan tanah
untuk Tumah tinggal yang telah dibeli oleh pegawai negen dan pemetinkah
dan masih atas nama pegawsal nogen yang bersangkutan ataw ahh wans
atas permohenan yang bersangkuten dihepus dan dibeskan  kembali
kepada bekas pemepang haknya dengan Hak Milik.
Tannh Hak <una Bangunan miau Hak Fakai yang berasal dun tanzh wouk
rumah tnggal yanp weloh dibeli pepawai negeri dari pemenntah vang
sudah habis jangka waktunya, dan meuh dipunya oleh pegavai begeri
yvang borzrngkutan diberikan Hak Milik.

Uniuk mernperolen Hak Milik sebagaimans dimaksud, dalam avat
{1} dan [:rl:nda..ﬁamnn}rﬂ, pemohon wajib membayar vanp admministrasi

kepada nepgan sebezar Rp. 1500000, (zeratus bima puluh nibe rmupiah) serta

1 g
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biaya pendaftaran hak scsual ketontuan Perauran Kepala  Badan
Peranahan Mo.2 Tahun 1992 ientang Pendaltaran Tanah.
Untuk petnohenan pendaftaran Hak Milik diatur dularm Pasal 3 yaibu;
1. Permchonan pendafiacan 1ak Milik sehagaimans dimaksud dalam
Puasal 2
2. Hurul a disjukan kepada Kepala kantor Pertanahan selerapat deéngan
surat sesuai benmk sebagairnang contoh dalam lampiran ! kepumizan
imi dengen discrtal:
a. Uniuk lanah vang diatasnya berdin nomah negara Golangan 117:
i, Surat randa bukt pebunasan harga rumash negaca dan tanahnya:
i, Surat Keputusan Depanetien Pekegasn Umum babwa rumab
vang bersangkulan sudah menjadi milik pemehen, dan
ili. Bukti identitas penaohon
b. Untuk tanak laineys ;
1, Sural tandz bukti pelunasan dengen tenah yang bersangkutan
. Sural pelepasan hak alas lanah dari Lembage Tertinggi atan
tinggi Negara
1. Bukli tenlitas pemaohon
3. A permohonan pendaftaran hake sebagaimann dimeksud pada ayat
(1} Kantor Peritanahan melakukan  pengukorsn tanah vang
barsangkutan.
4 Adas petmohonan penduflatan hak sebagaimana dimaksud pada ayal

{1) kepala Kantor Fertanahan menpeluarkan perinlah selor pangaian
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dano blayz pengukutran
schagaimana dimeksod pada aval (2}.
Tika pennchonan pendaftaran perubaban Hak Giuna Banpunan atau Hak

Pakai menjadi Hak Milik diatur dalam Pasal 4:

1. FPermphonan pendaliarsn perubehan Hak Cora Baoguban alau Hak Paka
menjadi Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 syat (1] hucof b dan
pendaftaran pemberian Hak BMilik sebogaimona dimaksud dalam Pasal 2
ayatq ] hueef ¢ diagpukan kepada Kepala kantor Fertanahan dengan surat seswy
Benluk sebapgpimnena contoh dakam lampiran [ Keputwsan ini dengan disertal
a. Sertipikat 1163 atou 1lak Pakai atas tanah yang bersangkolan
b. Buki bahws tanah tersebut adulah tanah vang telah dibel oleh pegawai

negen dan pensetiolab yait :

i. Tanda bukti pelunasan harga rumah dan tanah yang dikelvarkan oleh
insians yang berwenang,

ii. Surat keputusan Depanemen FLUU bahwa rumab negara  yang
bersangkutan sudah menjadi Hak Milik pemohon, atau;

il Surat pelopasan hak olas tanah dan lembaga rertingg negars;

iv. Bukli fain bahwa tanah ftersebml adelab lanab yang telah dibeli olech
Pegmwii negert dan pemenniah.

2. Ams petmaohonan pendaftaran perubahan hak sebapaimana dimaksud pada
ayat {]}- Kepala kanor Pertanahan mengeloatkan periatah selor pungulan

schagairnana dimaksod dalam Pasal 2 ayat (2),
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Tantanpgan terberat dalarn peménuhan kebulvhan perumahan saat i dan
masa datang. adalah bagaimana menyedizkin perumaban vang  memenuhi
persyartan layak hum dan tergangksu oleh daya beli masyaraka. bMaka dari itw,
penyediaan fasiiitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR} menjadi fakior penting
dalam penyediaan perumahan di [ndonesia, karena hanva sedikit masyarakan
berpenghasilan menengah ke bawah vang mampu membeli namah secara unai.

Pada tshum 1974 pemenntah menetapkan kebijakan pembanpgunan
perumzhan uimok  masyarakat kelas menengnh ke bawah, Ustuk ita Bank
Tabungan Megara (BTM) ditumjuk sebagai wadah Pembiayaan kredit perumalian
rakyat*? Selain pembedan kredil pemilikan rumeh (KPR}, delam rangka
pelavanan pembangunan peromahan agar lebih lefangkau ke strata pendaparan
masyarakal paling bawah, maka pemennlah  menawarkan  pembangunan
perumahan dengan pendekatan yang benumpu pada kemampuoan masyarakal
dengen pakel kredil yung diselun paket ksedit Toguna*'™ yaitn kredit untuk
pengadaan lzhan biays konstruksi don modal penpermbangan osaha

Reformasi kelembagaan BTN diamshkan untuk membenkan pelavenan
vang lehih baik kepada pasar perumahan, khuosusnya masyarakat berpenghasilan
rendah, melalul upaya: memfokuskan kembali kematan BTN pada orieniasi
kegizlan semuole, yeilu peningkstn pelayanan kredit pemiiayaan pengadaan
rumah -sederhana sehat bagi masyarakal berpenghasilan rendah, dan pembisvaan

kredn .kunsu'uk:-:i bagi pengembany untuk pengadaan rumah sedethang  seha;

Pregeenl hsdonesia, S Kecd Fumg Tradbud Contorsrer. Homae 33, e DG b, 3

ajs

Exmbuian Memteri Megam Pearamahan Rakyst Pasm Diskasi Terdang Lemeboga don Ko U
Sacordry Morirape Hecilive (SHET o fodoaesirn, lakamta 18l 19




mengurangl peran BI'™ sccara bertzhap scbagai lembaga koordinasi KFR
bersubsidi, setelah program penpembangan svhsidi yang baru dapat berjalan:
secarm beTAnEsuT-angsr menguranel petlakuan khusus pemenntah terhadap BTN
di delam penvedian dana KPR bersubsidi vang selanjuiya akan dikerabarpkan
dengan skema lainnya, seperti pencrbitan obligasi, dan kemudian  dapat
mengembangken persn BTN scbagai lembaga perbankan komersial secara penuh
di dalam pembiayaan kredit perumahan seperi halnya lembaga perbankan
lminnya. Reformas kelembagaan  Pern Terumnas diarabkan  untuk
mengembalikan  orentasi kegiatan Perum Perumnas di dalam  mendukung
program pemenuhan kebumhan perwmahan secara nasional, di samping harus
Ictap sehat dasi sisi peopusaliaan, andara lain: melaksanakan kegiatan yang
sifatnya perintisan seperti pembongunan romeh sewa (letmesuk Rusupawa) di
kota melropoliam aiau besar dan kawasan industn. dan penvediaan rumah
sederhana sehat bagi masvarakat berpenghasilan rendah di kota-kole sedang atan
kel sérta kepiatan di bidang permukiman dan perumshan lainnya yang bersifal
sosidl maupun kegiatan lainnya vang belum menank uniuk dikembangkan olich
hadan usaha milik swasta, mengembangkan anak perusahaan sebagai peningkatan
usaba kometiial yang mampos mengelols penyediagn lahan dan prasarana
porumshan dan permugkiman berskala  bosar sesual dengan  pengermbangan
kawasan perkotaan 4 kota melnopalitan atau besar; serta menjadi kepanjangan
pémerimah sebagai agen pemberdayaan fematiing agenr) di dalam pehgembangan
perumahan dan permukiman sccara nasional. Pengembangan kelembapaan juga

diarahkan sehingga dapat meovrunkan biaya produksi mimak, seperti melalu
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PEOCAPAIAN PCICNCANaAN, perncanean, pelaksanann, pemeltharaan dan rehabilitasi
penunahan, prasarana den sarana dasar permukiman vang etektif dan efisian,
penpembangan dan mendorong kelersediaan bahan-hahan dasar bangunan yang
diprodubesi daeral secara terjangkan, serta peningkalan kapasitas lokal di dalam
menghasilkan bahun bangunan dan lekbologi konstroksi vang sehat dan ramah
iingkungan. Pembiayzan bagi pembangunan porumahan dan permukiman perlu
memperhatkan kemunghinan-kemungkinan pengembeangan siaiem pembiovaan
perumzhan nasional seeara makro dan eikeo. Tilik tekan pembiayaan diarahkan
pada pengurangan subaidi pemenintzh kecwali unluk pengadasn petwmaoahan bapi
masyarakal yang herpenghasilan rendab. Adapun lembaca pembiayaan nasional
perumahan dapal berperak di pasar primer perumahan dengan menggali dan
memanfastkan sumber-sumber pendanaan perimahan tingkat nasional mebalu
mobilisasi  dana  perumahan,  Sehinpga  mampu menyediakan  pembiayvasn
perumshan untuk masyarkal vang k berakses ke perbankan, melalui kredit
mikro, dana berpulir dain nor morigaee dvan'’ Menjadikan harga rumah
terjangkau zccara mikno dapat dilakukan melala tiga cars: Pertama, pemickatan
dari sudut pengadaan denpan melakukan peningkstan cfesicn: melalw
rasicnalizasi dalam segala aspek. Kedua pendekaton dan sudut pengadaan yang
dikonsepsikan scbagai produk massal, kegialzn berulang dalam satu satuan
wilayah, schinggs dapul mengpunakan skala ekonom vang lebibh besar dalam
pembangunan dan menngkatkan efsiensi melslni pengulangan dan  Ketiga

pendelkatan inkonvensional denpgan pelibalan masvarakat dalam proses penpadasn

T Hanbang IFanudpu, Porgelum Perrrmshan & dengoer Perae Serfo Mosmroln Rernenghasifur feqdar,
Bandung: Ahimni. 159,
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rumih. Ketiga macam pendekatin dikonscpsikan dalam konteks pembangunan
periinahan sccara miasal dalam rangka kebijaksanzan Pemcrintaly,  dicpana
penckanan haya zkhimya akan dinikmal oleb penghuni umah schagal emd-
wser.™® Umuk memberikan bantuan ana ata kenudahan kepada masyaraka
dalam membangun mimah sendin atau memiliki rumzh stao ssinan omah sosun,
pemerintah atau pemerinish Daersh melakvkan upaya persupukan dana. Bantuan
dan atan kemindahan berupa kredilt borswky bunpa rendah, subsidi, hibah,
keringanan di bidang perpajakan, pembangunan prasatana oleh Pemerintah
Dacrah dan usaha-usaha lain yang dapat mengekibatken harga rumab menpadi
lebih réndzh. Maka upaya penpembangan Sivtenr Naviomal! Howsing Fund perlu
dipikirkan beberapa kebijakan melalui:*!"
a. Paco Primer
1. Skema im-hoase financing
Perusahaan perumahan dapat mengunakan skema in-fouse froncing yaim
skeria permnbayarun dengan mencicil hingga serah terima mmabh ferjads,
2. Skema Kredit Penulikan Hurnnh
Kredit permnilikan rumah ({KPE) adalah pimjaman vang didokung dengan
kolateral berupa properi (rumah) serta merupakan schuah perjanjian kontrak
antara kroditor dan debstor, di wana debitor menverahkan pertangounean
properinya sebagal jaminan atas penbayaran wwng pembelian rumsh,

Pembiavaan perumahan di Tndonezin mosih sangat teminggal. Apsbila dilihai

*I"Hasan Frerb. Lirpimngan Bovaar ek Ragar, Bandimg: Akntign, |99,

"llukum Sekretariat Direkipr Jendml Peremadun dan Permiubiman Uepacmen Bormolonan Ran
Trasaana 'ilnyah, Lamorean dhie Kaficr 2 ebair Penwempurmamn Hubvm Yariomal Bideog Ferumatan dar
Fortiepelirran, TaNN Angoacad T3,
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dari Rasio kredit terhadap GDFP. Adapon perbandingan Indonesia dengan
negara lain adalah sebagad berikut:!?

Megara 1993 1994 995 1904 [947  JLODE 1900 0K 20601 2002
Filipima N4 NA Na 14 1.4 i.] 1,2 0.5 0.5 %
[ndonesia 1.9 26 30 3,1 1z s 1.2 1.3 1.4 1.4
Thatland 71 34 &Y Y 9.6 G0 83 7.3 4.9 T4
Ropea )03 102 101 105 11,7 125 AT 130 13 1546
Malaysia 84 72 T3 T3 104 137 &0 L0 25%F 217

AS 36 31y 3% 1LY 3122 137 AL 363 400 453

Jepang 318 334 362 3RD 40,1 413 443 4349 467 430

Gambaran ini menunjukkan adanva keerbelasan lembags pembiavasn
dalamn membiayal pembangunan perumaban, Padahal sekior perumahan pada

UIMUmMnYa nlempuanyai peranan penting bagi perekonomion Indonesia.

b. Pasar Sekunder

Dalarn inede] perekonatoian vang lebih maja, di mana pasar medal teluh
menjadi bagian 1ak terclakkan dalamn mendokang periurbohan ekonomni sebuah
negars mielalui mobilivs pendonaen yang bbb huas, pasar modal dapat menjadi
sumber pendanzan dalam KPR, Melalui pendanaan kembali KPR melalui sumt
utang di pasar modal, sumber pendanaan bagi KPR vapg adiova hanya Berfumpu
pada pendansan perbankan menjadi Iebih terschar di antara institusi-institusi Jain
yang mempuniyai akurnlasi dalam jumlah besar, sepearts asurans, dana pensih,

dan mfua! fomd {rckzadanz). Beban perbénkan akan lebih rnean ketimbang

Wit Swww kamoas rom Rank Indonesia, CFIC . 13 Dkgoher 2003
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hanya menpahdalkan statktor pendanaan vanp ralated berasal dan pendanasn
jangka pendek nelalui tabungan dan Jeposile seria akhnnya menghasilkan risiko
akibat perhedaan idivergence) antara tewor aset dun kewnjibannya, Proses
parisipasi daed institusi kevangan ¢ atas lechadap petobayacas KPR it adalal
mwlahn pasar omodal dengan melakukan pendanaan olang dan KPR, Rentuk akhir
dari pendanaan ulang KPR inl teniu berupa sural otang alac efek uinyg yaog dapat

l-ﬂl'i'

diparjualbelikan di passr moda Pemerintah periu melakukan intervensi d_alam
heniuk juminan untek memobilisas don pasar modal terhzdsp pemberian KPR,
schingpa biaya pendanaan akan relatif murah. Dengan duboungan pemerintah vang
mmemberikan jeminan terhadsp nsiko kredit KPR vany didanai plang melalod pasar
sekunder maka peringkat dari surat utang hasil pendanaan ulang akan setara
dengan ratng pating unggl dalam suam negara. Pemenatah Dacrah berkewaban
membuat kebnakan vang diarahkan unbk mengendalikan harga jual rumah atao
harya sewa rumok vang Eranpkan oleh masvaroks yang berpenghasilan rendah
alau tidak meiniliks akses keuangan wofuk memilike romah. Dalam lal rotnab
suaun untuk hunian dibangun di atas laneh vang schelumova mernapakan dacreh
pernukinan yang kwninh, maka kepeda masyarakat penghuoi seinula diberikan
prioritas untuk menghund umah susun tersebul™” Penvediaan tanah wniuk
pembangunan peramahan dan permukiman diselenggarakan dengan;

#  PFenggunasn wnah yang lsngsong dikuasa negar,;

b, Konsolidast tuneh oleh pemibik tanah;

Hukum Sekretriat ekl Jendrzl Penmahan Oun Permokiman Depademen Permelorem 1
Frasaana Wilayah, fapivon Ahtur Kofema TERHE Feapempo oo Sekuss Masaoae? Sehang Moniafae Dar
Paesubimae, Tahun Angganan 20035 .

T Pmmrwon Wiloywh, Loperen Akhic Kadkme Tedir Gefppion ferumabar dm Fpemubpmon dowe
Fengelobran Auvmah Suswa Jakarts: Lahun Aagearan 202,
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¢. Peclepasan hak aras tanah oleh pemilik tanzh yang dilakokan sesual dengan
paratutan perundang-undangan yang hedakw.

Pemerintah  berkewsjiban membual  kebijakan  wntok  menjamin
ketermiedizan pemmahan dan permukiman bagi masyarakat yang berpenghasilan
rendaly stau tidak memiliki ekses Kevangan uotuk memiliki rumah dengan
menyediakan anggatan khusus dalam Anppacat Pendapetan dan Belanja Wegara,
Sebdak-tidaknya pemenntah melakukan usaha-usaha memperlvas imsentif untuk
masuk ke pasar perwmahan hapi mereka yang berpenghasilan cendah atau fidak
tetap, melalui penegakkan baku muty swnah, penyediaan informasi vnk dan
tenlang konsumen, sehinggs dihsrapkan pasar tidak |sgi menekankap bahwa
konsumen harus  berpenghasilan  tetap. Pemerintah Dasrah melaksanaban
kebijakan penyediaon perumghan dan permokiman bagn masyarakal  yang
berpenghasitan rendah atau tidak memilikn akses kenangan untuk memiliki rmrmah
dengan menyediakan anggaran khusus dalam Anggaran Pendapaltan dan Belanja
Caerah. Pemerintah beckewajiban membangon perwmahan publik bagi masyarakat
vang berpenghasilan rendah ataw tdak memilikn akses kewanysn untuk memiliki
rurnzh.

Aspek  kelemnbagoan lelab dilekankan pada peroantapan kelembagaan
pecrumahan dan permukiman, baik ditingkat birokrasi. maupnn ditingkat
masyarakal, dan carm komunikasi vang <icktif diantam kedus lembaya lecsebut.
Pemeriniah berkewajiban membentuk lembaga yang khosus menangani masalah
perurnahan, vang terutana memndukung ketersedigan perurnahan bagi masyarakat

yang berpenghasilan rendab atao tudak memitiks akses keoatgan vk memilikd
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rumah. Lembaga ini dapae berbenk departemen atau non departemen 4 bawah
presiden yang khosue menangani peramahan dan pettoukiman. Kelembagaan ini
haruslah tetap eksis sebdeal suRtn badan vang khusus menangam masalah
perumahan dan perrnikiman, walaupuo lagadi perobahan strukter kelembagaan
pemenintah, Lok e dalam endang-undang penpaturan masalah kelembagaan im
hares menvebwikan dengan tepas kedudukan lembaga im, Tugas lembaga im
adalan melakukan peaywsunan  kebijkan, penyedivan  [ungsi  pendokung,
kootdinagi, pemantawan dan pelaksanaam  program  perumahan*' ok
memperelas kedudukan dun kapasitas lembags milik pemesntab yang menang ani
masalah perumehan dan permukiman, beberapa pengalaman dard negara-negar
barkembang dapal dijadikan sebagal rujukan.

D negers Singapuwm dibentuk sualy Hewsing Developmend Hoard (HDH)
adalah prganisasi yang menjadi bapian dari Kemertrian Pembangunan Nasional
(Mimlsiry of Nuegonat Oevelopment) pemennizh Singapure. Tugas uiama dard
lembaga imi adalah merencanaken dan mengembuangkan perumahan publik vang
berk ualitas dae terjangkan. seria infrasiniktur penunpangnya, HIIR didinkan peds
tahun 1960 unluk mengganiikan peran permenntan kolonial [neeris dalam
penanganan massluh perumeban, yang telaly berlanpsung antara tahun 1927
sampai 1939, Kini kurang lebih 85% rakyas! Singapera tinppal di for yang
dikembangkan oleh HIYE, dibandingkan pada whun berdicinya lembapa ini yang
hanya meneapal 9%, Dukungan pemerintah uniuk peromaban divjudban melabn

hantusn kewmnpah datv pinjaman, Secara  kescluruhan peran HDB dalam

PIELy Bulihard]o, Seiembah Varabah Perarubiups Kot Randung: Alumni. |99,
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pembangunan perumahan di Singapura tercantum dalam st organisasi terachut,

antara lain:

a. Merencanaken, mengembangkan, dan menmpkatkan  kvalitas perumahan
usituk mermenithi kebutuhan pendwdouk akat rornah.

h. Memberkan layunan yang berkualitas pada properti yang dikelela oleh HDE.

c. Merumuskan dan menempkan kebijakan dan program perumahan yang

d, Mendukung komunitas yang kohesif

e, Memujukan keahlian konziruks: dan penpelolaan linpkungan perumahan
(esicle MaHarement ).

f. Membangun crgamsssi yang dapat dijadikan sebagai tempat belajar (learming
arganizalon) yang membenkan inspirasi krcatif dan mengembangkan staff
untuk dapat memberikan layanan terbatk,

Rutir ke 3 menunjukkan peran HDB yang holistik dalam pembangunan
perumahan  dan  permukiman, mudai dari menctapkan  kebijakan  sanpai
meleksanakan program, Namun peran poanbuatan wdang-undany leap berada i
tangat pernerintah, meskipon undang-urdang tersebul berhubungan dengan petan
HDB. Sebagai conteh, pemeriniah 1elah menelapkan Land Acquisitian Act pada
tabun 167, Melalu undang-undang tersebut HDOB  dapat dengan mudah
memnbersihkan perumahan kumuh degal. untuk pembangunan perumahan HDB,
Satmvpal sekarang, program-program yane dilaksanakan antars lain:

g, Peremajaan bangunan-babgoan fua

Program ini menggunakan stratcgi vang diselyut Eseate Remewal Strategy

(ERS) di mana apartemen-apariomen wa yang awdlnya memolikn 1 ataw 2
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kamar lidur. dikembangkan menjadi blok<blok flar yanp eemiliki 4 dap 3
kamar. Lebih lanpwl melalui SERS (Sefective kn bloet Redevelopmend
Scheme), apartemen-apartemen 1w yang berscbelahan dengan lahan kosong
ditingkatkan kepadatanya dengan pembangunan  perumaban yang lehih
imensif. Privnilss penyewnan diberikan kepada penghuni lama, sehibgga
mereka Gdak harus menioggalkan kemunitesnya yang ielah  dibangun
henashun-1ahun.

Pelibatan Sekior Swista dalam Skim Rancang Banenn {Lhesien-Suilt Sehetre).

Dalam skim imi pengeembang swista divndang pada pelelangan untuk
provek perancangan dan pemibangunan perumshan publik. Twjuannya adalah
unluk memberikan pitihan yang lekih bervariasi pada rancangan peromahan.
Perumahan untuk Keluarga Berpenghasitan Rendah.

Lrowuk membenkan akses kelvarga berpenphasilan pendab pada Program
Pemilikan Rumah (flome Chwnership Program), pemetintah ielah menelapkan
Special Howsing Assistance Frogromme (SHAP) yang mengkonsolidasikan
beberape kehijakan schelumnye. seperti Bead and Purchuse (Sewa Beli) dan
Low Income Fumily Incentive [Insentif untuk Keluarpa Berpenghasilan
Fendah} Disamping program pembangenan  perumahan, HDB  juge
membangun  fasilitas-fasilias komersial,  fasilitas publik,  bahkan
merencanakan kola bamm Untuk mempermudah pelavanan poblik, HDB
mengembangkan sistem desentralisasi dengan membuoka kantor cabang di 22

koa.
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Percncanaan pembangunan sosial negara Malaysia mempunyai program
y#ilu  pembangunan  perumahan bagl  polengan  masyarakal  berpendapatan
rendal. ™ Twjuwan dad  program  ini wdalah  pgar masyarakat  golongan
berpendapatan di bawah 300 Ringpn Malzysia per bulan dapat memiliki sebuah
rumsh bagi setiap keluergs. ™ D7 Malayasia didirikan lembaga pembiayaan vang
mendukung progrim pembangunan perumahan vaitn Cagamas, Membentubkan
Cagamas di Malaysia dimaksudkan unik mcpdukung program  pemecinlahy
Malaysia dalam penvedizan rumah tinggal terulame dulam penyedigan remah
linggal teratama untuk raxyarakat kecil alau golongan masyarakal berpenghasilan
rendah, Capamas dimiliki oleh pemenintah dan swasta dengan major single holder
{(20%) adlalah Bank WNWepara Malaysia, Cagamaz mempunyai ani sehagai
perusahaan nasional, yang dimakswdken scbegai penghubung antara pihak yang
memeriukan dana den investor yang mempunyai penghasilan tetap di masa wakiu
yang lama. aranva wvaity depgan membeli umah dan hipetik  kemudian
rménerbitkan sckuritas, Sekorang ini Cagames adalah sato-satunya sckuritas
perwrnaban dan hipotik vang ada di Maelaysia Sumber pendansan Cagamas
berasal dari penerbian “corperate Obligation™ ataw obligasi biasa. Dengan
demtkian. obligasi Cagamas tidak dikaikan secura hokwm dengan portofolio
pembelian tagihan Keedit Pemilikan Rumahnya(KPR1.' Dukungan pemerimah

satigal diperlukan wntuk memberikan jaminan kepastion dan keamanan bagl para
"ﬂhI:I;I'-'-"izmr-p-cn:r-inm.auv.m:-.'u:Li-:-|1-—r'uman.P]-‘JlJmn. 13 Foaruar 2048

“Urtorl Hazali spis, Prrumahon fwam di Matmses, Yeohprinca KT8, BHT Selangor Darul Ehsan, 2001,
him. 17,

TN 1larnown, Secorutary Muelpope Focitily Lemboagr dar Kemuaglhman | (eceicon daiam Dieien
Tentarg Lemboge don Kemunglerar Speandary Worgege Froliny é) fadomesia, Hotel Hidton Jakarta, 18
Jule | 945, him 4-5
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invesior yang menanamkan denanva di pasar medal, yang dapal dimanfaatkan

olch lembaga pembiayaan tersebul sebagai dana janpgka panjanpg yeng akan

dizalurkan melaloi kredil kepada bank, pemnben Kredit Pemilikan Rumah (KFR).

Di nepara Thailand Natwaa! Howsiry 4uwthorsty (INHA T merupakan satu-
safunya badan usaha milik nepara (Sale Erferprise) yanp bergernk di hidang
perumahan Lembaga ini berada di bawah Kementrian Dalam Negen {dnferior
Ministry), didirikan pada Ghun 1973 dengen tujuan:*

8  Menyediskan perumahan  bagi  kelempok  berpenghasilan rendah  dan
menengah.

b. Memberikan bantuan kewanpan bagi masvarakat yang ingin inemiliki numah,

¢ bMemperbaiki aiao membersihkan lingkongan kumoh.

d. Bekerjasama dengan lembaga atan peruiahesn laip unluk mereslisasikan
tuyjuan di atas tcrmasuk melakukan tugas-tugas khusws yang berhubungn
dengan kebijakan pemenntah,

Dalam rangka meningkatkan efektifitas bera WHA, pade tahon 1994
kabinet ielah memberkan persetojuan pada lembaga tersebul unntk mersvisi
undang-undang yang berhubungan dengan peran WHA (Matfona! Howsing
Authoriey Act), apar sesuai dengan kebutuhan szal ini. Beberzpa ha) penting yanyg
dapal dicatat dalamn perubahan ondang-undsng Eersebul untury Juin: "™

a MHA dapal membuka kantor perwakilan di proping Jain di lwar Bangkok.

Mp fweew. Kimpraswil s ilfditjen mukimiensk opedizperumuhantksnng Tiskn Kimmarnlg, Lty
Necimr! Femmafey den Permoomar [(ESY P

g,
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b. MHA dikembanghkan menjadi lembaga yang dapat membernkan pingaman
keuangan, mencari sumber dana, slaw membenkan jaminan agar lebih
fleksibel perannya dalam pengelolaan parumahan.

g NI dapa mengembanpgkan usabanya melalul  jodsr  vearsre  denpan
pemusalfan ataw lembaga lain,

d. NHA memiliki kewenangan unluk membebaskan lshan untuk memberikan
akses kepada publik pada daerah vang sebelumnya tidak aksesibel.

e. Barus dana pinjaman yang diberikan oleh NHA dinaikkan. dari 10 juce Bahe
menjadi 50 jura Bah,

Di negara India ada Howsing ond Urban Developiment Corporation
{HULMCO) yaiu badan uwsaha milik pemerimtah [ndia {Covernment Enferprise)
vang didinkan pada tahun 1970, Mandat utemna yang diberikan pada organizasi ini
adalah untuk memberkan akses penibangunan perumahan pada selunch lapisan
masyarakat, tenutama kelompok berpenghasilan rendah (Low Incormne Group) dan
kelompok miskin (Feonomically Weaker Section). Tujuan pendiriannyn antara
luin untuk;

2. Memberikan pinjaman jangka panjang untuk kenseruksi peramahan di
lingkunpan perkotaan maupun perdesaan dan mendanai atas melaksanakan
program pengembangan perumahon dan infrastruktur perkotaan di selurgh
negeti,

b. Mecndanai atau melaksanakan kescluruhan atau sebayian pembangunan kota-

koto haru atan kaoty sarelit.
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¢, Membel obligazi vang dikeluarkan olch Eadan Fembangunan Ferumahan dan
Perkatwan  Daerah  {Sfare  fowcing  ad Drkan fevelopmennd,  Otorila
Pembangunan, dan fain-lain yang berkailan dengan Program Pembangunan
Perumahan dan Perkotaan.

d. Mendanar alau meleksgnekan pendinan perusahaan indusiri baban bangunan,

t. Mengclola dana-dana vang berasal dani pemedntah dan simbec-sumber [Bin
unluk pelaksanaan Program Fembangunan erumahan dan Perkotzas nasionul.
Sumber dana vang berasal Jan Tusr neger diantaranyva dafi KEW Jerman,
Asian Development Bank, ALSAIT, DFID, dan lain-lain.

. Mempromosikan, mendinkan, menggalang kerjazama, dan mengadakan jasa
konsublasi vang berkaitan denpan pembangungn perumahan dan perkotaan di
India dan di Jusr negeri.

Jadi bidang kerja LUDCG meliputi perumehan, infrastmskoar perkolaan,
layanan komsuluey, pengembangan toknologi bangunan, penelitian dan pelatihan.
Termasuk penanganan akibat bencann alam, seperti gempa bumi yang eejadi di
negara bagisn Gujarat dan angin topan di Crissa. Saat ini HUDCO memiliki
kanter korpotal (corporete office) i New Delhi, 1 Lemboga Penelitian dan
Pelatihan (Suman Serticments Munapemens Instieede), 3 kantor pusal lokal (Jocad
Read office), 20 kantor wilavah {,l"fgfﬂj'l.ﬂ-f office], 12 kanlor pengembangan
(development ollice), dan 2 kantor pengelola proyek di lapangen {field projec:
afficed, Dan paparan di atas dapal disimpulkan bahwa Singapuara, Thailand, dan
India, menyershkan kewenangan pelaksanazn program-program  petmbanguns

penunahan dan perkotsan kepada badan usaha milik negars, yang masing-masing
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memilikl perbedaan dam persamaan. HDB (Singapura) dan MNHA (Thailand}:
memiliki kewsnangan unluk membual kebijakan dan melaksanakan progrom
pembanputan peromahan dan perkotaan. sedangkan HUDCO (Inda) hanya
sebatas melakzanakan program. Namun secaca teknis HUFDOO memilika kapasitas
yung lehih loas dlantaranys menpembunohan dan oeropeomaosiban rekiolog
pembangunan perwmahan (cosi-effective lechnology} melalui program Swifuing
Center  Movemenr, Keotgs orgamsasi  tersebut  juga  iglah  menunjukken
kapasitasnyva sebapai penggerak dari sistem pendanaan peramahan nazional™’,
melalnl perannya schagal pemben bantuan, baik melalol dana pinjamen acau
hibah.

Peran 2cna masyarakat, dalam becbagai peraturan perundang-undangean
Fra Reformasi ini hukanbah bal bare Babkan pada wako-wakio terdaholy baik
pada Orde Lama maupun Orde Bami suamw peran masyarskal 1elah banyak
divpayakan walaupln implementasinva dirasakan karang. Dalam  pengadaan
perarnahan dan panmukiman peran masyarakat dapat diharapkan, Bahkan untuk
persoalan perbaikon porumahan dan permmukiman masyarakal dapal dilibatkan,
Upara memngkatican peran masyarakat dapat dilakukan melaiu pemgembangan
masyarakal {community developmernt). Feran serta masyarakatl i dapat dilakukan
secara perseatangan wleu delam htnlu.!-i usaha bersarna Melalu pengembangan
masyarakat dihavapkan dapat terwujudnya keswadayaan masyarakat yung mampu
memenuhi kebutuhian perumahan yang lavak dan leganpkag secara manditi
schagai salah salu wpayy pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam ranpka

preigembangan jali diti, dan mendorong terwujudnya kuaditas permukiman yang

4! . Satanal Tousing Fand. nlm 6,
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sehat, aman. kammoniz. dan berkelanjutan, baik di petketaan mavpun di pedesaan,
Eeswadayann masyatakat juge dalam artian dapat bermitra sccara efektit’ densan
rada pelaku komei lainnya dad kalangan dunia wsaha dan  pemeniniah,
Terbangunnya lembaga-lembaga penyelengpara perumalian dan  permukiman
vang dapal menerapkan ponsip-prinsip tata pemerinizhan yang baik (good
corporate governgace) di tingkat lokal, wilavah dan pusaf, yanp rmanpu
mernfasiluasi wabana pengembengan peran dan langgung jawab masvarakat
sebagai pelaku vtama dalam memenubi kebumhannys akan honiapg vang layak dan
lerjangkay, dan lngkungan permukiman yang sehat, aman, produktif dan
berkelanjutan. Kelembagaan yang iogin dicapai ersebul Bgar juga  dapal
semantiaza mendorong temiptanva ikim kondusif  dalam penyelenggaraan

Peenumahan dan petmukirnan,

F. PEMBANGUNAN RUMAH HLNIAN BERIMBAN

Fenelitian tethadap pernbangunan cumah hunian dilakukan di Perumehan
Cira, Jakarta Barat. Dalam imterview yang Jdilakokan, penelili mernperoleh
inlprmiast dan Jusanto Harjpatne schagar Depuly Gencral Manager Perumahan
Citea

Pembangunan perumahan dan permukiman di Peromaban Citra ditakukan
secata herlahap. Setelah kesuksesan pemhbzrgunan i Perumahan Ciim 1, maka
pihak monajemen sepera melakokan ckyspansi ke Perumashan Citm 2 dan
scherusnva perluasan pembangunan perumahan dilakekan sampai Perumahan

Citen @,
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I'ada setiap peromaban mempuoyasi (asilitas fasos dan fasum sesoai denpan
kehutluhan dan tungsi, kecuali di Ferwnaban Citra 6 yanp reledif batu make semua
lalan Fasum dan fasos sudah disermhban ke Pemda

Hal lain wang terjadi di Perumahan Citea | adalah adanya rencana
menyerahkan dua buah Sekolah Dasar, kemudian ada dua SD lagi yang sudah
dibangun oleh swasta sendini seperti 50 San Marine dan Bira Kuswma, Dari
rertimbangan jumish penduduk maka aleh pengembang dimintakan ke Pemda
apar bangunan dapal dikompenyayi dengan vang.

Fagilitas  Umurn untuk Perumahan Ciira 1 vang dikelola oleh FT Ciga
Habitat Indonesia sesuai dengan S1PFL notor 0646/11984 telab diserahkan
semiuanya ke Pomda. Taman Kanak-Kanak welah dissrabkan dus bidang tznah
beserta hahgunan, serta schidang tanah dengan kompensasi uang  untuk
hengunanaya Sckolah Dasar relah dilakukan penyvershan tensh dan kompensasi
vang untuk kedus umit yang harus dibangrays, Kentor pemerintah berupa pos
pemadam kebakaran tetah diserahkan tanahnya denpon kompensasi vang untuk
bangunan. Hal ini terjadi karena ada dang dag Dinas Pemadam Keboakaran uniuk
membangun pes pemadam kebakaran dari Kecamatan Kuli Deres. Sarana woum
rupa Gedung Pertenuan, Kantor Pos dan Gire, serta Kantor Pembayaran PLN,
PAM dan Telkom telah disericlhkan dengan kompensasi uang untuk bangumannya.
Batiguian Koramil telah dibangun denpan dana dan Kodam. Demikian juga antuk
Kanter Keluwrnhan dan ssrana olahraga berupa lapangan scpak L;-nla telah

dilakubkan serab terima dengan Pemda. Fasilflas prasarana wmum juga teluk
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dizerahkan ke Pemdn berupn jalan dan galyran, taman di sepuluh lokas dan lampu
pencrangan jalan wmum.

Fesilitos LImom wniuk Peromahan Citca 2 yang dikelola olelh PT Ciera
Habuat Indonesia dengan SIPPT-nva bertunu-turil nofnoe 310651701 tunyyal
21 September 1989 dan pomor 604:-1.711.5 tangzal 12 Februar 1992 belum
terealisasi semuanya. Taman Kanak-Kinak dua unit felah discrahkan sedangkan
dua unit lagi bangunannya dikotnpensasi dengan nang. Unbuk Sckalah Dasar tclah
dilakukan penyemban dua unit tangh dan bangounan di alasnya. Bangunan Gereja
dan Masjid sampai saat il belwn diseabkan, Jun pergamatan penclitn di
lapangan menunjukan babwwa bangunan maspid sudah dizelesaikan. Kantor
pemenntaban beropa Rumah Dipas Camal 1elsh diserahkan lanahnya, sedangkan
bangunannya dikompensasi dengan vang. Puskesmas dan Balai Pertemoan telah
dizerahkan ke Pemda Sarana werutn beripa pos polisl, tmdon zie wobsk pemadam
kchakaran, waler freaiment, dipo sampah dan sarana olah rapa berupa lapangan
wvitlley sebanyek dus ool wwlah diserahkan. Tanden air mermipakan komvers: dan
pos pemadam kebakaran vang sudah sda di Perwmahan Citra, sehinggs Dinas
Pemadam Kebakaren meminta pengembang uniuk menyediskan saja randon air
untuk pemaedam kebakaran, Fesililas prasarme wmum berupa jalan, saluran
prasering pembuangan | air, jembatan dioenam  lokasi elah diserabtemakin.
Taman di 1¥ lokasi \clah discrahicnmakan dalam tiga tahap berturt-turut tahun
1995, 1996, dan 1997, juga telah disershkan lanipu penerangan jalan urmilm.

Fasilitaz Umum  untuk  Perumahan Cira 1A bangunannya  belum

diserahkan Tidak adanya bangunan vang diserahkan disebabkan karena lokasi
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Perumiahan Cira 1A vang berdekatan dengan Perymahan Citra 1 serta banyaknya
fasilitas yanp diosahekan oleh swasta  sehinpgpa PT Ancka Elok Heal Estate
ebaga  pemegang  SIPPL nomor 14374XIG)926 dan nomor 435517115
memandeng skan terad idak tepat guna untuk tetap cnemaksakan pembangunan
Fasilitas wmuwm ersehut. Fusilitas prasarana unoum berupa jalan dan ssluran, taman
di hmu lokast sena lampu penerangan jxlan umum kesemuanya telah diserihban
ke Ponda

Perumahan Citta 3 yang dikelola oleh PT Fenta Oktosnesiarna dengen
SIPFT nomor 3417-1.71 1.5 kewajitan tanoh vntuk Fasilitas sarana umum tejah
dizerahkan semuatya, sedanghken bangunaiuiya berupa taman kunak-kapak, sarana
tempal ibadah, kantor pemenntahan. balai warga, puskesmas dan warer frearmen
belum discrahkan, Sarana olabraga welah dilakukan penyerahan pada tahun 1967
Fasilitas praxarana umum berupa jalan dan saluran, wamsn Ji Bma lokasi serta
lampu penerangan jalan wrom telah diserahkan,

Perumahun Citra 3A dengan SIPPT nomer 1437407115 yang dikantongi
oleh Pl Citramas Pentama telah menverahkan dus unit tanah untuk Fasilitas
sarang umum Taman Kanak-Kanak tetapi belum menverahkan bangunannya, dan
telah menyerabkan schidang tanah dan dus hidang yang menjadi tanggung jawab
pengembang untuk sarana Sekolah Dasar, Sarana  empat ibadah  dun surang
otahraga  helum discrabkan, sedangkan tapah umuk Balai Pememuan relah
diserahterimakan. Fasilitas prasarana umum berupa jolan dan saluran, 11 bidang

lamnan dan 153 titik lampu peneranpan jalan umum telzh disershian ke Pemda.
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Bl Jasa Jakama [nvestinda asbagni pemegang SIFFT nomor 3d4670-
L7 untak Perumahan Cira & telah menyerabkan senwa lahan yang menjadi
kewajibannys sebagai fasilitas sarana wmum, betups tiga unit 1aman kanzak-kanak,
dua woit sekolah dasar, sarana tempal ibadah, kanter pemerictahan, baba
perternan, puskesmas, waler freaimrerd, pemadam kebabaran, pos keamanan,
dipo zampah, gardu listrik dan lapanpgan tenis sera welley. Fasilitas prasarana
urriitry Betupa jalan dan saluran, empat tittk wnluk taman dan 313 tink laropu
penerangan jalan wourm.

Pada saat penelitian dilakukan prozes sampai dengan keloamya IMB weluh
diselesaikan untuk perdirian balal perremnuan di Peromahan Citra 3 dan pendinian
Taman Kanuk-Kanek onuk Peramahan Citra 5.

Perumahon Citra 24 yang dikelola ¢leh PT Candrass Pranaguna dengan
SIFFT nomor 133013115 tanpgal 16 Juni 1997 sama sekali belwn melakokar
penyershan baik luban muupon bangonan untuk fasilitas wonum dan prasarang
umum. Peruomahan vang relatf bam ind sampai saat (Rl mcrupakan salah seiu
penumahan yang tekap “sorvive” dalam masa sulil seperti sekarang ini.

Perhitungan untuk membual fasilitas umumesesial dapat dilihat di tabel
vamg dikeluarkan olech Linas lata Kota Dada tabel standar kebotuban  sacana
Kota DT di Jakarta vang dikelvarkan olch Dinas Tata Kota DK Jakarta tampak
Fasilitas wmum dan prasarana wmem vange dipakai woluk enghitung kebutuban
sarana wang «diperlukan alch setiap penduduk pada jmnlah terientu. Se=bagai
contoh, masalah petiosdasn Sekolzh Duser sudsh boms ads i setiap kelipatan

15080 jiwa, sctiap kelipatan 12,500 jiwa harus ada satm Sekolah hienengah
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Tinpkat Penama, dan setiap kelipatan 25000 jiwa hanus ada =cbush Sekelsh
Menengah Tingkat Atas, Masing-masing sarana tersebut elah diberkan batasan
luas inittien vatg hacus dibatgun, masalnye unluk Sckolah Dasar mimmal
3.000 m* untuk Sekclah Menengah Tingkat Pettama seluas minimn 4000 mF
dan unbik Sekolah Menengeh Tingkat Atas scluas manimurm 4. 000 mé,

Selain perhicongan di alay maka pethilungan sederhuna yang biasanva
lakukan aleh peogemibane woruk tasilitaz-fasilitas lain didasarkan pada asums
Fahvwa ook szt kaveling dianggap mewakili 4.8 jiws,

Fasilitag ini dibanpun atas inksiatif pengembang dun semsta-mate vk
meninpkatkan nilai tmnbah bagl penghoni. Fesilitas lain in dikelola secara
profevional dan bukan merupakan fazililas bebas biaya bagi petghumi. Fasilitas i
tidak dibangun di serpna Perumahan Citra teapl discsuaikan dengan :

a. Waktu Pembangunan,

Pembangunan tasilitas Iain & Perumahen Citra 1 dilakuken unmk
meningkatkan nilal tambaly perumahan bagi penghuni terolzena karena pada
sapl pembungunan (sekitar tahon |%84) belum ada fasilitas zeperti ind di lokasi
dan sekitar lokasi perumihan.

b, Lokas.

Kedekatan lokesi dan jamgkauun jermk serta hemudahan transportasi
menjadi pertimbangan untuk membangun tasilites inl. Fasilitaz dibatgun di
Penwmnzhan Citra 2 karena Ferumahan Cies 2 ﬁl:mpak.m akses ufama untuk

menjangkau Ferumahan Citra 24, 3, 3A maopon 5.




¢ Twmish Peoghum

Perumahnn Citra 1,2 dan 5 mempunyal jurnlah  penghuni erbanvak
dilihat dan jumlah umt perumahan yang dibangun. Denpan jumlah ramah yang
dibangun bertunut-tamt sebanyek 1,404, [ 186 dan 1905 uni watuk Peremalan
Cirra 2, Clra 1A dan Clira 5 imenghasilkan prediksi penduduk sebunyak berurul -
turat 6318, 5337 dan 4928 jiwa mempakan potensi yang besar untuk
“disenangkan™. Pengembang selalu mengeunakan prediks: satu unit rumah dibund
olch 4.5 jiwa yang mermupakan angka predikel yang paling mendekat kenystasn
denpan memasukkan semua wnsur temaasuk i dalamnye kemungkinan rumah

balum dilempati.

Yanp tzrmasuk dalam kemponen PSLU kawasan yany distur untuk

keterpaduannya adalah:*F

Zihef. Pab 1T Pola Penanganan bieterpecuan Presamn. Sarara dan 17l jres Kawasan
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Tabel 1 Komnpanen Praserana Jun Sarana Dhilias Umem

M. i KurFr:LEI;JJntn Kwe skola becar Kwe Khusus
- Prazirapa B
I. Jalan Talan lekal aakmeder Jalam [okal alan dr aLas ar
2. Urainasc Primer dun sekunder Primer dam sekunder
3. Air limbah Terpusat, temempat TetpuRaL, weHTEmpaEr
4. Pezsnpihian Tempat pcng!:lnllun sementara | Kodtposoor,renpan sengelolaan
_ ilam ukhir, kompeser sementora
3. Jaingan air . - )
— Lanstridbugi distribuza, lemmn] s, HL
Il Surana
1. Teanpan ' i
pendidikan TE, 513, 51,117 kan ShdL? %13, 5LTH i
3 Layanan kesehatan i K linik, puskesmas, RS C, B, Klinik, posyardu, puckreamas |
| dan A pembanty, puskesmes
Waryng, restordd, pujaseTa, . . I
L AL :
-lp':?ldp - Pasar adizional, minimarker. Wiuny, F":imm‘nim lempal .
i peTtakoin ) peleiant
4 Farum dan Facps Kuthith 'hw}?;nht;:_“' prriemEn, | g sk ibhadaby, halai pemempan.
5. Tempar alah raga Caeduhar, | Apangan olahmm Lapangan ¢lahrig
&. Femakaman Pemakaman
TR Terhuk . .
H'i;::f crhuka Tanman T, lempal penjemurim tkan
 BTenminil Terminal Tharmmaga
1 1Hilitas mum
: 1, lorinpan listrik Oardu don jeringan {FLN}, peosctGardu don janngan (PR, gpeosed
2. Iuringan delepon Joringan (iclkom’ Jaringan (telkam)
1 J'ﬁ.r'mgqn s lm‘i.ngan (migasj

sb. Trancpanus

Jaringan (migas)

Anikictar Wl

Atgkuan utium

% Pemadem
wislaabearan

Perkenpkapan pemadam
kebakamn

Pertengkapan perradam
kebakamn

Selain Perumahan Citra & vang relatif masih baro maka peretcanzan

pembangunan di Cita 6 un dengan mempeciimbaighan sépala sestalu terutama

vang berkaitan dengan harea, Saat pembangunan di masa kosis mengakibalkan




pengembanng melakukan roditikast ereana. Bila dibandingkan dengen proyek-
prevek vang lain vang sudah ada sebelumnva maka lampak jelas dalam
perencanaan yang dibual uniuk Perumahan Citra 2A  menpeunakan ukuran yanp
“anch”. Hal inl semata-mata dilakukan unnk dapat menghasilkan unit runah
vang legangkan uniuk masyvarakat, kercna pada =aat ( sensitifitas harga sangel
hinggl. Slraleygl M menapakan strategn bepal, terbukin dan haal perjualan yang
sampai sast ini suwdlsh mencapsi 100% dari unit vany sudah terbangun, bahkan
pesanan unit sudah mencapai 430 buah unir yanp hams segera dibangun.

Llkuran dan luas tanah di Perumahan Crira 2A agak berbeda dibandingkan
dengan perumahan-peramaban yang lain disebabkan karena Perumahan Citra 24
dibangun pada tahun 1998 vanp reerupakan fitik kulminasi lerendsh bagi
pengembang dan merupakan fahun vang beral bapi pembeli perwnahan. Sirateg
vang diverapkan vleh pengembang adalah unfuk menampung perminotaan woil
rumah yang morah bapi yang benar-benar membutuhkan dengan harga yang
relanuf werjanghan.

Schagai perumahan yang berwawasan lingkungat, maka Perumahan Citra
ielab memperolch penghargaan dard Menter Permukiman dan Pengembangan
Wilayah serta Menderi Nepara Lingkungan Hidup pada tahun 2000 watyl kaegot
Pertmahan dan Pamaukiman skaln sedang yanp memenuhi penghargas sehagal
Perumuban dan Permukiman Berwawasan Lingkangan 2003,

Berdasarkan kntcria vang diberikan oleh Kantor Lingkungan Hidup,
Perwnahan Citra telah memenuhi kriteria rertenm seperd, dalan krileria peranaran

dan perundangan, buliv tentang Perijinan Pembangunan, peromahan Ciea telah
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mempunyai lein Ponsip, lan Lokasi, [MB dan Pengesaban Bencana Tapak. Butir
Peranahars, telah memenuhi  proses  pembebuson fanah dan kelancaran
pensertipikatan tanah, Butir Kesesuaian dengun Rencans Kola, telah memenuhi
kebnighan lokasi dan rancangan bngkuwigan. penggunsan tanab, kepadoelan,
perubdhan reneana, fasos dan fasum, sens kelzyakan huni cumsah. Fada buiir
Kemitraan dan Femeralaan, ielsh memenuhi Kritetia pemerstaan dalam arti
memenuhi knteda 1138, serta Yemitdan denpan masvarckat  sctempal
Papgembang Perwnaban Citra selama krisis ckonomi tahun 1997-1959 ielah
mctinjamkan tanah yang belum dibangun untuk dislah masyorakat, dengan juga
memberikan hontwan bibit. Pengembang juga memberikan harga yang sangel
mural ook warpa yatg ingin berusaha denpan menggunakan ke,

Berdasarkan krileia Penghijawsn dan Pertamanan, maka penpembang
Ferwnahan Clra t2lah menyediekan jalur hijau, raang hijaw, baban bangun dan
pekarangan hijau. Penpembang mengembungkan mansjernen penghijauan dan
parlisipasi pengembang dengan masyarakat serempat erwojud dengan pernah
diadakannya pedambaan keindahan aman

Dalam hal pengeiclzan sampeh, pengembang telah mempunyai tempat
pembuangan sampah baik bak sampah, tempat pembuangan sementara maupun
tempat pembuangan akhir, Juga digtur adanya manadjemen persampaban yang
melayanl warga penghunt. Sampan saat ini menyadi targel pengembang adakah
dalam hal teknologi p-:ngr:lmﬁ sampuh, baik dengan siston dwnping, saniary

lanel fill, pernbakaran atanpan sanitasi,




Pengolahan air bersih di Perumahan Cima patit mendopat acungan jempol-
Dari sumber air yang ada, air diclab dengan water treatment yaog khusus
dibangun urtuk 1. schinppa kualitas ar baik warme, rasa dan hau dapat tejamin,
Juga teanin pasckan air sepanjang tahun,

Perumuban Citra Juga tidak pemah mengalami banjir karema sistem
drainase lingkunpan Jdan sisiern drainase kota vang sudah beaik. Hal ini
disebabkan karema konsisiensi pengembang saut membangun dengan telap
rengikuti kelentusn seeara taal dan Deparnemen Pekerjaan Umuem. Walaupun
beging, Perumahan Citra dalam hal pengelolaan limbah cair belum dapat dikatakan
berelan. Inovasi lingkungan vang swdab dilakukan adalah dalam program
penghijauan yang memperhalikan ancka ragam hayati, dengan menanam pohon
targung, pohon kaye putih dan pabon-pobon Jainnya.

Pengembang juga sudah menerapkan asas dan pasal 4 (b} UL Ho, 4 shun
1592 tentang Perumahan dan Permuokiman, bermot-tan :

a.  Schat

b, Saluren pembuangan (terbuka dan tepwtop) dan sislem  drainase,

¢ Pohon lingkungan: Anpsana, Kupu-kupy, Bintare, Ka2ru Pwih, Kasia
Mapiun:

il. Pemisahan air cucian dan buangan (ke septitank);

e HRumahnya sendin cukup ventilasi:

f WKCT {wisma keoi] minggal) di mana dengan luas <150 mé mempunyai

lebar rumah sanpai dengan & meter dan inempunyui Jarak behas samping;
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WRKCTY {wisma kecil tungpal} di mana dengan luas <150 mempunyui lehar
mumah sampal dengan & meler dan @anpa jarak bebas samping.

Amnan, yaitu dengan adanya siruktur bangunan sesesi dengan standar
bangunan,

Serasi dan teratur

penghijauan

labar jalan

Beberapa steategi vanp dilakukan manajemen Perumahan Cim umok

menytasatl penjualan pada masa krisis moneter.

I~

Melakuken diversifikasi produk.

Sepenli yang sudah kita lihat, Perumaohan Citta 2A vang dibangim pada
masd knsis mempunyal ukuran tanah dan bangunan yang “anch”. Pada
prindipnyvd, pengembatg  becyzahs untuk  dapat membueal remsh yang
letjangkan. MPengembang menerapkan “udlor made™ sistem.

Pethitunpan profic margin dengan mengrunakan base prosentase,

Pada saat knsis, penpembang menecapkan stalept hase  prosentage
untuk mepghitung keuntungan dari setap unit vang dijualnya. Katakanlah
bila scbolum knims keuntungan per unit adalah 190%, maka pada masa krisis
tclap divsahakan untuk mendapatkan proscntase torscbut dengan tidak

memperhatikan besamya rupiah vang ditenma yang kemuongkinan besar

menjadi tunan.
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3. Menurunkan harga jual,

Pada saad krsis, Pecumahan Cites meluncurkan produk cumeh dengan
harga dilsawabh Kp 1001000 K- (seratus juta rapiah), sehingga timbul kesan
bahwa pada masa krisis barga nunab vang dijual Perumahan Citra tewap
muzah.

4. Menjaga keper;ayaan masyaraknd.

Strategi pentng ini dilakukan dengan cara totap melakukan penjualan dan
melakukan pembangunan mamah-rumah bare  Bahkan stralegi ini diterapkan
dengan displin yang Lingge, sehingea tidak jarang dapat menghasilkan wnit
rumah yang penyetahannya lebih cepatl dan rencana yung sudah dicacangkan
sebelumnya. Hal ind menimbolkan kesan positif techadap konsumen schingza
merekn tidak scpan-segan melakukan persondl pronosi ke rekan dan sapak
sapdaranya

Dengan adanva pombeangunan i maks konsumen yang swdah membreli
kavcling siap bangauw segera membangun rumah di atas kavelingaya karena
beranggapun bahwa pengembang juga membangun berarti tidak ada hal-hal
yang perlu ditakutkan.

5. Strmegi marketing etap dijalackan dengan gencar,

Sulah satu kegiatpn pemasaran yang cukup unik yang dilakukan
pengembang adalah dengan menjual tinab/kaveling sisa, yang bentuknya tidak
idenl dengan harga miring. Tanabe-tanah sudut ataupun tanah yang tidak
pereegi empat dijusl denpan harga khuwsus. Steagepi i sclain mepank

konsumen juga menghasilkan aliran kas yang sehat bagi pengembang.
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6. Konsolidasi orpanisasi.
Restniklurisasi prganisasi dengan membust struktur yang “sim®  dun
tdak “deplh”. Jupa dilakukan rara ruang yang fehibh kekeluarpusan, Buang
manaper tidak lagi dolam ruang tetrotup teapn disbah menjadi mang
terbika.
1. Memelihara hubungan dengan penghuni.

Selama mava knsis, pelayanan ke penghuni justro ditingkatkan  antara
lain dengsn memberikan lasilizs wink menerima keluhan ganggoan listok
yang Siap menampung keluhon selama 23 jam sehan. perbaikan jalan-jalan,
aliren air yang tidak pemsh macer Sirakepi ini penting dilakukan karena
Perumahen Ciirs mempunyai pesaing potensial pada area yang sangat rapat.
I{al-hal sepetti tersebut di atas lidek dapat  sepenuhnyva dilukukan oleh
pesaing. Hal positif lainnyz wang dislami oleh pengembang pada saal
kerusuhun Mei 1998 terjadi, Perumahan Citra relatif aman sehingpa anpgapan
bahwa perumahan yang dekat Cengkurenyg tidak aman menjadi suatu adagium
yang tidak sepenubnya tepat diberikan untuk Pecurnahan Citra,

Sclain kebijakan hunian berimbang maka kebijakan lain yang dikeloatkan
pleh pemeriniah adalah pengadaan rusunami. Buswowmi adakah smgkatan dan
rwmsh susun sederiana milik yait bangunan bertingkat yang dibangun dalam
satu lingkungan tempa hunian yang memiliki jamban dan dapur baik menyam
dengan unit maupun bérsifat publik dan diperoleh melalui kredit kepemilikan
&

mumah dengan subsidi maopun tanps subsidi ¥ Rusupami memiliki hirga

gpeciwww.organizasa.org, konunics & perpustakamm anline Induncus
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maksimal 144 jula rupiah dengan juss umil minimal 21 meter persegi dan
maksimal 3& meter persegi. (ang yang tidak memenuhi syarsl  unhak
mendapatkan swbsidi, boleh membell mosunamn dengan harpa neo subsidi
{membayar PN 1%6).

Seseotang yanp Lettank untuk memibikn sputemenRuosonam  dengsan
subsidi (tidak dikenakan PPN 10%) harus memenuhi persyaratan penghasilan
maksimal 4.5 juta perbulan, mempakan mmah pertama denpan dibuktikan oieh
surat pengantar dan kelurahen segua KTP, memilike MFPWPE, perorangan, dibayar
secora kredit, ditemypat: oleh scrdiri oleh pernbeli dan tidak boleh dijual selama 5
talun pertama etapi hanya boleh diseaakan,

Sebanvak 15 Menara Rumab Swsun Sederhana Milik {rusunami) yang
berada di empat lokasi di Jakarta sudah mendapat dukungsn kredil dar Bank
Tabungan Megara (BTHN) senilal Bpd32 miliar. Empat daevah lokasi lersebut
afalah Craan Mogor, Cengkareng, Pulo Gebang, dan jupa Cawang. kKredit 1l akan
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dapal menjanpgkay  4.000 unit. Asomiasi Pengembang  Petimahan  don
Parnukinan Scluruh Indonesia {Apersi) skan membangun Rosunami {Ramah
Susun Sedethana Whlik) pada empal lokasi di Bandung dan Jakarta yaitu &
Kemangoisat, Daan Mogot Jakarta, Kalimalang, Pekasi, dun Rancaekek

Bandung. Kemanggisan tiga fower {menara), Dasn Mogol delapan fower, dan

Kalimalang Rezidence yang akan diresmikan sebanyak dua lower,

Hohirp o wwew oktsots ooon BT Kocurkon Kredit Pembangunan Rusunami




Rusunami yang akan dibangun di wilaysh Johodetahek (Jakara, Hogar,
Depok, Tanperang dan Bekasi) **' vaiw ApanemenMuosunami Kemayoran
{Bandar Kemayoran), AperemenRusunami  Cengkareng  {City  Park),
Apamemen'Kusunami Daan Mogot Emuld4 (Crown Eksckulif Apartment),
Apartemen'Rusunami Daan Mogat Km. 14, Apartemen’Rusunatm: Kota Mademn,
Tangerang, Aperiemen’Rusunami, Kebon  Jeruk  (Menara Kebon  Jeruk),
Apartemen'Rusunami  Ciledug  (Gateway), ApanemenBusvnami Bintamo,
Apartemen®usunami  Kebaguzan  (Kebagusun  Ciy),  Apartemen/Rusuhami
Cibubur, Apartemen/Busunami  Cipavung,  Apartemen’Rusunami Cawang
{Apartemnen Menura  Cawangl, ApanemenPuezunami  Kalimalang  Bekasi,
ApartemenRusunami Pulg Gehang {Prima Regency), Apartemen/Husimam
Penggilingan  Cakung, Apartemen/Busunamu  Kelapa Gading {Gading Mias
Residence}, ApartemenRusunami Pulo Oebang (Sentd Timur  Residenec).
Aparternen/Rusurami  Ealibata (Kalibata Residence), AparnemenRusunami
Samawi Bintara Bekasi,

Pemeniniah berepcana membangin 1.000 msunami di kota-kota besar
yang berpenlmbuk lebibh dar L5 juta jiwa, antara lain DE| Jakarts, Bualam,
Medan,, Palembang, dun Mokasor Selan cusunami juga dikenal msunaws atan
rumzh susim sederhana sewa. Sumber pengernbalisn kredit rosunawa berasal dan
APBN. Rusunami berswnber dari pengembalian kredit perseroan. Benhuk

kreditnya berubah dari kredit konsumsi menjadi kredit kepemilikon rusunami.
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BAB V
RUMAH HUNIAN HORIZONTAL DAN VERTTKAL YANG
BERWAWASAN LINGEUNGAN AN BERKFLANJUTAN DALAM

NMEGARA KESEJAHTERAAN

A. PERLMAHAN DAN PERMUEIMAN DMHUBUNGKAN DEMNGAN
HUKUM FERTAMAHAN

RBerturul-lural pada tahun E%B5 dan 1992 telah lahir Undang-Undang
Momor 16 Tahuay 1985 tentang Ruwosh Susin dun Undang-1ndang Nemor 4
Tahun 1952 tentang Perumahan dan Permukiman, Kedoa undang-undang ini pada
hakikatnyn mempunysi kaitan (sinkeonisasi} yang sangat erat demgan Undapg-
Undang Momor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Fokok-Pokok Agrama
(ULIPAY.

Kaitan amtara ketigs undang-undang ini mengakibackan bahwa dalam
mecnelaah atau menpanalisis permaselahan dalam Undang-Undane Nomor 4
Tahun 1992 lidak akan berhasil tanpa melibat kaitannya dengan undang-undang
tentang Bumah 5uson dan UUFA. Pembangunan romah susun ataw rumah hunian
horizental zanpat berkaion dengam hak atas tamah. Bahkan dalam Pasal LL
Undang-Undang Nomor 4 Tahun [992 terdapal sat kctcnlvan yang menganr
tentang pemtindahan Hak Milik aztaz rumah. Hal ini memperkuat alasan bahwa
kelign umdang-undang il dan segi aspek keperdstzannys terletdk dalam satu
sistern, Dalam FPELITA keepam kebijaksanaon dalem zekior perumahan dan

pennukiman antara lain meliputi aph pembangunan sektor in. Pada Rencana
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Pembangunan [ahunan Daceah {Repeteds) Propimsi Daeeah Khusue [bukola
Jakarta Tahun 2005 merupakan landasan dan pedoman hagi Pemerintah Dacrah
dalam penyclenggarasn pembanguran, pelayanan dan pemberdayaon masyarakat
dalarn ralnn 2005,*

Pemeratzun pembangunan dan pertokiman mendorong peran serte okl
magyarakul dalam pemupukon dana. memperluas kesempatan berusaha dan
lapangon kerja serta menduorong berkembangnya indusiri bahan murah dan
peningkatan pencapaian penciptaan lingkunean perumahen yeng layak, bersily
sehat, dan aman. Sehubungan depgan i, dan untuk MENCApa)l Sasaran serld
kebijakzanaan PELITA kesnam vang ditetapkan dalam GBHIN 1993, diromackan
beberapa kehijakwanaan yang anlacs lain melipun penyelengparaan petbangunan
perumahan dan  permukiman  yany berwswasan  lingkungan  dan  vang
berkelanjutan, peningkatan peran serta masysrekal dan dunia usaha dalam
penyedinan perumahan dan permukiman, pemantapan kelembaguan dan pela
pengelolaan pembangunan perwnahan dan permukiman separa terpadu serta
pengembahgan perangkat peraturan yang berlaki.

Masalah kelembagaan di atas meliput antara lain masalah penetapan 213y
pencgasan petan dan fungsi lembaga-lembaga pembeniuknyd, batas-hatas Lingkup
peran dan [ungsinya. Masalah pembemuknya meliputi aneara lain masalah kuahias
dan kapacias pembentuknya, hal ini melipuli pendidikan dan pemahamannya
terhadap konsep hukum dan kemampuannye menjabarkan konsep itu Oleh katena

itu, mengangkat masalah perumaban identik dengan membahus masalah yang

*28yrar PRy Propmsi TIKT Jakurts Moanar #211-1.72 1 peribal Landasan Penyussas APBLY Fropinsi LRI
Jokaris Tohun 2004, Feraruram [eesh Propinsi Teerth Koo Lk aeada lenlang Ronena
Femhanyunan Tahunam Exacrah (REFETATAR Propind Discrah Khuzua lbukota Jakana Tubuo KRS,




terdapul di dalam Dndang-Fndang Nomor 16 Tabun 1985, Pemelasan Tindang-

Undang MNomor 14 Tahun 1953 mengatakan aniara lain  babwa  tujuan

permbangunan naswnal adatah uniuk mevwajwlkan kesejahtetean secura adi) dan

meratd. Salah satu unsur pokok kesejahteraan masvarakat adalab terpenwhinya

perumahan. Perumahan merupakan masalah nasiomal, terutama i dacrsh

perkotaan yang berkembang pesat. Olch karema iy, pembanpunan pemomahan

perlu dilangani secara mendasat/meayelundl, teravah dan terpadu olch Pemerintah

Pusat dan Pemeriniah Dacrah dengan keikvisertaan yevara akUf useha swasta lan

swadava masyarakel., Pada hakckamya masalah ¢valuasi pelaksamasn  suamo

undang-undang tetpantung kepada beberapa bal, diantaranya:

4. Substans: undang-undang werschut;

b. Perkembangan masyarakat di mana undang-undang rersebut diterapkan;

€. Sirategi dan kebijakan pembangunen;

d. Kebetadesan undang-undang tersebut dalam konteks peraluran-peraturap yang
lam;

& Motivesi, dedikasi, dan kemampuan aparat pelaksana indang-undang tersebut:

. Image zosial dari undang-undang dan aparat pelaksananya.

Pecmbangunan materi hukum diarshkan pada terwupudnya sisiem hukur
nasionsl yang mengabdi pada kepentingan nesional dengan penyusunan awal
materi hukum secora menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan UTTD 1945,
Cita-cita tersebut vmtuk dapat dirsalisacikan memeriukan penanganan terhadap

heherapa tantangan dalam mewujudkan sistem hukam nasional diantaranya:




Citobalisast yane didorong kemajuan pesal di bidang teknelogh yang pada
gilicamya akan berdampak pada pelaksanaan perobangunan di osasa vang
akan datang. D bidang ekonomi. selain makin meningkatl kvatnys persainegan
dalem perdapangun ioternasiooa] adalaly muneoinya pengelompoban antar
nepara yang cenderung meningkatkan proteksi dan diskrinunasy vang dapat
menghambat pemaszarsn hasi] produksi dalam negen yang akibainya akan
timhul persaipgan yaou bdak sehat.

. Masih adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang menuntut
usahia yang sungpub-sungpub wnlok oengatatinya ager tdake beckelangutan
dan berkembang ke arah  keangkvohan  dan kecemboman sosial. Selusin o
upays umiuk mencegah emadinya pemusatan akonomi bodk dalam bentuk
monapoll maupun bentuk yang lain yang dapat merugikan masyvamkal,
Pembangitnan yang makin meningkor dan hertambabnya jumlah penduduk
juga akan dihadapkan pada kondizi sumber daya alam yeng makin lerbatas,
Pemanfeaian dan pengeldluen sumber dayva air, hutan, sena penataan tata
muanp dirasn masih belwn dilaksanakan secara menyeluruh dan ierpadn
schingga peru terus diperhatikan bersamaan dengan peméebharaan kelesation
lingkungan hidup antam lan yang berkaitan dengan upava pelestarian dacrah.
Pembangusan kesehatan yang petla ditingkatkan.

Dalam pembargunan daerah perle ditingkatkan khususnya bag daerah yang
terbelakanp, dasrah yang padal, dan daerah yang kurang pemluduknya, daerah

AN S grasi, duerah perhalasan serlz deerah yang memiliki cir kKhas tertenw,
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Tarnah dan bangunan {rumeh susun dan perunahan) adalal benda dan
pengatwranmya dati aspek keperdaraan berada dalam sistern Hokom Bends yang
dapat dikhususkan lagpi dalam swbsisten Hukwn Agratia dan subsisten Hokom
Bangunan. Penpaturan Huknm Aprana dan Hukum Bangunan adalah sangac
lemah di dalam sisiern Hokum Wasional. Fekwr-faktor penvebah dan kelsmahan
ini, antara lain jalah karena sejumlah aturan pelaksanaan yanp menurol DUPA
memerlukan pengaturan lebih lanjm dengan undang-undang, Antarg lzin: Hak
Milik, Hak Gune Bangunes, Hak Cuna Lsaba, dan Hak Tanggungan belum dialor
di dalam undang-undang. kecualh Hak [angpunpan. Kekosongan hukum im
mengakibatkan adanya persepsi yaneg berbedacbeda diantara berbapai instansi
schingea timbu) ketidakpastian hukum dalam penerapannyvd.

Timbulnya kelidakpasiian  hukwn  peranaban aniara  lon adalah
disebabkan karena adanya disinkronisasi baik sccara vertikal mavpun secam
harisontal serta kedidakpastian prosedur hukws. Adanya disinkronisasi vertikal
maupun  horizontal pada  perangkal peraturan perundang-undangan
mengakibatkan peraban  perundmp-undangan i bidang  pertanaban  secarn
opetasional tidak mampu mendukung pelaksanann pendaltaran tanah denpan baik
swehingga sengketa di bidang peratahon dapet tmbol karena memantaatkan
adanya disinkronisasi secara vertikal maupun horisontal yang dijadikan landasan
bagi subyek hukom vang berilikad baik mauspun vang bentikad buruk wntuk
mempereleh perlinduppan hukum. Selain hal tersebul ada juga masalah yang
menyangkut diginkronizazi antara ketenluan hipotk dalam bakn [T KITH Perdwz

sebelorm  berlakunya Undang-lndareg Momor 4 Tahen 1996 kmeang  Hak
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Tanggungan sas Tanah besetta Denda-Benda yang Herkailan deagen Tanah
dengan Undang Undang Nemor 16 Tahun 1985 temtang Ruimal Susun, ™

Pasal 25, 33 dan 39 [JUPA menyalakan hak-hak ates lanah yang dapal
dibebani dengan Hak Tangeungan adelah Hak Milik, Hak Guna Usaha Jdan Hak
Guna Bangupan. Ketigs hak atss tangh tetsebut di atay selama Vndang Tindang
tersebut belum dibentuk maka vanpg berlaku adalah ketentuan-ketentuon mengenai
hipotik dalam K.U/H Perdata dan O redifverhand dalam Staarbiod _1903‘ Momor 542
dan tclsh divbah dalam Stogsblad 1937 Memor 1. Dengan dibeclokokannya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah maka ketentuen mengenar Hipotik
dan Crediprerband di atas Gdak betlaku lapi. FPengertian Elak Tangpunpat atas
1anah bescria benda-benda yang betkauan dengan tanah menurut Lindang-Lindang
Nomar 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
sebagatmana dimaksad dalam LIUPA herikol benda-henda lzin yang merapakan
saiu kesatuan dengan anah i unfuk pelunasan hutang terienty yang membenkan
kedikukan yang divtamakan kepada kreditor terteniu lerhadap kreditor yang Taim.
Pazal 12 sub b Undang-Undang Momor 16 Tahup 1985 rentang tumah susun
menyatakan bahwa: "Kumsh Susun berikut tanah tempat bangunan ini berdin
serta benda lainnya yang merupakan sate kesplyan dengan tnah wersebn dapat
dijadikan jamitan hutang dengan:
a Dibebani hipotik. jika tanahnya tanah Hak Milik atau tanch Hak CGono

Buangunan;

b. Dibeband fidusia, jika tanahnya tanah hak pekoa ates Lanah negara ™

M rpig, hlm LED.
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Diemgan berlakunys Undang Undang Hak Tangzgungan maka pembehanan
jaminan atay momah swidn menggunakan Kelenoan  undanp-undang wersebut
sebapaimana disebutkan dalam Pasal 27 Undaéng-Undane Hak ‘Tanggungan
tcrscbut di atas,

Kebijpkan dan strategi tenlang pembangunan rerumehan dan permokiman
fetah menjadi suatu acwan dan progean vang terkail dalam pemoaban dan
permukiman, Dalam setiap penjabamnnya hendaknva dilcn_glt aM dengan analisa-
analisa omtuk wenilai kebedwsilan simtepd  vang telah ditetaphkan. Pemerintah
melakukan kebijakan dan stralegl tentapg perumahan dan pormubkiman dengan
miksud sebaga arah bayn pernbangunan perumaban dan pecmokiman. WMasalsh
pembangunin perurmahan dan peomukiman i Indooesia sangal berkaitan dengan
rrand stratery yang kurang borkesinambungan dan masddah vanpg sekamang 1m
dirazakan kurang adalah kevakinan dalam diri masyarakae, ™

Konsep human benimbang veng diperkenalkan pada tahun 1992 alch Uga
menteri Dalarn Nepgend Roding, Memer Mekegaan Umom Radinal Muchtar, dan
Menteni MNegara Perumsahan Siswons Yodohesodo melujol Swal keputoran
Bersarna [SKB) sebagai pedotban pemnbangonan penunahan dan permukiman
dengan lingkungan humian wyang tedmbang, yane kemudian dihodaklanuh
denpan Kepulosan  Menlen R [T Perumalan Rﬂl{'.-'at Momor
/KPTS/BEPA™N: 1995 dan vany kemudian dikenal dengan kensep 1:3:6. Thalam
Swmt Keputuzan  Menlen  MNewarn Perumahen Ralivat Nomor
4/KPTS/BKPANS1995 mendefinisikan turmab  sedethana asdalah rumeh yang

dibangun di was tanah dengan luas kaveling antara 54 m? - 200 m? dan biaya

tHidang, Lo R
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pembanpunan per m* ldak melebihi dar harga satuan per m® ettingg untuk
pembangunan petumahan dinas pemedntab kelas (O yvang berlakn. Pengertian
terhadap pemahaman knteriz yang diberikan oleh 8K B terhadap rurnah sederhana
ahan menimbulkan peoalsiran vang suobt dimengerti oleh masyarabsd awam.

Pada kenyataannya S5KB tahon 1% tidak berjzlan disebobkan karena
a. Banyaknya peralucan yang tumpang Hindih,
b. Pemda senditi ddak “concern”™ dan tidak disosialisasikan .
¢, SKHB im cenderung uwntok walavah di nar DKL karcna di DKL sudah

romplnyal peraturan yang  lebibh comil dai 3KB, seperti misalnya SK 340
tahun 199 dan 5K 6473 1ahan (992

Dalam Swal Keputusen MMenteri Negam Perumsthan Rakvat Momor
O4KPTEMEKPAN 1995, rumah sederhana dickor dari luasan kaveling, yaknd
34.200F m® Definisi itu jelas perlu diabah, terutama i koda-kowa besar, karena
kurang couck. Untuk wilavah Jadebotabeh misaloya, loas kaveling di atas 14 m?,
apalagi di kompleks mewsh, sudah termasuk rumah menengab-mewah, Definist
tumah sedethana lebih tepar mengounakan pendekatan hargs, dan sebaiktva
dibedakan untuk setiap wilayah, denean mengacu perkembangan herga ‘@nabh
wilayah lersebut.

Hal yang dirasa sangat jangpal delam SKB im uda!al_i pengertian hirga
salian, Dalam prakiek Diden Cipla Karva dani Depatemen Pekerjaan Umum
geliap tahun atau setiap dua tahun pasti mengeluarkan huanga satean rertingpi tidak

bertingkat dan rumeh dinas pemenniah.




n

Keberadaan SKR i pafut mendlapatkan perhatian vane senvs. Dengan
adanya Undana-Undang Notmor 10 Tahun 2004 teniang Pernbeniukan Peraturan
Perundang-undangan, pada wasl ini perlu diperianyakan kedudukan SKB tersebut
Dalam Ketentoan Pasal 7 ayat {17 Undang-Undang Nomor 160 Tahon 2004
manyebutkan bahwa fala urutan peratwran perundang-undangan vang berlaku
adalah scbagal berikout;

a L ndang-Undang Dacar Republik Indonesia Tahun 1945,

b Undang-Undang Peraturan Femerintah Pengganti Undang-Undang,
¢. Peraturan Femenmah;

d. Peraturan Presiden; dan

e, Perawran Daerah,

Masing-muang hentok dan peramran perundang-undangan mempunyad
derajun, substanci, pembentuk, proses pembentukan dan Twas fungsi yang berbeda
Undang-Undang dibentuk oleh DPR dan disahkan oleh Presiden, Peraturan
Dasrab dibentuk oleh DPRD bersama Gubermor atau Bupati®alikota, dan
selerushya. Proses pembentukkan bukum ini berlangsung pada masimg-mazing
lembaga i, schingga pada prinsipnya lembaga dan proses pembentuikan salah
satunya dapat diklasiithasikan sebagai lembaga adminisiatif, yaitu lembaga vang
berada pada jajaran lembaga cksekutif.

Etika yang berlaku antar derajal paraturan perundang-undunyan itu adalsh
bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber dan
tidak boleh bertentangan dengan peraluran yang lebih tinggi di atusnya Bertelak

darl garis ini pula, maka pengawnasan tethalap proses dan hasil proses
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pembentubckan peraturan porundane-undangan jupa dilekukan menurmt garis
derajat kedudukan perswran ity, Ketctapan Menten peda wnalan  peraburan
perundang-undangan di atas lidek membenkan keddukan oniuk kepotusan
Menmen haik yang dikeluarkan sendic-sendinn maupun dalam bentuk  Swurat
Kepuiuzan Bersara (SKB) sepertd halnya SEB 1992 rentang Hundan Benmbang.

Keputuzan Menteri ada yvang bersitat keputusan dan ada vang bersilal
tengatur, Ads dua penctapan yang bersifat mengatur, Pertana penetapan yang
dengan togas sebagam Peratuwran Menled, kedus vang diberi nama Putusan
Menter,

Balikan lebih juuh SKR ini dupat dikalahkan oleh Peraturan Daetah. Dapat
dilihat dalam Paszal 42 ayat (1) Undang-Uindang Nomor 1) Tahun 2004 tentang
Fembenntkkan Peraturan Perundang-undangan, vang dimaksud dengan Paratran
[Pacrmh adalah Rancangan Peraturan Daerah vang telah disehgui bersama oleh
Dewan Perwakilan Rakral Dacrah dan Gubernur atao Pupai™Walikota, Dengan
melibar kondisi yang ada, maks SKB %92 tentang Hunian Berimbang sudah
sEYD@yaTya mendapat tempat vang pos.

Maknz positif dan arah permbangunan itu dilibat dan tujust vang hendak
dicapai cleh pembangunan i, yailu mencerdaskan kebidupan dan kesejehteraun
umum schapaimana vang secars konstilusional diletapkan dalam Alinea IV
Pembukaan LILID 145, sedangkan makna teratur darl pembuangunan jto yvaite

mennnjukkan babwa masvarakat hokwn Indonesia menjawhkan pilthan yang

“# H. Bagir Manan dam M ¥untana Wagnar, Feberapa Mesaleh Hukurn Tae Megars noonese, edish kedu,
cebakan portama, Ponetsin Alunni, Basdude, 1997 him. 05,



154

tepat willk nehppunakan hukum sebagal sarana pembanpunan atau pecubahan
masyarakat,

Biky tetap dengan SKB int akan dapat diabaikan dengan l'erateran Lxaerah.
bahkan peraturan desapun cukop unluk mengabaikan SKB ini. Scbagm conich
konkritnya adalah di Jakara serwlio yang telah mempunyai 8K 540 tenlang
Petunuk  Pelaksanasn  Pemberian  Suwral  Persemjuan  Prinsip  Pembebasan
lukasi‘Ealiun Aras Hidang Tanah un_luk Pemhangunan Fisik Kote d1 Chaerdh
Ehusus Ibukora Jakarta yang selanjuthva diikud olel SK 640 Tahun 1992 yang
dikelvarkan ol¢h Gubsmur DEIl temang Ketenivan Terhadap Pembebasan
LokasiT akan Tonpa [zin dari Guberour Kepata Daerah Khusas 1bubkota Jakona
YaNnE 13inva mengatur kewajlban pémgembeng membangun rinmah susun. Hal ing
mengakibalkon dampak yang kuat bagi pengembang perumahan dan permukiman
dibandingkan dengan SKB 1erschut.

Sistem perundang-undangan yang lerkail dalem kebijaksanaan tanah
{perkotaan) dapat diuraikan dengan adanya mekanisme ondeng-undung yang
mendukung kebijakan perkotaan yehagu hertkul:

l. Jangka Panjung
Perlu diperjuangkan adanya permturan perundang-undangan yang engator
koncksitas antar undang-undang metyanghur tanah temuams perkotsan baik

vang tidak eksis manpun kata-koia ban.
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£ Janpka Menangah
[erdu dikaji lemhaga BETRM agar werhindar egoseolrisre sckioral vang
mengakibatkan alokasi ruangnya mengalami hambatan kewenipatan dalam
mengakses dan melaksanakan Rencana Jomin Tata Ruang Keia.

3. Janpka Pendek
Apar sckior-sektor terknit dalam ranpka penvediaan tanah bagi pusat-pusat
agroindusiei menujue pengembangan agropolitin dan mikropalitan  sesugi

dengan pendekatan tata ruanp dan SBHN mendatang.

B. PEMBANGUNAN HUMIAN BERIN BANG BERWAWASAMN
LINGKLNGAN DAN BERKELANJUTAN YAMNG BERKEADILAN

Meounut Undang-Lndang Pokok Agraria ketentuan-ketentuen yang ada
Juea mengamt hubungan-bubongan hukum dengan bomi, air, kekayaan alam yang
terkandung didalamnya, fermasek tanah dalam pengenian bumi, oleh karena ilo
mzka hukum tanah merupakan bagian dad hukum Agraria*™ B dakan hukom
tanah dikenal dua asas vanp =am sama lain berennpsn ysiln yang dikenal
dengun asas pelekatan vertikal dar asas pemisaban horizonlal. Asas pelekatan
vertikal yaitu asas vang mendasorkan pemillikan tanah don sepala benda vang
melekut puduanys sebagal suatu kesatuan vang tonmeap menfad satu. Asas
penisahan horisental justry memisahken lanah dani segals bends yang melckat
pada eangh tersebue™” 1al ini didasari oleh ketentuan Pasal 16 UUPA NN

hak-liak atas ool yaog lecdin atas: Hak Milik, hak sewa, hak memuongul hasil

=4k, Aln. 1.

**Njnhazndnh [lasan. Lembaga Jam:tow Kebeadam fag Tanak Don Semia Lo Fig Mefokor Poda Tonoh
Lrealurr Karsenst Fracrapae Azar Peruratum Harisormzl, LocOr,
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hutun, hak membuka tanah, hak-hak lain vanp tdak rermasuk hak-hak rersebot
vanp diatur kemudian (di anteranya ialah hak atas pengelolaan dan  hak
|:|-:|:1.g:u.aa|5;aa|ciJ'l]n.J':'E Memurst Undang-Undang nomer 28 Tahun 2002 wentang
Bangunan Gedong pasal 1 ayat (1) hangunan gedung adalah adalah wojnd fisik
hasil pekeguan konsteuksy yang metvat dengan terapat kedudukannya, schagian
atzl seluruhnys berada di atas dan atau di dalam tanah dan alau air, yang
berfungsi sehagal tempat manusia mebakikan kegiatannya, baik untuk hunian atau
tempat 1inggal, kegiatan keagamaan, kepiulan usaha, kegiatan sosiab, budaya,
maupun kesiutan Khusus.

Pada Pasal | Undang-Undang Nemor 4 Tahun 1992 dinyatakan bahwa
runah adalah bangunan yang becfingsi sebapei tempat tinggal atau hunian dan
sarana  pemnbinzan keluarga. schingga perumshan dapat  diattikan  sebagai
kelompok rumah vang berfunpsi sehagai lngkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian yang didengkapi dengat prasarana dan sarans lingkungan.
Permukiman diartikan schagai hagian dan lnghungan hidup di luar kawasan
lindune, baik herupa kawasan perkotaan manpun kawasan pemlesman yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tingygal st lingkungan hunian dan tcmpat
kegiatan yang memslukung perikehidupan dan |:uﬁmﬂ1i4:Iupta.1'1."'L':I

Hak perumahan secara nasipnal didefinisikan sebapai hak bapi setiap
prarg uniuik mendapaikan akses menghuni rumah vang lavak delam suatu

komunilas yang aman dan bermartabat secara berkelanjutan, Letah jauh kelayakan

hpnca him B,

MR e dungsS ndang Noto: 23 Tahun 202, Gp Cir, Paad £,
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didefimsikan sebagai kelengkapan ruriab dengan jaminan keamanan dan hukem,
jaminan peroelehan prasarana. sarana dan wtilitas dacar, akses pada pembiayaan,
dan atau hal lam untuk memenuht martebatnya schagal manusia, Menghuos umah
yung layak berarty pengakwsn stalus legal kependudoksn viang membuoka dentilas
sosial serla merupakan akses pada propram peningkatan kesejablersan {Fasal 2
ayal {1} MIPA)* Indonesia 1elah menerapkan dalam pasal 28 Ayat (1) Undang-
Undang Diasar Rl Tahu_n 1943, bahwa setiap crang memiliki hak hidup sejuhlers
Lahir dan batin, bectempat tingeal dan mendapatkan lingkungan lodup yang baik
dan schal, Undang-Undang Ne. 3% Tahun J99% tentang Hak Asasi Manusia dalam
Fagal 40 dinyatakan “Sctiap omang berhak untuk berlempat Unggai serta
berkehidupan vang layak.” Dolam Pasal 4 T no. 4 Tabun 1932 wenting
Perumahan dan Permukiman tojusn diadakannya perumahan dan permukiman
adalal wanik:
1. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kehuluhan dasar manusia,
dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
2. Mewyjudkan perunahan dan permukiman yang lavak dalam Etgloutgan yang
aehat aman, $erasi, dan tertur;
3. Mcmber arsh pada perumbunan wilavah dan persebaran penduduk yang
rasional;
4. Memunjane pemmbangunan di bidang skonomi, sosial, budaya, dan bidang-
biday lain.

Selunjutnya dalam Pasal 5 disebutkan hahwa:

U'Bopdy Harsone, Mukur Ageans ... Lo O
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I, Setpp warpd negarn mempunyai hak wiabuk mensmpati danfatay menikalt
datvatan memiliki romah vanp layak dalam lingkungan yang sshat, aman,
sersl, dan teratur.

2. Sefiap warga negara mempunysl kewsjiban dan npuone jawab ootk
berperan sena dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Oleh karsnanys, rumah hunian schuga waduh wempal tinggal perseorangan
alaupun dalam entitas sosial baik dalam bentuk keluarga atan lainnya metupakan
hak setiop oranp, Secaras fungsional mmah hunian dijadikan sehaga wadah wnluk
berlindung dan whtangan olam den ancaman binatang, sskaligus wadah interakzsi
sosial keluwarpa dan pada kasus ertentn moewadahi aktivitas ekonom penghuninye.
Hak porumaban hunian sccara nasional didefinisikan sehagai hak bagi sehap
prang untuk mendapatkan akses menphuni rumah yang layak dalam soat
komunitas yang wman dan bermarlabat  secars  berkelanjuan,  Pameruhan
kebutuhan dasar dimaknai sebagal upava enluk membangun kemandician atan
kedaulatan bengsa, baik duo sepi peo-polink ekonomd, sesial budaya, schagw
modal dasar untuk melengkapi ketatanegaraan [ndoncsia schagan negara yang
merdeka secars penuh.

Pernbangunan perumahan dan peomukimen beriujuan unmk memenah
kebunihan rumah sebaga salsh satu kebutuhan dasar manusia mewujudkan
perumahan yang laysk dalam lingkungan yang sehat, aman dan toratur, sera
memben arah pada pertumbuhan wilayah dan mennnjang pembancunan di bidang

ehonarmi, sasial, budaya dan bidang lainnya, dalawm rangka perimghkalan dan

Wi Ahdurrihman, Fembangunm Beekelamuren Dpigm Meagelcdoan Sumber e Alam Jedoneno, Seminar
Pembiangucial Hkin tasional'y' 1l Dempesar, |4 Z Juli 20K
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pemerataan  kesgjabfernan  rakyat menujn  masyarakal  adil dan makeur
berdasarkan Fancesila, Dalam rangks memantapkan pengaturan dan pombinaan di
sckier perumaban dan permukiman, ielah disiapkan berhagai rancangan Peraturan
Parnetintah sebagai tindak lanjo Undang-Lindang Womor 4 Tahun 1992 1entang
Perurmahan  dan Permukimian, O antaranya  adalah pengaturan mengenad
petsyaratan  pembanpunan  perumahan, pembinaan  badan  usaha  badang
perumahan. _pelepa.mn. bak tanah, hal thwal penyedizan  dan  pengelolasn
kawasan siap bangin (KSB} unik perumahan, sewa menyewa dan hunian, seria
penverzhan sebagion unusan pemetintahan di bideny penunahan dan permukiman
kepada pemerintah dasrah, Untuk mencapai tujean pembangunan perumahan dan
permukiman  vang  serasi, perlu diwujudkan  Bngkrnpan  parumaban vang
penghuninys terdin dan bethugai tingkat profesio tingkar ckonomi dan slatus
aosial yang saling membuinhkan serta dilandasi oleh rasa kekeluargaan,
kebersamaan dan kegotongroyongan, sera menghindar jerciptanya lingkungun
perwmahan dengan pengelompokan hunien yang dapat mendorong terjadinya
kerawanan sosial maka pemerintah renerapkan sislem rumuh hunian berimbang,
Konsep hunias berimbang diperkenalkan pwda tahun 1992 melalui Surat
Keputyzan Bersama (SKB) scbagai pedoman pembangunan perumahan dan
permukiman dengan: lingkungan hunian yang berimbang, yang kemudian
ditindaklanjuti dengan Keputusan Benteri Negarm Perumahan Hakyal Nomor
O4/KPTS/BEKPIN/ 19935 dan yang kemudian dikenal dengan konsep 1:3:6. Mclalu
Swat  Keputusan  Menweti Mepara  Perumuhan  Rakyat  Nomoc

0K PTSBKPAN/1995, maka ditetapkan bahwa pengembang yang mermnihiki
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proyek permahan di atas 200 Ha diwajibkan menetapkan koosep 1: 3: 6 kecoaki
bila rencana tata ruang yang berlaku unuk lokasi tersebo tidak memungkinkan,
maka pembangunan rumah sederhana dapat dilakukan i lokasi yang berbeda,
tetapd terlelak dalarn saiu wilayah kabupaten.

Lralam Surat Kepolusan Menlen Megara Perumahan Rakyal terssbue
mendefinisikan rumal sederhana adalah ruwnah yang dibengun ¢i alas janah
dengan luxs kaveling antara 34 m* - 200 m* dan Haya pembangunan per m* tidak
melebihi dari harga satuan per m® tertingei untuk pembangunan perunshan dinas
pemerintzh kelas C yang bertaku, Rumah menengah adalah, ramah yang dieangun
{1 g tangh dengan luas kaveling amarm 200 m*- X m? dan atau hara
pembanguran per m* antara harga satuan per m* tertinggi untuk pombangunan
perumahén dinas pemenintah kelas O sampai A vange berlaki. Semeniata tumah
mewab adalab, munah yang dibaneon di atas tanah dengan luas kaveling antera
600 m? - 20080 m? dun atsw biayvs pembangunen per m?® di ams harga satuan per m*
ertingpi untuk pembangunan perumahan dinas kelas A yang berlakw ** Hal ind
Juga dimaksudkan woluk menghindaei terciptanya lingkungan perumahan dengan
pengelompokan hunian vang dapat mendorong terjadinys kerpaanan sosial.

Pada saat ini pemerintah dan pengembang menilai konsep  hunian
berimbang 1:3:A masih ideal diterapkan. Pazalnya, konzep hunian Benmbang bisa
mepeiptakan harmonisasi kehidupan di masyarakal, Menters hepgara Perumahan
Rakyal {Menpera) Mohammad Yusuf Asy'ad, Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat Beal Eslal Indonesia (DPP REl Likman Pumomosidi, serda mantan

benteri Negara Perumahan Niswone Yudohusodo merasakan peru adanya pola

Mgt Keputusin Meier Megars Peramahan Kakyas Somor iGKF CHBEKFM! LS.
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pikir atan paradiproa bang mengenal hoosep human benmbang yang dapat
dilakulan secara lebih feksiffe, Meski peraiuran tersebu! masih berlaku hingga
king, implementasinya sanpgat lemah Tenyebabnya antara lain karena tiadanya
sanksl. Kendala lainnva adalah perbedaan persepsi dan pola pikir antars
pemerintah dan pengembung, Secam konsep, peraluran tersebat sanpar bapus,
terutama untuk mencegah disharmonisasi dan kesenjangan sosial di mas:.fuml.uLm
Kescrasian  kawassn  polz  linpkungan  hunian  berimbang  dalam
pembangunan yang herkelanjutan vang berwawasan lingkungan mempunya
Loy wanr unluk:
1. Mewuudkan Kawasan dan [ingkungan perwnaban dan permukimen yang
aehat, arnan, scrasi dam tetaiur,
2. Mewnjudkan kawasan dan lingkungan perumahan dan permukiman, terdivi
dan Rumah Mewah, Mensngah dan Sederhane agar dapst menampung dan
tercipla secars serasl berbagai kelompok masyarakal.,

blewnjudkan rasa kesctiskawanan sasial, rasa kekeluargaan, keberzamuan dan

!..-.l

gotong-Toyong ants kelompok masyvarakal melalw peluksanzan subsidi silang
dari Rumah hMewah dan hMenengah kepada Bimah Sedehana,

4, Laebih menjamin tercapainya target pernbatgunan perumaban dan permukiman
khususnya Largel pembangunen Rumah Sederhana.

Konsep hunian berimbang dibarapkan depal menjadd alak uniuk pemeérintah dakam

memberikan keadilan pada pemenuhan perumahan dan permukiman bagi seluruh

lapizsan masyuerakar. Kongep hunian berimbang memunpkinkan semua lapisan

“ppp e kpmpos. comfkompas- cotakd 07 I3 opinihmd; kempas poan KU batep Aeaian
herimbapr masa idead ditergpiken,
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thasyarakal memperoleh hakova atas kebuluhan dasar sehapm matosia yaitu
rumah honian. Perbedaan loas tanah dan harga bangunan mermjadi perbedaan
antara kelompok rumah bunian, Setiap anpggola masyurakat mendapal hak vang
samy untuk memperoleh nuoah hunian. Kemnampoan finansial dan daya belilah
yang membedakan angpola masyarakat unluk mendapat omah huaan,

Pemenntah, scktor swaste dan NGOs mecmpunyai peranan penting dalam
pengadaan perumaban Ji Indonesia, Berdasarkan kelentusn Keputusan Menten
Permukionan dan Prasarana  Wilavah MNomor 21 TVKPTSM2M2  lentang
Eebijakan dan Stralegi Nasional Perumshan dan Permukimat (KSHPP) maka
dalam  penyusunan program dan kegistan keikulsetiaaun segenap  kompotet
masyarakal dan srakcholder {pengembang) perlu wnmk lebih  ditingkatkan
dikarenakan kemampusn pemerinth  untuk  menyelenggaraksn  pemenuhan
kebutuhane penunahan dan permukimean relan f sangat terbatas

M sini pibek pengemtbang juga mempunyat tanggung jowob terhadap
pembangunan peruwmahan delum pembrangunan fisik perumahan, scmentara bank
bertindak sebagai sumber dapa.’’’ Unmuk i pore penyelenggsra dan pelsku
pembangunan pecumahan dan permukiman dibarapkan menyediakan dana yang
terjangkau oleh masvarakal uniuk pembangunan peramahan bagi masyarakat
bemendapatan rendah e

Denpan Kepumsan Presiden No. 22 tzhun 2006 lenlang peccepatan

pembanpunon Kusunami, pemennish mgin maelakikan percepalan pengadaan

Hopgarrak] Lsfin, Meagembangar Kredet Perumehom delabni Pembenipban “Sprendary Mosigage Focliy
{TARE) T, Mows Leger Moo 20WWIVDosomben 546, Pusat Bopm Hukym, P Mampang nddh Pretama
Jdkand %, him 3

Hidepton Megare Porumahan dan Pemukiman Repubhk indonesss, Kontdp Srdifakrgmann g Stnodem
Niasern) Peprmianan dza Pemutiman, Asgek Femtarpocn, Sepember. 1999, bim, 26
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rasunami. Ada lima sekbor vang hans diperhatikan untuk melakukin pergapatah
galah satunya mengenal izin yvang seharusnya diancang cepat, murah, dan nudah,
Keppres o kemmdian diperkuar dengan Peraturan Menten Dalam Negen No 74
tahun M7 menpenai dukungan pemeringah dacrah dalam memberi kemudahan
171 dan insentif pembau_gunau Fusunami.
F.usunami memupakan salah satu upaya mengefizienkun pemenfacn lahan
di koly padar penduduk  semacam Jakara.  Keberadaan Ruosusami  akan
mengurangi  biaya, wakly, tansporiasi, energl, bahkan dapat wmeminimalisir
tingkai pencemaran di Jakarta yang semakin parah, Pembanguoan Rusunam di
Dl Jakarta sangan erul katannya dengan upaya penanegulangan babaya bangr,
Perpres vang mengatur peneelolaan barang milik ncgara ataw daerzh
merupakan penjabaran UL Me. | Tahun 2004 rentang perbendabarasn negara,
Perpres ini mengator jugu pengsantion alas hak stas tanah daed 1lak Pemibikan
Lahat (FIPL]) menjadi Hak Guana Usaha (HGUY agar dapat dijkal perbankan, "
Apabila berpepany kepala peraturzn meka BUMN harus melepas tanah
tersebut berdazurkan Milai Jusl Obyek Puajak (NJOF} yang berlaku, sementara
tanah-tanah BUMN di DEIl Jakarlz sebagion besar memiliki lokasi strategis
dengan MNIOEP & atas Rp. 3 jull.:l per meter persegi. Padahal unlvk membangun
Rusunami denspan hatpa di bawalh Rp. 144 juta beratti membutihkan tanah
dengan harpa Rp. | nta per meter perseg sehingya sepanjang adanya peratiran
lersebul mustahil BUMN  tnelepas deug;m harga sebesar im, Hal ini akan

menimbulka potensi pelanggaran karena menjual aset negara Ji bownl harga

J“-'htrp;"-"nr"-'-'.knpanhti.wm
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vang, disvaratksn. €leh karens o sampai sal i pemeriatah memfokuskan
pembangunan Rosunami pada tanab-tanah yang dikcmbangkan swasta karena
lebih mudah diike bank wnuk kredit konstruksi maopun kredil pemilikan {bag
pembeli Busunari).

Walaupun demikian, sclain pengembang swasta, heberapa Badan Lsaha
Milik Negara (BUMM) sudah beganii akdan iket membanpun rumah susun di
lahan milik BUMN.** Lebih lanjut Mirekior | Mama Peruooms Adef Himawan
mengungkapkan, dari 20 BUOMMN tersebul, empat diantaranya sudah masuk tahap
perencanazn  pembangunan, vekol PO Perusshean Milik Negara (PLMNY di
kawasan Pulomas, angkesa Purn | di Rawasari, PT. {Peserc) Kereta Apl di Bukit
IYari dan Surabava, serta Meram Bulog.

Menunil Menten Wegara Perumahan Rokyat {Menpera) Yusuf Asyari,
selain masalah pecrjinat, maka pererintsh barus memperhatikan knsis finansial
global dan ungkat sukw bungz yang masih tinggi yang melemahkan daya beli
masyarakat, Akibainya, pembangenan beberaps mensn melambal | karena
kensumen membutalkan pembelion rusunami.

Selmin Peromnas maka Koperasi dapat menjadi matra cicktf dalam
program penycdiaan ruwah karena merubikl janngan vang kual dan kersebar di

' - &
penjuru [ndonesia,

e e bvrar o 20 BUMN ruog tortack wiiuk momlbaogws rususand i aresl lhon yeng mereka
rlhikn
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Masalah pajak pertacbahan nilai (PPN) yanp selama ini roengeanjal
dalam pengembangen rosunanti karena mengakibakan hargs musunami menjadi
lebih tinggi menjadi pekerjann ramab unik peroenintah agar memberikan fasilitas
rduhami dengan harga vang lebih wegangkauw,

Dcngan adanva kelerbatosan swober dava yvang ada. maka perdu adanya
pengetiian pleh semua pihak khosusinya bag) masyarakat schingpea permbanganan
akan rerus dilaksanakan secara bertahpp dan becke lanjutan.

Penpeetahuan  dan  pengerian  modern  tentang  hukum  lingkungan
berdazarkan leori dan ejaran ilmu pengetahvan ekologi mular dikwnamdangkan
aleh BB pada tanggal, 28 Mci 1968 PBD menyelengparakan konterensi
ilernasional guos membahas pedindungan dan pelestarian lingbwngzan hidup,
mengingal  relah terjadi kerusakan-kerusakan  pada alam sccars
menghawatirkan, "' [stilah lingkungan hidup dalum bahasa Inggris disebut dengan
environment, dalam bahass Belands disebul dempan milien. 510 Munadjal
Danusapuiro mengantikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan koodisi,
vang termasuk di  delamnya menuesiz dan Gngkah  laku  perbuatannya
mcmpenganihi hidup serta kesejableraan manisia dan jasad hidup Iainnya."'”

Emil Salim berpendapat sejalan dengan adanya anggapan  ekonomi
sehapai subsistern dari linglungan, yang menyebulkan perlunya dikembanekat
ool pembangunan boru vang kini dikenal dengan pembangunan berkelanjutan
atan sustainable devefopment.'” Proses pembangunan ekonomi hiss berlunjut bila
gy, Munadjat mMﬁm: Ejvwr Mrdia Hehure dan [ bngluongaw, Binacipla, L7, him ¥

2 H. T, Sighann, Mukfum Longtungar don hinbeg Pembanguman, Exlanpan 2001, him. 4.

Mihdas Achmed Sansa Goed Govermagne dan Soiume Liapkureeea, ICEL. lakaria 2001, him %7,
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dijaga apar chosistom bisa bectunpsi secama berkclanjutan. Seiring dengan
pendekatan modal atau usaha, suistmehle developmert diinterprerasikan schagal
develonmenl thal ensures man-deciintny per capite naffonal wealth By replacing
oF CORSErFiRg the source of that wealth, that is, stock af produced, Tuma, social.
wrd paturel copitad (URTaed Notions-2003). Ads beberapa penpettian tentang
pembangunan herkelanjutan, menurt bebetapa pendapat antara lain komis dunia
vntuk Bngkungan dan pembanpunan World Commission on Environment and
Bevelopment {WCEM mendefinisikan hahwa pembangonan berkelanjuean atau
sustainable development adalah pembenpunan yang ditunjubkdean wntuk memenuhs
kebutuhan generas: sckarang wanpa mengorbankan kemampuan penerasi vang
akan datang untuk memenubi kebutuhan mereka sendir, ™

Fmil Salim menyebutkan bahwa konsep pembangunan berkelamulzn
menempatkan pembangunan dalam perspebTil jangka panjang. Konsep tersebut
menuntul  adanya  solidaritas  anfar  gernerasi.  Dalam  keoteks  Imdonesia,
pembangunan berkelanintan dingjukan untuk mengurangl kemiskinan dan juga
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mengeliminasi kerusekan somber dava alam dan lngkongan™ Pembangunan
berkelanjutan secara implisit juga mengandung arti unmuk memaksimatkan
pembangunan denpan etap menjaga kualitas sumber daya aiam. Beberaps konsep
sirateel pembangunan berkelsnivian yapg diterapkan dalam konleks negara-

ncgara berkombang s-l:ptrti:"-“'

1aid, him. 16].
““'Emil Salim, Pembaqguzan Berapansan Pembasgonem, 1.PIES, Jakarta, 1991
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1. Tembangunan berkelanjutan menphendaki peoerapan perencanaan tata ruang;

2. Perencanasn pembangunan menghendaki adanva standar ingkungan seperls
slandar ambien wnigk oic pettookean, atr bawab tanah, ar lauwl dae sdam &
Kata:

3. Penerapun AMDAL  dalam  setiap rencana usaha atau kegiatan  yang
memperkirakan mepimpulkan dampak penting terhadap hngkungan;

4. Rehabilitasi kerusabean lingkurgan klosusnya di dacrah vang kritis;

5. Usaha untvk memasvukkan pertimbangan lingkungan ke dalan pechitungan

chonomi sebapal dasar upook kebijzkan ekonomi lingkungan.

Ada tiga prinsip vtama dalam pembangunan berkelamutan yailu ponsip
demokrasl, prinsip kemdilan dun prinsip keberlunjutan.  Prinsip demokrasi
menjaunin agar  pembangonan dilakyznpkan sehagai perwujedsn kehenduk
bersamas seluruh rakyal derni kKepentinpan bersama seluruh rakyat. Prinsip kedua
pada dasarnva moau menjamin bahwa semua crang dan kelompok masyarakar
mempetcleh peluang yang sama wiuk kwt dalam proses pembangunan dan
kepintan-kegiatan produkif serta ikut dalam menikmat: hasil-hasi] pembangunan.
Prinsip keberlanjutan menphareskan uwntuk nerancang apemila  pembangunan
dalam dimensi visioner jungks panjany, uniuk melihzl dempak pembangunan baik
positif maupun nopatl dalarm sesala aspekaya ridak bonva dalam dimensi jangka
]}:ndck.q -

Pada Lataraty wacana dan aksi di level internasional, scjarah mencatat pada
tahun 1972, PBR 1elah mengadakan Konferansd Lingkungan Llidup di Stockholn,

1 AL Ronny Kewal, Riehe Linvbumpan .. Qe O hlel 175 - 180




Konforensi lerssbot toelahitkan sebuah konsep eco-develepmend atan yang di
Indonesia dikenal dengen pembangunan berwawasan Lingkungan {(sustainabie
developmendl, Aripys, pembanguosn diperlukan dan hares dilaksanakan dan
pembangunan iu sendiri tidak boleh merusak keseimbangan lingkoogan hidop.
Feda tshun 1987, tetbit taporan the World Commission on Emviroameni dan
Pevelopment (WCEL), balwasanya susitinefle develppmoent baruslah menjadi
ecomomic i snctal developrtent that mieeis he needs af the currenl generdaiion
withaul urdermiininig the ablite of faitire generations e meet their own needy,

Fada tahun 1997, Indonesia memiliki Agenda 21 Nasiooal vang disusun
alel Kementerian Lingkungan Hidup dibanio 1LNDP disusul dengan 3 Agenda 21
sektoral yang beniujusn menjadi arabian perencanaan pembangunan pada Liap
sckior. Ini merupakan tindak lanjut dari Apenda 21 "Frogram Aksi untuk
Pembangunan Berkelanjotan” vang dibasilkan dalam Konferensi FBE tentang
Lingkungan Hidup dan Pernbangoran (KTT Bumi) di Rio de Janeiro tahun 1992,
Pada tabun 2002 diadakan kembali KTT Bumm (Riot1¢} di Johannesburg
bertujuan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kesepakatan-kesepakatan yang
teizh dihasilkan di Rio de Juneire pada whun 1992 mengenai pembangunen
berkelanjuian. KT ind juga dikenal denpan sebutan KTT Pembangunan
Betkelatjutan.

Bebcrapa ketentuan yang telah mengangkar fema pendanaan linglungan
dapal direlusod sebapai berikut: Undang-Undang o, 23 Tahun 1997 teolang
Pengeiolaan Lingkungan Hidup (ANPTH)Y. Dengen adanya Undang-Undacog

Penpelolaan Lingkungan Midup pemerintah mengembangkan pendanian bag
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upava pelestanan funpsi lingkuogan hidup. Ini meropakan dwser hegi pemenntah
dalarn  menentiukan kebijakan bemkutnyz  terkait dengan upaya  pelesiarian
lingkungan hidup [lihat Pasal § ayat (1) dan (2) UUPLH}.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengzah MNasional (RPIMNY 2005-
200% memiliki susaran berupa membaiknys mutu  lingkungan  hidup  dag
pengctolaan Sumber Daya Alam (S0OA) vang mengaral kepada pembatpunan
berkelanjuran *** Kegistannya adalah dengan menpembangkan insentit {reward)
dan dismsentif {(punizhment) terhadap kepistan-kepisian yang berkaitan dengan
pengelolaan lingkungan hidup.m Dalam Undang-Undang Momor 17 Tahun 207
lentang Fencana Pembangunan Jangka Panjang Maszional {UU RPIPM) Tahun
252025 disebumkan behwuasenya pelestarian lingkungan hidup  termasuk
pehvelamatan ckoszsien beserta flora-faune Indonczia scsunzgubnya merupakan
bagian intepral dalam mermbangun daya saing Indonesta ke depan.*® Schingga
berbagal langhah yang diperlukan dalam rangka menjaga dan melestankan fungsi
Ingkungan hdup harus terus digalakkan (termasuk di dalammya pendanaan
Iingkungan hidup). Kebijakan di ataz dalam hal lingkungan hidup, makin
triemigerucut pads perlunys pengembangan sistem inzentif dan disinsentit terhadep
kegialah-kegialan vang berhubungan dengan pengelolaan hingkungan  hidup.
Nerbagan arwh kebijakan di glas masih dimsa relevan untuk tems diupayakan,
Namun vang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pengelolaan lingkungan

hidug, ptmennmh berkewnpibun mewuudkan, menumbuohkan, mengembangkan,

““Peraturan Preciden centang Rencana Pembanpunan Jangks Menengah MNacional S04-P00U. | £t Bl
345

A yhia

Ry




meningkatkan kezadaran dan tanggung jawab para pengambil kepotusan dan
masyaraka! dalam pengelolean lingkengen hidup. Pade saal yang bersamaan
perterintah jupa berkewaiiban mewujudkan, mennmbuhkan, mengembangkan dat
meningkatkan kemitraan antara masvarakat, dunia usaha dan pemerintab dalam
upaya pelestatian daya dukumyg dan daya tampung lingkunpgan hidup. Aws dasar
ereebut di oatas, moka pengembangan  Sistern  permbagian  beban  secara
proporsiemal melalui mekanisime wseolif dan disinzenuf menjadi penting woluk
kembali digalakkan. Bapl masyarakal ataw swasta yang melaksanakan kegiatan
ekanami dan bersinggungun Lmgsung dengan kelangsungan lingkwngen hidup dan
berpartisipaszi akef dalam pengelolaan dan pelesiarian daya tampuny dan duyue
whan Lingkungan berhak atas insentif, Sccara wmum pembangunan berkelanjutan
pertumpu pada ekonomi, lingkungan hdop, dan sosial budava. Karcna it
perumbuban ckonomi zaja tidak memenubi syarat pembangunan berkelanjutas.
syatal lnn yang perle dipenuit adalah pembangunan itu bersawasan atao ramah
lingkungan hidup.

Cralam rangka melaksanakun pembangunan yang berwawasan lingkungan
vaitu susty pembangunan yang berencana dalam pengeloloan sunber dava alam
$evara byaksunag uniuk mennpkatkan mutu hidup maka diperlukan sy upava
uniuk menjaga keserazian antar berbagai usaha atau  kegiatan,  Untuk
melaksanzkan konsep pembangunan tersebuwt maka  pemenntah  Indonesia
menerapkan studi AMIJAL {Analisis Mengenai Dampak Lingkungan} melalui
Perahwran Perpesintah Nomes 27 Tahun V909 deplane AMDAE Penperian dar

AMDAL vaitu kajian vang diperlukan dalam proscs pengambilan keputusan
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lenmang  pelaksanaat rehcons benha apan kegiatan vang tnempuanyai datepak
penting terhadap linphungan hidup, sehingge diberapkan dengun pendekatan
terzebut  akan memperkecil  kerusakan-berusakan  Tingkungan  dan lehih
terkontrolnya permanfaatan terhadap sumber dava alam.™ Secara teknis AMDAL
dapal menghimelan Jan memimmalisas dampak lingkunpan sshinpea iersujud
pembangunan vang terkelanjutan. AMDAL secar teknis berupa surves, prakiraan
dan evaluasi dampak polusi pangguan keanckaragaman ckosistern hubungan
tnanusia dan alam dan hingkungan globel. Scbagai alar komunikasi AMDAL
berfungsi unhik mendapatkan konsensus dengan masyarakar {terkena dampak ),
akunbilitas pemrakarsa dan pemerintah dan keterlibatan magyarakar dalam
pembatgunan.  AMDAL mompunyal oguan yailn pencapaian ujuan-tujuan
pcmcrindahan yvang berwawasan ]ingkungnn.m

AMDAL juga merupakan Analisis rengenai dampak lingkongan bidup
merpakan buyiun kegiatan studi kelayakan rencana wsahs dan alen kewialan
dimana hasil analisis mengenal dampak lingkungan hidep digunakan sebapai
bahan petencanaapy pembangunan wilayah dan penyusunan analizis mengenai
dampak lngkungan hidup dapat didakukan melaly] pendekatan studi terhadap

Kegialan tenggal, terpadu atau kegiatan dalan kawasan ** AMDAT, Jdiperiukan

*'Perstoran Pemerinah Mo, 27 Tshen P wwmigng  Amelisic mengeai dampak limglomgan hidup
(AMDAL), Dadam Pacad | ayat Jdischiksn bebws APLAL ndaluh kayion mengenai dampak esar dan
penloig suatu usshy dan‘slau keginan vang dirgnanakan pada licghongan hidup yang diperluban bagi proscs
penpambilan ksperhign bmtang porectengparan isah da sl Ressiatan.

*Addinul Yokin Ehamarr: Sumberdvnr Linnghuingan, Akdconks Prosind. Jaksrts 1997, blo 12

**Petaiutan Penenntzh Mo, 27 Tahun 1999, (o, Pasal 2 oayet | menpebutkan bahwa analisis mengenu
dempak linghunpan hidup merpalee bagcs vepnia sodi Relayakyn rensana usgha dun'yb kepalan,




karena merupakan kritetia mengenad danpak besar dan penting swatu usaha dan
atau kegiatan tethadap lingkungan hidop antara lain: **

I, Jumibsh menusia yang aken terkena dampak;

2. Luas wilavah persebaran dampak:

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

4. Nanyaknya kempooen Bngkungan Jainnya yang terkena dampak;

5. Sifa kamoladif dampak;

&, Berbalik (reversible) atau tidak berbalibanya | feremersitde) dampak.

Pedoman mengenai penentuan darmpak besar dan penting, schagaimans
dimaksud pada ayat (1} ini ditetepkan oleh Kepalz instansi yang ditugasi
mengendalikan dampak lingkwngon (Pasal 2 ayat (13 FP No. 27 Tehun %)
AMDAL merupakan syarsl vang harus dipenuhi umuk mendapatkan izin
melakukan usaha dan atau kegiatan. AMDAL diterbitkan olch pejabat yang
berwenang, dimanza polabal yang berwenang mencuniomkan svarut dan kewajiban
schegaimana dilentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan
Feticana pemanlauan ngkongan hidup sebagai kelentuan dalam izin imelabkukcan
usgha dan atau kegiatan yang diterbitk:a.tm}fa."ﬁﬁ Selain wlanys AMTIAL
pemennish jugs mengadakan penanganan Keterpaduan prasarapa, serana dan
utilitas (PSLN). PSU secara preventif’ yang dimaksudkan sebapai upaya unuk
mmenviapken petwmahan, melalw perryediaan layanan F5L0 yang  memadei
schingga dapat mencegah timbualnya permasnlahan prisarans sacans dan utilites di

kawesan perwmahan yang akan dibangun pada kawasan shala besor den kaweasan

*Periiurm Pemerintah Wa, 23 Tahun 1999, O Cir.. Fasal

*Turn:] Kesehadnn Lingkungan, Yol 2, Mo, 1,22 Jul 2005, K 19 - 28,
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khuwsus, sehingea akan lercipta lingkungan kawasan perumahan vang layak
huni, *

Lintuk perencamaan perabangunan kawasan diperlukan studi kelayekan
ivestasi kawasan adalah studi untuk melengkapt penyusunan rencana induk, di
mana studi kelayskan ini berujuse uniuk mendeskripsikan, menghitung dan
menganalisis  seid  menentukan kelavakan  dard perencanain  investasi
pembanpunan kawasan, Studi kelavakan investasi kawasan minimal perlu berisi
analiziz dar empat aspak antara lain aspek pasar, aspek teknis, aspel: finansial dan
aspeh ckonomiz. ™
i. Kelayakan aspek pasar bertujusn unlok memboal desknpsi, gambacan, pada

permuintaan dan kapasitas penduduk di rencana pembanpunan kawasan pada

kepemilikan uoil tumsh, serla melakukan analisis perbandingsn dengan

kemampuan penyediaan kawasan.

I

Keluyakan aspek tekniy berupuan untuk mendeskripsikan, menghitung dan
menentukan  keseluruban  kebuluhan  teknis  dan  rahap  perncanasn,

pembanmunan, dan pengelolaan investasi kawasan.

3. Kelayakan aspek Anansial bertujuan wntuk menilai kelavakan finansial
fretencatann invastaci kawicin menpgrunakan ipstrumen-instrumen kelayakan
investasi, dengan menggunakan pensapan-penctapan harga jual  pasar

Instrumet-insirumen  kelayakan  lnansial  yang  digunakan  selidaknys

Peruran Menleri Negara Perumahan Rakya Moo MRFERMENZIOG edre Fadoran s
Fapyelenggae Ketzmpeduen Prawarany, Sarang Jdan Unlinas (P50 Kewadtar Porwmahen. 7 upuan
Fembensubkan PERAEN Moo 1 ahun 2086,

“ihig, Bab [ Tahapan Peryclengarsan Kewerpaduan Prasaran, Saraes dan Lhllices Kawassn
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mencakup | Nver Fresene Fatue (NPV), Taternol Rore of Return (I8R), Fay Bock
Perient (1114
4, Kelavakan aspek ckenomi bertujuan untuk menilan kelayakan chonomi

perencanasan inveslas kawasan menggunakan instremen-imstramen kelavakan

investasi, denpan mengguinakan penetapan-penetapan larga nidai ekonomis.

Kapjan ini sctdaknya mampu menjelaskan dan menghimng fakies-fakwar

benkut -

2 Kontnbusi dari dampak pembangunan prasarana, sersna, dan uttlitas
terhadap pemasukan daerah;

b. Mengunalisu manfasl pembangunan prasarana, sarana, dan utilites yanp
akan diterima oleh masvarakat sekitor;

¢ benganaiiza deya scrap pombangunan prasarana, sacna, dan ulilitas
terhadap pemanfaatan bahan bakw lokal;

d. kontribusi dampak pembangunan prasarans, sarana, dan wilitas 1erhadap
perinesan kesempatan kera dan pertumbuhan ekongmi lakal.

Haik kelayakan aspek ckonomi dan kelavakan aspek finansial keduanya
difkui dengan analisa sensitivitas sehingga dapar diprediksi kemungkinan
perubahan  iklim dan kondisi serta  dspat meminimalisssi resiko dalam
pembangunan kawasan, untuk Stadi kelayakan lingkungan sudah terruang dalam
aturan untuk melakokan studi AMDAL oleh Eementerian Wegara Lingkungan
Hidup. Apakah kawasan itu perlu dilakukan amaliza lingkungan, siam cukup
dilakukan upaya perbaikan hngkungan unnak mengbadapi dampak yane terjadi,

berdasarkan laporan monitoring kKajian lingkungan. Dengan pembanguman
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kawasan imi, lingkungan yang bamm harus lebih baik hngkungannya dard
sehelumnya, lanpa mertak rona lingkungan awal. Dalam Studi kelayakan sosial,
dinilai berdasarkan polensi penerimaan  masyarakat terhadap  pembangunan
kawazan, apakah bermanfaat uniuk lingkongan disekitar kawasen slao Gdak,
apabila tidak, maka dipeluken upaya agar masyarakat dapat denpan seoang bati
mengriinanys. Pada sast ini, sebagian besar lingkungon atin kawasan perumnaban
dibangun lerisclir dengan kawasan lain, schingga menyvebabkan kecemburuan
sosinl yung kurang haik.

Dalam penyelengparzan keterpaduvan PS5 kawasan perumahan standar
lekois yang digunakan yuim Swndar Nagional Tndonesia (SWNTr lan pedoman
beknis meliputi:m

Praswrang Jalan talab satu prazamng peniing vang harus discdiakan secara
baik dan tarpadu adalah prasarang jalan, khususnyva jalan di kawasan perumahan
yang juga merupakan bagian penling dar suatu kot dalaem Sisiem Jaringan Jalan
Stkunder. Janngan jalan di kawasan perumahan menurat fungsinya adalah jalan
lokal dan jalan lingkunpan dalam sistem jaringan jalen sekunder. Jaringan jalan
pada kawasan perumahan dibagl ke dalam 5 bagian yaitn, jalan lokal sekunder 1,
jatan lokal stkunder 1, jelan lokal sckunder 01, jalan lingkungan L, dan jalan
hnghungan I1. Wewenang penyelepggaraan jalan pada kawassan peramahan ini
adalah Pemerintah Kabupater Kola yang dilaksanakan vleh Bupatl stso Walikgta,
karenz sislem jaringan jalan tersebul merupakan bapian dalam sistem jaringan

mlan sekumder. Dalam hel pomenintah kabupaten ztaw kota belum manspu

=liheyd, Pob [0 Tehapan Penyedengivaan Felerooduan Precacan, Saane dan LAillies Kawssan. Standar
Tekuids Poryxclcngpemaan Kolopaduan F5IT
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membiavai  pembangunan jalan vang menjadi tansgong  jawsbnya  secara
kezeluruhan, maka pemeninlah kabupaten atzu kota dapal minca bantuan Kantor
Menpers, berups sticnulan melalui progeam penpembangan kavwasan siap bangun
dan lingkungan siap banpun scrta kawasan khusus, Dh dalam standar ks
penanganan jalan kowesan perumahan dijelaskan bagaimana cara membangon
jalan-jalan tcrsebut, prototpe  konstmksi  jalan, parameler  perencanaan,
perencanann dimensi minumal ideal jalan knwazan, termasuk saluren dramase
yang becfilngsl uniluk mengeringkan jalan.

Dulam pembangunsn kawasan perumehan aspek yang paling penting
adafal tereedianya prasarana drainase kawasan yanp mampu menjamin kawasan
tersebut tidak terpenang air pada wakm musim bujan. Saluran deainase kawasan
pemamahen harus tenntegras dengan mistemn drainase di luar kawasan atau sistem
drainase perkotaan perdesasn. Maksudnya adalah bahwa saluran drainase kawazan
perurahan dialirkan ke lpar kawasan pada saluran induk vang akan mengalirkan
gir ke lawt ataw sungat atau danan. Uniuk kepeatingan kawasan perunahan Yang
lebak buas dalam vpays menpurangi genangan mir, khosusnya di dasrah bekas
rawa-rawa perlu disediakan kofam rlensi yang berfimgsi menyimpan dan
meresipken ar ke dalam lanah.

Senap kawpsan perumahan harmz dilenghap! dengan sarana air mim.u.t_l
vang memenuhi kebutuhan minimal bagi penghuni sesvai dengan kebijakan vang
diterapkan ocleh pemerintash deersh. Layanan aif mipum datam kawasan dapat
dibetikan oleh PDAM atau Badan pengelola air minum kawasan atau swasts, atan

dapat pula metvediakan semdin atau kamumal melalul swmur gali, pamck scouai
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persyaralan teknis vang berlake. Penanpanan air mimwen dikawasan perumahan

meliputi:

Pengendadion  kualitas &1 meialw  proses pomenksasn penodik  sc3uwai
ketentuan teknis yamg barlaku,

Fembuaten  sumur dalam, uniuk keperluan persil sfofesterd.  Enperlukan
pengelolaan, pembagian mgas dan kewajihan oleh weit pengelola. Lokasi bisa
sya di dekat komplek  perumalat atou  diluse kt:ll'.l'l]:'llt:;k perumahan,
Pengembangan dar sistern ini leqadt demgan cara  pengelola  kawasan
menycdiakan instalasi pengolahan ar i dengan dilengkapi boster pump,
sehingga warga tinggal memanfaatkannya.

Penyambungan pipa air mitum ke jaringan pipa air minum zkala perkolaan
yatg ada

Perhitungan volume air minom mindmal ontok kebywhan rumah tangga
adalah & liler'orang har.

kawasan pembangunan mempunyai standar teknis penvediaan  sistem

penatipanar zr imbah umiuk kawasan berisi antara Lin:

Penjelasan wnm, melipell pengertian penanganan aie limbal, hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam pemilihan sistem pengolahan air {imbah, dan
bagamana pcnanganan air hmbah dengan menggunakan sisiem janingan
{perpipaun).

Persyaratan teknis meliputl langkeh penpgembangsn, sistem setempat, ststem

lerpusal, dan pembagian tugss dan wewenang dan keterkmitauya dehgan

gislem perkotasn.
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Pemilihan sistern memanganan air limbah, perencansan sistern wic limbah

setempat, dan perencanaan sistern pengolahian aiv hmbah erpusat,
Keterpaduan dalam pengembangan dan penpelolaan.

Prasarana 'engelolaan Persampahan kewasan perumaban yang sehat dan

bersih adalah kawasan perumahen vang dilengkeps dengan sistem pengeloloan

sampeh yany memadai, yaila sistem pengelolaan vang aman, nyaman dan sesual

denpan ketentuan yang berlaku. Standar teknis penpelolaan perampihan hens

tentang :

1.

Ketentuan wmwm vang terdini dari persyaratan wmuwm, persyaratan teknis dan
pembagian twgas dan wewepang pembangunan den pengelolman  sisiem
persampahan,

Bengclolaan sampah pada kawasan perumahan, meliput pencntuan tinbulnya,
densitas, komposisi sampah dan  prediksi heban  limbulnya  sampsh,
pengelolaan sampah tingkat kawasan, dan eknik operasional pengelolaan
gapipah pada kawasan perurnahat,

Pepgelolaan persampahan mandin temnasuk pembuatan komposter konmuonal
unluk kebuluhas kawasan perumaharn.

Pembuangan sisa pempolshan sampah pacda fempal pemoosesan akhir (TRA).

Sebelumm membuka lahan bare untuk perumahan, pithak Pemenntah

kabupaten atau kotR atau bedan penpelola  kawasan  perumshan perlo

berkoordinasi dengan pihak PLN cabang yang menanpgani PLN di kawasan yang

bermangkutan. Berbagal permazalahan vang sering fimbul dalam pengalokasian

dayd im adalab karena terlambatnya mfonmas yang disampaikan olah Pamernntah
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daerah atau badan pengelol ke pihak PLN. Selanjulnya koordinasi yang petlu
dilakukan adatah pembenguwian gardu induk, Apabila sudzh diprogramkan pleh
PLN, pihak Pemds stan badan pengelola tinpgal menyambung ke pata konsumeh.
Uitituk kawasan perumahan dan permukiman yang kckurangpasokan daya hatik
dari PLN atau belum ada jarngan listrik deri PLN perle dicarikan alternatif
laimiryyi.

Kawasan Perumahan perlu menyediakan rang terbulca hijao  yang
hermanfaal untuk menjaga kualitaz dan keseimbangan Fngkunpan di sekitac
kawagan. Ruang terbuka hijau, bermanfaat tidak langsung seperti perfindungan
wta air, dan kemservasi hayuli atau keanckarpaman hayatl. dan bermantial
langsuny seperti kenmyamanan fisik (eduh, segar dan mendapaikan bahan itk
dijual (kayu, daun, bunga), tempal wisala (bermain] serta bangunan WHGm Yang
herifat terbatas {WC uniwi. pos palisi, Jampa taman, gardu listnk, dan lain-lain}.
Persyaratan Tuang erbuka hijau didesarkan luas wilayah dan herdasarkan jumlab
penduduk., Unmik persyaratan luas wilayah, ditentukan bahwa ruang tetbuka hijau
publik (inilik pemenntah dan terbuka untuk umumy} dun privat {perorsngan) paling
sedikit 10 fsepulub) persen dari selursh luas wileyah kawasan perurnahan, utau
mengacu pada peraluran perundang-undangan ¥ang berlaku. Tnmk percearatan
jumlzh penduduk, ditentukan luas per kapita dalam m® Mizalnva jumnlsh
penduduk 250 jiwa sampai dengan 480,000 jiwa, diporlukan uang terbuka hijau
(RIH) sebexar 1 m? sampui dengan 0,3 m® per kapita, Bentuk tipelogi ruang
terouka hijae (KTH) berupa ruang terhuka hijau taman lingkungan dan taman

kota, jatur hijaw, jalur hijas sempadan sungai, jalor hijau sempadan el kereta api,
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Jalur hijau tegangan tngg, BETH pemakaman, dan KETH pekamangan, Erteria
penyedioin coang terouka hijau adalab pemilihan vegedasi (umbobhan), ketenbean
penanaman, dan pemelihaman weng terbuka hijaw, Ruang terbuka hijau perlu
dilakikan pengelolasn secary rubin oleh Pemenotah Draerab, dalam pengelolaan
HTH ini diperlukan peran serta masyarskar, swasia, dan otganisasi non
pemenntah  {Peraturan Menteri  Nepara  Perumahan Rakyar  Nomor:
ﬁ{PERI'r'IE.N."M.l’EDDEn tentang keterpadown PSIT mengacy pada RTRWE, RPaD,
Rencana Rinci Tata Ruang, Rencana [nduk Sistem) Dengan adanya Pedoman
umn penyelenggaransn  kéterpadean PSEPomm dibampkan dapat membantu
Pemerintah  Dacrah, masyarakat, senz  pemangkua  kepentingan  dalam
pembangunan PR kawasan perwmabsn dan permukiman vang beraawasan
lingkungan. lujuan dari PEU adalah meninpkatnya deryjal kesejshieraan dan
keszhalan masyarakat; meningkatnys komudahan bagi masyorakal  dalam
mendapatkan  pelavanan prasarmna dun sarana  permukiman; meningkatnya
nveslas:  swastg  secara nvala dalam pembizyaan  prasarana dan seruna
pemukiman; meningkatiya peranan kKawasan strabegis, kawasan berscjarah, dan
kawasan (radisional dalam pembangunan ekonomi;, tersusuneys pedeman dan

standar konleuksi bapgunan seria s15em pengawasanny'a,

. PERIIMAHAN DAN PEMBANGUNAN = BERWAWASAN
LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN DALAM MEWUJUDKAN
TUIUAN NECARA KESEJAHTERAAN

Perumahat merupakan agenda utama hag sctiap negara di dunia. Ind

karcna perumahan bukan saja merupakan seruktur fisikal yang menyediakan
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perlindungen kepada penghuninya tetapl jupa berkaitan mpat dengan sosio
ekonomi, poliik dan persekitaran. Perumahan sanpgar berpemgaruh  kepada
ckonomi sebuah neyara karena pemmahan merupakan ketunthan dasar.

Anstolsles pertama kalh merumuskan twwan negara sebapai endairmenia,
kebehagiaan. Llalam tatsir vang luas, Adsioteles menegaskan negera bertanppung,
jawab unmk mewljudkan kescpahteraan yang schesar-besarnva bagn masyarakal.
Beranpgkat dari pengandaian persepsi setoacam ity, maka negara berlugas dan
bertanppuny jawabh meranceang pembangunan yang berorientasi pada peogatadian
terhadap rakyat. Indonesia sebagai regars yung mendeka secara penuh mempunyad
suan: konsep kenggaraan yaiu ncgars kesspahteraan, Mepara kesejahieraan
mempunyal hjuan unluk menjamin keadilan dan kewsntraman hidup, Menjamin
keadilan dapat diarikan sebapa pemeliharaan hak-hak vanp berkaitan denpan
tiap-tiap manusia sebogai pribadi dan hak-hak asasi i tdak jaiuh Ji bawab
wewenang pemennlah sera tidak pernah dapat diserabkan kepada orang lain
karena negara didirikan aas huk-hak ita sebagal asas-asas segaia hukem
Dalam mewijudkan kesejahteraan yang didusan vleh hak-bak sebagai asas, maks
pemetinmah mewyiudkan suatu peraturan-peraturan salah satunya adalah peraturan
tentung perunahan {Undang-Undong Nomer 4 Tahmn 1992 lemang Petumahan
dan Permukiman} vang dipunakan untuk memenuhi hak-hak asasi schagai
kewajiban negara terhadap warga negaranya.

Dalam konsep ncpara kesejahterman, negura dipetlokan dan harus
meclakukan imervensi dalum berhagai masaiah sosial ekonomi urttluk merjamin

terciplanya kesejabterann bersama dalam masyarakal. Intervensi nepara juys

** Ihea T bers, Midvatar fladees S 00, hlme | 16-11E.
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dipesclukan untuk mementhi kebutuhan desar manwsia sepert kebutuhan gkan
petutaahan dan pemukiman, Oleh karena it maka pemikiran utuk memberkan
vapg terhaik i bidang persmahan dan pemwkiman menjadi pemikirac yong
dituangian melalui Undang-Lodang Nomer 4 Tahon 1992 tenteng Perumahan
dan Permukiman sena peraturan pelaksana lainmnya,

Kescjuhteraan bersama dalam masyarakat akan dapat terpenum bila
terdapat ketertiban dan keadilan begi selwul lapisan masyacakat Ketertiban
adalah wjuan pokok dan pertama dan segale hukum. Ecbutwhan lerhedop
keteriban i, syarst pokok/iondanental bagi adanva suelo masyarakat manvsia
vang teratur. 1idak mungkin menggambarkan hidepnya manusia fanpa atau diluar
masyarakat, maka; manusia-masyarikar-dan hukum merupakan penpenian yang
tidak dapat dipisah-pisabkan. "' Lili Ragidi menyebutkan bahwa fungsi
kelertiban adalah merspakan fungsi vang polkok dan utams, oleb kdrena 1tu nnthak
dapat tercapinyu [ungsi-fAmgsi lainnya, hars  ketentiban dahulu terajud dalam
masvarskal. V' Hukumn it wabik memelibara ketertiban dalam masyaraleat,
Kearena memiliki fungsi ini pula maka hukum pada desamiya bersifat konservarl,
artinya hukum bersifit memelihura dan mempernahankan pada vang telah ada
{dicapainva). ™

Dalam  penerapannys  hukwn memerlu!can suatu  kekuasaan  umtuk
wendukungnya, Kekvasoan itu diperlukan karena hukura bersifat memuksa lanpa
adanyva kekuasaan, pelaksanaan hukun & maszyarakat akan menuslami hambacan-

i faehdar Kuscsasnedja Kevsen Saesen Makes S him, 3
Y1l Rngidi, Meramer Sk dafam . O bl &,
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hambatan. Semakin tettib dan teratur suatn masyarakal makin  berkurang
diperlubkcan dukungan kekuasaan

Lebin lagjue Mochtar Kusumaaimadps menyebutkan tujoan lain dar
bukurn edalah tercapainya kemdilan yanp berbeda-beda s dan  ukurawnya
nenungt masvarmkat dan jamannya, ' Llanpa kepastisn hukum dan ketertiban
masyarakat yang dijebnakan otchnya manusia ridak mungkin mengembangkan
bakal-bakat dan kemampuan vang dibetikan Tehan kepadanya secara aptimal di
dalum masvarakat tempat dia hidup. *™

Kekuassan serng bersumber pada wowenapg formal yung disebut oleh
bMochiar Kusumastmadja sebagai formal authodly vang memberikan wewenang,
atau kekwaszan kepads sesearmnp atow sustu pibak dalam suate bdsng tenenty,
ladi kekuasaan it bersumber pada hukem, yaim ketentuan-ketentuan huknm yang
meagatur pemberisin wewenang tadi. ¢ Lebih lanjut Mochiar Kusumasumadia
mengatakan bahwa hukum il memerhikan paksssn bagl penataon ketenluan-
ketentuannys,  dapst  dikatakan  bahwea hukun  memerlukan  kekuatan  bagl
penegaknya. ©7 sehingga kemudian munculzh sdagium yung mengatakan balwa
hukum tanpa kekuasaan adalah angan-ongan, kekuasaan tanpa hukum adalah
kelaliman.  Kelwazaan merapakan suatu unsir  vapg muotek  dalam suate

masyarakal hukum dalam snli mesyarakal yeng diatwr eleh dan berdasarkan

1 4li Ragjisl e Tra Rasjidi, Desac- Dusar Filzagot Joy Tewri Hukunn, sesakan keIl Ponorbid PT. Citra
Admya Hakri, Bandung, 203, alm 75,

Tihdochlar Kusimapnadja, K onrer-Konnep Hukeer. ., Lo i
“kid. hun. 4.
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hukum. Kekuavaan merupakan suaty funga dad masyvarkat yange eraure, Hukum
ftn hacus peka terhadap perkembangan masyarakat dam bukum 1w harus
dizesuaikan alay menyeswaikan ditn dengan keadaan yaog telah benabah
sesungpuhnva teloh terdapat pola dalam alam pikiran baness Indonesia. *™
Mochiar Kusumaabinadia menpemukakan hagaimana mengembangkan
hukum sebagal suaby alat pembahaman masyarakat (o food of sockul engineering).
“* Hukum schagal sarana pe!nh-angmﬁn dalem tatanan hukam pasionsl positif
niegara Indonesia akan mempakan sarana pembaruan masyarakal selingga hukum

L1l

in sendini masih memerlukan pembarusn Jun  pembinaan, Lebik lanjut
Mochtar Kusumuaumadjs mengatakan bahwa ada dua konsepsi hukum sebagsi
garna pemboran masyvamkat, perlama adanya keteratoran atou ketertiban dalam
utaha pembangunan atau pombanian i mernpakan sasualu yang diinginkan slau
bahkan dipandang (muclak) perlu. Kedug, bukum dalam eni kaidah aao peratumn
hukum memang bisa berfungsi sebagai alat {penyeuiur) ylau sarana pembangunan
dalam arti penvalur amsh kegiatan manusia ke arah  vang dikehendaki oleh
pembangunan, Kedva fungsi tersebunl dihavapkan Jdapey dilakukan oleh hukom
disamping fungsinya vang wsdisional yakni wonk menjamin adanys kepastian
dan ketertiban. ' Olch karena it pengertian hakwn yang memadai scharusnya
tidak memandang hukum il scbagai suaty peranpkal kaidah dan asac-agas yapg

mengatur keludupan manusia dalam masyarskal, otapi hbarus pula mencakup

T thiot . him, 79,
¥¥hia, him. 1.
ML, him. KT,

Winig, him. HE.
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lembaga {matitativn} dan proses (processes) yang diperokan itk mewiyuikan
hukum itu dalam kenyataannya. 1

Komli Atmasaanita memberiken pernbenaban tethadap ponsip “law a5 a
fool of rocial enginecring” dengan vang dizehuinys sehagai madal Hukum dan
pembangunun peneras kedua yaiiu hukum sebegai sarana pembaruan masyarakat
dan birokrasi alau yang disebulnya sebagai few az @ tool 8f social and
bureucradic engineerirg. Model ini berumpu pada dua fakior sekaligus yaitu
birokrasi dan masyarakat Pemakaian model hukom dan pembangunen ini akan
renuniut rckrast menjalankan tugas dan kewajibanaya seznad dengan peraturan
perundang-undangan yans berlaku dan menjadi icladan yang baik dan berguna
dan dibarapkan mengikulinya dan mematuhi hokum . **

[alam prakiek memany banyak peraturan vang dibuat oleh pemerintah
yanp berujuan agar tercipta keadilan khususnye keadiian  distebutif bagi
masyarakat. Warga negara Indonesia sudsh sevogyanya mendapat keadilan bagi
darinya sexuai dengan situagi dan kondisinya, Peraluran yeng dibuar saperti halnya
ketentuan hunian berimbang diharapkan dopal merbenkan vase keadilan bagl
ey lapisan masyarakat, Rusunami juga merupakan salah satu pooduk negars
untuk memenuhi msa keadilan bagi masyarakal, Dalam mencapail tujuan negara
kescpahteraen konsep humian berimbang yang berbeadilan haruslah  menjadi
contah pemenuban masa keadilan masyarakat. Peranan birokral sangat penting

dalam penegakkan peratwrany yang sudab dibuay. Tepatlah  apn yang dika;;aka.n

ke, Rlm. 91,
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Bomll Arnasasmita di atas yang menyonili peranan bitoktazi dalam penerapan
hukum sebagai sarana peinbaran masyarakat.

Ferumahan dan permukiman yvang bavak, aman, dan teratur mempakan
silab salo kebutuban dasar manusia dun meropskan  fakbor penting dalam
peningkatan harkat dan manabat. mutu kehidupan sena kesejahteraan rakyat
dalam masyarakat adil dan ima¥emur berdasarkan Pancasila. Dalam rangka
peningkatun harksl den martabal, mutu kehidupan dan kesejabteraan tersebut bagi
setiap keluarga Indonesia, pembangunan perwmahzn dap pemmukiman sebagsi
buagian dan pembungunan nasionul peclu teruz ditingkalkan dan dikembangkan
secara terpadu, tevarah, berencana, dan berkesimambungean,

V51 danl mist penyelenggeaman perumahan dan permukiman didasarkan
pada kondisi yang diharapkan secara reahistis deal, dengan memperhalikan
kondisi yang ada. polensi kapasitas yang ditumbuehkembanpkan, dan sisterm oila
yahg melandas hakekat perumaban dan peonokimen bagl kesejahiersan akyat
dan  perumbuhgn  ckonomi, serta dalam  kerangka wijuan  pembangunan
beckelanjutan yang  bérwawasan  lingkungan. Perumshan  dan permuokiman
mempakan salah salu sekbor yang strategis dalam upaya membangun manusia
Indonesia yang seulinya Sefain sebagai salah sam kebutuhan daser manwsia,
penumaban dan permukiman, “papan” juga  berfunesi stratepiz di dalam
mendokung  erselenggamnya péndidikan keluarza, persemaian bodeya dan

peningkatan kualitas generasi akan datang. ™

U e paDusiey Beriich Ponukiins dan Pracasana Wiaysh Nomor, 2 17EFTS M NH2, lentang Faebijakan den
Swrwiegi Mosiena Perumabian dan Permokiman (hSSTTY. Jakama 13 higi 2002, Laar belakang
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Tantangan dalam  pasar paramahan mehibatkan  pemeriniab sebagad
pemegang regulasi dan pendukung uaama, pengembane schagai penghasil dan
pen-suply, dan lemboga kevangan sehagal milra kongt dilem  pendansan
perumalian ke masyarakar atau pasar peimer ™ Pemeriolah sebagai pernegang
regulasi dan pemegzang amanat pendin negara mempunyai kedodukan yang senteal
dalam menentukan arah pembangunan perumahan dan permukiman. Karenanya,
pada tepuinyalsh bila visi penyelenggarasn perumshan dan  permukiman
diarahkan untuk imengusahekan dan mendorong terwwudnya kandisi setiap orang,
atan kelvarga di Indonesia vang mampu bertanggunyg jawab di dalam memenubi
kebutwhan perumubhannys yang layak dan tegangksu didalam  lingkungan
permukiman yang schat. aman harmmonis, dan berkelanjutan guna mendukung
terwujndnya masyarakat dan lingkungan yang hegati din, mandiri, dan pooduktf,

Kemampuan panerintah unfuk menyelengearakan perenuban kebuiohan
perumahan dan permukiman relatii sanget terbatas.™ Cleh karenanya sumber
daya dan potensi masyarakat perlu ditombuhkembangkan untuk dapat memenuhi
kebutuhan perumehan dan permukimannys secra mandin, dengam didokung oleh
uwpaya pemennizh melalei pencipizan iklim yanp kondusif. Sebapaimana celah
diatur i dalwm Pasal 53 ULV No, 4 Tahon 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman, seliap warga negard mempunyai kewsjiban dan tanppung jawah

untuk berperan serta di dalam pembangunan perumahan dan permvukiman

" hasaks zu Wataoabe. ed, New Lhirectians ... Loc. TFL

Wik cputuzan Menrerl Pedilkomsan dan Prasavans Wilaxah Nomor: 2TVEPTSM2002, Do £0., ¥ioi tam
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Untuk mengimplementasikan hak, kesempatan dan kewajiban seliap warga negara
tersebut di dalam pemybangunun peromaban dan permukiman maka misi yang
akan dijalankan adalahh melakuban pemherdayaan kepada masvaraket dan para
pelaka kunci lainnya di dulam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
Penyelenggarzan pembangunan perumahom dan permukiman perlu didukung aleh
aspek-aspek pengaturan, pembinaan dan pengawasan.

I’n:_p.ses petnbanpunan perurnghan memerdukan wakiu untuke dilaksanukan
dan secara wmumnya kita LUdak dapat menentukan jungka  wakm unnk
pembangunannya kingps dilaksanskannya pembangunan tersebut. Dalam hai im
kemajuen pembuangunan tidak boleh metungea hingga ads permintzsn Jan pasar
untuk menjdankan proyek perumsahan lelapi kepumsan wank  pembanglman
perumahan dibuat berdasarkan kepada perkirasn kebumhan masyarakat serta
pretiicasn perdumbohan penduduk,

Walaupun maszalah peromahan metupsken tanggung jawab  berTsama,
namun kewapban unfuk pemenuhan kebunhan rumah tersebur pada hakekatnya
merupakan tanggung jawab individuzl. Oleh karenanys sumber daya dan pocensi
masyarakat perlu  ditombubkerbengkan witek dapar memetuhi  kebutuban
perumahan dan permukimamnya secara mandin, dengan didukung oleh upava
pemertntah melalu_l penciptaan iklim yang Kondusid. Dalam upaya pelaksanaan
penyclanggaraan lorschut, selunsh  program dan  kegiatan  penyelengparaun
perunahan dan pertookiman ditilikberatkan oniuk dapat m:n;:apai RASAMAN Antara

lain sebagai herikut -



i

itd

Tersujudnya keswadayaan masyarakat vane mampu memenuhi kebumban
perumahan yang layak dan terjangkau secars mandiri schagai salah salu upaya
pemenuhin kebwhihan dasar manusia dalam rangka pengernbangan jati din,
dan mendorong lerwujudnye koslitas lingkunpan pemmukinian vang sehar,
aman, harmones dan berkelanjulan, batk di perbotzan meupun di perdesasn.
RKeswadavaan masyarakal jupa dalam arisn dspas hermiica seeara efektif
denpan para pelaku kunel lainnya dari kalamgan dunia useha dan pemerantahb.
Terbangunnya  lembega-lembaga ponyclengparsan  perumahan dan
permukiman yang dapat menerapkan pensip-prinsip tats pemeninlihan yanyg
bank, di tingkat lokal, wilayah, dan pusat. yang mampa memfasilitasi wahans
pehgetnbatpan peran dan anggung juwih masyarakal sebogni peluko olame
dalam memenubt kebumhannya skan hunian yene lavak dan terjangkan dan -
lingkungar permokiman vang sehat. aman, produktit dan berkelanjuran.
Kelembagoan vanp ngin dicapa wrsehul  agar jupa  dapst  senantiasa
merdorang rerciptenya iklien kondusif di dalmn penyvelenpparaan peramahan
tlan prrmukiman.

lerdorongoya penumbuhan wilavah dan keserasian hingkungzan antar vilavah
mclalul penvelenggaraan perumahan dap pormukiman yang berkelaojutan,
saling mer}du}ru.ng dan terpadu secara sosial, ekonomd, dan lingkunean baik di
perkotzan maupun Jdi perdesaan, sena kesalinpterkailan antar kawasan.

Penyelengguraan yang berkelanjutan juga apsr dicapa dengan pendayasutiaan

vang optinnal dard sumberdaya pendukung perumahan dan pemukinan,
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Jenis Perolehan hek aims tanah bagi Warga Negars ladonesia yang hendak
melaknkan kegialan pembangunan tumah atag perunahan umuk kepentingan
pribadi dapat memiliki scbidang tanah FHak Milik Cara perolehan tanah Tlak
Milik iemebul dapal dilakukan dengan cara melakukan permobonan bak kepada
negata apabila status tanah yang terscdia merupaksn lwnah negara, sedanghan bila
tanah yang lersedia sudah mennliki landasan haknva maka dapat dilakukan
perbuatan hukwn untuk pemindaban haknga, berupa jual-beli, tukar menvkar,
hubah, maupun pembagian hak bersama

Penyelengparaan perumahan dun permukiman  dilaksanakan  dengan
menguiamakan pencapaian hyjuan pembapglnan lingkungon vang responsif
namun secarn komprebensif sekaligus dapat mengakomodaskan dadatt cans
kesatuwan sistern dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial dan pembangunim
ckonomi. Secara praksis, konscp Tridaya, yang suwdah berkembang sehagai azas
pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman. yYang secars prinsip
bertujuan memberdayakan komponen sosial masvarakal, usaha dan skonomi, serta
lingkunean, tetap dapat diwmboulkembanpgkan sebagal pendekalan pembungunan
perumatian dan permukiman yang berkelanjutan di tingkat lokal.*** Pendckatan ini
ditaknkan dengan memadukan kegiutan-kepiatan penyiapan dan pemberdayaan
rmasvarakat, serta kegialan pemberdayaan kegiatan usaha ckonomi koonumitas
dengan kegiatin pendayzgunaan praserana dan sarana dasar perumahan dan

permukiman scbagal satu kesatuan sistem vang tidak terpizahkan, kehijakan dan

MWaeraren Kepals Badan Pertanahan Masiiosl Seowt | Tehon 2006 iedang Bstsmbicw Folakcahanm
Peranuran Pemerindah damet 37 Tahun |94 1enang Perauren Inbaan Pejana Mominal Akw Tanah, Fasal 2,
dialam P*azal T rergenm 33 juga pemindohan bak kacmna penasukan ke dalam perusihasn findreme! inaupun
permindahan hak legadi kavens prwantan ditunjubken denzan adanva sural keterargan waris
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Strategy  Masional Peromahan Jdan  Permukiman  (KSMPPY  Fembangunan
parumahan dan permukiman. yang memanfantkan mang lerbesar dan kawasan
baik 47 perkelaan maopun di peedesaan, merupakan kegialan yang bersifat terus
menerus. Karenanya pengelolaan pembangunan perumaban dan permukiman
senantiasa mempethetikan keersedizan sumber daya pendukung sera dampak
akibal pembangunan tersebrat. Dukungan sumber daya yvang memadal, balk yang
utama maupun penunjang dipsriukan sgar pembangunan dapal dilakukan secara
berkelanjusn, disamping dampak pembangunan perumahan dan permukiman
terhadap kelestarian lingkungan sera keseimbangan dayz dukung linghuhpannya
yvang senantizsa dipertimbangksn. Kesadaran lersebut hacus dimulai zejak tabap
perencanaan Jdan pemncangan, pembangunan, sampal dengan tahap pengelolann
dan pepgembangannya, apar arah perkembangannya tetap selaras dengan prinsip-
prnsip pembungmun berkelanjulan secara ekonomi, sosial. dan lingkungan,
Dalam  kerangka il penyelenggarman perumaban dan  permukiman  ingin
menggansbawahi bahwa pennazalabannya selain menyangkut sk perumahan
dan permukirman juga terkait dengan penatasn rwang. Di daiamnya lermasuk
pengadaan prasarana dan sarn lingkungan serta ctilitas umum untuk memamgang
kegiatan sosial ckenomi masyarakat. Hal nd diperiukan agar dapsl mefdorasp
teraujudnys keseimbangan antarz pembangunan di perkotaan dan perdesaan, serld

perkembangan yvany terjadi dapal tunsbuly cecara selaras dan saling mendnkung.
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SIMPULAN DDAN SARAN

A, SIMPULAN

Drari hasil penelitian iethadap tinjavan hukum atss pengadaan rumah
horizantal dan vertikal dalam pembanguman rumah human yang beewawsasan
lingkungan dan berkelanjutan dihubungkan dengan twjuan negara kescjahleraan
meka dapat diperolch kesinpulban sebagai herkual:

1. Dalam praktek pembangupan perunahan dan peomukiman ndak tettals baik
bahkan di dckat perumahan maesih ads pabrk, Masalah vang banyak terjadi
dalam praktek  adalah  terjadinya  pensbahan beonk dan  perubahan
peruntukkan. Pengaturan wrhadap perumahan dan parmukiman honsontal dan
vertikal telah dilakukan dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1985 tentaty Rumah Susm dan Undang-Undang Mamor 4 Tahun 1992
lcntang Perumahan dan Permukirman serta Undang-Undanz Nomor 26 Tahun
07 tentang Penatzan Ruanmg. Lalam sistm hokum perundang-undangan
Indonesie, dileniukan pembangunan harus berwawasan  lingkunpsn  dan
berkelanjutan. Pembangunan perumahan hans retap memperhatikan keentuan
undang-undang penataan ruang yapg baik Berdesarkan wawasan lingkungan
yung baik dan berkelanjutan untuk depat dimonfaarkan selama mungkin,
Rummal humean vang betkelamjutan adalah rumah vang dapat dihuni dan
dipertahankan sclama ditutuhkan 1lak aas rumab dat bak ates tanah hars

dalam baias kepemalikan bak yang panjang.

A ——————————————————— T
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2. Akibat hukum dan pembangonan vang tdak tedata dengan baik ielsh menusak
sislern lsly ruang yang beik sera lingkungen hidup rusak. Perkembangan
perumahan dal penmokiman yang sanpal pesal seriog karang terkendali dan
Lirlak  sesuai dengan repcana tata mang dan kenscp pembanganan  yanpe
berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawavan-kawssan rendab yang semula
bertungsi sebapai tempat parkir air dan bantargn sumgai telah berubah menjadi
dacrah permukimean yang diby penduduk. Hal-hal tersebut diotus membawa
durnprak i satu pihak menguorangi kemampuan dava serap lahan atas air hupan
vang twrun, di lain pihak berdampak rendsbnya kemampuan  dringse
mengenngkan kzwasan lerbangun dan rendahnya kapasitas selombh prasarana
pengendali banjir (sungai, palder-polder, pompe-pompa, pintu-pin pengatur)
uwnfuk meongalirtkan air ke laut,

3. Asas keadilan dalam upuan negera kesejrhicraan akan terwajud bila tercapai
pembangunan runah hunian bapi seluruh lapisan masvarskat. Bumah hunian
yang dimaksud adaiah pwnah hunian yapg |aysk bagi semus pihak.
Pembangunar numah hunsan vang berwawasan lingkunpan dan berkelanjutan
dalam mewujudkan oyuan negam kescjahteraan sccara peraluran porundang-
undangan  telah ada, walaupun  dalam  pelaksenaannya  bolum dapat
menjangkan scluruh warga negara lindonesia Pecatioan-peraluan yung ada
telsh memberikan bebermps keutamaan untuk warga negara  Indonesia

dibandingkan dengan warga negnra asing. Kotsep hunian betimbapg den

pembanguman msvnaom adelah contoh komkret yang ads.
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EXL

B SARAN

l’'an hasil penelitian yang diperelch, maka berdoasarkan kesimpulan vapp

telaby dipecoleh disfas, maka perdis mengularakan saren-saran sebagar berkul,

1.

Pembangonan rumah dibingun wuntuk dapat dipakan sepanpang hidup, oleh
kerena itu pembangunan mmah bescria hak atas tanahnya haros berada di stas
tanah dempan slas huk berupa hak milik sas woah ata kalaupun dengan alas
hak berupa HGE maupun hak pakai harsslsh dengan batas hak vany panjang,
Berdusarkzn tror pembanpunan hukom meka harus dilakukan perobahsn
dalam kepemilikan hok yanp terharas

Penyuluhan entang perumahan dan permukiman sehol perlu dilakukan oleh
petugas pemcrintal pada umumnyva dan kelompok masyarakat melelui
berbagal saluran media dan kumpanye. Pembangunan sosial, ckonemi dan
kesechetan yang berkaitan denpan perumahan dan honias harus dideserkan
peda proscs perencanaan, Formulasi dan pelaksanazn kebijakan poblik dan
pembernan pelayanan dengan kerjasame agesr sektors] dalam manajcmen dan
perencanaan pembangunan, perencanaan perkoman dan penggumasn tanakh,
srandar rumah, desain den konstoksi rumah, pengadaan pelayanan bagi
masyarakal dan moutanng seria analiza situasi secara terus menams.

Konsep huonian bherimbang yang dibentuk melelui Keputusan  Menteri
Perumahan Rakyal Nomor YKPTS/BPANS 95 yang kemudian dikenal
dengan konsep 1:1.6 masih ideal diterapkan dikarenakan dapat inenciprakan
hannonizasi kehidupan di masyamkal. Meski peraturan tersebut maosih berlaku

hingga kini, namun implementasinys sangal lemah karena tiadanya sanksi




£

serld sdanva perbedaan pola pikie antara pemerintab dan pengembang, Untuk
pendelinisivn  Ignfang  mumah  sederhana juga merupekan  permasalahan
tersendirl, ini dikarenakan dalum Keputosan Menteri Perumahan Rakya
Nimuor D4KPTS/BF4N1945 pendefiisian rumah masih didssarkan poda
luasan Keveling, sedungkan untuk di wilavah-wiloyah tertenty pemakaian luas
keveling tidak dapar diterapkan karena kepadatan  penduduk  setta

petkembanyan harga tanah di wilavah tertentu.
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Tabel 7. Biaya Pemnbangunan Per m* di Citrat3arden Clity

Luas Bangunan Harga Banponan 1
<60mt Rp. 3.055.45§,-
> 60 - 104 m? Rp. 2007600~
> 100 - 150 m? Rp. 2.344,007,-
> 150 — 200 m? _ Rp. 2.187.156,-
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DALIL - DALIL

. Pembangunan perumahon dan pemukiman yang lavak, aman. serasi dan

teentur merupakan hak Jazar masyarakal

. Penbangunan berdasarkan tala mang yang baik adalah opimalisasi

sumber daya kota,

. Kebenaran dalam ilew sanva seperti kesdilan dalam ilmu hokum.

. Hukum yang efektif hila dirssakan adenya kesdilan sehingea teradi

penuncukan diri masyarakat werhadap nilai-nilai dalam kukam terscbut.

. Motivasi omluk maju yang tidak pemah pudar adalah motivasi yang timpal

dan beckembang dar pribadi wo sondiri,

. Keteladanan orang nw memadivasi anak untuk mencapai kesakscsan

dalam hidup.

. Rerpikir posinif telah menyvelesaikan sebagian besar perscalan.




